Pendahuluan

embangunan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan

nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 mengakibatkan hukum semakin
berperan, terutama dalam perubahan sosial sehingga secara
sadar dan aktif hukum berperan sebagai sarana menyusun
tata kehidupan.!

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyara-
kat tidak selalu membawa dampak positif bagi masyarakat,
karena hukum tidak steril dari subsistem masyarakat lainnya.
Politik seringkali mengintervensi pembuatan dan pelaksanaan
hukum, sehingga tidak selalu menjamin kepastian hukum,
penegakan hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan. Kon-
figurasi politik demokratis akan menciptakan hukum res-
ponsif, sedangkan konfigurasi politik otoriter akan mencjpta-
kan produk hukum represif.2

Dampak negatif penggunaan hukum sebagai sarana
perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat dengan
jelas pada saat rezim orde baru berkuasa di Indonesia. Orde
baru sebagai suatu rezim penguasa yang sangat otonom dan
represif, mengendalikan birokrasi dan semua kekuatan yang
ada dalam masyarakat untuk kepentingan kekuasaannya yang

! Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 1.

? Untuk pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan fungsional antara
konfigurasi politik dan karakter produk hukum, baca M. Mahfud M.D. 1998.
Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
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nepotis, kolutif, dan koruptif, serta melanggar hak-hak asasi
manusia.

Saat ini, Indonesia mengalami proses reformasi dan oto-
nomi daerah, yang dalam prosesnya telah berkembang feno-
mena yang cenderung negatif di bidang legislasi, yaitu: perta-
ma, banyak peraturan perundang-undangan yang baru saja
disahkan bahkan belum berlaku secara efektif sudah diganti
dengan UU yang baru, karena tidak implementatif dan me-
nimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat, misalnya
UU tentang Yayasan dan UU Pemerintahan Daerah; kedua,
banyak UU yang tidak relevan dengan kebutuhan atau perma-
salahan dalam masyarakat, misalnya UU Pemekaran Wila-
yah;?® ketiga, banyaknya Peraturan Daerah yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah yang dicabut oleh Pemerintah Pusat
(Mendagri) karena bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi dan mengancam investasi di daerah.*

Menurut W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudar-
sono, pasca reformasi terjadi pergeseran dari rechtsstaat men-
jadi political state, padahal tujuan negara hukum (goal of
state) adalah supremasi hukum. Political state ibarat bis ma-
lam, tidak berdiri di atas “rel” hukum yang berlaku. Baik
buruknya, bersih/kotornya Pemerintah Daerah sangat tergan-
tung pada kualitas pengaturan hukumnya. Analog dengan hal
itu, diperlukan eksekutif, legislatif dan produk hukumnya
yang berkualitas. secara hukum. Produk hukum tersebut
mempengaruhi kualitas negara hukum.’

22/1999 yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No.

Erni Seryowari, dkk. 2005. Panduan Praktis Pemanrauan Proses Legislasi, Pusat
Studi dan Kebijakan Indonesia, Jakarra, hlm. 27.

* Kompas, 27 November 2001,

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. 2009. Legislative Drafring:
Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas Atmajaya,
Yogyakarta, hlm. 85.
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32/2004, sudah ribuan Peraturan Daerah yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah, baik pada level propinsi maupun kabu-
paten/kota. Data yang diperoleh dari Departemen Keuangan,
sampai Desember 2006 terdapat 9.617 Peraturan Daerah
yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah.
Dari jumlah tersebut, Departemen Keuangan sudah mereko-
mendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk mem-
batalkan Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Daerah yang
dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera
Selatan, Pen-). yang terkait dengan pajak dan retribusi di
daerah. Sedangkan data yang diperoleh dari Departemen Da-
lam Negeri menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai
tahun 2007, Peraturan Daerah yang dibatalkan baru berjum-
lah 761 Peraturan Daerah. Peraturan Daerah-Peraturan Dae-
rah yang dianggap bermasalah itu, dinilai menimbulkan ekono-
mi biaya tinggi di daerah serta juga membebani masyarakat
dan lingkungan.®

Peraturan Daerah menurut Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945), Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU No. 10/2004), dan Pasal 136 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(UU No. 32/2004), adalah bentuk legislasi di daerah sebagai
salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), yang berasal
dari dua sumber, yaitu otonomi dan tugas pembantuan. Jadi,
Peraturan Daerah akan terdiri dari Peraturan Daerah di bi-
dang otonomi yang bersumber dari wewenang atributif dan
Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan yang bersum-
ber dari wewenang delegatif.

* Ibid., 154-155.
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Meskipun proses reformasi telah berlangsung dan oto-
nomi daerah telah diterapkan berdasarkan UU No. 32/2004,

namun masih berkembang situasi dan kondisi belum optimal-.

nya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan
Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bidang ekonomi, de-
ngan indikatornya, yaitu: pertama, ketidakseriusan dan keti-
dakjelasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk me-
nyebarluaskan rancangan Peraturan Daerah guna memg eroleh
tanggapan atau masukan dari masyarakat; kedua, ketiadaan
usul prakarsa rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD kabu-
paten/kota; ketiga, ketidakseriusan dan ketidakjelasan Sekre-
tariat Daerah Kabupaten/Kota untuk menyebarluaskan Pera-
turan Daerah (yang telah diundangkan dalam Lembaran Dae-
rah) kepada masyarakat; dan keempat, ketiadaan naskah
akademis Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota, karena ketia-
daan pelibatan kalangan akademisi dalam proses peran-
cangannya. Ini berarti bahwa pembentukan Peraturan Dae-
rah, termasuk Peraturan Daerah di bidang ekonomi, di kabu-
paten/kota di Propinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan
semangat demokrasi, karena masih didominasi oleh Peme-
rintah Daerah (representasi negara).’

+ Ironisnya, beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran
masih menggunakan Peraturan Daerah kabupaten induknya.
Fenomena negatif dalam bidang legislasi yang justru terjadi
di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupa-
ten/kota, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokra-

7 Muhammad Syaifuddin. 2009. “Penguatan Partisipasi Masyarakat di Tengah
Dominasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang
Ekonomi di Kabupaten Banyuasin”, Materi (Makalah), Disampaikan di Sekolah
Demokrasi, Modul ke-2 Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi,
dengan Topik: “Pasang Surut Peran Negara dan Masyarakat Warga”, Dise-
lenggarakan oleh Yayasan Puspa Indonesia dan Komunitas Indonesia untuk

Demokrasi, bertempat di Wisma Inayah, Palembang, Sabtu, 21 Februari, him.
16. :

DEMOKRATISASI PRODUK HUKUM EKONOMI DAERAH
Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

e

 tisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk

Peraturan Daerah, yang secara konkrit diwujudkan dengan
cara pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pemben-
tukannya.®

Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelom-
pok orang yang duduk di lembaga perwakilan, karena institusi
dan orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan,
sebagaimana diungkapkan oleh Alexander Abe, seringkali
menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk

memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka .

sendiri. Partisipasi rakyat secara langsung, menurut Alexan-
der Abe, akan membawa tiga dampak penting, yaitu: pertama,
terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan
rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat;
kedua, memberi nilai tambah bagi legitimasi rumusan peren-
canaan, karena semakin banyak jumlah pihak yang terlibat
semakin baik; dan ketiga, meningkatkan kesadaran dan kete-
rampilan politik masyarakat.®

Dalam sistem yang demokratis, rakyatlah yang mem-
beri kedaulatan. Prinsip lain yang terkait dengan demokrasi

adalah adanya pemisahan kekuasaan (separation of power),

supremasi hukum, adanya persamaan, dan kebebasan. Secara
spesifik, demokrasi membuka peluang rakyat mendapatkan
pemimpin yang legitimate, artinya rakyat diberi kesempatan
untuk menerima atau menolak orang-orang yang akan meme-
rintah mereka. Selain itu, dalam demokrasi ada peluang yang

¢ Muhammad Syaifuddin. 2009. “LEGISLASI PARTISIPATORIK: Pengatlllran
Hukum Hak Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Proses Legislasi Daerah”,
Materi (Makalah), Disampaikan di Sekolah Demokrasi, dengan Modul “Legislasi
Daerah” dan Topik “Ruang Lingkup, Proses, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Legislasi Daerah”, Diselenggarakan oleh Yayasan Puspa Indonesia dan Komu-
nitas Indonesia untuk Demokrasi, bertempat di Wisma Inayah, Palembang,
Sabtu, 6 Juni, hlm. 2.

® Alexander Abe. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaruan, Yogyakarta,
hlm. 90-91.
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lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan
kebijakan.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang anggota-
anggotanya dipilih oleh masyarakat di daerah, merupakan
tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Pelu-
ang untuk itu dibukakan pintu lebar oleh UU No. 22/1999
yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 32/2004.
Dalam Pasal 22 huruf ¢, d, dan e secara tegas dinyatakan
bahwa DPRD mempunyai kewajiban membina demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan
kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi eko-
nomi, memerhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima
keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tin-
dak lanjut penyelesaiannya. Dengan pasal ini demokratisasi
pemerintahan di daerah terbuka lebar. Masalahnya terpulang
pada kemauan dan itikad baik para wakil rakyat itu sendiri.
Partisipasi masyarakat di daerah tak ada masalah. Mereka
sangat santer menyuarakan keinginan pada para wakilnya,
lantaran kesadaran politik masyarakar daerah sudah cukup
tinggi.

Dengan kewenangan yang dimiliki, DPRD dapat me-
ngontrol kinerja eksekutif agar terwujud good governance,
seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban ma-
syarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas
biaya yang tidak perlu.' Namun demikian, dalam hampir
semua sistem yang ada sekarang pihak eksekutif telah
menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan pengaruh dan
perannya sebagai sumber inisiatif pembentukan peraturan
perundang-undangan. Padahal, pada saat yang sama eksekutif
juga memegang kendali utama dalam rangka pelaksanaan
peraturan.'! Anggota parlemen di mana-mana biasanya hanya

“ Muhammad Syaifuddin. 2009. “LEGISLASI PARTISIPATORIK...”, Op. Cir.
him. 4,

" W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. Op. Cit.,, hlm. xv.
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memodifikasi rancangan peraturan yang berasal dari peme-
rintah, jarang mengajukan inisiatif sendiri.'?

Ternyata setelah reformasi terjadi dinamika pasang
surut peranan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang
dipengaruhi oleh banyak variabel antara lain: dinamika demo-
krasi, keterbukaan pemerintah, prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, aspirasi masyarakat lokal dan masih
banyak lagi. Meskipun terjadi reduksi fungsi pengawasan
DPRD sebagai dampak dari politik legislasi nasional, namun
hakikat fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang
memiliki kewenangan legislasi tidak akan mungkin dihilang-
kan. Fungsi legislasi merupakan hakikat fungsi DPRD yang
melaksanakan mandat perwakilan dari rakyat.

Isu good governance yang kemudian diikuti dengan
wacana good parliament yang di dalamnya banyak mengatur
proses partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penyu-
sunan kebijakan baik yang berbentuk regulatif (peraturan)
maupun teknis. Selain itu, good governance dan good parlia-
ment juga banyak merekomendasikan transparansi dan akun-
tabilitas, yang ke duanya menjadi suatu yang sangat urgen
sebagai intrumen untuk mengukur berlangsungnya proses
partisipasi dalam penyusunan suatu kebijakan.

Realitas yang terjadi saat ini, proses penyusunan suatu
kebijakan menggunakan tolok ukur dirinya sendiri (para
pemegang otoritas kebijakan) bukan berdasar pada kebutuhan
riil masyarakat yang nantinya akan dikenai produk kebijakan
vang dihasilkan oleh para penentu kebijakan. Untuk itu
konsep good governance (dan good parliament, Pen-) menjadi
sangat krusial manakala hanya dijadikan alar legitimasi bagi
para elit untuk melanggengkan kekuasaannya, karena akan

® Jimly Asshiddigie. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,
Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 44.
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menciptakan tirani kekuasaan dalam penyusurian suatu pro-
duk perundang-undangan.'®

Pola penyusunan produk kebijakan (perundang-un-
dangan) akan lebih dapat mendapatkan legitimasi sosial,
politik maupun yuridis manakala prosesnya melibatkan ‘ma-
syarakat. Bahkan, suatu produk hukum baik undang-undang
maupun peraturan daerah akan efektif dijalankan dan “dipa-
tuhi” oleh warga negara jika mereka (warga negara) dilibatkan
dalam proses awal penyusunannya, karena mereka akan me-
rasa bahwa hakikat kemanusiaannya yang terderivasikan men-
jadi warga negara sebagai konsekuensi dari kontrak sosial
dalam bernegara akan merasa dihormati atas ha-hak.

Peraturan Daerah merupakan produk dari parlemen
lokal dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah.
Pola ini sebangun dengan mekanisme produk undang-undang
yang dibentuk bersama oleh DPR/Parlemen Pusat dan Presi-
den. Diterapkannya otonomi daerah seluas-luasnya sebagai
amanat Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan dilaksa-
nakan melalui UU No. 32/2004 telah memindahkan locus
sebagian besar penyelenggaraan urusan pemerintahan ke
daerah. Hal ini seharusnya mendorong kreativitas dan inovasi
daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik (public ser-
vices).

Idealitanya, Peraturan Daerah adalah pedoman bagi
pemerintahan daerah melaksanakan urusan-urusan daerah,
termasuk urusan ekonomi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah
merupakan dasar dan kerangka hukum peningkatan kesejah-
teraan rakyat di daerah. Namun, realitanya, terdapat fenome-
na negatif di bidang legislatif berupa banyaknya Peraturan

B Cinai : - :
Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. 2008. Legislative Drafring:
Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk

Demokrasi-Intrans Publishing, Malang, hlm. iv.
W Ibid.
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Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dicabut
oleh Pemerintah Pusat, karena bertentangan dengan pera-
turan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengancam
investasi di daerah.

Fenomena negatif di bidang legislasi yang justru terjadi
di era reformasi dan otonomi daerah dapat diminimalisasikan
dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan per-
undang-undangan, termasuk Peraturan Daerah di bidang eko-
nomi di kabupaten/kota, yang secara konkrit diwujudkan
melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pem-
bentukannya.

Selanjutnya, perlu dikembangkan gagasan tentang
mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses
pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang ekono-
mi di kabupaten/kota, dengan menggunakan landasan demo-
krasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mengutamakan peng-
gunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan
musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar
pengalaman di antara para pihak dan warga negara. Tujuannya
untuk mencapai musyawarah dan mufakat berdasarkan hasil-
hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria.
Keterlibatan warga (citizen engagement) merupakan inti dan
demokrasi deliberatif.

Partisipasi tidak tepat jika hanya pada tataran keter-
libatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota,
tetapi harus lebih jauh dari itu, dalam arti masyarakat, ter-
utama masyarakat marjinal dan rentan dapat menentukan
hasil akhir atau dampak positif dari keberadaan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota
tersebut.

Berangkat dari situasi dan kondisi belum optimalnya
partisipasi masyarakat, maka diperlukan terobosan gerakan
civil society untuk mendorong maju partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di bidang eko-
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nomi di Kabupaten/Korta. Bukan karena alasan reformast, oto-
nomi daerah, atau demokratisasi, sehingga terobosan harus
dilakukan, melainkan karena Peraturan Daerah demokratis
di bidang ekonomi di kabupaten/kota itu akan berdampak
pada masyarakat luas bukan pada sekelompok orang yvang

ada di lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) maupun legis-
latif (DPRD).
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BAB 2

L BAB 2 ]

Teori-Teori Hukum
yang NMendasari Demokratisasi
Peraturan Daerah

A. Teori Negara Hukum Demokratis

Pemikiran tentang negara hukum menurut para ahli,
sebenarnya telah sangat didambakan sejak Plato menulis
karya ilmiahnya berjudul “nomoi”, Immanuel Kant mema-
parkan prinsip-prinsip negara hukum, F.J. Sthal menguraikan
negara hukum (formal), dan A.V. Dicey mengembangkan
“rule of law”.

Plato, dalam “nomoi”, pada intinya menekankan
pentingnya memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi
kepada hukum, juga penyelenggaraan pemerintahan yang baik
diatur oleh hukum?”. Pemikiran Plato yang menghendaki
“penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah diatur oleh
hukum” itu, dilanjutkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles,
suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan
konstitusi dan berkedaulatan hukun. Selanjutnya, ada tiga
unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu: pertama, peme-
rintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua,
pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar
kepada ketentuan-ketentuan hukum; dan ketiga, pemerin-
tahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan
atas kehendak rakyat.”

Y Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-
b 8 4
unsurnya, Ul-Press, Jakarta, him. 19-30.
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Situasi dan kondisi yang memprihatinkan yang dihadapij
oleh Plato dan muridnya Aristoteles, mendorong keduanya
mengemukakan idealismenya untuk mengakhiri kekuasaan
absolut yang dipraktikkan raja-raja pada wakru jtu. Idealisme-
nya adalah mewujudkan cita negara hukum, sementara istilah
negara hukum itu sendiri bary dikenal luas sekitar abad ke-
19 hingga kini.

Satu di antara beberapa pemikir negara hukum di abad
ke-19 adalah EJ. Sthal yang mencoba memperbaiki konsep
negara hukum liberal yang diperkenalkan oleh Immanuel
Kant. Dalam perspektif teoretis, Kant memahami negara hu-
kum sebagai nachtswaker staat (negara penjaga malam), yang
tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyara-
kat semata.

Negara hukum formal menurut Sthal ditandai oleh ada-
nya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

1. Mengakui dan melindungi hak asas; manusia;

2. Untuk melindungi hak asasj tersebut, penyelenggaraan
negara harus berdasarkan pada teori trigs politica;

3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan
undang-undang (wetmatig bestuur),

4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan un-
dang-undang pemerintah masih melanggar hak asas;
(campur tangan pemerintah dalam kehidupan piibadi

seseorang), ada pengadilan administrasi yang -akan
menyelesaikannya. 16

Pemikir negara hukum pada abad ke-19 seperti A.V,
Dicey asal Inggris, juga mengemukakan tiga arti utama negara

_—
¥ Ibid., hlm. 46.
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artinya seseorang hanya dapat dihukum karena melanggar
hukum, bukan karena hal-hal lain; kedua, equqlz'ty before
the law atau persamaan di hadapan hukum, artinya semua
warga negara baik selaku pribadi maupun Pelabat negara
tunduk kepada hukum yang sama dan diad'll.l di pgngadllan
yang sama; ketiga, constitution based on individual fzghfs atau
konstitusi berdasarkan hak individual, artinya kontitusi tidak
diciptakan sekaligus, melainkan generalisasi dari keputusan-
keputusan yang dibuat oleh hakim dan undang-updang yang
dibuat khusus untuk melindungi hak asasi. Jadi, hak asasi
dan kebebasan itu dijamin dengan hukum-hukum biasa,
kebiasaan ketatanegaraan ataupun putusan hakim.” -

Mencermati karakteristik pemikiran para pe.m.ler
negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat.dldlpa-
hami bahwa meskipun sudah tua, tetapi secara teoretis dapat
menjadi rujukan kehidupan hukum negara-negara yang mem-
praktikkan unsur-unsur negara hukum, seperti me.ngakul dag
melindungi hak asasi manusia, menjunjung tinggi supremasi
hukum dan lainnya. . .

Pemikiran negara hukum secara teoretis mulai berkem-
bang pesat sejak memasuki awal abad ke-20. Menqrut teore-
tisi hukum, pemikiran negara hukum meng'alaml. perkemj
bangan dan mendapat perhatian para pemikir dari berbagai
bangsa yang menginginkan kehidupan negara yang demo-
kratis, berperikemanusiaan dan sejahtera. Di negara Belanda,
misalnya, ada beberapa pemikir yang mencoba menyempurna-
kan cita negara hukum.?®

Satu di antara beberapa pemikir negara hukum adalah
Paul Scholten yang mengemukakan bahwa dalam membahas
unsur-unsur negara hukum dibedakan tingkatan unsur-unsur-

7 Ibid., him. 39-42, o )

® Deddy Ismatullah. 2003. “Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madl'nah
Ditinjau dari Prinsip-prinsip Negara Hukum”, Disertasi, Program Pascasarjana
Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 64.
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nya. Unsur yang dianggap penting dinamakannya sebagai asas,

dan unsur yang merupakan perwujudan asas dinamakan

aspek. Berikut ini adalah gambaran asas dan aspek dari teori
negara hukum Paul Scholten. Unsur utamanya adalah:

1. ' Ada hak warga negara terhadap negara/raja. Unsur ini
mencakup dua aspek, yaitu hak individu yang pada
prinsipnya berada di luar wewenang negara, dan pem-
batasan hak tersebut dengan ketentuan undang-undang
berupa peraturan yang berlaku umum. Kedua aspek ini
merupakan unsur Negara Hukum Barat yang perwu-
judannya berupa hak asasi meliputi kebebasan beragama,
berserikat, rapat pers dan hak milik. Pembatasan hak
kebebasan tersebut hanya dengan undang-undang dan
bukan atas kehendak atau kekuasaan raja. Termasuk
dalam unsur ini adalah persamaan di hadapan hukum
yang merupakan asas demokrasi;

2. Adanya pemisahan kekuasaan. Dengan mengikuti Mon-
tesqieu, Scholten mengemukakan tiga kekuasaan negara
harus berpisah satu sama lain, yaitu kekuasaan pemben-
tuk undang-undang, kekuasaan pelaksana undang-undang
dan kekuasaan mengadili/pengadilan. Untuk menghindari
adanya kesewenang-wenangan dalam pembentuk
undang-undang, keikutsertaan mereka yang diperintah
(rakyat) adalah syarat mutlak.”

Paul Scholten berpandangan bahwa masalah pemben-
tukan undang-undang tidak hanya melihat aspek formalitas
saja, tetapi juga aspek materinya. Adanya kecenderungan
kekuasaan pemerintah semakin besar, juga patut diwaspadai,
sehingga kedaulatan hukum tidak menjadi kedaulatan negara.
Bukankah satu dari beberapa tujuan mendirikan negara
adalah untuk membatasi kekuasaan negara?*’

¥ Paul Scholten, dalam Ibid.

Y 1bid.
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Perkembangan pemikiran negara hukum, khususnya di
Belanda, misalnya, menurut Scheltema, ciri khas negara
hukum ialah negara memberikan naungan kepada warganya
dengan cara yang berbeda bagi masing-masing bangsa. Negara
hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan
berwujud sebagai reaksi atas kekacauan di zaman lampau.
Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah
dan perkembangan suatu bangsa. Unsur-unsur utama negara
hukum dimaksud Scholten adalah adanya kepastian hukum,
persamaan, asas demokrasi dan asas pemerintahan untuk
rakyat.?!

Menurut Scheltema, ada empat asas atau unsur utama
negara hukum dan setiap unsur diikuti oleh bebarapa unsur
lainnya. Berikut ini adalah gambaran unsur-unsur tersgbut,
antara lain: ;

1) Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah:

a. Asas legalitas;

b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang
berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat
mengetahui apa yang dapat diharapkan;

c. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;

d. Hak asasi dijamin dengan undang-undang.

Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah:

a. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-
undang dalam arti materiil;

b. Adanya pemisahan kekuasaan;

3) Asas demokrasi, yang unsur turunannya adalah:

a.  Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;

b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan
oleh parlemen;

c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

I~
~

¥ Ibid.
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4) A;af Il)lemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya
adalah: x

a. Hak asasi dijamin dengan Undang-U;ldang Dasar;

b. Pemerintahan secara efektif dan efisien.?

Bunkers mengemukakan bahwa negara hukum adalah
negara yang menempatkan kekuasaan hukum sebagai dasar
kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut
dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan
hukum.? Pemikiran Bunker ini menjelaskan bahwa penye-
lenggaraan kekuasaan dalam suatu negara hukum tidak
mengabaikan peran hukum sebagai instrumen pengendali
kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Penyelenggaraan
kekuasaan negara itu tetap di bawah kendali hukum, meski-
pun penyelenggaranya mengalami pergantian dari waktu ke
waktu secara berkesinambungan.

Keberadaan negara hukum menurut J. Van der Hoeven,
adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dija-
l'fu?kan berdasarkan hukum yang berakar dalam seperangkat
titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas
yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan
perilaku pejabat pemerintah. Keberadaan negara hukum ini
mempersyaratkan:

a. Prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah
yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan
ketentraman bagi setiap orang;

b. Terpenuhinya kebutuhan materiil minimum bagi kehi-
dupan manusia yang menjamin keberadaan manusia
yang bermartabat.?*

: Scheltema, dalam Azhary. Op. Cit., him. 49,

Bunkers, dalam Abrar. 1999. “Hak Penguasaan Negara atas P rtambangan
Berdasarkan UUD 19457, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran
Bandung, hlm. 4. ’

® . e
Bernard Arief S“ldharca. 2004. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”,
Jurnal I-:‘ukum ‘Jentera”, Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Igdonesna (PSHK), Tahun II, Jakarta, hlm. 123-124.
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Memasuki abad ke-20 ini sudah tampil negara-negara
hukum modern yang mulai mempraktikkan kebutuhan-
kebutuhan hidup warga negaranya dan menyediakan berbagai
sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam negara hukum
modern ini pula menurut Scholten, negara tidak membebani
warga negaranya melakukan sesuatu, kecuali atas dasar
perintah hukum.?

Sehubungan dengan perkembangan pemikiran negara
hukum modern, Syamsuharya Bethan menguraikan pemi-
kirannya bahwa negara hukum ideal adalah tetap memerhati-
kan peran hukum sebagai piranti vital dalam penyelenggaraan
negara hukum yang demokratis. Artinya, beragam unsur
melekat pada suatu negara hukum, seperti adanya kepastian
hukum, penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum,
adanya pemisahan kekuasaan negara, adanya peradilan ad-
ministrasi negara dan lainnya, merupakan referensi funda-
mental bagi negara hukum tersebut melaksanakan aktivitas
untuk kepentingan masyarakatnya. Dengan kata lain, negara
menempatkan hukum sebagai dimensi terdepan dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat atau bernegara.?®

Negara hukum dalam pandangan Lunshof, bahwa
sepanjang abad ke-20 negara hukum terus berkembang,
penyelenggaraan negara oleh pemerintah telah berubah, ke-
giatan negara telah menyebar untuk mengatur berbagai
persoalan pokok kehidupan bernegara. Negara hukum klasik
liberal yang dikenal sebelumnya menjadi negara kesejahte-
raan.?” Berdasarkan pandangan itu, Lunshof menganggap
asas legalitas tetap sebagai unsur utama yang penting, meski

3 Azhary. Op. Cit., him. 51.

» Syamsuharya Bethan. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya
Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi, PT. Alumni,
Bandung, him. 21.

7 Ibid., hlm. 53.
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negara telah berubah menjadi negara kemakmuran. Lunshof
sependapat dengan pemikir lain, bahwa asas legalitas adalah
asas yang turut menjamin asas-asas hukum lainnya, seperti
pembatasan kekuasaan pemerintah menjamin hak asasi.

Negara hukum yang demokratis menurut Lunshof,
memenuhi unsur-unsur, antara lain: pemisahan antara pem-
bentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan per-
adilan; penyusunan pembentuk undang-undang secara demo-
kratis; asas legalitas dan pengakuan hak-hak asasi. Dalam
konteks negara hukum yang demokratis, Lunshof berpen-
dapat bahwa adanya unsur baru dari negara hukum abad ke-
20, yaitu adanya pengawasan, pengadilan terhadap pelaksa-
naart’ pemerintah, pemberian wewenang kepada pemerintah
dan perlindungan hukum terhadap yang berkuasa.**

Negara hukum demokratis, menurut penjelasan
teoretis Jimly Asshiddigie, memadukan paham kedaulatan
rakyat (democratie) dengan kedaulatan hukum (nomocratie)
sebagai satu kesatuan. Indonesia menurut UUD NRI Tahun
1945 adalah negara hukum yang demokratis (democratische
rechtsstaat) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan
hukum (comstitutional democracy) yang tidak terpisahkan
satu sama lain.?? Jadi, negara hukum demokratis merukunkan
paham kedaulatan hukum dengan kedaulatan rakyat sebagai
satu kesatuan. Ini berarti bahwa aturan hukum, termasuk
Peraturan Daerah yang demokratis harus berlandaskan pa-
ham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang serasi
(harmonis).

Mohamad Yamin menegaskan bahwa “Republik Indo-
nesia ialah suatu negara hukum (rechtsstaat, government of

# Deddy Ismatullah. Op. Cit., hlm. 69-70.

? Jimly Asshiddiqie. 2003, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan
Keempat UUD 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 1.
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law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara
polisi atau negara militer tempat polisi dan prajurit memegang
pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan
(machtsstaat) tempat tenaga, senjata dan kekuatan badan
melakukan sewenang-wenang.’® Sedangkan Djoko Soetono
menegaskan bahwa “Negara hukum yang demokratis sesung-
guhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau dikatakan demio-
cratishe rechtsstaat, yang penting dan primer adalah rechts-
staat” 3!

Negara Hukum Indonesia tidak dapat dikatakan begitu
saja mengadopsi konsep rechtsstaat maupun konsep the rule
of law, karena latar belakang yang menopang kedua konsep
tersebut berbeda dengan latar belakang negara Indonesia,
walaupun disadari bahwa kehadiran istilah “negara hukum”
berkat pengaruh konsep rechtsstaat maupun konsep the rule
of law tersebut.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa negara hukum
Indonesia agak berbeda dengan rechtsstaat maupun the rule
of law. Rechtsstaat mengedepankan wetmatigheid, yang
kemudian menjadi rechtsmatigheid, sedangkan the rule of law
mengedepankan prinsip equality before the law. Adapun
negara hukum Indonesia, menghendaki adanya keserasian
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepan-
kan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya
elemen lain dari negara hukum Pancasila, yakni terjalinnya
hubungan fungsional yang proporsional antarkekuasaan
negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan
peradilan merupakan sarana terakhir. Sejauh menyangkut hak
asasi manusia, yang ditekankan bukan hanya hak atau

¥ Mohamad Yamin. 1952, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,

Djambatan, Jakarta, hlm. 75.
" Padmo Wahyono. 1984. Guru Pinandito, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 67 s.d. 69.

petl 19
Teori-Teori Hukum yang Mendasari Demokratisasi Peraturan Daerah




kewajiban, melainkan juga jalinan yang seimbang antara
keduanya. )

Jadi, lebih tepat jika dipahami bahwa negara hukum
demokratis yang terdapat dalam Penjelasan UUD NRI Tahun
1945 adalah campuran dari konsep negara hukum tradisi
Eropa kontinental yang terkenal dengan istilah rechstaat de-
ngan tradisi hukum anglo saxon yang terkenal dengan istilah
the rule of law. Bahkan, lebih dari itu, Rene David & John
E.C. Brierly menegaskan pendapatnya bahwa “...To 4 cer-
tain extent Indonesia, colonised by The Dutch, belongs to
the Romano Germanic family. Here, however, Romano Ger-
manic concepts combine with Muslin and customary (adat
larw) in such a way that it is appropriate to consider that the
system is mixed also.

Asas negara hukum demokratis yang awalnya berada
dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, dikonsep-
tualisasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
setelah perubahan, yang rumusannya adalah “Negara Indo-
nesia adalah negara hukum?”. Meskipun pernyataan tentang
sistem negara hukum demokratis yang terkandung dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan
tersebut hanya diuraikan secara singkat dan tidak ada tam-
bahan penjelasan, namun makna dan implikasinya sangat luas

dan jelas. Agar dapar dimengerti, hendaknya dibaca pula isi
Pasal 1 ayat (2) yang memuat pernyataan, yaitu “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Memerhatikan kedua pasal tersebut, dapat
ditegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip demo-

— e el
* Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hikum bagi Rakyat Indonesia: Suatu
Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umem dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Bina
IImu, Surabaya, hlm. 85,

¥ Rene David & John E.C. Brierly. 1985, Major Legal System in the World
Today, Stevens & Sons, London, p. 79,
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krasi konstitusional (constitutional .def.nocmtr'e) yang Eadz}
pokoknya tidak lain adalah dari prinsip negara den‘m 2211151
yang berdasar atas hukum sebagai sisi lain dari Cllnamki; ti%
yang sama dengan prinsip negara hukum yang emod =
(democratische rechtsstaat) yang sama-sama dianut da
ahun 1945 .
e %Iep;:laarlr—naan dengan itu, negara Indonesia jugidlsebut
sebagai negara hukum (rechtsstaat), b‘ukan negara ke. 111'151333;
dan pemerintahan berdasarkan atas sistem kon.sntltlsl ( I1Du =
dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tldaN;fIr_éhuli
Sebagai konsekuensi dari Pasal l ayat-(3). uubD i
19435 setelah perubahan, ada 3 (tiga) prinsip dasar ygr}g \Ia{min
dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi l|u u I;
kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum denga
cara-cara yang tidak bertentangan der%gm? hukum. Der;(gari
demikian, dalam negara hukum Indonesia di dalan}ny.a ter ar;_
dung pengertian adanya pengakuan terh-ad.ap prn‘fsq;l) supz{r
masi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan
pembatasan kekuasaan menurut sistem kon;;t1tus101:1a1 ylang
diatur dalam UUD, adanya jaminan hak asasi manusia da am
UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak r(;l;;:{l;
hak yang menjamin persamaan setiap warga negara ( =
hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termaber_
terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pl%la.k yang .
kuasa. Dalam paham negara hukum yang-de{nikmn itu, pa1 :
hakikatnya hukum itu sendirilah yang'men]adl penem(:ju sefc;lz; E_
nya sesuai dengan prinsip nomokras:, (nomocracy) alil ol
trin “the rule of law, and not of man”. Dalam kerangl a %
rule of law” itu diyakini adall*nya pengakuan bahwla hu ai{? nl g
mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adany

iddiqi idasi UD 1945 setelah Perubahan

* Jimly hiddiqie. 2002. Konsolidasi Naskah U . erH ;

;(T;Er,';:js I’lus:quSrudi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indo
nesia, Jakarta, hlm. 3.
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persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality before
the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk-
nya dalam kenyataan praktik (due process of law).

Namun demikian, harus pula ada jaminan bahwa hukum
itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip
demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan
hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan
rakyat. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip negara hukum hendak-
lah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip de-
mokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat).
Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan dite-
gakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka
(machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan
dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur
dalam UUD. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada
konsitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepa-
katan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Jadi, semua warga
negara, tanpa melihat kedudukannya, harus mengerti bahwa
substansi dari negara hukum adalah dianutya paham supre-
masi hukum yang dalam bahasa populernya disebut sebagai
the rule of law.

Berkaitan dengan negara hukum demokratis atau demo-
cratische rechtsstaat ini penting diuraikan pemikiran hukum
Padmo Wahjono, yang menjelaskan bahwa dalam perkem-
bangan teori kenegaraan, pada pengertian rechtsstaat sering
dikaitkan dengan pengertian demokratis, sehingga merupakan
sesuatu yang ideal dalam bernegara, ialah pola “negara hukum
yang demokratis (democratische rechtsstaat). Rumusan itu
pernah dipakai dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia
Serikat, Pen-) dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun
1950, yang mana rumusan tersebut lazim di dunia barat dalam
suatu sistem parlementer. Adapun inti perumusan ini, ialah
bahwa hukum yang berlaku dalam suatu Negara Hukum,
haruslah yang terumus secara demokratis, yaitu yang memang
dikehendaki oleh rakyat. Dalam sejarah kenegaraan menun-
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jukkan bahwa apabila kekuasaan tertinggi semata-mata bera!
da pada rakyat tanpa ada suatu pembatasan, memungkinkan
timbulnya absolute democratie, yang tidak berbeda sifatnya
dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang (dikratur),
maupun pada sekelompok orang (diktatur proletariat).’

Lebih lanjut, Padmo Wahjono menjelaskan bahwa ru-
musan mengenai negara hukum demokratis dapat dipahami
dalam kalimat terakhir alinea keempat Pembukaan UUD
1945 yang memuat pernyataan, yaitu “...yang terbentuk dalam
suatu st sunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sua-
tu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya,
ia menegaskan bahwa sila-sila dari Pancasila membatasi ke-
mungkinan timbulnya demokrasi yang absolute, dan jaminan
itu lebih tegas dalam rumusan: “Negara hukum yang Demo-
kratis” ataupun sebaliknya “Negara Demokrasi yang dibatasi
oleh pola negara Hukum”, karena pandangan bernegara tidak
nampak dalam rumusan tersebut.

Di Indonesia prinsip rechtsstaat atau negara hukum
yang memberlakukan prinsip rule of laws dan mengarah pada
suatu welfare state, diterima dengan penyesuaian tertentu,
yang mana prinsip negara hukum sebagai penjaga malam atau
nachtwakerstaat tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia.
“Negara hukum Pancasila” hakikatnya memiliki elemen yang
terkandung dalam konsep rechtsstaat dan rule of law. Perbe-
daan prinsipnya terletak pada landasan filosofi kenegaraan,
bahwa negara hukum Pancasila berbasis pada filsafat Panca-

% Padmo Wahjono, dalam Hendro Nurtjahyo, (ed.). 2004. Politik Hukum Tata
Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Univer-
sitas Indonesia, Jakarta, hlm. 83-84.

* Ibid.
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sila, bukan pada filsafat liberalistik. Pancasila sebagai ideologi
nasional memberikan keténtuan dasar sebagai landasan sistem
hukum Indonesia, termasuk landasan negara hukum.?’
Berkaitan dengan sistem pemerintahan, Mohammad
Noorsyam menjelaskan bahwa “sistem pemerintahan negara
ini mencerminkan tatanan negara hukum dan tatanan Demo-
krasi Pancasila, dan dilaksanakan kelembagaan negara”. Ada-
pun dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 setelah
perubahan, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah ne-
gara hukum.
Selanjutnya, dengan negara hukum ini, Mohammad
Noor Syam menjelaskan bahwa negara sebagai rumah tangga
bangsa, lebih-lebih dengan predikat negara hukum, mengem-
ban kewajiban untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi
setiap manusia warga negara dan penduduk; bahkan juga demi
kemerdekaan manusia. Prinsip keadilan dan kemerdekaan
ini diajarkan para pemikir filasafat hukum, yang antara lain
menyatakan “The ideal of moral goods is represented by an
ideal human being: The ideal of justice is represented by an
ideal social order”. Pada bagian lain dikemukakan bahwa
“Universally valid elements of the idea of the law area justice
and legal certainty”.’s
Keadilan sebagai cita hukum hanya dapat ditegakkan

oleh dan di dalam negara, karena negara mempunyai kewe-
nangan atas nama seluruh rakyat, warga negara. Negara yang
dapat menegakkan hukum hanyalah negara hukum (Rechts-

¥ Mohammad Noor Syam. 1998. Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat
Hukum sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional, Laboratorium
Pancasila IKIP Malang, Malang, hlm. 120.

# Ibid., Perhatikan juga Kurt Wilk (ed.). 1950. The Legal Philosophies of Lask,
Radbruch, and Dabin, New York, Harvard College University Press, p. 73 s.d.
85. Perhatikan juga Edgar Bodenheimer. 1962, Jurisprudence: The Philosophy
and Methode of the Law, Harvard University Press, Massachusetts, p. 132.
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¥ Mohammad Noor Syam. Op. Cit., hlm. 121. Cermati pula W. Friedmann.
i953t. Legal Theory, Steven & Sons Ltd., London, p. 82. s
© Philipus M. Hadjon. Op. Cit., him. 90.
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Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa berdasarkan
elemen-elemen negara hukum Indonesia yang berdasarkan
Pancasila’ tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum
bagi masyarakat diarahkan pada:

1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi
terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hu-
kum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada
perlindungan hukum yang represif;

2. Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan
rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan,
dan

3. DPenyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan
jalan terakhir dan forum konfrontasi, sehingga dalam
peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui
hukum acaranya.*!

Apabila Mochtar Kusumaatmadja mengambil rtitik
pangkal pemahaman negara hukum Pancasila berdasarkan
“asas pengayoman” yang terkandung dalam UUD NRI Tahun
1945, dan ditambahkan “asas kerukunan” oleh Mohammad
Tahir Azhary, lain halnya dengan Omar Seno Adji yang meng-
angkatnya dari sudut Pancasila sebagai sumber hukum. Ber-
dasarkan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum tersebut,
maka negara hukum Indonesia dinamakan “negara hukum
Pancasila”.*

Suko Wiyono menghubungkan penjelasan teoretis dan
konseptual mengenai unsur-unsur negara hukum yang telah
diuraikan di atas dengan negara hukum Indonesia yang ber-
dasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga ia
dapat menemukan unsur-unsur negara hukum demokratis,
yaitu:

W Ibid.
2 Omar Seno Adji. 1980. Peradilan Bebas Negara Hukwum, Erlangga, Jakarra,
hlm. 24 s.d. 58.
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1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat
berdasarkan kerukunan;

2. Adaaya pengakuan mengenai adanya keseimbangan

terhadap jaminan hak-hak serta kewajiban asasi manusia

dan warga negara;

Adanya pembagian kekuasaan;

4. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya, pemerintah

harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan

kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan
lainnya;

6. Penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah
dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah
gagal;

7. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; san-
dang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta
kebebasan beragama/kepercayaan;

8. Penyelenggaaan prinsip kedaulatan rakyat dan kedau-
latan hukum secara beriringan.*

R

n

Terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, kede-
lapan unsur makro negara hukum Indonesia sebagaimana di-
jelaskan oleh Suko Wiyono tersebut, tentunya masih dapat
dipertajam dengan unsur “adanya peran dan fungsi strategis
Peraturan Daerah sebagai wujud instrumen yuridis penyeleng-
garaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan
negara hukum Indonesia”. Sebagai bagian dari aturan hukum
atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, eksistensi
Peraturan Daerah bagi pemerintah provinsi, pemerintah

“ Suko Wiyono. 2006. Otonomi Daerah dalan Negara Hukum Indonesia:
Pembentitkan Peraturan Daerab Partisipatif, Faza Media, Jakarta, hlm. 26.
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kabupaten, dan pemerintah kota dj Indonesia, menjadi instru-

men yuridis cukup fundamental dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Menurut penjelasan Suko Wiyono, Peraturan Daerah
bukan saja merefleksikan keotonomian daerah dalam menga-
tur urusan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menunjukkan
adanya kewenangan lembaga pembentuk hukum (Peraturan
Daerah) di daerah yang secara hierarkhis tidak memiliki hu-
bungan subordinat dengan lembaga pembentuk hukum (un-
dang-undang) di tingkart pusat. Berdasarkan unsur ini, dapat
dikembangkan kekhususan peran dan fungsi aktif Peraturan
Daerah dalam sistem hukum nasional, sebagai berikut:

1. Merupakan satu dari beberapa bentuk aturan hukum
yang materi muatannya terfokus pada subjek, objek,
kewenangan, dan urusan rumah tangga daerah dj
wilayah hukum (vurisdiksi) pemerintah daerah bagi
pencapaian tujuan nasional;

2. Sekalipun Peraturan Daerah propinsi, kabupaten dan
kota tidak dapat diberlakukan di daerah propinsi, kabu-
paten dan kota lainnya, akan tetapi sebagai bagian
integral dari sistem hukum nasional, peran dan fungsi
Peraturan Daerah tidaklah bersifat superior terhadap
aturan hukum tingkat atasan dan kepentingan nasional
menjadi rambu-rambu perukunannya (larangan, keha-
rusan, keselarasan, dan keseimbangannya). Tegasnya,
keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah {antarpemerintah daerah) dan sege-
nap rakyat di daerah;

3. Prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia
telah mengakomodasi secara komprehensif jaminan
dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan peru-
bahan Pasal 28 A, B,C,D,EF G, H, I, ] UUD NRI
Tahun 1945, dengan sendirinya menjadi acuan (rambuy-
rambu) fundamental bagi pembentukan, pelaksanaan
dan penegakan Peraturan Daerah, dengan tujuan mem-
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# Jbid., hlm. 27-28.
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ringlkali hal itu diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum
regulasi. Dalam negara hukum materiil (materiele rechtsstaat)
kekuasaan pemerintah diperluas untuk mengantisipasi keko-
songan undang-undang dan kemungkinan diperlukannya dife-
rensiasi dalam penerapan undang-undang dalam situasi kon-
kret.#

Lebih lanjut, W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Dar-
sono menjelaskan bahwa negara hukum demokratis merupa-
kan sintesa antara gagasan kedaulatan rakyat dan negara hu-
kum materiil, yang kemudian menghasilkan konstruksi suatu
negara hukum yang ditopang oleh penerapan prinsip kedau-
latan rakyat yang efekrif.#

B. Teori Pembentukan Hukum

M. Van Hoecke menegaskan bahwa obyek kajian Ilmu
Hukum dalam arti luas terdiri dari tiga lapisan keilmuan hu-
kum, yaitu Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika
Hukum. Hubungan Dogmatika Hukum, Teori Hukum dan
Filsafat Hukum dijelaskan dengan oleh Hoecke mengguna-
kan konsep “meta-teori”, yakni ilmu (disiplin) yang objek
kajiannya adalah ilmu lain. Berdasarkan konsep itu, Teori
Hukum terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, Meta-teori dari
Dogmatika Hukum yang mempersoalkan ajaran ilmu (yang
membahas Landasan Kefilsafatan) dan ajaran metode dari
Dogmatika Hukum; kedua, teori tentang hukum positif yang
menelaah pengertian hukum, pengertian-pengertian dalam
hukum, metodologi hukum yang mencakup metodologi pem-
bentukan hukum, dan metodologi penerapan hukum.

¥ W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono. 2009, Legislatif Drafting: Teori
dan Teknik Pembuatan Peraturan Dacrah, Penerbit Universitas Atma Jaya,
Yogyakarta, hlm. 62.

% Ibid,

7 M. Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi tentang Struktur
Il Hukim, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 118,
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Untuk [ebih menjelaskan hubungan antara Filsafat Hu-
kum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum digambarkan oleh
Bruggink dalam bagan lapisan [lmu Hukum sebagai berikut:**

FILSAFAT HUKUM

TEORI HUKUM

DOGMATIKA HUKUM

HUKUM POSITIF

Bagan 1
Hubungan antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatika
Hukum sebagai Lapisan Ilmu Hukum

Memerhatikan bagan tersebut di atas, dapat dipahami
bahwa posisi Filsafat Hukum menjadi meta teori bagi Teori
Hukum dan meta-merta teori bagi Dogmatika Hukum. Teori
Hukum menjadi meta teori bagi Dogmatika Hukum. Fisafat
Hukum sendiri tidak mempunyai meta teori, karena sebagai
filsafar ia merefleksi dirinya sendiri untuk mempertanggung-
jawabkan keberadaannya dan menjelaskan makna serta ka-
rakternya. Sementara itu, Filsafat Hukum, Teori Hukum dan

# 1.J.H. Bruggink. 1996. Refleksi tentang Struktur, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 172.
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Dogrparika Hukum menjadi Landasan Teori bagi Hukum
Positif. Dengan demikian, dalam hal membentuk hukum
(r-nembuat Peraturan Daerah), maka pembentuk hukum haru
dilengkapi pengetahuan yang cukup tentang sistem -1tur'11§
hu}_cum yang berlaku di suatu negara sebagai bagian dari‘ ob';l
kajian Dogmatika Hukum, Selanjutnya, juga dilengkapi éef
ngan kemampuan Teori Hukum, khususnya tentang Teori
.Iggnorr;jl.:ﬁ:-l, mise.tlnya Perbcdaan antara larangan dan kewa-
Jsafi?']g(eac;g;f’ juga Filsafat Hukum, khususnya tentang Fil

‘Berdasarkan alur pemikiran tersebut di aras maka alur
penqlxsan tentang pembentukan hukum dalam bagi’au Lini‘ ';kfn
menjelaskan pembentukan perundang-undangan term:xs‘ll
peraturan daerah, dalam sistem Hukum Positif di,Indon:elefw{
Oleh karena itu, dasar hukumnya adalah ketentuan normatti}

yang berlaku dalam sistem '
I perundang-undangan di .Indone-

: _Menurut Burkhadt Krems, yang pendapatnya dikutip
uftgqiuelaskan oleh A. Hamid S. Attamimi, bahwa pemben-
an peraturan perundang-undangan (staatliche rechis-
setzung)_pada prinsipnya meliputi dua hal pokok, yaitu: perta-
ch:j kegiatan petmbentukan isi peraturan (inhalt ;fer ;'eg;efrtr-zg)-
pir;f:l, (a) keglaral-l’_vang menyangkut pemenuhan benrul\:
ran (form der regelung), (b) metode pembentukan era-

turan (methode der ausarbitung der regelung), dan (¢) ?os;_
Zc)ialfl prosedur pembentukan peraturan (ve:fa}yren der gz.fsa:
dfa:tung der regelmjzg). Kedua kegiatan pokok tersebut harus
tlzilk}tkaxl secara sistemik agar dapat berlaku secara yuridis
politis dan sosiologis. Krems berpandangan pro;e); :
bentukal? peraturan perundang-undangan hakil;atnya meftfn;:
kan kegiatan interdisipliner atau bersifat “i??terdisiplina]::'re

wissenschaft von der staatlichen rechtssetzung” (ilmu penge-
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tahuan interdisipliner tentang pembentukan peraturan ne-
gara).*

Dari segi pembentukan isi peraturan perundang-un-
dangan, harus dapat dijalin perpaduan yang harmonis antara
preferensi politik hukum (rechspolitiek) dan sosiologi hukum
(rechtssoziologie). Melalui politik hukum, perlu dirumuskan
ide-ide berkorespondensi dengan kondisi-kondisi objektif
(empiris) kebutuhan masyarakat yang dapat dipertajam de-
ngan pendekatan konsep-konsep sosiologi hukum. Ini dimak-
sudkan agar secara formal mhupun material isi peraturan
perundang-undangan sungguh-sungguh dapat berlaku, dite-
rima dan dipatuhi oleh warga masyarakat yang dikenai pera-
turan perundang-undangan. Selain itu, juga secara vertikal
maupun horizontal terdapat sinkronisasi hukum yang berke-
sesuaian, mengandung nilai kepastian hukum dan tidak ber-
tentangan satu sama lain.>

Selanjutnya, terdapat format dan teknik tertentu yang
lazim ditetapkan berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR/
DPR/DPRD atau peraturan hukum khusus di lingkungan
eksekutif sebagai pedoman mengenai bentuk, metode dan
proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain
itu, perlu pula mencermati asas-asas hukum umum dan asas-
asas hukum khusus yang berkembang dalam doktrin Ilmu
Hukum, terutama oleh anggota legislatif, pejabat eksekutif
dan yudikatif yang terlibat/berkewenangan membentuk suatu
peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan bentuk dan tata hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia, Febrian menyimpulkan:

# Burkhardt Krems, dalam A. Hamid S. Attamimi. 1990. “Peranan Keputusan
Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara:
Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan
dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,
hlm. 317-320.

% Suko Wiyono. Op. Cit., hlm. 9.
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«...Di samping itu, dikenal bentuk aturan hukum yang tidak
diatur oleh konstitusi. Bentuk aturan ini dapat ditemukan
dalam fungsi legislasi dari kekuasaan legislatif, fungsi regulasi
dari kekuasaan eksekutif dan dalam ketentuan Tap MPR No.
[I/MPR/2000. Bentuk aturan hukum di luar konstitusi ini
dalam prakrik, ada juga yang sama dengan yang diatur oleh
UUD 1945. Hanya saja kadang diartikan secara berbeda.
Pemaknaan tepat dan hakikat legislasi sebagai wewenang yang
timbul dari representasi rakyat (pembagian kekuasaan),
menempatkan DPR sebagai otoritas atau lembaga utama
pembentukan Undang-Undang pada tingkat pusat, dan DPRD
untuk Perda Provinsi, Perda Kota dan Perda Kabupaten pada
tingkat daerah. Dengan demikian, fungsi legislasi dan kekua-
saan legislatif ada pada bentuk UU dan Perda. Pemerintah
sebagai pelaksana dan pengemban amanat pemerintahan
menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan wewenang
aturan hukum dalam PP dan dalam praktiknya ditemukan
penggunaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan
Menteri (Kepmen) sebagai aturan hukum yang bersifat abstrak
dan mengatur umum. Termasuk dalam kelompok ini Kepu-
tusan Gubernur, Kepurusan Walikota dan Keputusan Bupati

pada tingkat daerah™.®!

Sehubungan dengan pembentukan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, relevan juga dikemukakan pendapat B. Arief

Sidharta, yang menjelaskan, sebagai berikut:

«_..pada analisis terakhir, IImu Hukum itu menyandang tujuan
praktikal untuk membantu para pengambil putusan hukum
dalam menetapkan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu,
artinya dalam menetapkan siapa berhak (berkewajiban) atas
apa terhadap siapa berkenaan dengan apa dalam situasi apa.
Jadi, Ilmu Hukum adalah ilmu praktikal yang ke dalam pe-
ngembanannya berkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain

s Febrian. 2004, “Hirarki Aruran Hukum di Indonesia”, Disertasi, Program

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 388.
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(khususnya Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum dan Filsafat
Hukum) yang relevan untuk menetapkan proposisi hukum
yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum
sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi.
Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan
aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam
konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam
suatu sistem (sistematikal) dan latar belakang sejarah (his-
torikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tu-
juan hukum pada umumnya (teleogikal) yang menentukan isi
aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk
pada faktor-fakror sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai
kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi
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ke masa depan”.

Wewenang membentuk hukum tertentu dimiliki oleh
lg[llbaga negara yang ditunjuk. Dalam skema teoretis, pemba-
gian kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan
yudikatif akan menunjukkan wewenang (kekuasaan) terhadap
hukum tersebut. Perkembangan hukum modern mensyarat-
kan pembentukan aturan hukum untuk mengikuti pola umum
yang terdapat dalam konsep negara demokratis dan negara
hl}kum. Batas tegas wewenang lembaga satu dengan lembaga
lainnya memiliki kriteria yang jelas yang dipetakan dalam
tatanan hukum. Permasalahan terhadap kriteria wewenang
membentuk suatu aturan hukum, mencakup 3 (tiga), yaitu:
a. Kenapa suatu aturan hukum lebih tinggi, rendah atau
sejajar dengan suatu aturan hukum lainnya;

b. Melihat dasar hukum terhadap eksistensi aturan hukum;
i/lengatur, menegakkan dan mengakseptasi aturan hu-
um.

2 Bernard Arief Sidl_mrtn. 2001. “Disiplin Hukum: rentang Hubungan antara
Ih_nu Hul\:um, Teori Hukum dan Filsafat Hubaim (State of the Arts)”, Makalah,
DIS.’Ilﬁp.ﬂlkaI‘l pada Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 11-13
Februari, Jakarta, hlm. 9. ,
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Dari ketiga hal tersebut, maka seti

tukan aturan hukum disyaratkan h

nang yang sah.”> Wewen

tiga sumber, yaitu atriby

atribusi lazimnya dig
negara oleh UUD, Wewenang delegasi da
wewenang yang berasal dari pelimp
hukum administrasi terdapat du
leh wewenang membentuk atu
delegasi. Mandat ditempatkan
memiliki cara tersendiri, kecu

tata us 1

e Seii;san:egrz;rf:z:] Siml}) lke pengadllanl, mandat tidak ditempat-
e o d'“, <arena penerima mandar tidak dapat

S Ifl;gir 1 pengadilan tata usaha negara.’

e zltiltelllgfﬁu pembuat undang-undang dengan lem-
e hl;kum ] zuc; adanya delegasi wewenang memben-
nang ini mensyara:lfzi;q b:;gg::}i(:?;htmf;uzg. DbelegaSi I

S F erhadap bentuk aru
Z’ongaclllllﬁ:]aktuc;l]el; Ci\q/lahl’mmah Agung, yaitu: (a) mengisi kelit:]
sl ;Lr[z)i yang bergfat prosedural, dan (b) tidak
e ’1 SF:;]SM] 'dl lgar hukum acara. Kekuasaan
ik I)(/ d)'a tidak diartikan mengatur kepentingan

ya ke dalam pemberdayaan yang mencampuri ke-

kuasaa p € =
b n k addd

ap tindakan pemben-
arus bertumpu atas wewe-
ang yang sah itu diperoleh melaluj
151, delegasi, dan mandat, Wewenan

ariskan melalui pembagian kekuasaaf

n mandat adalah
ahan. Dalam kepustakaan
a cara utama untuk mempero-
ran hukum, yaitu atribusi dan
St?bagai wewenang yang khas
ali dikaitkan dengan gugatan

# Philipus M. Hadjon.

. 1994, “Fungsj : if
Ml Fungsi Normatif Hukum

ki ok Administrasi dalam

s Orasi Hmiah, Penerimaan |

‘ abaran
akultas Hukum Universitas Airl

angga,

Gur .
S: u Besar dalam IImuy Hukum pada F
urabaya, hlm, 7

# Febri: 7
. I;id::nn. Op. Cit., him. 392,
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C. Teori Validitas Aturan Hukum

Peraturan Daerah sebagai aturan hukum, dalam pem-
bentukannya perlu memerhatikan asas-asas keabsahan yang
terkait dengan dua hal penting, yaitu kewenangan dan prose-
dur keberlakuan aturan hukum. Selain itu, yang harus diper-
hatikan adalah persoalan legitimasi, yaitu yang berhubungan
dengan keabsahan politis dalam pembenaran, sehingga ke-
kuasaan dapat diterima sebagai otoritas yang disebut juga
dengan “legal power”, yakni wewenang, dalam hal ini
berkaitan dengan masalah substansi Peraturan Daerah yang
dihubungkan dengan kebutuhan pengaturan hukum di daerah.

Hans Kelsen berjasa dalam mengembangkan teori ten-
tang validitas aturan hukum. Validitas aturan hukum adalah
eksistensi spesifik dari norma-norma dalam aturan hukum.
Suatu norma hukum dinilai valid jika eksistensi norma-norma
dalam aturan hukum itu diakui eksistensinya. Dengan kalimat
lain, norma-norma dalam aturan hukum itu mengandung
“kekuasaan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur
oleh aturan hukum tersebut.”®

Menurut Kelsen, ada empat bidang validitas norma-
norma dalam aturan hukum, yaitu: pertama, valid dari segi
teritorial, artinya norma itu valid jika berpariada (eksis) di
suatu daerah tertentu; kedua, valid dari segi waktu, artinya
norma itu valid jika sudah ditentukan waktu berlakunya;
ketiga, valid dari segi personal, artinya norma itu valid jika
telah mengatur personal yang harus melakukan perbuatan
atau menghindari perbuatan tertentu dalam waktu dan tem-

pat tertentu; dan keempat, valid dari segi material, artinya
norma itu valid jika telah mengatur isi atau objeknya yang
tertentu. ¥7 Selain itu, A. Hamid S. Attamimi menambahkan

% Hans Kelsen. 1973. General Theory of Law and State, Russel & Russel, New

York, p. 28.
9 Hans Kelsen. 1991. General Theory of Norms, Translated by Michel Harwmey,

Clarendon Press, Oxford, p. 144-148.
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valid dari segi otoritas, artinya aturan hukum itu dibenruk
oleh lembaga atau ororitas yang berwenang.*®

Terkait dengan validitas suatu aturan hukum, Ann Seid-
mann, Robert B. Seidmann, dan Nalin Abeysekere, mengem-
bangkan konsep “triangle”, yaitu adanya tiga komponen pen-
ting dalam proses pembentukan aturan hukum, yakni: perta-
ma, unsur pembentuk undang-undang (Lawmaking Institu-
tions); kedua, unsur birokrasi/lembaga pelaksana (Law Imple-
menting Institutionsi/LII); dan ketiga, pemegang peran (Role
Occupant (RO)/Stakeholders)”.>

Pembentuk aturan hukum memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan atas norma hukum apa yang akan digu-
nakan untuk mengatur perilaku LII atau RO. Pada sisi lain,
bagi RO pun juga harus tersedia norma hukum yang sifatnya
pilihan, dengan cara bagaimana menerapkan/melaksanakan
aturan hukum, akhirnya bagi RO pun juga harus tersedia sa-
rana untuk mematuhi aturan hukum. Oleh karena itu, validitas
suatu aturan hukum akan dinilai dari bagaimana penyusun
mampu memberikan arena pilihan yang cukup bagi LII mau-
pun RO.

% Maria Farida Indrati Soeprapro. 1998. Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar
dan Pembentukannya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 6-9.

# Ann Seidmann, Robert B. Seidmann, & Nalin Abeysekere. 2001, Legislative
Drafting for Social Change, Kluwer Law International, London, the Hague,
Boston, p. 15-17.
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Tiga Komponen Penting dalam Proses Pembentukan Aturan
Hukum untuk Perubahan Sosial

Sebagai bahan perbandingan untuk analisis, khususnya
terhadap substansi Peraturan Daerah, hasil penelitian yang
dilakukan oleh I Dewa Gede Atmadja, dkk., dapat dijadikan
acuan normatif yang mengemukakan adanya unsur hukum
adat sebagai indikator normatif.*® Selanjutnya, dikemukakan
juga berbagai unsur alat ukur keabsahan Peraturan Daerah,
sebagaimana dikutip dari Bagir Manan, yang dikategorikan

1 Dewa Gede Atmadja, dkk. 1996. “Sistem dan Prosedur dan Cara Menilai,
Menguji dan Mengesahkan Peraturan Daerah dalam rangka Mendukung
Pelaksan1an Otonomi Daerah”, Makalah, Universitas Udayana, Denpasar.
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sebagai sifat bertentangan dengan hukum dan bertentangan
dengan kepentingan umum.*!

Sejalan dengan pemikiran hukum Bagir Manan dan I
Dewa Gede Atmadja tersebut di atas, dalam pandangan Lon
Fuller, yang termasuk dalam kategori naturalis, keabsahan
suatu produk hukum akan ditentukan juga oleh unsur mo-
ralitas dari hukum. Standar yang digunakan oleh Fuller untuk
menjelaskan moralitas hukum tersebut ada dua hal, yaitu
“aspiration and duty”. Ukuran moralitas suatu aspirasi harus
dimulai dari puncak kebaikan/keuntungan manusia, ukuran
moralitas kewajiban dimulai dari dasar paling rendah (where
the morality of aspiration starts at the top of human).®*

D. Teori Legitimasi Aturan Hukum

Lawrence M. Friedmann menguraikan teori hukumnya
tentang “legitimacy” dengan pengertian “an attitude of re-
spect or approval for law and legal process; a sense the law as
whole, or some parts, structure or processes, is or are valid”.
Atas dasar pengertian tersebut, Friedmann membe lakan
legitimasi menjadi tiga komponen, yaitu:

L. is a matter of official norms,

2. is a matter of the internal legal culture;

3. must command respect or approval from some part of
the public, The rulling class, the elite, the articulate
middleclass, or whoever holds power and wealth” .5

@ 1bid., hlm. 30 dan Bagir Manan. 1990. “Hubungan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi menurut UuUD 1945”,
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 383-
384,

® Lon Fuller, dalam Hilaire McCoubrey, Nigel D. White. 1996, Textbook on
Jurisprudence, Blacstone Press Limited, London, p. 88.

® Lawrence M. Friedmann. 1977. Law and Society: An Introduction, Prentice-
PL. Inc.Englewood Clifft Prentice-Pl. Inc, New Jersey, p. 77.
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Selain teori legitimasi yang dikemukakan olel‘iv Fr_led—
mann, ada pemikiran hukum lainnya yang dapat dijadikan
landasan untuk menguji substansi aturan hukum, termasuk
Peraturan Daerah, yaitu teori legitimasi aturan hukum yang
dikembangkan oleh Akkermaan, yang .n}enegaskgn bahwa
terdapat unsur-unsur penting dalam legitimasi, yaitu:

1. Asas-asas dan aturan yang bersifat konstitusional;
2. Unsur sistem hukum;

3. Pemikiran tentang nilai hukum;

4. Unsur norma hukum.®

Sebagai bahan perbandingm} per.lu juga dikemukaka.n
pemikiran filosofis tentang legitimasi oleh Fr.ans Magms
Suseno yang dikonseptualisasikan dala-n*'i dug isu liy(entmg,
yaitu legitimasi materi wewenang dan legitimasi subjek wewe-

65
T Lebih lanjut, Frans Magnis Suseno menjelaskan balcllwa}
legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewgr'jang kaL;i
segi fungsinya, untuk tujuan apa wewenang dapftt ;gunlit ﬁi_
dengan sah? Wewenang tertinggi dalam dimensi po 1t1li re s
dupan manusia menjelma dgl:_un dua lembage} yang se da 11g
merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik, yaitu da ap;
hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif,
dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sffbggal lembaga
penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan. Ter-
hadap hukum, dikemukakan pertanyaan tentang hukurnlyang
macam apa yang boleh dianggap sah? Apalfah hukum lﬁ;:)Lls
mempunyai ciri dan sifat-sifat tertentu, sehingga dapat dibe

# Soewoto Mulyo Sudarmo. 1988. Pembentukan Hukum,_ Bahar_l Bnca:':)n Huik;.lr?
Tata Negara [I1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustuis 1943, Surabaya, hlm.
S‘ .. - . . .

 Frans Magnis Suseno. 2001. Etika Politik: Prinsip-prinsip }:A(lJrr]JI ]1‘)(:5::
Kencl:;armm Modern, Gramedia, Jakarta, hlm. 54 dan sejumlah halama
berikutnya.
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dakan antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah,
atau apakah setiap hukum yang pernah ditetapkan itu boleh
dianggap sah. Hal-hal mana yang boleh diatur melalui hukum
dan mana yang tidak. Pertanyaan-pertanyaan serupa diajukan
juga terhadap masing-masing norma hukum sendiri.®

Legitimasi materi wewenang akan berkaitan dengan
keabsahan substansi. Jika hal ini digunakar dalam analisis
tentang keabsahan Peraturan Daerah, maka legitimasi akan

“berhubungan dengan keabsahan substansi Peraturan Daerah
itu sendiri.

Kemudian, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa
legitimasi subjek wewenang mempertanyakan apa yang men-
jadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk
membuart undang-undang dan peraturan bagi masyarakat ser-
ta untuk memegang kekuasaan negara.®’

Legitimasi subjek wewenang akan berkaitan dengan
keabsahan organ/lembaga. Dalam kaitannya dengan pemben-
tukan Peraturan Daerah, maka legitimasi akan rerkait dengan
penggunaan wewenang oleh organ yang berwenang (Bupati/
Walikota/DPRD).

Dalam hubungan dengan demokrasi, Frans Magnis
Suseno menjelaskan bahwa pada prinsipnya terdapat tiga
macam legitimasi subjek wewenang, yaitu legitimasi religius,
legitimasi eliter, dan legitimasi demokratis.®

Legitimasi religius mendapatkan hak untuk memerintah
pada faktor-faktor yang adiduniawi, bukan pada kehendak
rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khusus penguasa.
Legitimasi religius dapat dibedakan dalam dua paham, yaitu
pertama, penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki
kekuatan adiduniawi, ilahi, gaib, maka ia sudah bukan manusia

“ [bid.
7 Ibid.
& Ibid.
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biasa lagi dan wewenangnya tidak dapat diganggu gugat justru
karena berhakikat adiduniawi; dan kedua, penguasa dipan-
dang memperoleh wewenang karena penetapan oleh Tuhan,
yang juga tidak dapat diganggu gugar oleh manusia. Hanya
sajaada perbedaan yang mendalam terhadap paham legitimasi
religius yang pertama. Pada paham yang kedua, penguasa tetap
manusia belaka, dan ia tidak masuk dalam lingkup realitas
gaib dan adiduniawi. Oleh karena itu, ia tetap berada di bawah
hukum moral sama dengan setiap warga rakyat yang lain.
Sehubungan dengan itu, ia dituntut pertanggungjawaban atas
cara ia memakai kekuasaannya. Perbedaan antara kedua pa-
ham legitimasi religius itu, bahwa paham gaib tidak memung-
kinkan tuntutan legitimasi moral, sedangkan paham pene-
tapan oleh Tuhan yang Maha Esa malah mempertajam tun-
tutan itu.®

Legitimasi eliter mendasarkan hak untuk memerintah
pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah.
Paham legitimasi ini berdasarkan anggapan bahwa untuk
memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang
tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Mereka yang memilikinya
merupakan elite masyarakat dan dengan sendirinya untuk
memegang kekuasaan. Legitimasi eliter ini paling tidak ada
empat macam, yaitu legitimasi aristokratis yang merupakan
bentuk legitimasi tertua, berikutnya pada zaman modern tiga
bentuk legitimasi sebagai pengganti legitimasi aristokratis,
yaitu legitimasi pragmatis, legitimasi ideologis, dan legitimasi
teknokratis.”

Legitimasi demokratis mendasarkan prinsip kedaulatan
rakya’, berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat
sebagai manusia dan warga negara, serta berdasarkan keya-
kinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang

¢ Ibid.
Y Ibid.
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begi.a.l saja berhak untuk memerintah orang lain: Dalam legiti-

masi ini dinyatakan bahwa wewenang untuk memerintah ma-

syarakat, harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para
warga masyarakat itu sendiri. Keyakinan ini terungkap dalam
ls.tllqb kedaulatan rakyat. Dengan demikian, kekuasaan harus
dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai. Setiap
wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain
harus berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan diri-
nya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan
keputu§an yang menyangkut seluruh masyarakat. Dengan
kata.lain, di luar persetujuan masyarakat tidak ada orang
atau kelompok orang yang berhak untuk menentukan apa
yang harus dilakukan oleh orang lain atau bagaimana masya-
rakat secara keseluruhan harus ditata dan dikembangkan.”!

Terkait dengan teori legitimasi aturan hukum, termasuk

Peraturan Daerah, Logemann mengemukakan bahwa ada lima

macam gezag atau legitimatie dari gezag, yaitu:
Kewibawaan atau legitimasi berdasarkan kekuatan gaib
yang berasal dari Tuhan (magisch gefundered gezag
mcl.- theocratie), atau menurut Djoko Sutono disebut
k;mbawaan religius (magisch-religieus gezag), yang
diperoleh secara langsung maupun tidak langsm;g dari
ketaa}tan beragama atau berkah Tuhan;

2. Kc?w1b§1waan yang diperoleh karena keturunan dinasti
raja-raja (dynastiek gefundered gezag). Bersandar pada
warisan hak milik raja (erfelijkheid) yang mencintakan
pembena-ran patrimonial (patrimoniale rechtvaarciging)
atau kewibawaan yang disekulerisasikan (gezag gesecula-’
riseerd) bersandar pada asas-asas pemegang warisan
(bezit en erfelijkbeid);

3. Kew:bawaan karismatik (charismatisch gezag) yang
diperoleh karena mempunyai daya tarik kepri,badian

1 Ibid.
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yang kuat (aantrekkingracht) sebagai tokoh, pemimpin
atau figur yang dipanuti. Kewibawaan ini dapat ber-
sumber dari nilai-nilai religius, kearifan, keadilan dan
kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat;

4. Kewibawaan yang timbul karena mewakili warga atau

kelompok masyarakat tertentu (gezag gelegitimeerd als
vertegenwoordiging), misalnya anggota dewan, majelis,
senat, dan kelembagaan lainnya dalam sistem demokrasi
tidak langsung (inderecte democratie); dan

5. Kewibawaan yang diperoleh sebagai golongan tertentu

(et gezag ener elite), misalnya kaum intelektual, poli-
tikus, kyai, pengusaha, birokrasi, tokoh masyarakat,
dan sebagainya yang memiliki pengaruh kuat terhadap
pola pikir, sikap, perilaku, dan kebijakan tertentu dalam
menjalankan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.”

Persoalannya, apakah hubungan kewibawaan (gezag)
atau keabsahan (legitimatie) sebagaimana diuraikan di atas
dengan konsep kewibawaan atau legitimasi aturan hukum?

' Menurut Suko Wiyono, terdapat prinsip-prinsip makro yang

dapat diaplikasikan, antara lain, yaitu:

1. Hukum itu memiliki keabsahan dan kewibawaan jika
dibangun atas dasar landasan filosofis, asas, teori,
konsep, dan norma hukum yang memiliki nilai-nilai
kebenaran aplikatif;

2. Hukum itu memiliki keabsahan dan kewibawaan jika
dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kompetensi
pengetahuan dan kewenangan yang diakui oleh masyara-
kat dalam sistem hukum yang dianut; dan

2 Logemann, dalam Djoko Sutono. 1982. Hukum Tata Negara, Ghalia Indone-
sia, Jakarta, hlm. 48-49.
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3. Hukum itu memiliki keabsahan dan kewibawaan jika

' dilaksanakan dan diterapkan dengan konsisten, konse-
kuen serta memberikan keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum kepada segenap lapisan masyarakat
yang terikat pada ketentuan peraturan hukum vyang
diberlakukan.”

E. Teori Keberlakuan Aturan Hukum

Peraturan Daerah sebagai hasil dari kerja legislasi Peme-
rintah Daerah dan DPRD dapat dinilai dari sifat/karakrer
keberlakuan hukumnya sebagaimana dijelaskan oleh teori
keberlakuan aturan hukum yang berkembang dalam kajian
ilmu hukum. ,

Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga fakror
yang menjadi parameter suatu aturan hukum, termasuk Pera-
turan Daerah, dapat berlaku secara baik, yaitu mempunyai
dasar keberlakuan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Keberlakuan hukum secara filosofis mendasarkan
kepada pemahaman filosofis bahwa setiap masyarakat selalu
mempunyai “cita hukum” atau “rechtsidee”, yakni apa yang
masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharap-
kan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan keter-
tiban maupun kesejahteraan. Cita hukum tumbuh dalam sis-
tem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan me-
reka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan
lain sebagainya, termasuk pandangan tentang dunia gaib.
Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan
mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan men-
cerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi

? Suko Wiyono. Op. Cit., hlm. 98.
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nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam ting-
kah laku masyarakat.™

Cita hukum adalah “konstruksi pikir yang merupakan
keharusan untuk mengarahkan hukum kepada tercapainya
cita-cita yang diinginkan masyarakat. Walaupun disadari
benar bahwa ritik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak
mungkin tercapai sepenuhnya”.”

Dalam pembentukan aturan hukum, termasuk Pera-
turan Daerah, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung
cita hukum ke dalam norma hukam tergantung pada tingkat
kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh
pembentuk aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah terse-
but. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi
kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang diben-
tuk. Oleh karena itu, dalam Negara Indonesia yang memiliki
cita hukum Pancasila sekaligus norma fundamental negara,
maka hendaknya aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah
vang dibentuk diharapkan diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang
terkandung dalam cita hukum tersebut.

Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa In-
done;ia dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan UUD NRI
Tahu1 1945 angka II1, yaitu:

“Pokolk-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari
Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran
ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai
hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-
undang Dasar) maupun yang tidak tertulis. Undang-undang
Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-
pasalnya”.

* Bagir Manan. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IN-HILL-
CO, Jakarra, hlm. 17.

% Rudolf Stammler, dikutip dari Roeslan Saleh. 1996. Pembinaan Cita Hukum
dan Asas-asas Hukum Nasional, CV. Karya Dunia Fikir, Jakarta, hlm. 16.
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Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945, adalah perwujudan sila dari kelima
sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan
hidup yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah di-
perjuangkan sejak lama dan telah menjadi pedoman dalam
berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia”,’¢ yang diku-
kuhkan secara konstitusional menjadi dasar negara (filsafat
negara) dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai terumus dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pancasila, menurut Pasal 2 UU No. 10/2004, adalah
“sumber dari segala sumber hukum negara”, yang menurut
Penjelasan pasalnya, berarti setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila”. Jadi, Pancasila adalah
landasan filosofis tertinggi pembentukan aturan hukum, ter-
masuk Peraturan Daerah di Indonesia.

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan
manusia, maka cita hukum Pancasila, berintikan:

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Penghormatan atas martabat manusia;

Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
Persamaan dan Kelayakan;

Keadilan Sosial;

Moral dan budi pekerti yang Iuhur;

Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan
putusan publik.”

NanbdwnN e

Jika cita hukum Pancasila dikaji dalam perspektif teori
sistem hukum yang dikembangkan oleh Raz, yang memahami

* Marwah M. Diah. 2003. Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau
Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 30.

7 Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi tentang Struktur Imu Hukuia, CV,
Mandar Maju, Bandung, hlm. 185.
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bahwa secara internal sistem hukum didasar.kan atas grund-

norm atau basic norm sebagai sumber nilai dan Pembatas

dalam penerapan hukum, serta secara eksternal sistem huj
kum tidak dapat dilepaspisahkan dari pasyarakgt sebagai
basis bekerjanya,”® maka dapat dipahami l?ah}»va cita huk.urfl

Pancasila adalah norma dasar, yang menjadi sumber nilai,

dasar sekaligus penuntun penerapan dan penegakan aturan

hukum, termasuk Peraturan Daerah, yang men'l}?akat? sub-
sistem hukum dari sistem sosial yang juga terd}rl dari sp!)-
subsistem lainnya, seperti subsistem budaya, subsistem politik
dan subsistem ekonomi. Jadi, keberadaan aturan hukum3
termasuk Peraturan Daerah, tidak dapat dilepaspisahkan dari
rakat sebagai basis bekerjanya. o
masyaSelanjutnyf, keberlakuan hukum secara yuridis menda-
sarkan kepada pemahaman bahwa suatu aturan atau norma
jika norma itu merupakan bagian dari suatu norma hukl'nil(
tertentu yang dalam norma-norma hukum saling memam]u'
yang satu terhadap yang lain. Sistem norma hu!(um yang demi-
kian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki norma huklum
khusus yang bertumpu kepada norma hu!cun? umum. Dalam
norma hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari norma
ng lebih tinggi. .
hUkunI?e,Eeflakuan hfl%um secara yuridis oleh Bagir Manan
iperinci dalam syarat-syarat, yaitu:

C1lfpelr<¢harusan ad);nya kewenangan dari pembuat peraturan
perundang-undangan. Setiap peraturan perqndangﬂm-
dangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang
berwenang. Jika tidak, maka peraturan perund?.crllgll
undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tida
pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
Misalnya, peraturan perundang-undangan formal harus

% Joseph Raz. 1973. The Concept of Legal System, An Introductlign to the
Theory of the Legal System, Oxford University Press, London, p. 16.
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dibuat secara bersama-sama antara Presiden dan DPR,
jika tidak, maka UU tersebut batal;

2. Keharusan adanya kesesunaian bentuk atau jenis atau
peraturan perundang-undangan dengan materi yang
diatur, terutama jika diperintah oleh peraturan perun-
dang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Keti-
daksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk
membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.
Misalnya jika UUD 1945 atau UU terdahulu menyata-
kan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam
bentuk UU hal itu diatur. Jika kemudian diatur dalam
bentuk lain, misalnya Keputusan Presiden, maka Kepu-
tusan Presiden itu dapat dibatalkan;

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Jika tata cara
tertentu tersebut tidak diikuti, maka peraturan per-
undang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/
belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misal-
nya, Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara
DPRD dan Kepala Daerah, kalau ada Peraturan Daerah
tanpa mencantumkan persetujuan DPRD, maka batal
demi hukum.

4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu
UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan
dengan UUD.”™

Terkait dengan keberlakuan hukum secara yuridis dari
aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, maka perlu dike-
mukakan pemahaman hukum dari beberapa ahli hukum,
yaitu:

¥ Bagir Manan. 1992. Op. Cit., him. 14-15.
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. Hans Kelsen memahami bahwa setiap norma hukum

harus berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi

tingkatannya;

W. Zevenbergen memahami bahwa setiap norma hukum

harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya;

3. Logemann memahami bahwa norma hukum mengikat
jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan me-
maksa) antara satu kondisi dengan akibatnya.®

!\J

Kemudian, sehubungan dengan keharusan tidak berten-
tangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya sebagaimana ditegaskan oleh Bagir Ma-
nan, maka perlu juga dijelaskan teori hierarkhi aturan (nor-
ma) hukm yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Kelsen
berpend ipat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi tata susunan,
di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber
dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demi-
kian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut
dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (grund-
1{01’;1:). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam
sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma
yang lebih tinggi lagi, tetapi norma itu ditetapkan terlebih
dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupa-
kan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.®!

Kelsen memahami hukum adalah norma yang khas dan
dinamik, karena hukum merupakan sesuatu yang dibuat suatu
prosedur tertentu dan segala sesuatu yang dibuat melalui cara
ini adalah hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri
karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat

o l’t-!n'la.]‘lilm:]ll hukum Hans Kelsen, W. Zevenberger, dan Logemann tersebut
dikutip dari Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1993. Peribal Kaidah
Hickum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 88-89.

% Hans Kelsen, dalam Maria Farida Indrati Soeprapto. Op.C it., hlm. 25.

. BAB 2 : 51
Teori-Teori Hukum yang Mendasari Demokratisasi Peraturan Daerah




suatu norma lainnya, dan juga sampai derajat tertentu menen-
tukan isi norma lainnya tersebuyt. Hubungan antara norma
yang mengatur pembentukan norma dari norma lainnya di-
gambarkan sebagai hubungan “superordinasi”. Kemudian,
kesatian norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pem-
bentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma
lain yang lebih tinggi, dan bahwa regressus ini diakhiri oleh
suatu norma dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi vali-
ditas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hu-
kum, 82

Hans Nawiasky, seorang murid Kelsen, mengembang-
kan teori yang dibangun oleh Kelsen dalam bukunya Alge-
meine Rechtslehre dan menamakan teorinya itu sebagai teori
jenjang norma hukum, yang memahami bahwa selain ber-

lapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma hukum darj -

suatu negara itu juga berkelompok-kelompok menjadi 4 (em-

~ pat) kelompok besar, yaitu:

1. Kelompok I adalah staatfundamentalnorm (norma fun-
damental negara)
Staatfundamentalnorm merupakan dasar bagi pem-
bentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu
negara termasuk norma pengubahannya. Hakikatr hu-
kum bagi suatu staatfundamentalnorm merupakan syarat
bagi berlakunya. konstitusi atau undang-undang dasar.
Ia ada terlebih dahulu sebelum ada konstitusi atau
undang-undang dasar. Selain it, grundnorm atau staat-
fundamentalnorm tidak dapat ditelusuri lebih lanjut
dasar berlakunya, sehingga kita perlu menerimanya
sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi,
sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif atau aksioma.
Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis

® Hans Kelsen. 1995. Teor; Hukum Murni: Dasar-dasar Hmuy Hukum Normatif-
Deskriptif, Rimdi Press, Jakarta, hlm. 110-125.
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bangunan tata hukum yang Pgda akhlmya} menggan-
tungkan atau mendasarkan diri kepadanya; dasar
Kelompok Ii adalah staatgrundgesetz (aturan
k negara
g;lzgmnggese)tz merupakan kelompok norma hukl:nrr;
di bawah norma fundamental negara. Norml?-lllotj :
dari aturan dasar negara masih bersifat p'; (l)) .2 )
merupakan aturan-aturan umum yang masih bersi :1
garis besar, sehingga masih merupakan norma tungg
dan belum disertai norma sekunc!er. Dalafn setﬁal;i
aturan dasar/aturan pokok negara biasanya dlgtur ak
hal mengenai pembagian kekuasgan negara di gunc:n
pemerintahan, dan selain itu _dlatur juga hu gngt i
antara lembaga-lembagadtinggl negara esge::: iatu
antara negara dengan warga n 3
g;ll);rl:liii II1 adalagh formel gesetz (undang-undang
1
gl;n;il) gesetz merupakan kelompok norma yang b_;r;c:
di bawah aturan dasar pokok negara. NonlI:a aan
undang-undang sudah merupakan norma hu lllm yung
bersifat konkret dan terinci dan sudah dalpa:i ailngs US
berlaku dalam masyarakat. Norma hukum da antl) o
sudah dapat mencantumkan norma-norma yang ;rta
sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi per aar;
Selain itu, UU berbeda dengan peran:uran-per}a:tllz1 m
lain, karena suatu UU merupakan norma—ncl)rn}al uf -
yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legis ;tltz,un
Kelompok IV adalah verordnung und at;tonome atzung
elaksana dan aturan otonom).

%Ztvirrjl?ufng und autonome satzung adala.h pcratltéf]ari
yang terletak di bawah UU yang berfungsi menyeelaﬁ-
garakan ketentuan dalam UU, di mana peraturan I:j ke
sanaan itu bersumber dari kewenangan delegasi, sedang
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kan peraturan otonom bersumber dari kewenangan
dari kewenangan atribusi.*

Teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh
Kelsen dan Nawiasky mendapar kritik dari berbagai ahli
hukum, dan oleh banyak ahli hukum itu, Kelsen dikelompok-
kan ke dalam aliran hukum positivistik, karena Kelsen ingin
membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir nonhukum,
seperti sejarah, moral, sosiologi, politis, dan sebagainya. Kel-
sen misalnya, menolak anasir-anasir nonhukum itu dijadikan
sebagai pembahasan dalam ilmu hukum, Bagi Kelsen, keadilan
adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Kelsen hanya
ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-
peraturan yang dibuar dan diakui oleh negara.®

Kemudian, keberlakuan hukum secara empiris menda-
sarkan kepada pemahaman bahwa dengan dasar sosiologis
aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, yang dibentuk
dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

Menurut Bagir Manan, dasar sosiologis artinya mencer-
minkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam ma-
syarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-
kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. De-
ngan ini diharapkan peraturan perundang-undangan dapat
diterima oleh masyarakar secara wajar dan berlaku efektif
serta tidak memerlukan pengarahan institusional untuk me-
laksanakannya.ss

Lebih lanjut, Bagi Manan menjelaskan bahwa kenyataan
yang hidup dalam masyarakar sebagai dasar sosiologis, harus

® Hans Nawiasky, dalam Maria Farida Indrati Soeprapto. Op.C it., him. 28-35.

¥ Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan
Filosofisi), PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 272-274, dan juga Lili
Rasjidi. 1995, Dasar-dasar Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung,
hlm. 63-67.

¥ Bagir Manan. 1992, Op. Cit., hlm. 15.
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termasuk di dalamnya harapan-harapan masyarakat, karena

tanpa hal tersebut peraturan perundang-undangan hanya ber-

sifat sebagai perekam keadaan seketika yang mengakibatkan
hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Hal ini
akan bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-
undangan yang diharapkan akan mengarahkan perkembangan
masy: rakat.%

soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mene-
gaskan dua landasan teoretis sebagai dasar sosiologis berlaku-
nya suatu norma hukum, yaitu:

I Teori kekuasaan, yang memahami bahwa secara sosio-
logis norma hukum berlaku karena paksaan penguasa,
terlepas diterima atan tidak oleh masyarakart;

2. Teori pengakuan, yang memahami bahwa secara
sosiologis norma hukum berlaku berdasarkan peneri-
maan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku,®

¢ Sehubungan dengan keberlakuan hukum sécara empiris

dalam masyarakat, relevan dikemukakan teor; sistem hukum

yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedmann yang
memahami bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam
operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi,
yaitu: strukeur (structure), substansi (substance) dan kultur

(culture). Struktur hukum, adalah kelembagaan yang

diciptakan oleh sistem hukum. Selanjutnya, substansi hukum

terdiri dari aturan hukum substantif dan aturan hukum ten-
tang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang
diciptakan oleh aturan hukum substantif) berperilaku,* yang

® Ibid., hlm. 16.

“ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Op. Cit., hlm. 91-92.

* Lawrence M. Friedmann. 1975, The Legal System: A Social Science Perspec-
tive, Russell Sage Foundation, New York, p. 14.

¥ Ibid.
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berdasarkan pendapat H.L.A, Hart, suatu (substansi) sistem
hukum, adalah kesatuan dari aturan hukum primer (primary
rules), yaitu norma-norma tentang perilaku, dan aturan hukum
sekunder (secondary rules), yaitu norma-norma tentang
norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan vali-
ditas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan
(enforce) norma-norma tentang perilaku, dsb.%

Menurut Hart, ada dua 2 (dua) kondisi minimum seba-
gai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu: pertama, ada-
nya dasar pengakuan yang didukung oleh aturan hukum se-
kunder yang diterima sebagai “mengikat” oleh aparatur hu-
kum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan,
menegakkan, atau mengevaluasi aturan hukum primer; ke-
dua, tiap-tiap warga negara mematuhi aturan hukum primer,
meskipun mereka memandangnya dari suatu sudut pandang
internal. Kepatuhan itu, paling tidak, dikarenakan ketakutan
akan hukuman.?!

Dua kondisi minimum sebagai syarar bagi eksistensi
sistem hukum, menurur Hart di atas, memiliki relevansi
teoretis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut
Friedmann, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai
dukungan sosial atas hukum, yang dapat mengabaikan, me-
merhatikan dan membarui hukum atay sebaliknya, seperti
kebiasan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir, yang
menggerakkan dukungan masyarakar untuk mematuhi atau
tidak mematuhi hukum dan dalam beberapa cara tertentu. %

* Ibid. i

* H.L.A. Hart. 1972. The Concept of Law, The English Language Book Sociery
and Oxford University Press, London-Great Britain, p. 49-60, 97-197, Penjelasan
konsep hukum Hart juga terdapat dalam Roger Contterrell, 1992, JURISPRU-
DENCE: A Crititical Introduction to Legal Philosophy, University of Pennsyl-
vania Press, Philadelphia, p. 100-103 dan Charles Samford. 1989, The Disor-

der of Law: A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, Oxford-UK, New
York-USA, p. 26-46

Lawrence M. Friedmann, Op. Cit., p. 15.
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Terkait dengan sistem hukum ini, Roger Contterrell
memahami bahwa unsur-unsur dalam sistem hukum adglah
suatu kesatuan (umity), yang di dalamnya; pertama, tidak
boleh ada kontradiksi secara vertikal dan horizontal; kedua,
terdapat uniformitas dalam arti unsur-unsur yanibemgalr}
dapat diterapkan dalam suatu yurlsc‘hksu ketiga, ter aEat };lmlcc)n
dasi moral dan kultural yang konsisten yang mengabsahkan
dan memberi makna moral dan otoritas sosial terhadap hu-

93
o Lebih lanjut, Contterrell menjelaskan bahwa kesatuan
(hukum) mensyaratkan dua hal, yqitu: per",tama, kesaFuan
(hukum) membutuhkan “hubungan internal” yang kons'lstcm
dan dapar diprediksi antara unsur-unsur dalam suaatub51?tzll'i
hukum (norma-norma, asas-asas, konsep-konsep, dsb.); f”
dua, kesatuan (hukum) membutuh_kap “llubungan eksctierna ’
vang konsisten dan dapat dipre}cjtkm antara sistem denga
' v rletak di luar sistem.”
= }Jlr—llil:mgan internal antara berbagai unsur dalam sua;u
sistem hukum, dalam pemahaman Raz, didz‘lsa'rkan atas grund-
norm atau basic norm sebagai sumber nilai dan pembatas
dalam penerapan hukum serta secara eksterngl hubu.ngan
antara sistem hukum dan apa yang terle'tak ch'h'lar sistem
hukum, disebabkan hukum merupakan bag1an dari h‘ngkungan
sosialnya, sehingga tidak dapa;c_dilepasplsahkan dari masyara-

i basis bekerjanya.” :
g Se?:gilallzuran huku]m,ytermasuk Peraturan Daerah, juga
memiliki ciri-ciri mendasar suatu siSFem umumnya, an:)ara
lain, yaitu: kesatuan, keteraturan, bermfa.t terbuka,.sa!mg. era—
hubungan, saling bergantung, dan bertu]ufm. Selain 1tu,lj(ug—
tidak kontradiktif, mempunyai hubungan mternai‘ yang kon
sisten dan dapat diprediksi antara unsur-unsur di dalamnya

% Roger Contterrell. Op. Cit, p. 9.
M Ibid., p. 10. .
% Joseph Raz. Loc. Cit.
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(norma-norma, asas-asas, konsep-konsep, dsb.), dan membu-
tuhkan hubungan eksternal yang konsisten dan dapat dipre-
diksi antara sistem dengan apa yang terletak di luar sistem.
Aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, didasarkan atas
nilai yang terkandung dalam norma dasar, yaitu Pancasila dan
konstitusi negara, yaitu UUD NRI Tahun 19435, yang memuat
filosofi bangsa, cita hukum, serta penuntun dalam penegakan
hukumnya di Indonesia.

Terkait dengan teori keberlakuan hukum, perlu juga
dikemukakan pemikiran hukum yang diuraikan oleh Brug-
ging bahwa ada tiga kriteria untuk menilai keberlakuan suatu
aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, yaitu:*

1. Keberlakuan hukum secara fakrual/empiris
Aturan hukum dinilai memiliki keberlakuan faktual
apabila memenuhi dua unsur, yaitu: pertama, jika secara
nyata aturan hukum itu dipatuhi oleh masyarakat yang
diatur dalam aturan hukum itu; dan kedua, jika secara
nyata aturan hukum itu ditegakkan oleh aparat yang
diberikan kewenangan untuk itu. Kedua kriteria ter-
sebut harus dapat dipenuhi oleh suatu aturan hukum
untuk dapat dinilai bahwa aturan hukum it berlaku
secara efektif;
2. Keberlakuan hukum secara formal/normatif

Aturan hukum itu harus merupakan bagian dari suaru
sistem aturan hukum yang berlaku (sistem hukum
positif). Aturan hukum mempunyai nilai keberlakuan
jika aturan hukum iru memiliki konsistensi hierarkhi
atau tata urutan. Ini berarti bahwa aturan hukum iru
harus sesuai dengan aturan hukum yang lebih tinggi,
karena aturan hukum itu mendasarkan diri kepada
aturan hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka pemi-
kiran hukum ini, sistem aturan hukum yang membentuk

"% |.].H. Bruggink. 1996. Refleksi tentang Hukwm, Terjemahan oleh Bernard
Arief Sidharta. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 147-153.
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suatu hierarkhi atau tata urutan dari aturan hukum
y.ang.tertinggi dan terendah. Aturan hukum yang ter-
tinggi menjadi dasar keberlakuan formal bagi aturan
hukum yang rendah. Pada bagian ini, bahan analisisnya
juga dikaitkan dengan teori hierarkhi aturan hukum
(stufenbau theorie) yang dikembangkan oleh Hans Kel-
sen sebagai penganut positivisme-analitis.” Kekurangan
dari teori hierarkhi aturan hukum dapat dilengkapi
dengan menunjuk kepada fakta dan tetap merujuk
kepada Pancasila yang sarat dengan nilai moral dan
keadilan sosial sebagai cita hukum bangsa Indonesia
dan pokok kaedah negara yang fundamental atau norma
dasar negara. Pemikiran dasarnya adalah bahwa hukum
ppsitif itu tertata atas berbagai tingkatan, puncak ter-
tingginya adalah grundnorm. Menurut pemikiran hukum
Kelsen, grundnorm ini bersifat bebas nilai dan tidak
d-apat dicari secara yuridis dasar pengesahannya, karena
tidak ditetapkan, tetapi diandaikan (diasumsikan) ada
dan diterima sebagai dasar dari hierarkhi aturan hukum
agar aturan hukum positifnya memperoleh pengesahan
(validitas). Dalam pemikiran positivisme yang lain yang
berkembang di Jerman, Gustav Radbruch lebih tegas
mengemukakan adanya “prinsip persamaan” sebagai
prinsip keabsahan substantif dari norma hukum. Pemi-
kiran tersebut menyatakan “jika hukum positif sama
sekali kehilangan prinsip persamaan, maka hukum posi-
tif itu bukan lagi hukum”.” Kedua pemikiran hukum

71 Dewa Gede Atmadja. 1995. “UUD 1945, TAP MPR , UU: Analisis IImu
Hukum?”, Pro Justitia, Tahun XIII, Juli, Fakultas Hukum Universitas
Parahiyangan, Bandung, hlm. 104.

» U'n:uk pemahaman lebih detail mengenai teori hierarkhi aturan hukum yang
dﬁembangkan oleh Kelsen dan teori keabsahan substantif norma hukum ;/ang
dikembangkan oleh Radbruch cermati W Friedmann. 1990. Teori dan Filsafat

Ih;rrkmn: Telaaly Kritis atas Teori-teori Hukum (Susunan I), Rajawali Press,
him. 125, )
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Aturan hukum dipatuhi oleh

12at ( l ﬁ'!.(lS}‘m’l!kﬂt.

sistem hierarkhi dalam tata ur
- a urutan aturan | ;
;gbelumnya ditetapkan dalam I(etetapz:;l II::IkPuII{‘; y;i%g
X/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR me:
ngenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan

Keberlakuan ]
A | secara fakwal -
(empiris)

Aturan hukum diterapkan
dan ditegakkan oleh aparatur .3

Tata U
daz ker;tl?;ql;er;'n dan,g'U“dﬂngﬂn Republik Indonesia,
SR tcen 1gal;n oll)eh Ketatapan MPR No. III/ hulun.
tang Sumber Hukum d :
Peraturan P im dan Tata Urutan
erundang- ;

tanggal 24 Mei Zoo]f Clllin(:an.gcain’ i kemuchan pada Keberlakuan Kf:b‘crlakuan_f Aturan hukum sistemik dan

gant engan Uu No. 10 Tahun Aturan Hukum secﬁ;:‘lo];?ﬂu || hierarkhis.

323421 ten{}ang Penllbenmkan Peraturan Perundang-un- ]
gan. UU No. 10 Tahun 2004 inj dapat dijadikan ‘
Empiris:

Aturan hukum tampak

landasan : e . :
Indonesm?ﬁé‘ikunya sistem hierarkhi aturan hukum dj lg
3, Eegerlakuan hikum secara evaluatif . N o
2 T
taigeglélg;;i:ini:a:;? f.lf “i'lemberikan suatu kriteria ten- ; L‘ secar xalusit
aturan hukum Lim II;zm .’mkum dalam maasyarakat jika Filosapgzis 1
furan hukum it bernilai, Makna berniai ini dapas s
o dijpandas;abel Osczifls, IYEUTU apakah isi aturan hukum i 4 -
nar dan :
Ukuran kebenaran ini ];z?:ll:a;lifi?;nb?gl 1;:1 S o Bagan 1
kepada pakah suatu aturan huk At E bermuara Keberlakuan Aturan Hukum menurut Bruggink
bagi masyarakat hukum memberikan manfaat
arakatnya atau tidak. | :
Faktor penggunaan bahasa yang baik tampaknya juga
ikut memengaruhi suatu peraturan perundang-undangan yang
‘ baik, dapat dibayangkan akibat yang timbul jika peraturan
perundang-undangan terjadi ketidakjelasan arti dalam peru-
musan, atau rumusan yang dapat ditafsirkan dengan berbagai
arti, inkonsistensi dalam penggunaan peristilahan, sistematika
yang tidak baik dan bahasa yang sukar dimengerti dan lain
: sebagainya.”

# Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnai. Legislative Drafting: Pelembagaan
verundang-undangan, Malang

] Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan I
Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi-Intrans Pub-

lishing, Malang, him. 16.
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F. Teori Keadaan Dasar Hukum dalam Masyarakat

Hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, terutama
pada masyarakat yang sedang membangun, termasuk di Indo-
nesia, karena pembangunan adalah keputusan politik yang
membutuhkan legalitas hukum.

Hasil penelitian M. Mahfud M.D. menunjukkan bahwa
konfigurasi politik demokratis akan menciptakan produk
hukum responsif, sedangkan konfigurasi politik otoriter akan
menciptakan produk hukum yang konservarif.!°!

Terkait dengan kondisi politik dan hukum, maka rele-
van dikemukakan teori keadaan dasar hukum dalam masyara-
kat yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selz-
nick, yang menjelaskan bahwa ada tiga keadaan dasar hukum
dalam masyarakat, yaitu:

1. Hukum represif

Hukum represif adalah hukum yang merupakan alar
kekuasaan represif. Hukum represif banyak mengan-
dalkan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang
ada di pihak rakyat. Perhatian paling utama hukum
represif adalah dengan terpeliharanya dan diterapkannya
tata tertib, ketenangan umum, pertahanan otoritas dan
penyelesaian pertikaian. Pada umumnya hukum reperesif
menunjukkan ciri sebagai berikut:

a. institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi ke-
kuasaan politik, hukum identik dengan raison
d’etat;

b. perspektif resmi mendominasi segalanya. Dalam
perspektif ini penguasa cenderung mengidentifikasi
kepentingannya dengan kepentingan masyarakat;

@ Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukun: (suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis),
PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 99.
% M. Mahfud M.D. 1998. Loc.Cit.
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c. kepentingan bagi rakyat untyk mendapatkan keadil-
an di mana mereka dapat memperoleh keadilan
dan jawaban atas keluhan-keluhannya, apabila ke-
adilan semacam itu memang ada, adalah terbatas;

d. badan-badan khusus seperti polisi misalnya menjadi
pusat-pusat kekuasaan yang bebas;

¢. suatu rezim hukum rangkap melembagakan keadilan
kelas dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan
pola-pola subordinasi sosial;

f. hukum dan otoritas resmi digunakan untuk mene-
gakkan konformitas kebudayaan;

Hukum otonom

Hukum otonom sebagai pranata yang mampu menjinak-

kan represi dan melindungi dirinya sendiri. Karakter

khas dari hukum otonom dapat diringkas sebagai beri-
kut:

a. hukum terpisah dari politik. Secara khas sistem
hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan per-
adilan dan membuat garis tegas antara fungsi-
fungsi legislatif dan yudikarif;

b. rertib hukum mendukung “model peraturan” (mo-
del of rules). Fokus pada peraturan membantu
menerapkan ukuran bagi akuntabilitas dan institusi-
insitusi hukum maupun resiko campur tangan lem-
baga-lembaga hukum dalam wilayah politik;

¢. “prosedur adalah jantung”. Keteraturan dan keadil-
an (fairness) dan bukannya keadilan substantif meru-
pakan tujuan utama dan kompetensi utama dari
tertib hukum;

d. “ketaatan pada hukum” dipahami sebagai kepatuhan
yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hu-
kum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku
harus disalurkan melalui proses politik kehakiman;
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3. Hukum responsif.

Hukum responsif adalah hukum yang merupakan sarana

respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masya-

ralfat. Adapun karakteristik utama dari hukum respon.siLf

yaitu: ,

a. (i.inamilfa perkembangan hukum meningkatkan oto-
ritas tujuan dalam pertimbangan;

b. tujuan_membuat kewajiban hukum semakin pro-
blemarik, sehingga mengundurkan klain. hukum
terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan
bagi suatu konsepsi tatanan semakin tidak kaku
dan semakin bersifar perdata

€l kfu_‘ena hukum memiliki keterbukaan dan fleksi-
bilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi
politik dan lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan
yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah
institusi hukum, namun yang juga dapat mengancam
memperlemah integritas institusional;

d. dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas
yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan,integritas
dar'l tatanan hukum tergantung kepada model insi-
tusi hukum yang lebih kompeten. 2

y Jadi, karakter hukum dalam Peraturan Daerah sebagai
g?o ullckhukum di daerah juga tidak dapat dilepaskan dari
mamikae itik di d: in i -
! 'qu politik C.ll d.aerah. Selain itu, karakter hukum res-
ponsif dapat mensifati Peraturan Daerah demokratis menjadi

responsn‘, dalam arti mampu merespon kebutuhan dan aspi-
rasi masyarakat.

‘= Philippe Nonet & Phili i
. p Selznick. 1978, Law and Society In Transition: Ti
ward Responsive Law, Harper and Raw Publisher, New Yj‘k p r;g‘.’;t.;_o”. b
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G. Teori Otonomi Daerah sebagai Sumber Wewenang
Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “otonomi” me-
ngandung arti “pemerintahan sendiri”.'*” Istilah “autonomie”
berasal dari bahasa Yunani (autos=sendiri, nomos=undang-
undang) dan berarti “perundangan sendiri.'”* Secara etimo-
logis, kata otonomi berasal dari akar kata bahasa latin (Yuna-
ni) “autos” dan “nomos”. Autos, artinya “sendiri”, dan no-
mos bermakna “aturan”, sehingga gabungan kedua akar kata
tersebut dimaknakan sebagai “memerintah sendiri” atau
“pemerintahan sendiri”, yaitu kewenangan untuk mengatur
urusan rumah tangga sendiri. Kemudian, bila dihubungkan
dengan kata “daerah”, ia akan menjadi “otonomi daerah”.
Dalam “Encyclopedia of Social Science”, kata “autonomy”
diartikan sebagai hak suatu badan sosial untuk mengurus diri
sendiri. Konsep ini menurut Taliziduhu Nadraha, mengan-
dung pengertian yang sempit, yaitu diartikan sebagai hubung-
an antara suatu badan dengan suatu badan lain yang lebih
berkuasa yang menguasainya.'®

Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara banyak dijum-
pai rumusan yang diberikan tentang otonomi. Van der Pot
merumuskan “Autonomie betekent anders van het word zou
doen vermoeden regeling en bestuur van eigen zaken, van
wat de Grondwet noemt eigen huishouding”.'*® Menurut guru
besar Hukum Tata Negara Belanda ini pada dasarnya otonomi

1% 1.S. Badudu, Sutan Mohammad Zen. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 969.

% Juanda. 2004. Hukum Pemerintaban Daerab: Pasang Surut Hubungan
Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, hlm. 22.

05 Taliziduhu Ndraha. 1989. Otonomi Daerab, Desentralisasi dan Pembangunan,
Makalah, Jakarta, him. 1.

1 Van der Pot. 1950. Handboek van het Nederlands Staatrecht, WE] Tjeenk
Willingk Zwolle, p. 517. Perhatikan juga, Abdurrahman. 1987. Beberapa
Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, hlm. 10.
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itu berarti pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan
pemerintahan sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Belanda
menamakannya “rumah tangga sendiri”. Kemudian, oleh C.J.
Franseen, konsep otonomi dirumuskan sebagai hak untuk
mengatur urusan-urusan daerah atau setempat dan juga me-
nyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan-
nya.'” Sedangkan Logemann menyatakannya sebagai kebe-
basan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan
tujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mem-
pergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekua-
saannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).
Pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom. %8

Otonomi daerah harus mengandung dimensi kebebasan
dan kemandirian dalam rangka mengefektifkan pelayanan
publik kepada rakyat daerah. Berkaitan dengan otonomi dae-
rah Bagir Manan menjelaskan bahwa otonomi adalah kebe-
basan dan kemandirian (vrijbeid dan zelfstandigheid) satuan
pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus
sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang
boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi
atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan
vang lebih rendah tersebur. Kebebasan dan kemandirian
merupakan hakekart isi otonomi.!®

Lebih lanjut, Bagir Manan membedakan otonomi men-
jadi otonomi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas,
otonomi mencakup pula tugas pembantuan (medebewind,
coadministration). Baik otonomi maupun tugas pembantuan
sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Perbe-

"7 Syarif Saleh. 1953. Otonomi Daerah dan Daerah Otonon, Endang, Jakarta,
hlm. 7. Perhatikan pula Abdurrahman. Op. Cit., hlm. 10.

"™ Ateng Syafruddin. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipra, Bandung,
him. 23.

" Bagir Manan. 1993. Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan
Undang-undang Pelaksanaannya), Bagian Penerbit Unsika, Karawang, hlm. 2.

DEMOKRATISASI PRODUK HUKUM EKONOMI DAERAH
Pembenlukan Peraturan Daerah Demokralis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

daannya hanya pada tingkat kebebasan dan kemandirian. Pada
otonomi, kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik
asas maupun cara menjalankannya. Sedangkan pada tugas
pembantuan, kebebasan dan kemandirian, hanya terbatas
pada cara menjalankan. Karena sama-sama mengandung un-
sur otonomi perbedaan hanya pada tingkat kebebasan dan
kemandirian, maka tidak ada perbedaan mendasar antara
otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah
“broertjes van het zelfsbeschikkingsrecht”. Pandangan yang
membedakan secara mendasar antara otonomi dan tugas
pembantuan-akibat pengaruh driekringenleer yang sudah
lama ditinggalkan.'®

Tuntutan berotonomi, sesungguhnya lahir dari hubung-
an yang tegang antara lembaga bawahan dengan lembaga lain
yang lebih dominan, terutama antara kelompok relegius, etnis,
budaya, dan ekonomi dengan kekuasaan dan kedaulatan
negara yang bersangkutan. Ini terjadi terutama di negara-
negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon termasuk di
dalamnya negara-negara persemakmuran. Otonomi yang dila-
hirkan karena perjuangan kelompok-kelompok masyarakat
menurut ikatan keagamaan, etnis, budaya dan ekonomi, pada
umumnya dilandasi oleh prinsip demokrasi dan filsafah lib-
eral (hak-hak asasi). Otonomi seperti ini, disebut juga gesnu-
ine autonomy.'

Selain itu, ada pula otonomi yang berasal dari pemberian
pemerintahan atasan, misalnya, pemberian otonomi dari Pe-
merintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Otonomi seperti
ini disebut sebagai “otonomi derivatif . Motivasi pemberian
otonomi derivatif di negara-negara tertentu biasanya dido-
rong oleh alasan yang bersifat psikologis, legitimasi, dan efi-
siensi.

e

1 1bid., hlm. 4.
" Taliziduhu Ndraha, Op. Cit., hlm. 2.
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M. Arif Nasution berpendapat, dalam suatu negara
kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian
kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi
pemerintahannya sesuai dengan kehendak daerah tanpa
mempertimbangkan kepentingan nasional secara kompre-
hensif. Disadari sepenuhnya bahwa konflik kepentingan selalu
terjadi di mana pun, karena di satu sisi ada keinginan untuk
melaksanakan otonomi sesuai dengan kewenangannya, tetapi
di sisi lain dihadapkan dengan kepentingan dan keinginan
untuk tetap mempertahankan negara kesatuan sebagai satu
bangsa,!12 i

Jika otonomi dihubungkan dengan proses demokra-

tisasi, maka dalam konteks permasalahan tersebut ada dua
pertanyaan mendasar yang memerlukan sororan kritis, yakni:
pertama, seberapa besar atan sejauh mana otonomij sebagai
refleksi proses demokratisas; diberikan kepada dac -ah agar
daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendi i sesuaj
Prinsip-prinsip demokrasi dengan tetap menjaga keutuhan
sebagai suaru bangsa; kedua, seberapa besar atau sejauh mana
pula kesiapan daerah mampu melaksanakan otonomi sesuaj
dengan potensi riel sumber daya yang dimiliki oleh daerah
tersebut. Pertanyaan itulah yang sering menimbulkan pro-
blema dalam menentukan parameter riel pemberian otonom;i
kepada suaty daerah, yakni di samping political will yang
belum tepat dan juga mengingat perbedaan potensi yang dimi-
liki oleh setiap daerah seringkali tidak serara,

Menurut Juanda, otonomi daerah merupakan tindak
lanjut dari pelaksanaan teori demokrasi yang diaplikasikan
melalui teorj desentralisasi, sedangkan desentralisasi ity sen-
diri merupakan salah satu ciri dan implementasi dari esensj
demokrasi. Dengan demikian, dapar dikatakan bahwa otono-

" M., Arif Nasution. 2000. Demok

_ ratisasi dan Problema otonomi Daerah, Mandar
Maju, Bandung, him. v,

.
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mi daerah adalah implementasi dari prinsip dCITIIOkI"aSI. Beta-
pa erat keterkaitan antara demokrasi, desentralisasi dan Sto—
nomi daerah.'®® Jadi, otonomi juga bersentuhaq depgan de-
sentratisasi”, yang menurut J. Kaloh “des.entralls?lm ,c,lan oto-
nomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing”. Istilah
otonomi lebih pada political aspect (a.spek politik kekuasazclin
negara), sedangkan desentralisasi leblh cenderung pada _c_zk-
ministrative aspect (aspek administrasi negara) . Namun, jika
ditinjau dari konteks sharing of power (be.rbagl kekuasazclln),
kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang era}tl an
tidak dapat dipisahkan. Karena itu, pada otonomi daera t‘er:
dapat ruang kewenangan untuk.mf:‘nyelenggarakan phf:rnlerma
tahan yang telah diberikan meln]adl wewenang rlf‘r:}a tangg
daerah, sebagai substansi dari otonomi daerqh. _
Situmorang dan Sitanggang, memaknai secara fc:itlmo-
logis istilah desentralisasi deng@ menyatakaq ball\;fa es;n
tralisasi berasal dari bahasa Latin yang beljarn de=lepas dag
centrum=pusat, dengan demikian berarti melepas;lkzn ari
pusat.'’” Dari sudut ketatanegaraan yang cllmaksq lenganj
desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari
pusat kepada Daerah-daerah yang mengurus rumah tangga
141 116
g Seé]t:iliilli)ungan dengan makna idesentralisasi, \:Zesbe;
mengemukakan bahwa “to dece‘nt.mlrzg means to cz.’ievz e ann
distribute, as governmental administration; to wzt.h mu;)l fror
the centre or place of concentmtirm”., yang artinya eseg-
tralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya ad-

il a. Op. Cit., him. 117. . 201
mJ]u?(:?f:h ?’?JO" Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab

Kebutuban Lokal dan Tantangan Global, Rineka Clpfa, ]nka{ta, i}ig:;,g,}smq-
I Victor Situmorang dan Coermentyna Sitanggang. 1994. Hukum s
7 27 i Grafika, Jakarra.
Pemerintahan Daerah, Sinar 3 : e R
6 Muhammad Fauzan, 2006. Hukwm Pemerintahan Daerah: Il\:mzm 5 44g
Hubungan Kenangan antara Pusat dan Daerah, Ull Press, Yogyakarta, . 44,
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ministrasi pemerintahan; mengeluarkan dari pusat atau tem-
pat konsentrasi.''” Berkaitan dengan isi wewenang yang dide-
sentralisasikan, Rondinelli dan Cheema menguraikan lebih
lanjut dalam definisinya bahwa desentralisasi adalah “...the
transfer of planning, decision making, or administrative au-
thority from the central government to its field organizations,
local administrative units, semi autonomus and parastatal
organizations”, yang artinya desentralisasi adalah penyerahan
perencanaan, pembuatan keputusan atau kewenangan admin-
istratif dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi
tingkat bawah, kesatuan-kesatuan administrasi daerah, semi
otonomi dan organisasi.''

Menurut Jimly Asshiddigie, varian-varian dari desen-
tralisai dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya
meliputi:

1) Desentralisasi teritorial (territorial decentralisation),
yaitu penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan
wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan peme-
rintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit
organisasi pemerintah yang lebih rendah berdasarkan
aspek kewilayahan;
Desentralisasi fungsional (functional decentralisation),
yaitu penyerahan urusan-urusan pemerintahan atau pe-
limpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu
urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi
kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah berdasar-
kan aspek tujuannya (seperti Subak di Bali);
3) Desentralisasi politik (political desentralization), yaitu
pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk
mengurus diri kepentingan rumah tangga sendiri bagi

[§S]
St

W Wesber, dalam 1bid.
5 Rondinelli dan Cheema, dalam Ibid.
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badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh
rakyat. Ini terkait juga dengan desentralisasi teritorial;

4) Desentralisasi budaya (cultural decentralization), yaitu
hak kepada golongan-golongan tertentu untuk menye-
lenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri. Misalnya,
kegiatan pendidikan oleh kedutaan besar negara asing,
otonomi nagari dalam menyelenggarakan kegiatan kebu-
dayaannya sendiri, dan sebagainya;

5) Desentralisasi ekonomi (economic desentralization),
yaitu pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan
kegiatan ekonomij

6) Desentralisasi administratif (administrative decentraliza-
tion), yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada
alat-alat atau unit pemerintahan sendiri di daerah.
Pengertiannya identik dengan dekonsentrasi.''?

Selanjutnya, sehubungan dengan tipologi desentralisasi,
Jimly Asshiddigie menjelaskannya sebagai berikut:

“Jika dikelompokkan, desentralisasi itu dapat dibedakan ke
dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: (i) dekonsentrasi yang
merupakan ambtelijke decentralisatie atau desentralisasi ad-
ministratif; (i) desentralisasi politik atau staatskundige
decentralisatie. Dalam hubungannya dengan bidang kajian
hukum administrasi negara dan hukum tata negara, desen-
tralisasi administratif itu dapat kita namakan sebagai desen-
tralisasi ketatausahanegaraan, sedangkan ambtelijke decen-
tralisatie, terjadi pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan
negara tingkat atas kepada alat perlengkapan negara tingkat
bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerin-
tahan. Sedangkan, dalam staatskundige decentralisatie terjadi
pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan di
bidang pemerintahan (regelende en besturende bevoegdheiden)
kepada unit-unit pemerintahan daerah otonom”.!2°

" Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar lmu Hukunt Tata Negara Jilid 1, Konstitusi
Press, Jakarta, hlm. 28.
W Ibid,, hlm. 27.
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Sehubungan dengan fokus yang harus diperhatikan
dalam implementasi desentralisasi, Muchsan menegaskan
pelaksanaan sistem desentralisas; harus dilihat sebagai pro-
cess of political interaction, oleh karenanya ada empat fokus
vang harus diperhatikan:
L. Sudut politik, yang berkiblac kepada penyebar kekua-
saan, bukan penumpukkan kekuasaan;

2. Sudut teknis organisatoris, khususnya dalam penciptaan
pemerintahan yang efisien;

3. Sudut kultural, bagaimana memperhatikan keberadaan,
keistimewaan/kekhususan dan kekhasan snatu daerah;

4. Sudut pembangunan, bagaimana desentralisasi memper-
hatikan kelancaran serta pemerataan pembangunan. 12!

Lebih lanjut, Muchsan menegaskan bahwa selain itu
keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh
dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.'??

Berkaitan dengan sistem desentralisasi, Kaho men-
jelaskan bahwa desentralisasi dapat diterapkan dengan ber-
bagai sistem antara lain:

a. Sistem residu, dalam sistem ini, tugas-tugas yang men-
jadi wewenang pemerintah pusat ditentukan terlebih
dulu, sedangkan sisanya diserahkan kepada' negara-
negara bagian. Sistem ini dianut oleh negari-negara
Eropa, seperti Perancis, Belgia, dan Belanda;

b. Sistem material, dalam sistem ini tugas-tugas Pemerintah
Daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif dan
terinci. Di luar tugas-tugas tersebut merupakan tugas

—_—

! Muchsan. 2003. “Hakekar Otonomi Daerah”, Makalah,

. 0 Disampaikan pada
Seminar “Kajian terhadap RUU Perusahaan Daerah dal

am rangka Harmonisasi

dan Sinkronisasi Hukum tentang Badan Usaha Milik Daerah”, 26 Juni, G
Inn, Yohyakarta.
2 Ibid,

aruda
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Pemerintah Pusat. Sistem ini dianut oleh negara-negara
Anglo saxon, terutama Inggris dan Amerika Serikat;

c. Sistem formal, dalam sistem ini urusan yang termasuk

dalam urusan rumah tangga, tidak dimasukkan secara
apriori dengan undang-undang. Daera.h dibolehkan me-
netapkan segala sesuatu yang sesuai dengan kondisi
daerahnya, asal tidak mencakup urusan yang telah
diatur pemerintah pusat atau bertentangan dengan urus-
an pemerintah pusat. Dengan kata lain, urusan Peme-
rintah Daerah dibatasi peraturan perundang-undangan
yang kedudukannya lebih tinggi; st i

d. Sistem otonomi riil, dalam sistem ini desemfrahsam
diserahkan kepada daerah berdasarkan kondisi nyata
dan riil yang dialami daerah, sesuai dengan kemampuan
daerah;

e. Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan‘ beirta{lggung
jawab, prinsip ini merupakan variasi dari prinsip oto-
nomi riil. Prinsip ini pernah dijalankan di Indonesia
selama Orde Baru berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974.1%

Apabila analisis Muchsan di atas dihubungkan dengan
pendapat Kaloh, dalam rangka menumbuhkan keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, secara
teori formal lebih memberikan kelonggaran bagi daerah untuk
menyelenggarakan kewenangannya di tingkat lokal. Pendapat
Muchsan bahwa keleluasaan otonomi mencakup pula kewe—.
nangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mL}la}
dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, .pengendahan
dan evaluasi, dapat menjadi argumentasi teoretis untuk mem-
berikan keleluasaan bagi daerah dalam rangka otonomi dae-
rah untuk memperkuar kapasitasnya dalam menyusun norma

2 Kaloh sebagaimana dikutip oleh Sahdan, dalam Widodo Triputro dan Supardal.
2005, Pembaruan Otonomi Daerah, APMD Press, Yogyakarta, hlm. 11.
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hukum perencanaan daerah yang bertumpu pada kebutuhan
dan kearifan lokal.

Apabila dikaji dari beberapa pengertian desentralisasi
vang dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, maka dapat
disimpulkan tidak terdapat perbedaan substansi meskipun
dari segi pembahasan ada sedikit perbedaan. Oleh karena
itu, secara sederhana desentralisasi dapat dimaknai sebagai
peralihan kewenangan dari lingkungan Pemerintah Pusat (cen-
tral government) ke lingkungan Pemerintahan Daerah (local
government), untuk mengatur dan mengurus daerahnya ber-
dasarkan kondisi riil yang mengitarinya. Sehubungan dengan
hal tersebut, konsekuensi dari desentralisasi ini perlu adanya
penghargaan terhadap karakteristik masing-masing daerah
dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi akan menimbulkan otonomi daerah de-
ngan tingkat keluasan wewenang yang beragam, tergantung
dari asas otonomi yang digunakan dan pengaruh demokrasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal itulah yang tam-
paknya menjadi argumen untuk menegaskan bahwa desen-
tralisasi adalah pilihan kebijakan yang dalam politik ridak
pernah bersifat final. Faktor demokrasi dan asas otonomi
sangat berpengaruh terhadap kebijakan desentralisasi yang
diterapkan.

Menurut Suko Wiyono, dalam konteks pelaksanaan
otonomi daerah, adalah keliru apabila hanya berorientasi pa-
da tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan
makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebu-
tuhan akan efisiensi dan efekrivitas manajemen penyeleng-
garaan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pela-
yanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di samping itu,
tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya
untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi
dan terfokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Karena
itu, pelaksanaan otonomi daerah memerlukan saling keper-
cayaan dan suasana yang harmonis antara Pemerintah Pusat
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dan Pemerintah Daerah, sehingga tidak akan muncul egoisme
masing-masing dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah. Keduanya harus menyadari bahwa fungsi pemerin-
tahannya hanya meliputi 2 (dua) hal, yaitu pelayanan kepada
masyarakat, membuatkan pedoman/arah arau ketentuan
kepada masyarakat dan pemberdayaan. Daerah tidak hanya
berhak menuntut kewenangan yang scharusnya diserahkan
kepadanya, tetapi juga berkewajiban mengemban tanggung
jawab yang sebanding untuk menciptakan keadilan, demokrasi
dal] pemberdayaan masyarakat, demi terciptanya tingkat kese-
jahteraan masyarakat yang lebih baik.!2¢

Kesadaran perlunya memberikan keleluasaan daerah
dalam otonomi daerah juga tampaknya menjadi sikap Dep-
dagri seperti antara lain yang dinyatakan dalam “Grand Stra-
tegi Implementasi Otonomi Daerah (Dalam Koridor UU No.
32 Tahun 2004) yang diterbitkan pada tahun 2003:

Secara filosofis, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari
penerapan kebijakan desentralisasi, vaitu tujuan demokrasi
dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan mempo-
sisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan
politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang
terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen
dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan
negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani
atau civil society. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Peme-
rintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien
dan ekonomis.

Otonomi daerah yang makna teoretisnya telah dijelas-
kan di atas, adalah sumber wewenang pembentukan hukum
di daerah, khususnya Peraturan Daerah. Jadi, Peraturan Dae-

¥ Suko Wiyono. Op. Cit., hlm. 15-16.
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rah adalah instrumen hukum yang dapat digunakan oleh
Pemerintah Daerah untuk mewudkan tujuan demokrasi dan
tujuan kesejahteraan di daerah. |

Ditinjau dari aspek organ pembentukannya, Peraturan
Daerah dibenruk oleh DPRD dengan persetujuan bersama
Kepa[a Daerah. Dua organ daerah inilah yang disebut Peme-
rintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tal‘lan. menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
Prinsip otonomi seluas-luasnya. Oleh sebab itu, secara prin-
51_p1l Peraturan Daerah itu dibentuk oleh organ daerah yang
diberi kewenangan atribusi oleh UUD NRI Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak meneta]':nkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melak-
sanakan otonomi dan tugas pembantuan. !’

Selanjutnya, ditinjau dari aspek substansinya, Peraturan
Daerah itu dibentuk dan dilaksanakan untuk mengatur dan
mengurus kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pem-
bantuan. Kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pem-
banruan tersebut berasal dari pemerintahan yang lebih tinggi
tmgkatnya. Oleh sebab itu, substansi Peraturan Daerah pada
hakikatnya merupakan pelaksanaan norma hukum dari jenis
peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang dipen-
carkan sampai tingkat daerah, sehingga norma-norma hukum
yang terdapat dalam Peraruran Kepala Daerah dan/atau Kepu-
tusan Kepala Daerah,126

Peraturan Daerah sebagai bagian intergral dari pera-
turan perundang-undangan tingkat daerah dibuat untuk me-
nyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah
adalah Satuan pemerintahan teritorial tingkar lebih rendah
yang berhak mengatur dan mengurus sebagian urusan peme-

o SOLLE DTN TR

—_ ;

E‘;asl}\{e;ruALCngo ){‘Iﬂt}tl(’)}'[). 2008. Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain
an Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyak: 25
Bl et jay ogyakarta, hlm. 125,
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rintahan sebagai urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga
daerah bersumber dari otonomi dan tugas pembantuan (me-
debewind). Sistem otonomi yang dijalankan adalah otonomi
yang nyata dan riil.

Berdasarkan sistem otonomi nyata peraturan perundang-
undangan tingkat daerah akan mengatur urusan rumah tangga
daerah baik berasal dari penyerahan urusan oleh satuan
pemerintahan tingkar lebih atas atau urusan yang dianggap
penting untuk diatur (dan diurus) daerah.'?

Wewenang daerah untuk membuat peraturan per-
undang-undangan tingkat daerah yang berasal dari tugas
pembantuan (medebewind), lebih terbatas dibandingkan de-
ngan urusan-urusan di bidang otonomi. Di bidang tugas pem-
bantuan, kewenangan hanya terbatas pada cara-cara menye-
lenggarakan urusan yang memerlukan bantuan. Sedangkan
wewenang mengatur urusannya sendiri tetap ada pada satuan
pemerintahan yang dibantu. Walaupun demikian, daerah
memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur cara-cara
melaksanakan tugas-tugas pembantuan. Karena kebebasan
tersebut (meskipun terbatas pada cara-cara melaksanakan)
dan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaannya dianggap

ada juga unsur otonomi.'?*
Sistem otonomi riil sebagaimana dkemukakan Kaho

sebelumnya, sering dipandang sebagai jalan tengah untuk
melaksanakan otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Tresna seba-
gaimana dikutip oleh Bagir Manan sebagai berikut:

“...sistem rumah tangga formal mengandung dasar-dasar yang
lebih kokoh untuk mewujudkan prinsip dan tujuan rumah

7 Abdul Latif. 2005. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada
Pemerintaban Daerah, Ull Press, Yogyakarta, hlm. 64.
“ Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-

undangan Tingkat Daerah, LPM Unisba, Bandung, hlm. 8.
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tangga daripada sistem rumah tangga material. Dalam konteks
pemikiran seperti ini dapatlah dipahami apabila sistem rumah
tangga nyata melerakkan asasnya pada sistem rumah tangga
formal yang disertai dengan unsur-unsur sistem rumah tangga
material, tujuan rumah tangga, khususnya otonomi dapat
diwujudkan secara wajar. Apakah fungsi rumah tangga mate-
rial dalam rumah tangga material dalam rumah tangga nyata?
Dengan adanya sejumlah urusan pemerintahan yang dise-
rahkan, Daerah sejak awal telah mempunyai kepastian menge-

> 129

nai rumah tangga daerahnya”.

Sistem desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi yang
harus memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyusun
sistem perencanaan daerah yang bertumpu pada keistime-
waan/kekhususan dan kekhasan suatu daerah, yang harus
diperkuat oleh sistem rumah tangga yang mampu membe-
rikan keleluasaan bagi daerah dalam melaksanakan kewe-
nangan otonominya, yang secara esensial mengandung jamin-
an perlindungan hukum preventif bagi rakyat daerah untuk
secara leluasa melaksanakan hak berpartisipasinya dalam
yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah.

2 Bagir Manan. 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah menrut UUD 1943,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, him. 30.
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Hulum Ekonomi, Produk Hukum Daerah,
_ tan Peraturan Daerah
di Bidang Elconomi sebagai Produl
Hukum Ekonomi Daerah

A. Hukum Ekonomi
I. Sejarah Hukum Ekonomi

. Menurut Sunaryati Hartono, sudah lama orang menge-
tahui adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi
akan tetapi barulah sekitar tahun 1930-an, orang mulai men :
gunakan kaca mata hukum ekonomi atau droit economiqui
yang padg waktu itu baru mencakup peraturan-peraturan adj
ministrasi negara (droit administratif) yang membatasi kaidah-
l<'f11clah‘ hukum perdara dan/atau hukum dagang, yang kemu-
dlan.d}b'eri nama hukum ekonomi. Tumbuhnya,hukum eko-
nomi ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraaan
yang n_qewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan’
k.epemmgau umum dan tidak (sebagaimana menjadi pendi-
rian p;}ham liberal) hanya menyerahkan kepada warga negara
sexld}rl saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan ke-
pentingan saja. Untuk itu, bertindaklah negara (Perancis) me-
lalui norma-norma administrasi negaranya untuk mengu-
sahakan keseimbangan antara kepentingan dan umum.!*®

¥ Sunaryati Hartono, dalam T. M i
, dals . Mulya Lubis. 1987. Huk X i Si
Haragan, Jakarta, hlm. 7.. y is. 1987. Hukum dan Ekonomi, Sinar
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Lebih lanjut, Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa
keseluruhan norma hukum administrasi negara yang memba-
tasi hak-hak individu yang dilindungi atau dikembangkan oleh
hukum perdata dan hukum dagang kemudian dikenal dengan
nama Economique. Akan tetapi, perjalanan sejarah hukum
ekonomi berhenti di sana saja. Setelah Perang Dunia II pada
akhir tahun 1940-an Eropa, termasuk Perancis dihadapkan
pada keharusan untuk membangun kembali perekonomian-
nya, yang telah hancur total oleh peperangan. Akan tetapi,
sumber dana untuk itu sangat terbatas, dan terutama dipero-
leh dari International Bank of Reconstruction and Develop-
ment (IBRD) berdasarkan Marshall Plan. Dengan dana yang
terbatas, dan pengawasan dan IBRD terpaksalah Perancis (dan
lain-lain negara di Eropa) mengadakan pembangunan beren-
cana. Tentu saja pembangunan ekonomi yang berencana itu
memerlukan peraturan-peraturan hukum yang mengarahkan
kegiatan-kegiatan anggota masyarakat (social engineering)
agar melakukan hal-hal yang mendukung rencana pemba-
ngunan ekonomi Perancis pada wakru itu. !

Bertambah banyaknya norma-norma hukum di segala
bidang, yang mengarahkan anggota masyarakat itulah, yang
akhirnya mengubah ciri hukum ekonomi dari norma-norma
hukum yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang
(droit economique) menjadi droit de I’ economie, yaitu norma-
norma hukum yang berserakan di semua bidang hukum, yaitu
baik dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang, tetapi
juga dalam bidang hukum tata negara, hukum pidana, hukum
internasional, hukum perdata internasional, hukum pajak,
dan tentu saja juga dalam hukum administrasi negara. Dengan
demikian, norma-norma hukum ekonomi tidak hanya ber-
ubah (bertambah banyak) jumlahnya, akan tetapi juga cirinya;
jadi secara kualitatif hukum ekonomi telah mengalami

B bid., hlm. 8-9.
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perubahan dalam perkembangan yang sedikitnya lebih dari
setengah abad.'3* ) : 2
Sejarah hukum ekonomi Indonesia sebenarnya telah
ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Lapd‘asan hukum
bagi struktur ekonomi Indonesia yang dualistis tercantum
dalam Pasal 131 dan Pasal 163 Indische Staatregeling (Stb.
1854:2 dan Stb. 1855:2), karena membedakan peflduduk
Indonesia ke dalam 3 golongan (Eropa, Timur Asing dan
Bumiputera), dan juga memberlakukan hukum yang berb'eda
antar golongan penduduk tersebut. Pasal--pasgl tersebl.‘l.t juga
merupakan norma yang sesungguhnya menunjang kebijaksa-
naan ekonomi yang dualistis, karena memberl' peran yang
dominan kepada golongan Eropa dalam sektor l?lsnls interna-
sional, industri dan perbankan. Golongan Bumiputera dglam
sektor agraris/penghasil bahan mentah dan golongan Timur
Asing sebagai pedagang perantara bagi kedua golongan terse-
133
B Selanjutnya, berdasarkan politik bukum Hindia Belan-
da yang demikian dibentuklah berbagai aturan.hukum yang
mengartur kegiatan dan kehidupan perekonomian golongan
penduduk Hindia Belanda, yang merupakan suatu verwa-
lungsmirtshaft. Pada saat itu hukum digunakan se':bagsu sarana
untuk merekayasa masyarakat, sehingga pemerintah Hindia
Belanda dapat menarik keuntungan yang sebe.sar—bes-arn'ya
dalam pendayagunaan potensi kekayaan alam di negeri Hin-
dia Belanda. Golongan Eropa diberikan kebebasan mengua-
sai perekonomian Hindia Belanda dengan hukumnya tersen-
diri. Walaupun demikian, dalam hal tertentu golongan Timur
Asing dan Bumiputera juga ditundukkan kepada hukum harta

kekayaan golongan Eropa.'*

2 Ibid., hlm. 9. : : e : o
) Chandra Jaya. 1989. “Struktur Hukum Ekonomi Indonesia”, Majalah Varia

Peradilan, Nomor 48 Tahun IV, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 132.
B Ibid.
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Sesudah proklamasi kemerdekaan, dapat dicatat juga
norma-norma droit economique dan droit de I’ economie di
Indonesia.’** Pada masa orde baru, hukum ekonomi tersebut
mengalami perkembangan yang relatif cepat, seiring dengan
restrukturisasi atau pembangunan ekonomi yang dicanang-
kan oleh pemerintah. Restrukturisasi ekonomi tersebut telah
memberi pengaruh secara langsung terhadap dinamika dan
pergeseran (yang berupa adjusment dan readjusment) ter-
hadap hukum ekonomi kita. Pengaruh restrukeurisasi pereko-
nomian terhadap hukum ekonomi Indonesia tadi juga mem-
beri “ciri identitas” terhadap hukum ekonomi Indonesia. '3

2. Pengertian dan Sifat Hukum Ekonomi

Istilah “hukum ekonomi” (economic law, wirthafirech,
atau droit economique) telah populer penggunaannya di
negara-negara maju. Namun, hukum ekonomi itu masih me-
rupakan istilah yang cukup langka di kalangan para ahli hu-
kum di Indonesia,"” karena hukum ekonomi merupakan bi-
dang hukum yang relatif baru, masih belum dikenal dalam
tata hukum Indonesia.'**

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekono-
mian mengakibatkan hukum harus berfungsi mengatur dan
membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pem-
bangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan
kepentingan masyarakat. Sebagai negara kesejahteraan, maka
pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan ke-
pentingan masyarakat, yang umumnya dituangkan dalam ben-

" Sunaryati, dalam T. Mulya Lubis. Op. Cit., hlm. 11.

¥ Chandra Jaya. Op. Cit., hlm. 133.

¥ Abdurrahman. 1979. Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indone-
sia, Alumni, Bandung, hlm. 51.

¥ Sumantoro, (ed.). 1986. Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Press, Jakarra,

hlm. 3.
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tuk hukum formal. Hukum formal ini pulalah yang akan me-
wujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pemba-
ngunan ekonomi. Dengan demikian, segala kegiatan ekonomi
akan diatur oleh hukum formal tersebut sebagai sarana untuk
merealisasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan
ckonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup
dan kecerdasan bangsa Indonesia.

Sunaryati Hartono menegaskan bahwa hukum ekonomi
Indonesia adalah “Keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-
putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan
kehidup 1n ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, karena eko-
nomi Indonesia sudah merupakan suatu verwaltungswirchaft,
maka tidak dapat tidak dan perlu diadakan pembedaan, apa-
kah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah-kaidah hukum per-
data atau kaidah hukum) publik”.!3

Kemudian, Soedarto mengartikan hukum perekono-
mian adalah keseluruhan peraturan, khususnya yang dibuat
oleh pemerintah atau badan pemerintah, yang secara langsung
atau tidak langsung bertujuan mempengaruhi perbandingan
ckonomi di pasar-pasar, yang terwujud dalam perundangan
perekonomian (social economische wetgeving). Dalam perun-
dangan itu diatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk
rakyatnya, !4

Adapun menurut Rachmadi Usman, hukum ekonomi
adalah “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mem-
pengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan
kehidupan perekonomian nasional negara, baik kaidah hu-
kum yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak
tertulis, yang mengatur kegiatan dan kehidupan perekono-
mian nasional negara. Jelaslah kalau hukum ekonomi ini bu-

" Sunaryati Hartono. 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta,
Bandung, hlm. 53,

¥ Soedarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana, Alamni, Bandung, hlm. 81.
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kanlah bidang tata hukum yang berdiri sendiri, melainkan
nama gabungan bidang huktim yang mempunyai kaitan dengan
kegiatan dan kehidupan ekonomi”,!*!
Terkait dengan istilah dan pengertian hukum ekonomi,
Laporan Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional
yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman pada tahun 1978 menjelaskan bahwa
pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi Indonesia ma-
sih terdapat perbedaan pendapar, kecuali penggunaan istilah
hukum ekonomi sebagai wadah pengelompokan cabang ilmu
hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi.
Ada yang berpendapat bahwa hukum ekonomi hanya meliputi
kaidah-kaidah hukum publik yang merupakan pengarahan
pemerintah dalam kehidupan ekonomi nasional. Sebaliknya,
ada pandangan bahwa hukum ekonomi mencakup semua kai-
dah yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehi-
dupan ekonomi. Selanjutnya, masih terdapat perbedaan pen-
dapat berkenaan dengan kedudukan hukum ekonomi sebagai
cabang ilmu hukum. Ada yang berpendapat hukum ekonomi
sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan ada yang
menganggap sebagai istilah pengelompokan belaka (verzamel-
naam).

Karena hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan na-
sional, maka pendekatan hukum ekonomi bersifat interdisi-
pliner dan transnasional. Sunaryati Hartono mengemukakan
bahwa penggunaan pendekatan inter-disipliner ini karena hu-
kum ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata,
tetapi juga berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Nega-
ra, Hukum Antar Wewenang, Hukum Pidana dan bahkan
juga tidak dapat mengabaikan Hukum Publik Intenasional

“' Rachmadi Usman. 2000. Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Penerbit
Djambatan, Jakarta, him. 2.
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dan Hukum Perdata Internasional. Hukum ek.onorm -Indo—
nesia memerlukan landasan pemikiran dari'bldang-l?ldan.g
nonhukum, seperti filsafat, bidang ek.onomi,' bldang'sosml.ogl,
bidang administrasi pembangunan,' 111mu wilayah, ilmu ling-
kungan dan bahkan juga futurologi'*. :

Lebih lanjut, Sunaryati Hartono men;ellaskan bahwa
hukum ekonomi Indonesia bersifat trans-nasmnal, karena
hukum ekonomi tidak lagi dapat ditinjau dan dlbel:ltul( secara
intern nasional seperti hukum dagang, akan tetapi me‘me.rlu-
kan pendekatan transnasional, yang me.ma_ndlang ke]adlan:
kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri
dalam kaitannya dengan peristiwa dgn perkt.ambangan.yang
terjadi di luar negeri dan di dunia mternasmnal: Sehmg_ga
hukum ekonomi Indonesia tidak dapat menyelesaikan peris-
tiwa-peristiwa ekonomi Indonesia deijlgan menggu.nailcain
kaidah-kaidah hukum intern nasional saja, akan tetapi selalu
memerhatikan dan mempertimbangkan. pengar'uh-pengaruh
dari peristiwa ekonomi internasional di satu pulhak dqn I:Iu—
kum Ekonomi Internasional (khususnya perjanjian-perjanjian
ekonomi dengan luar negeri) di lain pihak. Penggunaan kai-
dah-kaidah Hukum Publik Internasional, Hukum Per‘da]:a In-
ternasional dan kaidah-kaidah perdata maupun publik inter-
nasional itu secara integral, menghasilkan _pendel:satan yang
dikenal dengan nama pendekatan transnasional.’

3. Sumber dan Dasar Hukum Ekonomi

Sumber hukum menurut anggapan s'z}rjana hukum
dapat dibedakan atas sumber huku}.n materiil dan sumber
hukum formal. Sumber hukum materiil adalah sumber hukuml
yang menentukan isi atau materi kaidah hukum, yang berasa

12 Syparyati Hartono. Op. Cit., hlm. 60.
@ Ibid., hlm. 61.
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dari perasaan hukum seseorang atau pendapat orang banyak.
Sedangkan sumber hukum formal adalah kaidah hukum yang
sudah diberi suatu bentuk (form) tertentu yang menyebabkan
(menjadi causa efficiens) hukum itu berlaku. Karena telah
dimasukkan dalam sumber (bentuk) formal tersebut, maka
kaidah tersebut diperhatikan dan diberi sanksi oleh pemerin-
tah, sehingga sungguh-sungguh menjadi kaidah hukum yang
bersanksi pemerintah), artinya dijadikan hukum positif.1#*
Sumber hukum ekonomi tersebar dalam berbagai atur-
an hukum. Pembentukan aturan hukum ekonomi nasional
bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum negara Republik Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945
sebagai norma hukum tertinggi negara Republik Indonesia.
Dalam UUD NRI Tahun 1945 dimuat sejumlah kaidah-kaidah
hukum konstitutif yang sering digunakan sebagai dasar hu-
kum pembentukan aturan hukum ekonomi nasional Indone-
sia. Kaidah-kaidah hukum konstitutif tersebur tersebar pada

4 (empat) bab dan 17 (tujuh belas) pasal dalam UUD NRI
Tahun 1945 setelah perubahan, yaitu:

a. Bab VIII, Hal Keuangan, terdiri dari:

1) Pasal 23, memuat ketentuan konstitusional, yaitu:

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seba-

gai wujud dari pengelolaan keuangan negara

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang

dan dilaksanakan secara terbuka dan bertang-

gung jawab unruk sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat.

(2) Rancangan Undang-Undang Angaran Pendapatan

dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden

untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwa-

¥ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. Pengantar dalam Hukum Indone-
sta, Sinar Harapan, Jakarra, him. §2.
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kilan Rakyar dengan memperhatikan pertim-
bangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menye-
tujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A, memuat ketentuan konstitusional, yaitu:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

Undang. 7

Pasal 23B, memuat ketentuan konstitusinal, yaitu:

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan

Undang-Undang.

Pasal 23C, memuart ketentuan konstitusional, yaitu:

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur de-

ngan Undang-Undang,.

Pasal 23D, memuat ketentuan konstitusional, yaitu:

Negara memiliki snatu bank sentral yang susunan,

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan inde-

pendensinya diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 23E, memuat ketentuan konstitusional, yaitu:

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Keuangan yang bersifat bebas
dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per-
wakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai de-
ngan Undang-Undang.

Pasal 23F, memuat ketentuan konstitusional, yaitu:
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8) Pasal 23G, memuat ketentu

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih
oleh Dewan* Perwakilan Rakyat dengan mem-
perhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih
dari dan oleh anggora.

an konstitusional, yairu:

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan dj
ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di
setiap propinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjur mengenai Badan Peme-
riksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang.

b.  Bab X, Warga Negara dan Penduduk, terdiri dari:

Pasal 27, memuart |

Ketentuan konsitusional, yairu:

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

1)

2)

3)

s |

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bab XA, Hak Asasi Manusia, terdiri dari:

Pasal 28A, memuart ketentuan konstitusional, vaitu:
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28C, memuat ketentuan konstitusional, yaitu:

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri mela-
lui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negara.

Pasal 28D, memuat ketentuan konsitusional, yaitu:

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta men-
dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja.
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4)

n
~—

6)

Pasal 28H, memuat ketentuan kon_situsionall, -yaét—u:
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera li nrr .111
batin, bertempat tinggal, dan mendapat al? 1}ngk
kungan hidup yang baik dan sehat serta berha
memperoleh pelayanan ke'sehz?tan. S
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial ya %
memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagal manusia yang bermgrtab?t. L
(4) Setiap orang berhak-mempunyal'hal( l;m];h
pribadi dan hak milik tersebut tidak o
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa
Pasa?t.;_%-l, memuat ketentuan konstitusional, y:utui
(4) Perlindungan, pemajua_n, penegakan, dan pen;;eb
nuhan hak asasi manusia adal};}ih tanggung jawa
ara, terutama pemerintah. . _
() 8fi:1?,tnenegakkaz dan 1r_1eli.ndung1 ha{< 2115118*].
manusia sesuai dengan prinsip negara hu cum
yang demokratis, maka pelaks'anaan hakda!sam
manusia dijamin, diatur, dan ditnangkan dalam
peraturan perundang—undangan-. e
Pasal 28], memuat ketentuan konsm.tusmna , yai a:
(1) Setiap orang wajib menghqrmatllhak asz;)s: m i
nusia orang lain dalam tertib kehidupan berma
syarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bab XIV, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
£ ]
Sosial, terdiri dari:

1)

Pasal 33, memuat ketentuan lconsFittlsionat yamJ;
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersam:
berdasar atas asas kekeluargaan. - _
(2) Cabang-cabang produksi yang pe}lltlng ?1al-lgl
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara. il
(3) Bumi dan air dan kek.ayaan'alam yang ter cccl n
dung di dalamnya dikuasai oleh negara da
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat.

(4) Perckonomian nasional diselenggarakan ber-
dasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelan-
jutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

2) Pasal 34, memuat ketentuan konstitusional, yaitu:

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masya-
rakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pela-
yanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lehih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam UUD NRI
Tahun 1945 tersebut di atas, harus dijabarkan dan dilaksana-
kan melalui berbagai aturan hukum ekonomi nasional, yang
secara kondisional dapat dilakukan penyesuaian dengan
perkembangan keadaan dan keburuhan perekonomian yang
telah terjadi. Saat ini telah banyak dihasilkan aturan hukum
ekonomi yang mengacu dan berlandaskan pada ketentuan-
ketentuan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 ter-
sebut. Apabila pelaksanaan berbagai aturan hukum ekonomi
tersebut dapat dilaksanakan secara taat asas, terarah dan ter-
padu, maka sistem perekonomian nasional yang berdasarkan
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atas demokrasi ekonomi yang efisien berkeadilan dapat
terwujud.

Sesuai dengan tata urutan aturan hukum di Indonesia
menurut UU No. 10/2004, maka sumber hukum ekonomi
nasional tidak hanya terbatas pada UUD NRI Tahun 1945,
akan tetapi dapat ditemukan pula dalam berbagai aturan hu-
kum di bawah UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang,.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
d. Peraturan Daerah
1) Peraturan Daerah Propinsi
2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
3) Peraturan Daerah Desa.

o

Hukum ekonomi juga dapat ditemukan pengaturannya
pada aturan kebijakan yang merupakan aturan pelaksana dari
aturan hukum, seperti keputusan presiden, peraturan men-
teri, keputusan menteri, peraturan gubernur, keputusan gu-
bernur, peraturan bupati, keputusan bupati, keputusan wali-
kota, dan keputusan walikota.

Aturan hukum ekonomi nasional dimaksudkan tidak
hanya terbatas pada produk nasional, tetapi bersumber pula
pada aturan hukum produk kolonial, seperti Burgerlijk
Wetboek, Wetboek van Koophandel, Ordonansi Gangguan,
Ordonansi Perbendaharaan Negara, dan seterusnya.

Hukum ekonomi mempunyai peranan dalam penga-
turan hukum di bidang ekonomi modern yang tidak dicakup
dalam aturan hukum yang ada, serta dapat memantapkan
pengaturan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi
yang terdapat pada cabang hukum yang lain.

Menurut Sumantoro, pengaturan hukum ekonomi tidak
merupakan pemisahan atau pengkhususan hukum tertentu,
di mana pengembangan dan eksistensi hukum ekonomi
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tersebut dilakukan, melainkan pengaturan hukum ekonomi

itu berfungsi:

a.  Menampung perkembangan kegiatan ekonomi yang
tidak dapat diatur dalam cabang hukum yang ada dan
memang tidak dapat ditampung dalam cabang hukum
yang ada, karena materi dan sifat kegiatan ekonomi itu
sendiri.

b. Memantapkan pengaturan hukum yang berkairan dengan
bidang hukum ekonomi yang terdapat pada peraturan
cabang-cabang hukum yang lain;

¢. Modernisir hukum yang mengatur kegiatan ekonomi,
sehingga interaksi pembangunan ekonomi dapat berpe-
ranan secara serasi dengan pembangunan hukum, s

4. Asas-asas Hukum Ekonomi

Asas, menurut Mahadi, adalah “Sesuary yang dapat
dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang
hendak dijelaskan”, 14 Paton, mengemukakan asas sebagai:
“A principle is the board reason which lies at the base of rule
of law”.'¥ Artinya, asas adalah suaru alam pikiran yang diru-
muskan secara luas dan mendalam yang mendasari adanya
norma hukum,

Asas hukum bukan norma hukum yang dapat dipakai
langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih
konkret.!* Artinya, suaru asas hukum dirumuskan secara ab-
strak dan umum, harus dikonkretisasi menjadi norma hukum
positif jika ingin digunakan dalam prakrik,

¥ Sumantoro. Op. Cit., him. 45-46.

' Mahadi. 1989. Falsafah Hikum Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
him. 119,

" George White Cross Paron. 1969. A Textbook of Jurisprudence, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, hlm. 204,
¥ Mahadi. Op. Cit., hlm. 127,

!
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Keberadaan asas hukum adalah conditio sz:ne quanon
bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral d::n
etis, yang mengarahkan pembentukan hul‘mm yang memenuhi
nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan Flap kebenaran,
nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata n'lla.u budaya yang
berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai
1 yang berlaku.'#
hukunB;fdm% Pembinaan Hukum Nasional (3PI—IN? da_lam
seminarnya pada tahun 1989 telah dapat mengidentifikasikan
asas-asas hukum umum yang terkandung dalam uuD 194512
yang fungsinya untuk mengarahkan dan sebagai pangkal tolz?.l
bagi hukum positif dan melekatkan kekuatan hukum mate};'u
pada norma-norma hukum. Asas-asas hukum umum tersebut
meliputi antara lain:
a. Dalam Pembukaan '
1. Asas kebebasan yang berperikemanusiaan dan
berperikeadilan; :
2. Asas bahwa Indonesia negara pejuang;
Asas pengakuan alas kekuasaan Tuhan Yang Maha
Esa; \
Asas mengayomi bangsa dan tanah air;
Asas memajukan kesejahteraan umum;
Asas mencerdaskan kehidupan bangsa;
Asas ikut menertibkan dunia;
Asas negara Pancasila;
Asas kebebasan memeluk agamay;
10. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab;
11. Asas kebangsaan;
12. Asas Bhineka Tunggal lka;
13. Asas musyawarah untuk mufakat;
14. Asas keadilan sosial.

(O8]

Do NN b

@ Soejadi. 1999, Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman
Offset, Jakarta, hlm. 68.
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Dalam batang tubuh

Asas negara kebangsaan;

Asas kedaulatan rakyat;

Asas negara kesatuan berbentuk republik;

Asas negara demokrasi perwakilan;

Asas negara konstitusional

Asas sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi

dalam sistem pemerintahan:

Asas kekeluargaan

8. Asas persamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan;

9. Asas persamaan hak atas kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak;

10. Asas bahwa hukum mengendalikan struktur pereko-
nomian;

11. Asas kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan
pikiran;

12. Asas persamaan hak dan kewajiban bela negara;

13. Asas persamaan hak untuk mendapat pendidikan
dan pengajaran;

14. Asas wajib memajukan budaya bangsa;

5. Asas demokrasi ekonomi;

T

=~

13.

16. Asas perlindungan kepentingan ekonomi yang me-
nguasai hajat hidup orang banyak;

17. Asas mengutamakan kemakmuran rakyat;

18. Asas perlindungan fakir miskin dan anak terlantar;

19. Asas kebebasan memilih agama.

Dalam Penjelasan

1. Asas pengakuan hukum tertulis sebagai sumber

Hukum Nasional, di samping undang-undang dan

yurisprudensi tetap;

Asas pemeliharaan budi pekerti luhur;

Asas negara hukum;

Asas sistem hierarkhi peraturan perundang-undang-

an;

2
=
4.
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L

wn

Asas pemerintahan konstitusional;

Asas kekuasaan tertinggi di tangan rakyat;

7. Asas Presiden sebagai penyelenggara tertinggi di
bawah MPR:

Asas Presidenbertanggung jawab kepada DPR;

9. Asas kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas,
tetapi dibatasi oleh Konstitusi dan Hukum Nasional
pada umumnya.

o

oo

Asas-asas hukum umum tersebut di atas, secara lang-
sung juga meru-pakan asas-asas hukum ekonomi nasional dan
daerah di antaranya yang terkait dengan pembentukan norma
hukum ekonomi nasional dan daerah adalah:

a. Asas memajukan kesejahteraan umum;

b. Asas mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. Asas keadilan sosial

d. Asas persamaan hak atas kesempatan kerja dan peng-
hidupan yang layak;

e. Asas bahwa hukum mengendalikan struktur pereko-
nomian;

f. Asas persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan
dan pelajaran;

g. Asas demokrasi ekonomi;

h. Asas perlindungan kepentingan ekonotni yang mengua-
sai hajat hidup orang banyak;

. Asas mengutamakan kemakmuran rakyat;

j.  Asas perlindungan fakir miskin dan anak terlantar;

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan konstitutif seba-
gaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa
terdapat beberapa asas hukum ekonomi nasional dan daerah
lainnya, yakni:

a. Asas efisiensi keuangan;

b. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dan
kesinambungan dalam penggunaan pokok-pokok kemak-
muran rakyat;
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C. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan ling-
kungan dan berkelanjutan;

d. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan,

5. Jenis-Jenis Norma Hukum Ekonomi

Elly Erawati menjelaskan bahwa sebagaimana halnya
dengan bidang-bidang hukum lain, norma-norma hukum
ekonomi secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2
(dua) kategori besar, yaitu norma hukum yang bersifar ad-
ministratif dan norma hukum yang bersifat substantif atau
materiil. Norma hukum ekonomi yang bersifat administrasi
berupa ketentuan-ketentuan hukum administratif ney;ara me-
ngenai aspek-aspek prosedural dari aktiviras dan transaksi
ekonomi. Norma hukum administratif ini dibuar oleh aparatur
administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai
kekuatan hukum memaksa. Oleh karena dibuat oleh pihak
cksekutif, maka yang termasuk ke dalam kategori ini adalah
peraturan yang bentuk formalnya di bawah undang-undang.
Unsur paksaan dalam pemberlakuan norma hukum ekonom;
yang bersifat administratif ini dimaksudkan agar ketentuan
atau persyaratan yang diatur oleh ketenruan tersebut ditaati
atau dipatuhi oleh publik, khususnya oleh para pelaku eko-
nomi. Karena adanya unsur paksaan ini, maka ada pula sank-
sinya apabila ketentuan tersebut disimpangi atau dilanggar,
yaitu berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usa-
ha, pembatalan starus hukum, penutupan usaha dan seba-
gainya, 130

Lebih lanjut, Elly Erawati menjelaskan bahwa norma
hukum ekonomi yang bersifat substantif berupa ketentuan-
ketentuan hukum yang dibuat oleh aparat yudikatif dan ekse-
kutif, baik secara bersama-sama dan/atan sendiri-sendiri

" Elly Erawati. 1995. Sisterm dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi,

Universitas
Padjajaran, Bandung, him. 194-197,
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mengenai aspek-aspek material atau substansial. dgr_i aktivitas
dan transaksi ekonomi. Norma hukum substantif ini ad:it yang
mempunyai kekuatan hukum memaksa, ada pula l};ang 1anl}22
mengatur. Melihat pada lemba_gzvl yang membentuknya, nl‘;an_
yang termasuk ke dalam jenis ini adalah peraturan yanglgvﬂfR

tuk normalnya berupa undang-m?dang dasar, Ket‘etftpan i-,
undang-undang dan putusan 11:}1<1m. Namun demikian, C?;:;nin
ngat bahwa proses serta materi muatan perundang-un %kq
kita masih dapat dikatakan belum baik dan s.eragam?fn;; a
sering dijumpai bahwa norma hukum ekonomi yang si ji b};_
substantif justru dituangkan dalam bentuk peraturan a

; -undang.'?!
i u;{flitr;lgy::nduagmacam kekuatan hukum Flz;n nogﬁa
substantif hukum ekonomi ini, menurut pen]efasalsi dfu}i
Erawati, tidak lain disebabkan oleh berbc?danyad'uintg\ ab;]a
tujuan yang hendakl dir::ipncil oleh nortl)n:ixl](};:;lt; esrftgma rl; l;’mp -
fungsinya hanyalah sekedar membe s kuatan‘hukum
pengaturan bagi para Pelaku ekm:oml, maka ke i aun
dari norma hukum ini hanyalah “mengatur” (reg i
"tinye uan-ketentuan dalam norma hulq-lm terse
gigft}d]l’s;l:ﬁ;e?rfgl oleh para pelaku ekonomi sepanjang mereka

: 152
transaksi antar mereka.

1 n 11 }‘ 1 1 1gatur leI‘l Sl
nya ]Llllyc'lldh Sebagal pe(l()llhtﬂ: Selllngga tldak adcl Salll(Sl
1 ¢ 1 1 Cl(O["lOII‘ll tlddl{ mentaad
l)EIlk.ll’l ba[db q;l1‘bn1tﬂ§clll ) d]'lg Ine”l‘p(.rtegds Cal(l.lpall keglatall
: O )2t 1 l)el oV l)cl l) 1 el 1 k()llOml.

S 1bid.
12 1bid.
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Sebaliknya, apabila fungsi dari norma substantif hukum
ekonomi adalah untuk membina dan menjaga konsistensi
pelaksanaan sistem ekonomi nasional dan daerah serta aku-
rasi kebijakan politik ekonomi pemerintah, maka menurut
Elly Erawati norma tersebut diberi kekuatan hukum memak-
sa. Maksudnya, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam
norma hukum tersebut tidak boleh disimpangi atau diabaikan
oleh para pelaku ekonomi.!'**

Jadi, pelaku ekonomi harus tunduk dan terikat pada
norma-norma hukum tersebut dengan sanksi hukum yang
tegas apabila mereka melanggarnya, baik berupa sanksi per-
data maupun sanksi pidana. Tujuan yang hendak dicapai oleh
norma substantif hukum ekonomi yang dengan kekuatan me-
maksa ini adalah tercapainya ketertiban pelaksanaan aktivitas
dan transaksi ekonomi dengan berlandaskan pada keadilan
dan kepastian hukum.

6. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

Ahli Hukum Ekonomi dari Universitas Padjadjaran per-
nah menerbitkan serial Indonesian Economic Law, yang
menelusuri ruang lingkup hukum ekonomi, yang terdiri atas:
Hukum kontrak (contract law);

Hukum perusahaan (corporation law);

Hukum perburuhan (labour law dan social legislation);
Hukum agraria (agrarian law);

Hukum pajak (taxation law);

Hukum pertambangan (mining law).'>*

N

Selanjutnya, penelitian Fakultas Hukum Universitas
Padjajaran atas tugas BPHN (1975-1976) telah mengategori-
Kan aturan hukum perekonomian atas:

53 [bid.
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erhatikan Rachmadi Usman. Op. Cit., him. 15.
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a.

b.

Hukum ekonomi pembangunan, yang menyangkut peng-
aturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pe-
ningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi In-
donesia (peningkatan produksi) secara nasional dan
berencana:

Tanah;

Bentuk-bentuk usaha;

Penanaman modal asing;

Kredit dan bantuan luar negeri;

Perkreditan dalam negeri;

Paten, merk dan transfer of know-how;

Asuransi;

Impor-ekspor;

. Pertambangan;

10. Perburuhan;

11. Perumahan;

12. Pengangkutan;

13. Perjanjian internasional;

Hukum ekonomi sosial, yang menyangkut pengaturan
dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian
hasil pembangunan ekonomi nasional dan daerah itu
secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kema-
nusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia
(distribusi yang adil dan merata);

0PN R W e

1. Obat-obatan;

2. Kesehatan dan keluarga berencana;
3. Perumahan;

4. Bencana alam;

5. Transmigrasi;

6. Pertanian;

7. Bentuk-bentuk perusahaan rakyar;

8. Bantuan dan pendidikan pengusaha kecil;
9. Perburuhan;

1

0. Pendidikan;
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11. Penderita cacat;
12. Orang-orang miskin;
13. Orang tua dan pensiunan.’’

International Standard of Industrial Classification (ISIC)
membagi hukum ekonomi aras:
Hukum ekonomi pertanian (agraria);
Hukum ekonomi pertambangan;
Hukum ekonomi industri (industri pengolahan);
Hukum ekonomi pembangunan;
Hukum ekonomi perdagangan;
Hukum ekonomi utility;
Hukum ekonomi angkutan;
Hukum ekonomi jasa-jasa;
Hukum ekonomi pemerintah;
Hukum ekonomi lainnya.!

T roEme ap o

Rochmar Soemitro mengadakan pembagian hukum
ekonomi berdasurkan pada fungsi-fungsi kegiatan ekonomi,
yaitu:

a. Hukum ekonomi produksi;
b. Hukum ekonomi konsumsi;
¢. Hukum ekonomi distribusi;
d. Hukum ekonomi keuangan.!s”

Sumantoro mengkategorikan hukum ekonomi berdasar-
kan kegiatan bidang ekonomi, yaitu:
a. Hukum ekonomi sektoral fisik; '
b. Hukum ekonomi sektoral nonfisik;
¢.  Hukum ekonomi sektoral sarana dan fasilitas usaha.*

¥ Sunaryati Hartono. Op. Cit., hlm. 35-46.
¥ Sumantoro. Op. Cit., hlm. 28-29.

¥ Rochmat Soemitro, dalam Ibid.

B Ibid., hlm. 33.
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Memerhatikan ruang lingkup hukum ekgnoml sebagai-

mana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa ruakr;g
lingkup hukum ekonomi sangat luas. N;?mun, sec;qrz; .1;121 i
aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dan (e-n up
di bidang perekonomian dapat dikelompgkkan atas: :
Aturan hukum di bidang perckonomian yang menyang
kut keuangan, perbankan dan moneter;
b. Aturan hukum di bidang perekonomian yang menyang-
kut produksi dan perindustrian; -
Aturan hukum di bidang perekonomian yang menyang
lut distribusi, konsumsi dan perdagangan.

a.

Aturan hukum di bidang perekonomian yang d1katel;
gorikan secara makro tersebut di ataslah yang mepn(ti)enn{1
sistem hukum ekonomi Indonesia, yang d1da'hulu1 lengar
peletakan cita hukum dan asas hukum ekonomi. S‘el.:mjutnl))fa',c
berdasarkan cita hukum dan asas hukum e!.conmm t-erser; u
dibentuklah berbagai aturan hukum ekonomi Indonesia, yang

memuat sejumlah norma-norma hukuu.l el<0}1om11.1 Nt
Adapun sistem hukum ekonomi nasional Indonesia

: s BT)
i isasi i ini:
telah divisualisasi oleh Rachmadi Usman, berikut
Pancasila cfaboro
hukum
ke R G A R ——. TE eckonomi
hUK}Jm i asas hukum ekonomi nasional
iy nasional - Indunesia
norma aturan hukurn ekononi
hukum nasianal V

Bagan 4 :
Sistem Hukum Ekonomi Nasional Indonesia

19 Rachmadi Usman. Op. Cit., hlm. 18.

BAB 3 Hukum Ekonomi, Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Daerah l

di Bidang Ekonomi sebagai Produk Hukum Ekonomi Daerah



B. Produk Hukum Daerah 1. Hukum modern itu terdiri dari berbagai aturan yang
: iterapkan dengan cara i -beda di ‘
1. Pengertian Produk Hukum dicerap & Falg U‘flak berl'neda beda
. . : mana-mana. Berlakunya aturan itu bersifat teritorial
Hukum tertulis dalam sistem hukum modern, mem- k- dan tidak bersifat pribadi; ‘g
. % s ; F . e 3 ]
PRAYS! -fung51 yang sangat penting dalam kehidupan masya- 2. Hukum modern itu bersifat transaksional, artinya hak i
rakat di negara-negara modern saat ini, yaitu sebagai sarana dan kewajiban itu tumbub dari transaksi-cransaksi |
untuk mengadakan perekayasaan (penataan) masyarakat. baik berupa konteal, pelanggaran perdata maupur’i |
Konsep hukum sebagai sarana penataan masyarakat 3 - . A A : . |
(law as a tool of social engineering) dibangun oleh Roscoe E picizom Ja.d!’ hiele Ranleesrajilian 1 t}dak Rt sebfﬁ.gal |
— suatu dari keanggotaan seseorang di dalam suatu ling- !
Pound, yang kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusuma- T
atmadja di Indonesia. ur ar, pe Z a: - : . .
Lum ] bagai -~ Me; ut Moctar, penday agEman hu 3. Hukum modern itu adalah universal, artinya pengaturan
sebagai sarana merekayasa (menat: raraka - ; ' : i
& .. ayas: ieniata) masyarakat menu mengenai hal-hal yang khusus juga tidak terlepas dari
rut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) sangat diperlu- standar yang berlaku umum. Jadi, hukum modern
kan oleh negara-negara yz - : ' 3 . . ‘ ’ ) : — ‘
bihi kebut lg = negqrda.)anlg sedang bmkembaqg,d]auhhmelfz . tidak memuat cara-cara pengaturan secara intuitif dan '
hi kebutuhan ya ak: ra-negs : . i . : |
1 hun Y ?\% Hagsal ngzu.a S e E bersifar unik. Penerapan hukum modern dapat dilakukan |
{alll(g telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme ] berulang-ulang dan juga dapac diduga sebelumnya !
hukum yang telah berjalan untuk mengakomodasi perubahan . bel? Bacs 0o : |
dalam masyarakatnya, sedangkan negara-negara sedang ber- ; s al s Rl re.r]ach (p:edzcta..fole)‘, .
kembane tidaklah d 1"1(" Pudalial 1 o dan keins : 4. Hukum modern itu suatu sistem yang berjenjang, arti-
5 HOaA SRINIKLan, kadauas, Aatapan aaiseinginag ' nya terdapat suatu jaringan penerapan hukum yang
masyarakat di negara sedang berkembang akan terwujudnya teratur, di mulai dari tingkat pertama, meningkat ke ,
5 _ o 3 c « < e 3 |
Eerubahan yang membawa perbaikan taraf hidup sangat banding dan seterusnya. Jadi, keputusan setempat lalu
esar, melebihi harap;}nhyang d:{s:arukan oleh masyarakat di dapat disesuaikan dengan standar nasional. Selain itu,
negara-n 7 o b am.'° : ‘ i i i
& SGaT JA0GtElan majn , sistemnya memungkinkan untuk menjadi uniform dan
Perubahan dalam dan oleh hukum modern diupayakan ] dapat diduga sebelumnya;
dengan cara pembentukan aruran huku itif yang 2 T e it . . :
darigb be“pp i hul an mé![.m . ;n]p?s“,’ff yang satu 1 5. Hukum modern itu diorganisasi secara birokratis, arti-
eberapa ciri hukum modern itu adalah sifatnya vang ; 4 : ' ' i
tertulis. Penggunaan hukum tertulis sebagai sarana perekaya- g, AEAE CapEs .dlperoleh L1111fqrn11tas, rqaka s
- enggunas gal safana perekaya- hukum modern itu harus berkerja secara impersonal,
saan (penataan) masyarakat telah menjadi karakter dari mematuhi prosedur yang telah ditentukan untuk setiap
hukum modern. Terkait deng: ini Jan il s ) :
| d M‘ rgnlbm hulkum mode-nl] “l“’ pcfhl]d] kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus
uraikai ac Galanter ask ahw: . : ;
. A <.1_1hpe]n ApEL P - C;;nfu yallp Inenjeidsidn bdlowa itu sesuai dengan ketentuan yang tertulis;
iri-ciri hukum modern, adalah: . - . )
b odern, adalah 6. Hukum modern itu bersifat rasional, artinya prosedur
) ya p
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Mochtar Kusumaatmadja. 1986. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pemba-
ngunan Nasional, Binacipra, Bandung, hlm. 2-7.

dalam hukum modern itu dapat diperoleh dari sumber
tertulis dengan menggunakan teknik yang dpat dipelajari
dan dapat diteruskan kepada orang lain tanpa memer-
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lukan bakat nonrasional. Selain itu, aturan hukum
modern itu dinilai dari sudut kemanfaatannya secara
instrumental, artinya apakah ia mampu digunakan untuk
memperoleh hasil yang dikehendaki. Hukum dengan
demikian tidak dinilai dari sudut kualitas formalnya,
misalnya teknik-teknik pembuktian yang bersit at reologis
dan formalitas akan digantikan oleh cara-cara lain yang
fungsional;

Hukum modern itu dijalankan oleh ahli-ahlinya sendiri
yang khusus berlajar untuk itu (professionals);
Hukum modern itu akan mulai memunculkan penghu-
bung profesional antara pengadilan dengan orang-orang
yang harus berurusan dengan pengadilan itu manakala
sistem hukumnya telah menjadi semakin teknis dan
kompleks;

Hukum modern itu dapat diubah, artinya sistem hukum
modern bukan merupakan suatu yang dipandang sebagai
suci dan tidak mungkin diubah. Sistem hukum modern
memuat metode-metode yang ditetapkan secara teratur
dan terbuka untuk melakukan peninjauan kembali ter-
hadap aturan-aturan maupun prosedur-prosedur guna
menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah atau
perubahan dalam pengutamaan-pengutamaan;

Hukum modern it bersifat politis, artinya hukum
modern itu dikaitkan pada negara, yang negara itu lalu
mempunyai monopoli mengenai penyelesaian sengketa
yang terjadi dalam wilayahnya. Lain-lain badan yang
juga mempunyai fungsi penyelesaian sengketa hanya
dapat berjalan karena negara memberikan persetujuan-
nya;

Hukum modern itu membedakan tugas-tugas legislatif,
pengadilan, dan eksekutif. Jadi, tugas untuk menemukan
dan menerapkan hukum dipisah-pisahkan secara tersen-
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diri, baik mengenai personalianya maupun tekniknya

: S . 4
dari tugas-tugas lain yang dijalankan oleh pemerintah.

Memerhatikan ciri hukum modern yang bersifat tertulis
dan membedakan tugas-tugas legislatif, pengadilan, dan ekse-_
kutif sebagaimana dijelaskan oleh Mac Galanter te_rsebtllt'dl
atas, maka relevan ditegaskan bahwa ditinjau dari seg isi/
substansi hukumnya, norma hukum tertulis itu dapat dibeda-
kan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: (1) aturan hukum (Te-
geling); dan (2) keputusan/penetapan/ketetapan (beschik-
king).

Peraturan hukum atau peraturan penundang-undangan
oleh Bagir Manan didefinisikannya sebagai “Setiap lcegutusan
tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan ]aba_tan
yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang l?er51fat
atau mengikat secara umum?”.'** Pengertian yang hampir sama
terkandung dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 10/2004, yakn.l:
peraturan perundang-undangan adalah “Peraturan tertulis
yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwe-
nang dan mengikat secara umum?”.

Adapun keputusan/penetapan/ketetapan menutut Pasal
1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No-
mor S Tahun 1988 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ada-
lah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum
tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undang-

% Mae Galanter, “Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Mo-
dern”, dalam A.A.G. Peters dan Koesrini s. (ed.). '1988: Hukum dan Per-
kembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku 11), Sinar Harapan, him.

147-149. +
2 Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata

Negara Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 123.
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an yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final
yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hu-
kum perdata”.

Selanjutnya, dapat ditegaskan perbedaan antara pera-
turan (regeling) dengan keputusan/penetapan/ketetapan yang
diuraikan dalam tabel berikut ini:

Matriks 1
Perbedaan antara Peraturan (Regeling) dengan
Keputusan/Penetapan/Ketetapan (Beschikking)

Keputusan/penetapan/ ketetapan
(Bechiskking)
- Individual (ditujukan untuk seseorang,
dan tidak tertentu): beberapa orang atau banyak orang yang
a.  Barang siapa.... telah tertentu):
b. Setiap warga negara... a. Dosen A.....
c. Setiap pegawali... b.  Mahasiswa A, B, C...
Abstrak (perbuatan tersebut tidak ada . Konfkret (perbuatan tersebut lebih nyata
batasnya dan belum tertentu, misalnya (konkrit)) dan tertentu, misalnva mencuri
mencuri). televisi.
3. Berlaku terus menerus atau daurhafig . Berlaku sekali selesai atau einmalig
(berlakunya tidak dibatasi oleh waktu (berlaku hanya sekali saja setelah
atau berlaku kapan saja sampai norma ditetapkan selesai).
hukum itu dicabut).

Peraturan (Regeling)

1. Umum (ditujukan untuk orang banvak

[35]
ra

[

Selain kedua produk hukum berupa aturan (regeling)
dan keputusan/penetapan/ketetapan (beschikking) sebagaima-
na dijelaskan di atas, dalam lapangan hukum administrasi
negara berkembang bentuk produk hukum yang disebut
dengan peraturan kebijaksanaan (beleidregels/pseudowet-
geving/policy rules) dan perencanaan (bet plan).

Peraturan kebijaksanaan adalah suatu peraturan umum
tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga
negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh
instansi pemerintahan yang berwenang, Lahirnya peraturan
kebijaksanaan ini dari adanya kewenangan bertindak bebas
(freies ermessen) dari pejabat pemerintahan. Namun, dalam
perkembangannya, baru disadari bahwa peraturan kebijak-
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sanan itu is niet anders dari freies ermessen. Peraturan kebi-
jaksanan tidak lain dari freies ermessen atau discretionary
power dalam wujud tertulis dan dipublikasi ke luar. Diberi
label “peraturan” karena peraturan kebijaksanaan mengikat
bagaikan kaidah hukum (legal norm). Tentu saja cakupan
penggunaan peraturan kebijaksanan hanya pada sebatas bes-
tunrgebeid atau lapangan administrasi.!®?

Freies ermessen lahir disebabkan tuntutan keadaan yang
serba cepat berubah sekaligus ketidakmampuan aturan hu-
kum yang ada untuk mengatasi keadaan, sehingga diperlukan
administrasi negara yang responsif terhadap perkembangan
vang terjadi dan tentu saja asas legalitas tidak dapat diper-
tahankan secara kaku. Dengan demikian, freies ermessen ber-
peran dalam mengisi, melengkapi, dan mengembangkan
hukum administrasi negara.

Peraturan kebijaksanaan yang lahir dari freies ermessen
menurut J.H. van Kreveld, terdiri dari berbagai macam
bentuk, antara lain: beleidslijnen (garis-garis kebijaksanaan),
het beleid (kebijaksanaan), voorschriften (peraturan-peratur-
an), rechtlijnen (pedoman-pedoman), regelingen (petunjuk-
petunjuk), circulaires (surat edaran), resolutions (resolusi-
resolusi), aanschriveingen (instruksi-instruksi), beleidsnota’s
(nota kebijaksanaan), reglemen ministriele (peraturan-pera-
turan menteri), beschikkingen (keputusan-keputusan), dan
enbekenmakingen (pengumuman-pengumuman).'® Menurut
penjelasan Sadjijono, masing-masing bentuk kebijaksanaan
yang dikemukakan oleh van Kreveld tersebut, mempunyai
form, karakter, atau sifat dan kekuatan hukum yang berbeda-

*

" Laica Marzuki, Kara Sambutan dalam buku Abdul Latief. 2005. Hukum dan
Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) pada Pemerintahan Daerah, UIl Press,
Yogyakarta.

" J.H. van Kreveld. 1983. Beleidsregel in het Recht, Kluwer-Deventer, p. 3., dan
perhatikan juga dalam Ridwan H.R. 2002. Hukum Administrasi Negara, Ull
Press, Yogyakarta, hlm. 137-139.

BAB 3 Hukum Ekonomi, Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Daerah
di Bidang Ekonomi sebagai Produk Hukum Ekonomi Daerah o




beda. Peraturan kebijaksanaan tersebut hanya berfungsi seba-

gai bagian dari penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Oleh karena itu, tidak dapat mengubah atau menyimpang

dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijaksanaan

tersebut dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
dengan tidak diserahi dasar kewenangan untuk membuatnya.

Dengan demikian, tindakan bebas dalam pembuatan pera-

turan kebijaksanaan merupakan pelengkap dari asas legalitas,

tetapi bukan berarti menyampingkan peraturan perundang-
undangan, karena peraturan perundang-undangan dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik digunakan sebagai tolak
ukur keabsahan tindakan hukum pemerintahan.?®

Ditinjau dari segi proses pembentukannya, menurut

Kreveld, peraturan kebijaksanaan yang lahir dari acanya we-

wenang pemerintah untuk bertindak bebas (freies ermessen),

sehingga peraturan kebijaksanaan memiliki karakeeristik atau
ciri-ciri mendasar yang membedakannya dengan peraturan
hukum atau peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Peraturan itu baik secara langsung atau ridak langsung
tidak didasarkan pada undang-undang dasar atau pada
undang-undang;

b. Peraturan itu:

(1) Tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian
keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri
dalam rangka menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan yang tidak terikat.

(2) Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu
instansi pemerintah.

c. Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana
suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam menye-
lenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak teri-

% Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,
Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 73
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kat terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana
dimaksud dalam peraturan itu.'®

Peraturan kebijaksanaan menurut Philipus M. Hadjon
pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usa-
ha negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schriftelijk
belied”, yaitu menampakkan keluar suatu kebijaksanaan
tertulis, yang berfungsi sebagai bagian dari operasional penye-
lenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat
mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-un-
dangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari
undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini
disebut pula dengan istilah psudo-wetgeving (peraturan per-
undang-undangan semu) atau spigelrecht (hukum bayangan/
cermin).'®’

Ditinjau dari segi bentuk atau format, letak dan kekuatan
mengikatnya, terdapat perbedaan dan persamaan antara
peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) dan peraturan hukum
atau peraturan perundang-undangan (regeling), yaitu:

a. Segi bentuk dan formatnya, peraturan kebijaksanaan
sering ditemukan sama dengan peraturan perundang-
undangan, meliputi konsideran, dasar hukum, substansi
(batang tubuh) yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal,
dan penutup;

b. Segi letaknya dalam ilmu hukum, untuk peraturan
kebijaksanaan masuk pada obyek kajian hukum adminis-
trasi, karena peraturan kebijaksanaan lahir dari adanya
wewenang pemerintahan, sedangkan peraturan pet-
undang-undangan dapat digolongkan ke dalam hukum

% J,H. van Kreveld. Loc. Cit.

" Philipus M. Hadjon. 2005. Pengantar Hatkum Administrasi Indonesia (Intro-
duction to the Indonesia Administrative Law, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, hlm. 152.

BAB 3 Hukum Ekonomi, Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Daerah
di Bidang Ekonomi sebagai Produk Hukum Ekonomi Daerah




tata negara sepanjang berkaitan dengan peraturan daerah
yang dibuat oleh DPRD dan persetujuan kepala daerah;

. Segl mengikatnya, untuk peraturan perundang-undangan
mengikat secara umum, sedangkan peraturan kebijaksa-
naan yang dikeluarkan dalam keputusan tidak mengikat
secara umum, karena pejabat atau badan yang menge-
luarkan keputusan tidak memiliki kewenangan meng-
atur. Namun demikian, dalam praktik dan kenyataannya
dewasa ini banyak keputusan yang bersifat mengatur
dan mengikat secara umumy;

d. Segi sumber pembentukannya, untuk peraturan per-
undang-undangan bersumber dari fungsi legislatif, se-
dangkan peraturan kebijaksanaan bersumber dari fungsi
eksekutif;

e.. Segi uji materiil, untuk peraturan perundang-undangan
melalui Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar dan melalui Mahkamah
Agung untuk peraturan di bawah undang-undang terha-
dap undang-undang, sedangkan peraturan kebijaksanaan
melalui Peradilan Administrasi (Tata Usaha Negara).!e$

Implementasi freies ermessen melalui sikap tindak admi-
nistrasi negara dapat berwujud, sebagai berikur:
a.  Membentuk peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang yang secara materiil mengikat umum;
b. Mengeluarkan beschikking yang bersifat konkret, final
dan individual;
c.  Melakukan tindakan administrasi yang nyata dan akrif;
d.  Menjalankan fungsi peradilan rerutama dalam hal “kebe-
ratan” dan “banding administrasi”.!*’

" Sadjijono. Op. Cit., hlm. 74-75.

¥ Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. 2008. Legisiatif Drafting:
Pelembagaan Medote Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk
Demokrasi, dan In-TRANS Publishing, Malang, hlm. 29.
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Dalam praktik, peraturan kebijaksanaan diberi format
dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan,
instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan
dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.'”

Memerhatikan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan menu-
rut beberapa ahli hukum administrasi sebagaimana diuraikan
di atas, maka dapat dipahami bahwa lahirnya peraturan
kebijaksanaan didasarkan pada kebebasan bertindak (freies
ermessen), sehingga peraturan kebijaksanaan masuk pada
kategori keputusan (besluit) yang bersifat umum. Oleh karena
itu, secara teoretis keputusan tidak bersifat mengikat secara
umum dan pada dasarnya ditujukan kepada badan atau peja-
bat administrasi, lain halnya dengan peraturan hukum atau
peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum
dan berlaku keluar yang merupakan sumher kewenangan
legislatif. Namun demikian, dalam perkembangannya, setelah
dibentuk UU No. 10/2004 di Indonesia memberi makna yang
berbeda, karena dalam undang-undang tersebut peraturan
presiden yang notabene produk yang ditetapkan berdasarkan
kewenangan eksekutif masuk pada hierarkhi peraturan hu-
kum atau peraturan perundang-undangan, sehingga bersifat
mengikat umum.

Sementara perencanaan dalam perspektif hukum admi-
nistrasi negara berwujud sesuatu atau keseluruhan peraturan
yang berkaitaan dengan upaya menciptakan keadaan tertentu
yang teratur.

Adapun bentuk hukum dari perencanaan, paling tidak
di kalangan para ahli hukum, terdapat 4 (empat) pandangan,
yaitu: 1) perencanaan merupakan ketetapan (beschikking);
2) penetapan sebagian merupakan ketetapan (beschikking)
dan sebagian merupakan peraturan (regeling); 3) perenca-

™ Bagir Mann. 1994, “Peraturan Kebijaksanaan®”, Makalah, Jakarta, hlm. 16-17.
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naan merupakan bentuk hukum tersendiri dan; 4) perenca-
naan adalah suaru bepruk peraturan (regeling),!”!
Bentuk-bentuk produk hukum yang dapat dihasilkan
oleh Pemerintah Daerah meliputi: Peraturan Daerah, Pera-
turan Kepala Daerah ataq Keputusan Kepala Daerah (regeling
dan beschikking). Kemudian, perly diperhatikan kesesuajan
antara materi muiatan dan kelembagaan pembentuknya agar
tidak menimbulkan kekacauan yuridis, Instrumen yang dapat
digunakan unruk membaralkan suatu Peraturan Daerah yang
bermasalah digunakan mekanisme hak uji materijl (judicial
review). Mekanisme review terhadap Peraturan Daerah dapat
melalui hak uji materii] tersebur. Sedangkan untuk produk
beschikking dapat menggunakan mekanisme gugatan dj
Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, perly diperhatikan
kesesuaian karakter dan materi muatan produk hukum suary
produk hukum terkait dengan kualitas dari produk hukum
tersebur.

Kriteria produk hukum yang perlu dicermatj agar tidak
menimbulkan bias dalam materi muatan dan produk hukum-
nya, terdiri dari:

1. Subjek hukum vang diatur;
2. Locus/wilayah hukum berlakunya produk hukum ter-
sebut;

3. Waktu (tempus) berlakunya produk hukum yang ber-
sangkutan.!72

Produk hukum yang tidak terikat dengan ke-3 kriteria
tersebut, bentuk hukumnya harus regeling/peraturan. Pera-
turan Daerah termasuk dalam ke-3 kriteria tersebut sebagai

T NG el o

7' Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Op. Cit., hlm. 137,
"W, Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. 2009. Legislative Drafting:
Teori dan Tefnik Pembuatan Peraturan Daerabh, Penerbir Uniy

ersitas Atmajaya,
Yogyakarta, hlm. §5.
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dapat dicermati dalam Pasal 146 ayat (1) yang memuat

ketentuan normatif, sebagai berikut:

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa
Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah mene-
tapkan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Kepurusan
Kepala Daerah.

(2) Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan
Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Memerhatikan ketentuan normartif dalam Pasal 146
ayat (1) UU Pemerintah Daerah No. 32/2004 tersebut di atas,
dapat dipahami bahwa keberadaan Peraturan Kepala Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah selain Peraturan Daerah itu
sendiri, tetap sah dan diakui sebagai jenis produk hukum
daerah. Jadi, jenis produk hukum daerah tidak lain adalah
Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Khusus dan
Qanun'”, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah. Peraturan Daerah Khusus dikenal di Provinsi Papua
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Adapun Qanun dikenal
di Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. Sumber Kewenangan Pembentukan Produk Hukum
Daerah

Pembentukan produk hukum daerah atau peraturan per-
undang-undangan tingkat daerah bertujuan untuk menyeleng-

" Peraturan Daerah Khusus dikenal di Provinsi Papua berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Adapun Qanun dikenal di Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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garakan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan
territorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan
mengurus sebagian urusan pemerintahan sebagai urusan
rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi dan tugas
pembantuan (medebewind).'7¢

Sistem otonomi yang dijalankan adalah otonomi nyata
atau riil. Berdasarkan sistem otonomi nyata produk hukum
daerah atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah
akan mengatur urusan rumah tangga daerah baik yang berasal
dari penyerahan urusan oleh satuan pemerintahan tingkat
lebih atas atau urusan yang dianggap penting untuk diatur
(dan diurus) daerah.'””

Wewenang daerah untuk membuat produk hukum
daerah atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah
yang berasal pada tugas pembantuan (medebewind), lebih
terbatas dibandingkan dengan urusan-urusan di bidang oto-
nomi. Di bidang tugas pembantuan, kewenangan hanya terba-
tas pada cara-cara menyelenggarakan urusan yang memer-
lukan bantuan. Sedangkan wewenang mengatur urusannya
sendiri tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu.
Walaupun demikian, daerah memiliki kebebasan sepenuhnya
untuk mengatur cara-cara melaksanakan tugas-tugas pem-
bantuan. Karena kebebasan tersebut (meskipun terbatas pada
cara-cara melaksanakan) dan daerah bertanggungjawab atas
pelaksanaannya dianggap ada juga unsur otonomi.!”

" lza Rumesten. 2009, Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Ekonomi
Dacerah, Aulia Cendekia Press, Palembang, him. 66.

7 Abdul Latief. 2005. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsrégel) pada
Pemerintahan Daerah, Ul Press, Yogyakarta, hlm. 64.

* Bagir Manan. 1995. Op. Cit., him. 8.
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4. Lembaga Pembentuk Produk Hukum Daerah

a. Dewan Perwakilan Rakvat D ;
Legislatif 4 acrah sebagai Lembaga

Dalam negara hukum yang menganut prinsip-prinsi
kedaulatan Fakyat atau negara hukum demokratis keh’ldil“ig
lembaga legislatif/lembaga perwakilan (parlemen) :ner x }
suatu keniscayaan. P

Secam.hlstoris, keberadaan lembaga legislatif atau lem-
baga perwakilan rakyat dapat ditelusuri ke masa Yunani kuno
Warga Athena yang menjadi anggota (ekklesia) mem LlI“]V'li
kesexppatan untuk memengaruhi pembentukan keb?qk-‘lt
sekalipun kecil dari mereka mendominasi sidang dewan];erts:-’
but. Dewg.n yang mendampingi ‘badan lima ratus’ (vouliton
pentakosion) selaku badan eksekutif ini, bertugas mempertim-
bangkan keputusan badan eksekutif tersebut dan menp elu
kannya dalam bentuk melalui perdebatan antar anggc;gta ’;l:-
o pengill'lljeé?len}\c:ilzn;( })Iecril.tuknya sekarang bermula di Inggris
SO ?eod;[ g i 1111ana Magnum Concilium sebagai
Sl al dinamakan parlemen sebagai wadah para

atau tuan tanah untuk membahas segala sesuaru terma-

suk.mendaparkan kesepakatan untuk meningkatkan kont"'
businya terhadap kerajaan. Sampai penghujung ;bad XR:’
barulah parlemen dimanfaatkan oleh raja Inggris sebagai ba-
dan konsultasi dalam pembentukan undang-undang qu‘Iu li
awal abad XV parlemen berfungsi sebaqai badan pe;nb‘en;ucli
Igukum sungguhpun dari sisi keanggotaan lembaga tersebut

elum sepenuhnya sebagai badan perwakilan rakyat. Parle-
men yang sekaligus sebagai pembentuk hukun: dan‘ bz;dan

perwakilan melalui pemilihan baru berl:
gt n baru berlangsung pada dalam

1 P,

aimin Napitupulu, 2005. Peran dan P g 1

i ] ertanggoung, : Kaji ] X
g ‘Ij orty: T s AT anggungjawaban DPR; Kajian di DPRD
% Ibid.
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Adapun fungsi pokok dari lembaga perwakilan (parle-
men) itu pertama-tama adalah pengawasan terhadap eksekutif,
baru setelah itu fungsi legislatif (fungsi pembentuk undang-
undang). Bentuk-bentuk pengawasan oleh parlemen terhadap
kinerja pemerintah itu, antara lain, adalah: 1) mengangkat
dan memberhentikan kabinet; 2) hak menentukan dan meng-
awasi anggaran dan keuangan; 3) melindungi hak milik dan
kekayaan warga masyarakat; 4) menyelenggarakan forum
perdebatan parlemen; 5) melakukan dengar pendapat; 6) hak
interpelasi dan pertanyaan; 7) melaksanakan fungsi pemerin-
tahan secara bersama; dan 8) melaksanakan fungsi semi-legis-
latif dan semi-judisial.'®!

A.H. Birch membagi fungsi-fungsi badan perwakilan
rakyat dalam 2 tingkat, yaitu yang pertama bersifat umum
dan yang kedua bersifat khusus. Birch menjelaskan bahwa
secara umum fungsi-fungsi itu dapat ditemukan pada badan-
badan perwakilan di semua negara, hanya ruang lingkup dan
aksentuasinya yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan so-
sial politik negara yang bersangkutan.'®

Lebih lanjut A.H. Birch menjelaskan bahwa fungsi-
fungsi yang bersifat umum adalah: a) popular control (atas
nama rakyat mengawasi tindakan dan kegiatan pemerintah);
b) leadership (menumbuhkan kepemimpinan dan pertang-
gungjawaban dalam pengambilan keputusan); ) system main-
tenance (ikut membina kesinambungan dan kelancaran sistem
politik melalui penumbuhan dukungan masyarakat), sedang-
kan fungsi-fungsi yang bersifat khusus adalah: a) popular
control, terdiri dari: 1) responsiveness (tanggap), agar para
pembuat keputusan mengindahkan kepentingan dan penda-

# Jimly Asshiddigie. 1996. Perguniulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam
Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berb agai Negara, Ul Press, Jakarta,

hlm. 6-23.
2 A H. Birch, dalam A.S.S. Tambunan.2001. Hukum Tata Negara Perbandingan,

Puporis Publishier, Jakarta, him. 47-48.
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pat'masyarakat; 2) accountability (pertanggungjawaban), agar
para pemimpin/penyelenggara negara dapat memberikan per-
tanggungjawaban atas tindakan-tindakannya; dan 3) peace-
ful change (penggantian secara damai), menentukan meka-
nisme penggantian para pemimpin/penyelenggara negara tan-
pa penggunaan kekerasan. Selanjutnya, b) fungsi leadership,
terdiri dari: 1) leadership, ikut dalam penemuan dan peng-
gemblengan (recruitment and education) pemimpin/calon
pemimpin politik dan memobilisasi dukungan bagi mereka;
2) responsibility, mendorong para pemimpin politik agar
mengurus kepentingan nasional, baik jangka panjang maupun
jangka pendek; dan fungsi, ¢) system maintenance, yang
terdiri atas: 1) legitimation, memberikan legitimasi kepada
sistem politik, pemerintah dan aturan-aturan permainan; 2)
consent, menyediakan/menemukan garis-garis komunikasi
dan meningkatkan serta memeliharanya agar pemerintah da-
pat memobilisasi dukungan bagi kebijaksanaan-kebijaksa-
naannya; 3) relief of pressure, menyalurkan dan memberikan
jalan keluar (safety valve) bagi aspirasi dan rasa-dongkol para
warga negara, dan mencegah tindakan-tindakan inkonstitu-
sional dengan melibatkan mereka dalam roda kegiatan konsti-
tingl, 14

Untuk mewujudkan cita-cita demokrasi atau kedau-
latan rakyat di daerah, maka dibentuk DPRD. Dalam per-
spektif sejarah, kedudukan dan wewenang DPRD menururt
konstitusi di Indonesia mengalami pasang surut.

Pada awal kemerdekaan, UU No. 1/1945 yang diber-
lakukan pada 23 November 1945 menyebutkan DPRD yang
saat itu bernama Badan Perwakilan Daerah (BPRD) dipimpin
oleh Kepala Daerah. BPRD berwenang memilih badan ekse-
kutif yang juga dikepalai oleh Kepala Daerah, yang sekaligus

" AH. Birch, dalam I1bid.
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adalah aparat Pusat. Jadi, sangat jelas lemahnya kedudukan
DPRD saart itu, begitu pula wewenangnya.!%

Tahun 1948, dengan diberlakukannya UU No. 22/1948
barulah kedudukan dan wewenang DPRD terangkat pesat.
Berdasarkan undang-undang ini DPRD memegang kekuasaan
Pemerintah Daerah. Di sana disebutkan bahwa Pemerintah
Daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pertimbangan Daerah
(DPD) yang diketuai oleh Kepala Daerah, dan kekuasaan Pe-
merintah Daerah ada di tangan DPRD. Sedangkan DPD ber-
tanggungjawab kepada DPRD. Ini berarti kedudukan DPRD
lebih tinggi ketimbang Kepala Daerah.!ss

Penetapan Presiden No. 6/1959 kemudian mengurangi
kewenangan DPRD, karena dalam Penetapan Presiden ini
disebutkan bahwa Kepala Daerah tidak lagi bertanggung
jawab kepada DPRD. Bahkan Kepala Daerah dinyatakan se-
bagai alat daerah dan pusat. Jadi, tersirat bahwa DPRD ber-
ada di bawah Kepala Daerah karena kedudukannya sebagai
alat pusat.

UU No. 6/1959 yang kemudian berlaku, menetapkan
bahwa DPRD dan Kepala Daerah adalah Pemerintah Daerah.
Mensejaja kan DPRD dengan Kepala Daerah sebagai mitra,
bukan berarti mengangkat lembaga ini pada posisi yang lebih
baik dalam Pemerintah Daerah, tetapi justru melepaskan lem-
baga ini dari fungsinya sebagai institusi demokrasi di Dae-
raki 14

Pensejajaran antara DPRD dengan Kepala Daerah ma-
sih dilanjutkan dalam UU No. 5/1974, meskipun Kepala Dae-
rah dipilih dan dicalonkan oleh DPRD. Tak adanya pemisahan

™ Nurul Aini. 2004, “DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah”, dalam
Syamsuddin Haris, dkk. 2004. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indone-
sia, LIPI Press, hlm. 135-154.

5 Ibid.

¥ A, Syaukani H.R., Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasjid. 2002. Otonoml Daerah
Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
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yang jelas antara lembaga eksekutif dan’ legislatif di daerah
ini bukan_gaja mengaburkan fungsi dan peran kedua lembaga
Itu, tetapi juga meniadakan sistem kontrol terhadap kinerja
Pemex;mtah Daerah (Pemda). Akuntabilitas Pemda tidak per-
nah dipertanyakan. Tiadanya sistem check and balances telah
memungkigkan Kepala Daerah tidak mempertanggungjawab-
kan kgpemlmpinannya kepada masyarakat yang dipimpin
melalui wakil-wakil mereka di DPRD, 17
Diberlakukannya UU No. 22/1999 meniupkan angin
segar pada Daerah. Dalam dasar pertimbangannya, undang-
undang ini menyebutkan bahwa penyelanggaraan otonomi
d.aerah diperlukan antara lain untuk lebih menekankan prin-
sip Flemokrasi, dan meningkatkan peran serta masyarakat
Begitu pula dalam Pasal 1 huruf h dijelaskan bahwa otonomi
daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk meng-
atur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menu-
rut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan Pasal 1 UU
No. 22/1999 ini merupakan perubahan yang mendasar atas
Pasal 1_ huruf ¢ UU No. 5/1974. Jika dalam UU No. 5/1974
yang diatur dalam otonomi daerah adalah rumah tangganya
maka qalam UU No. 22/1999 yang diatur dan diurus adalaI;
kepentmgan masyarakat (bukan hanya mengatur tetapi meng-
3::5).hlpl sesuz.i dengan maksud penyelenggaraan otonomi
rah 1tu sendiri, ya i insi
i demokrasi};!ing harus dilaksanakan dengan prinsip-
. Dalam sistem yang demokratis, rakyatlah yang mem-
beri kedaulatan. Prinsip lain yang terkait dengan demokrasi .
adalah ac!anya pemisahan kekuasaan (separation of power)
supremasi hukum, adanya persamaan, dan kebebasan. Secara

W 1bid.
1 TAP MPR No. XV/MPR/1998.
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spesifik, demokrasi membuka peluang rakyat mendapatkan
pemimpin yang legitimate, artinya rakyat diberi kesempatan
untuk menerima atau menolak orang-orang yang akan meme-
rintah mereka. Selain itu, dalam demokrasi ada peluang yang
lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan
kebijakan.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang anggota-
anggotanya dipilih oleh masyarakat di daerah, merupakan
tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Pelu-
ang untuk itu diberikan oleh UU No. 22/1999. Dalam Pasal
22 huruf ¢, d, dan e secara tegas dinyatakan bahwa DPRD
mempunyai kewajiban membina demokrasi dalam penyeleng-
garaan Pemerintah Daerah, meningkatkan kesejahteraan rak-
yat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhati-
kan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan penga-
duan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyele-
saiannya. Dengan pasal ini demokratisasi pemerintahan di
daerah terbuka lebar. Masalahnya terpulang pada kemauan
dan itikad baik para wakil rakyat itu sendiri. Partisipasi masya-
rakat di Daerah tak ada masalah. Mereka sangat santer me-
nyuarakan keinginan pada para wakilnya, lantaran kesadaran
politik masyarakat daerah sudah cukup tinggi.

Dengan kewenangan yang dimiliki, DPRD dapat meng-
ontrol kinerja eksekutif agar terwujud good governance, se-
perti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masya-
rakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk menghemat bia-
ya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada
warganya.

Selanjutnya, dalam UU No. 32/2004, kewajiban DPRD
senapas dengan ketentuan dalam UU No. 22/1999. Dalam
Pasal 45 UU No. 32/2004 disebutkan bahwa Anggota DPRD
mempunyai kewajiban: (a) mengamalkan Pancasila, melak-
sanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-un-
dangan; (b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam pe-
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nyelenggaraan pemerintah daerah; (c) mempertahankan dan
memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia; (d) memperjuangkan peningkatan
kesejahteraan rakyat di daerah; (e) menyerap, menampung,
menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (f)
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pri-
badi, kelompok dan golongan; (g) memberikan pertanggung
jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD seba-
gai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah
pemilihannya; (h) menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik,
dan sumpah/janji anggota DPRD; (i) menjaga norma dan etika
dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Untuk melakukan pengawasan dan perwujudan demo-
kratisasi di daerah, maka dalam Negara Republik Indonesia
dibentuk DPRD, baik di daerah provinsi maupun di daerah
kabupaten dan kota. Pada umumnya, lembaga perwakilan
disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legis-
latif, karena itu disebut sebagai lembaga legislatif di daerah.

Setiap anggota DPRD harus dapat mengimplemen-
tasikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya dan
mempunyai tanggung jawab kepada pemilihnya dan kepada
seluruh warga masyarakat di daerah propinsi dan kota tempat
ia berdomisili. Tanggung jawab tersebut mengandung tiga
macam kewajiban, yaitu:

1. kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan
pengawasan politik dan kebijaksanaan nasional;

2. kewajiban untuk menjelaskan kepada warga negara
mengenai kegiatan sendiri dan kegiatan perwakilan
rakyat;

3. kewajiban untuk memberikan bantuan dan nasehat
kepada warga negara.'®’

*Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Hukumt Pemerintahan Daerab,
Pustaka Bany Quraisy, Bandung, hlm. 35.
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Bagir Manan menjelaskan bahwa menurut UU No. 32/

2004, DPRD mempunyai berbagai hak, sebagai berikut:

1. Hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
(hak interpelasi). Hak meminta keterangan merupakan
hak dewan bukan hak anggota. Karena itu, kehendak
dan materi keterangan yang diminta harus terlebih
dahulu diputus oleh DPRD. Demikian pula keputusan
atas keterangan itu. Karena merupakan hak DPRD,
keterangan kepala daerah harus disampaikan dalam
rapat-rapat DPRD dan harus diputus secara terbuka.

2. Hak mengadakan penyelidikan (hak angker). Hak
penyelidikan DPRD ditujukan untuk menyelidiki ke-
adaan pemerintahan, dalam rangka mengetahui pelaksa-
naan pemerintahan untuk mencari bahan-bahan untuk
merumuskan kebijakan. Hak penyelidikan dapat meli-
batkan sekaligus segala unsur dalam pemerintahan dae-
rah maupun di luarnya baik instansi pemerintah yang
lain maupun anggota masyarakat umum.

3. Hak mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan
Daerah. Hak untuk mengadakan perubahan atas Ran-
cangan Peraturan Daerah jarang bahkan bisa dikatakan
tidak pernah dilaksanakan. Perubahan-perubahan Ran-
cangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembahasan
bersama dalam rapat kerja antara DPRD dan peme-
rintah daerah.

4. Hak mengajukan pernyataan pendapat (Resolusi). Hak
mengajukan pernyataan pendapat hanya memiliki ke-
kuatan etik, walaupun demikian menjadi langkah awal
menuju penggunaan hak-hak yang lain, seperti hak
untuk meminta keterangan, melakukan penyelidikan
dan lain sebagainya.

5. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Hak
mengajukan perubahan Rancangan Peraturan Daerah
disebut juga dengan hak inisiatif. Hak ini dimiliki oleh
DPRD untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
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6. Hak menetapkan peraturan tata tertib. Peraturan tata
tertib adalah peraturan rumah tangga yang mengatur
cara-cara DPRD menyelenggarakan tugas dan wewe-
nangnya. Sebagai peraturan rumah tangga, peraturan
tata- tertib bersifat internal dan semata-mata memuat
mekanisme tata kerja atau tata laksana,'®?

Dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan hak-
hak DPRD berhak meminta pejabat negara, pejabat peme-
rintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan-
keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi
kepentingan negara, bangsa, pemerintah dan pembangunan.
Kepada mereka yang menolak permintaan tersebut diancam
pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan
martabat dan kehormatan DPRD (contempt of parliament).

Rapat-rapat DPRD diadakan secara terbuka untuk
umum. Rapat tertutup dapat diadakan menurut ketentuan
tata tertib atau atas kesepakatan pimpinan. Rapat tertutup
dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

1. Pemilihan ketua/wakil ketua DPRD;

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Penetapan APBD;

4. Penetapan perubahan atan penghapusan pajak dan re-
tribusi;

- Utang-piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
. BUMD;

. Penghapusan tagihan seluruh atau sebagian;

- Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
dan

- Kebijakan tata ruang,

e =N B e NV

O
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Bagir Manan. 2001. Op. Cit., him, 114-125.
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Anggota DPRD tidak dapat dituntut karena pendapaF
atau ucapan dalam persidangan terbuka dan tertutup, keFuall
kalau anggota DPRD yang bersangkutan mengumumka.rl jalan
atau hasil rapat tertutup yang disepakati sebagai rah_asm atau
sesuatu yang bersifat rahasia negara sebagaimana diatur da-
lam peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Penyelidikan terhadap anggota DPRD hanya dapat d.llaj
kukan dengan izin Mendagri untuk anggota DPRD Provinsi
atau izin Gubernur untuk anggota DPRD kabupaten atau
kota, kecuali tertangkap tangan. ‘

Kedudukan dan peranan DPRD dalam implementasi
UU No. 32/2004 sering menjadi sasaran dan sumber kon-
troversi. Alasan yang mendasari bermacam-macam, salah satu
di antaranya karena DPR sering mengkhianati cita-cita pem-
bentukannya.

Sehubungan dengan kontoversi kedudukan dan peranan
DPRD, perlu dikemukakan pandangan I Gde Panca Ast.awa
bahwa dalam negara yang menganut demokrasi pem‘rakﬂan,
hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya sering me-
nimbulkan persoalan, yakni apakah wakil tersebut sekedar
sebagai utusan atau sebagai wakil. Ia harus dapat memutus-
kan sendiri pertimbangan-pertimbangan penting yang dapat
menimbulkan akibat tertentu bagi yang diwakilinya.™!

Beberapa persoalan yang menjadi sorotan terhadap
kinerja DPRD antara lain: pertama, DPRD h_anya.l ber.fu.ng&
sebagai lembaga pengawas, sementara fungsi legislasi tidak
pernah dijalankan oleh DPRD; kedua, adanya' kecendelrungz'lr}
anggota DPRD merendahkan martabat dirinya d:?.rl posisi
terhormat menjadi sekedar profesi, yang tercermin dalgr_n
antusiasme tanpa henti dalam menetapkan honor untuk diri-

"'T Gde Panca Astawa. 2000. “Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indo-
nesia menurut UUD 19457, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm.
100.
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nya. Yang terasa ganjil adalah berkaitan dengan anggaran
DPRD yang dikelola dan dirancang langsung oleh DPRD,
namun dimasukkan ke dalam bagian pengeluaran APBD.
APBD yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah harus diper-
tanggungjawabkan kepada DPRD. Mestinya anggaran yang
dirancang dan dikelola langsung oleh DPRD juga dipertang-
gungjawabkan oleh DPRD. Kepada siapa DPRD harus
mempertanggungjawabkan memang belum diatur oleh UU;
ketiga, masih terdapat kelemahan moralitas, pengetahuan,
dan visi pada sebagian cukup besar anggota DPRD. %2

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pem-
berian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah
untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah
secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penye-
lewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas
tersebut harus diikuti dengan fungsi pengawasan dan pengen-
dalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilaku-
kan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan pe-
nyeimbang (balance of power) bagi eksekutif daerah dan
partisipasi masyarakart secara langsung ataupun tidak lang-
sung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di
daerah (social control). Pengnatan fungsi pengendalian dilaku-
kan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang
memadai dan pemberdayaan internal auditor pemerintah
daerah (misalnya inspektorat).'®

b. Kepala Daerah sebagai Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan suatu cabang kekuasaan
dalam negara yang dalam pandangan Montesqiue adalah

¥ Haryadi. 2003. “Kedudukan dan Peranan Badan Legislatif Daerah”, dalam
Abdul Gaffar Karim (ed.). 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerab di
Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him. 135-157.

* Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerab, Andi Yogyakarra,
hlm. 214.
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cabang kekuasaan yang memiliki fungsi melaksanakan un-
dang-undang/pemerintahan. Lembaga cksekutif lebih lazim
disebut dengan pemerintah (government). Namun demikian,
perlu kehati-hatian dalam menggunakan istilah pemerintah,
karena dalam tradisi Amerika Serikat ternyata pemerintah
digunakar untuk memberikan gambaran mengenai semua
cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sementara dalam tradisi Inggris, Eropa pada umumnya dan
di negara Asia maupun Afrika, perkataan pemerintah diarti-
kan sebagai kabinet saja, yaitu para menteri dan departemen-
departemen atau kantor kementerian,'%

Menurut Stephen Leacock, kekuasaan eksekutif itu
adalah mengenai pelaksanaan undang-undang. Eksekutif
menyelenggarakan kemauan rakyat sebagai perwujudan dari
negara demokrasi. Kemauan negara dituangkan oleh pemben-
tuk undang-undang dalam undang-undang, schingga tugas dari
eksekutif adalah hanya melaksanakan undang-undang yang
telah ditetapkan oleh legislatif.!%s

W. Ansley Wynes menyebutkan tugas-tugas dari ekse-
kutif adalah melaksanakan UU, menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.!%

Namun demikian, Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa
dalam hampir semua sistem yang ada sekarang pihak eksekutif
telah menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan pengaruh
dan perannya sebagai sumber inisiatif pembentukan pera-
turan perundang-undangan. Padahal, pada saat yang sama
cksekutif juga memegang kendali urama dalam rangka pelak-
sanaan peraturan. Anggota parlemen di mana-mana biasanya

™ Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Op. Cit., hlm. 90.
¥ Stephen Leacock, dalam Kotan Y. Stefanus. 1998. Perkemmbangan Kekuasaan
Pemerintaban Negara, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 38.

= Ibid.
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hanya memodifikasi rancangan peraturan yang berasal dari
pemerintah, jarang mengajukan inisiatif sendiri. *”
Lembaga eksekutif di tingkat daerah adalah Pemerintah
Daerah, yang menurut Pasal 56 UU No, 32/2004, terdiri dari
Kepala Daerah dan Perangkat Administrasi Negara dalam
lingkungan Pemerintahan Daerah lainnya. Kepala Daerah di-
bantu oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah adalah pim-
pinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Kepala
Daerah Propinsi adalah Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten
adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Wialikota. Ke-
pala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pa-
sangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasar-
kan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil,
Menurut Pasal 58 UU No. 32/2004, untuk menjadi Ke-
pala Daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Bertakwo kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD
Negara RI Tahun 1945, dan kepada Negara Kesaruan
RI serta pemerintah;

(3) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan/atau se-
derajar;

(4) Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;

(5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemerik-
saan kesehatan yang menyeluruh dari tim dokter;

(6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan pu-
tusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau lebih;

¥ Jimly Asshiddigie. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,
Konstitusi Press, Jakarta, him. 44,
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(7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap; ; '
(8) Melfgenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di

daerahnya; B 035 :

(9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia
untuk diumumkan; o

(10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara pet ¢
orangan dan/atau secara badan hukum yang menja .1
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

(11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putllisan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
Tidal h melakul buatan tercela;

12) Tidak pernah melakukan perbuat: a;

213; Memiliki namor pokok wajib pajak (NPWP) ataw_u' yang_
belum memiliki NPWP wajib mempunyai bukti pem
bayaran pajak; . \

(14) Menyerahkan daftar riwayat thIUP lengkap yang ‘m‘e
muat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan

i 1stri;
serta keluarga kandung, suami atau istri;

(15) Belum pernah menjabat sebagai Kepala‘ Daera‘hbatau
Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama; ‘dan.

(16) Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan §elama 5 [gh?;i)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa ]Ell a - 2
Jadi, seorang dapat menjadi Kepala lt)aerah paling lam

i masa jabatan berturut-turut. . .
iy ic(il;zﬂl;sD:]{emh dan Perangkat Adminwtram Negz::":
dalam lingkungan Pemerintahan Daerah lz'unnya yanghm ém_
rut Pasal 56 UU No. 32/2004 adalah Pemerintah Daera merlu
punyai fungsi menyelenggarakan urusan-urusan ya?i pbEl i
diperhatikan khusus bersifat lokal dan dianggap penting bag

i h, dan Peraturan Daerah 129
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daerah, misalnya air bersih, pelayanan yang digolongkan seba-
1 “public serivice” "

Terkait dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai “pu-
blic service”, Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah mengurip
pendapat Bulgan, menjelaskan bahwa fungsi pelayanan dimak-
sud sebagai pelayanan konkret (personal social services) sesuai
dengan kebutuhan masyarakat (dapat berubah dari wakeu
ke waktu). Untuk melayani kebutuhan konkret, pemerintah
harus mengetahui dengan baik keadaan dan kebutuhan terse-
but. Untuk memberikan tugas pembantuan ada kriteria bi-
dang tertentu yang harus dipenuhi, karena menyangkut kebu-
tuhan dasar manusia dan masyarakat yang menjadi kepen-
tingan lokal, regional dan nasional, yaitu kebutuhan untuk
sandang, pangan, papan, lahan, sehat, pendidikan dan kebu-
dayaan, pekerjaan, modal, sarana dan prasarana, lingkungan,
keamanan, kesejahteraan dan ketertiban.!”’

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
diselenggarakan oleh KPUD dan hanya partai politik atau
gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berbagai pengaturan tentang pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam UU No. 32/2004 maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 harus mendapat
apresiasi, karena kenyataan menunjukkan bahwa dalam im-
plementasi otonomi daerah selama ini memperlihatkan bahwa
pilihan politik mayoritas anggota DPRD seringkali berla-
wanan dengan kehendak mayoritas rakyat daerah.

Namun, menurut Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zul-
karnain, dibalik berbagai kemajuan yang diatur oleh UU No
32/2004, jika dikaji secara kritis juga mengandung beberapa

" Mec Iver. 1982, Negara Modern, Terjemahan oleh Moertono, Aksara Baru,
Jakarta, him. 348.
¥ Pipin Syaripin dan Dedah Jubacdah. Op. Cir., him. 120,
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kelemahan yang cukup mendasar dalam pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, karena diwarnai oleh kepentingan

para pembentuk UU. Adapun kelemahan tersebut antara lain:

1. Tidak memungkinkan munculnya calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah usulan rakyat atau calon
independen. Pasal 56 ayat (2) UU No. 32/2004 menge-
biri kesempatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk
mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakilnya dan
rakyat dipaksa harus menerima calon yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
dominan di DPRD. Berbagai kasus dalam implementasi
otonomi daerah belakangan ini menunjukkan bahwa
DPRD sangat steril terhadap kenyataan politik dan jika
dikaitkan dengan ketentuan hukumnya, meskipun keten-
tuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000
mensyaratkan adanya seleksi terhadap keabsahan admi-
nistrasi maupun kemampuan dan kepribadian calon
melalui metode paparan, wawancara atau metode lainnya
banyak kasus Pilkada menghasilkan Kepala Daerah
vang kontroversial dari sisi kepribadian, kecakapan
bahkan latar belakang pendidikan. Tampaknya, seleksi
yang terjadi di tmgkat partai politik dan fraksi-fraksi
maupun sidang paripurna DPRD seringkali diwarnai
oleh kepentingan politik jangka pendek para kader dan
pengurus partai politik serta deal-deal politik yang
terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada. Proses Pilkada
selama ini juga seringkali diperparah dengan munculnya
intervensi pengurus partai politik baik pusat maupun
daerah, sehingga yang menentukan siapa yang menjadi
Kepala Daerah bukan rakyat. Sebetulnya intervensi
pengurus parpol adalah wajar sepanjang sebangun de-
ngan aspirasi rakyat di daerah. Pada titik inilah seharus-
nya dimungkinkan munculnya calon {epala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang independen.
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2. Adanya ketidakjelasan hubungan KPU Daerah dengan
KPU Pusat dalam pelaksanaan Pemilihan Langsung
Kepala Daerah (Pilsungkada). Ketentuan normatif dalam
Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32/2004 meng-
hilangkan kaitan langsung KPUD sebagai pelaksana
Pilsungkada dengan KPU Pusat. KPU Pusat tetap diper-
lukan guna menetapkan standar umum tata cara pelak-
sanaan Pilsungkada sekaligus menjaga independensi
KPUD sebagai pelaksana Pilsungkada, 200

Berbagai kelemahan pengaturan pemilihan langsung
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam UU No. 32/
2004 oleh beberapa pemantau pemilihan umum dan 15 (lima
belas) KPU Daerah telah meminta Mahkamah Konstitusi
untuk melakukan judiciel review. Pangkal masalahnya adalah
dasar pelaksanaan Pilkada, yang berfokus pada pertanyaan:
Apakah Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat
ketentuan konstitusional bahwa “Kepala Daerah dipilih seca-
ra demokratis” ataukah Pasal 22F yang memuat ketentuan
konstitusional bahwa “Pemilu legislatif, DPD dan Pilpres di-
laksanakan oleh KPU”?

Setelah berlangsung sekitar tiga bulan, Mahkamah
Konstitusi (MK) pada tanggal 22 Maret 2005 MK memutus-
kan permohoman judiciel review atas UU No. 32/2004. MK
dalam putusannya mengabulkan sebagian kecil permohonan
yang diajukan oleh beberapa kelompok pemantau pemilihan
umum dan 15 (lima belas) KPUD. Permohonan yang dika-
bulkan MK meliputi, Pasal 57 ayat (1) UU No. 32/2004 sepan-
jang anak kalimat yang bertanggungjawab kepada DPRD, (2)
Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelak-
sanaaan tugas KPUD?, (3) Pasal 57 ayat (1) huruf e sepanjang
anak kalimat kepada DPRD. Dalam amar putusan MK dinya-

* Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Op. Cit., hlm. 98-99.
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takan, bagian-bagian pasal-pasal tersebut tidak punya kekuat-
an hukum mengikat. ' '

Dengan putusan MK tersebut, berakll?at hukum, yaitu:
1) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD; 2) DPRD
tidak berwenang meminta peratnggungjawaban tugas KPUD;
3) KPUD tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah kepads:
DPRD; dan 4) pembatalan calon Kepala Daerah yang terbukti
melakukan pelanggaran berdasarkan putusan penggdl‘lan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak lagi dilakukan
oleh DPRD. ‘ _

Putusan MK yang mengabulkan sebagian kecil permo-
honan judiciel review oleh banyak kalaugan? terutama akade-
misi dan pengamat dari perguruan tinggi, dinilai bersifat am-
bigu, bahkan menimbulkan berbagai masalah baru dalam
pelaksanaan Pilkada. MK mengakui asas Pilkada sama de'ngan
asas pemilu, tetapi sepakat dengan pandangan peme.ru-'ltah
bahwa Pilkada bukan pemilu. Sangat sulit memahan‘p sikap
ini. Di alam demokrasi semua pengisian jabatan publik yang
mensyaratkan legitimasi politik harus dilz.lklulv.:an lfewat pemilu.
Jabatan Kepala Daerah masuk katego_rl ini. Hingga sangat
jelas bahwa Pilkada adalah bagian dari Pemilu.?! '

Anehnya MK menolak uji materi terhadap Pas.al 1 ayat
(21) tentang KPUD sebagai pelaksana Pilkada, tetapi menga-
bulkan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 67 ayat 1 huruf e yang
sebenarnya merupakan penjabarannya. Aklba.tnya, hubungan
antara KPU dan KPUD tetap terputus. Loglsny'a, MK me-
ngembalikan hubungan KPU dengan KPUD mengingat KPUD
dibentuk dan disahkan oleh KPU. Namun, sikap MK kembah
rancu. KPU bertanggungjawab kepada publik tanpa menjelas-

W bid., hlm. 100.
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kan siapa yang dimaksud “publik” itu serta bagaimana meka-
nisme pertanggungjawabannya.?

Terlepas dari berbagai persoalan yang timbul dalam
putusan MK sebagaimana dipaparkan di atas, titik perhatian
harus tetap diarahkan kepada KPUD, dengan hilangnya kewa-
jiban KPUD bertanggungjawab kepada DPRD, maka harus
dicarikan mekanisme pengawasan terhadap KPUD.

Dalam kaitan ini, Saldi Isra mengusulkan beberapa cara
yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap
KPUD, yakni: 1) Walaupun UU No. 32/2004 tidak memberi
kewajiban atau wewenang khusus kepada KPU (Nasional)
untuk mengontrol KPUD dalam melaksanakan Pilkada, KPU
tetap mengawasi KPUD. Untuk itu, KPU harus proaktif ber-
komunikasi dengan KPUD; 2) Aparat penegak hukum harus
peka melihat adanya kemungkinan penyimpangan selama pro-
ses pemilihan kepala daerah; 3) masyarakat dan media massa
harus membentuk aliansi untuk mengawasi KPUD dan proses
pelaksanaan Pilkada.?%

5. Jenis-jenis Produk Hukum Daerah

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah bagian integral dari konsep
peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum
Belanda, peraturan perundang-undangan dikategorikan seba-
gai “wet in materiele zin” atau undang-undang dalam arti
material (luas), sedangkan “wet in formele zin” adalah undang-
undang dalam arti formal.** Selanjutnya, undang-undang da-

¥ Riswanda Imawan. 2005. “Proyek Pemilu di Indonesia®, Artike! Opini di
Kompas, 1 April 2005,

* Saldi Isra. 2005. “Pilkada Pascaputusan MK, Artikel Opini di Kompas, 1 April
2005.

® Bagir Manan. 1994. “Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan™
Makalah, Jakarta, him. 2.
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lam arti material atau lazim disebut dengan istilah “algemeen
verbidende voorschriften, yaitu peraturan hukum tertulis yang
mengikat secara umum, meliputi: de supranationale algemeen
verbidende voorschriften, wet, AMVB, de minesteriele
verordeningen, de gemeentelike raadverordeningen, de
provinciale staten verordeningen” 2 Bentuk-bentuk “wet in
materiele zin” di Indonesia telah ditetapkan dalam Pasal 7
UU No. 10/2004.

Kekuasaan legislatif dalam negara hukum yang demo-
kratis menimbulkan fungsi parlemen atau badan legislatif
selain membuat hukum, juga membuat undang-undang yang
khusus untuk individu tertentu. Adapun yang membedakan
legislasi yang dibuat oleh parlemen adalah dari segi prosedur
dan bentuknya. Berkaitan dengan hal ini, Jenning mengemu-
kakan “In general, all state legislatures follow a similar pro-
cedure for passing bills into laws. In addition, the ways their
committees are structured and the roles the political parties
play in organizing the legislatures closely resemble the pat-
tern found in congress™.**

Terkait dengan wewenang legislatif, C.F. Strong seperti
dikurip oleh Miriam Budiardjo, menjelaskan bahwa negara
kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif
tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional/
pusat. Kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan tidak
pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mempunyai we-
wenang untuk menyerahkan sebagian kekuuasaannya kepada
daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan
sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan
tertinggi tetap di tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian,
yang menjadi hakekat negara kesatuan adalah bahwa kedau-

5 Ihid.
™ Sir W Ivor Jennings. 1960. The Law and The Constitution, University of
London Press. Lrd. Workwicle Square, London, p. 283-284.
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latannya tidak terbagi, atau dengan perkataan lain, kekuasaan
Pemerintah Pusat tidak dibatasi. Oleh karena itu, konstitusi
negara kesaruan tidak mengakui badan legislarif lain, selain
dari badan legislatif pusat. Jadi, adanya kewenangan untuk
membuar peraturan bagi daerahnya sendiri tidaklah berarri
bahwa Pemerintah Daerah berdaulat, sebab pengawasan dan
kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan Pemerintah
Pusat.#7

Maria Farida Indrati Soeprapto membagi secara lang-
sung jenis peraturan perundang-undangan at.s peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat dan peraturan per-
undang-undangan di tingkat daerah.?”® Selanjutnya, dalam
kamus Black’s Law Dictionary, peraturan perundang-un-
dangan dibedakan antara “legislation” dan “regulation”. Leg-
islation diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui
lembaga legislasi (the making of laws via legislation). Regu-
lation diberi pengertian aturan atau keterriban yang dipaksa-
kan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh peme-
rintah melalui wewenang eksekutif (rule or order having force
of law issued by executive authority of government.**®

Memerhatikan pendapat Maria Farida Indrati Soe-
prapto yang membagi peraturan perundang-undangan di ting-
kat pusat dan peraturan perundang-undangan di tingkar dae-
rah serta pembedaan peraturan perundangan-undangan dan
Kamus Black’s Law Dictionary, lebih cocok dengan keadaan
di Indonesia. Artinya, produk hukum Peraturan Daerah ma-
suk dalam kategori legislation, karena ditetapkan melalui lem-

¥ Miriam Budiardjo. 1997. Dasar-dasar llmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta,
hlm. 140.

*% Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. Imu Perundang-undangan, Dasar-dasar
dan Pembentukannya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 91-92.

 Henry Black Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West
Publishing, Co., St. Paul Minn, p. 899 dan 1286.
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baga legislasi, sedangkan Keputusan Kepala Daerah masuk
dalam kategori regulation.

Terkait dengan pengertian dan jenis legislation dan regu-
lation, Jimly Asshiddigie menguraikan pendapatnya bahwa
dalam bahasa Inggris terkadang tidak dibedakan antara kata
legislation dan regulation, karena keduanya menunjuk kepada
pengertian yang sama, yaitu pengaturan dan 'peraturan. Na-.
mun, dalam prakrik, makna kata regulation itu mempunyal
konotasi yang lebih luas. Sedangkan legislation hanya teratgs
kepada produk-produk parlemen sebagai lembaga leglslatxf.
Namun, terkadang justru legislation yang dianggap l_eb1hl luas_,
karena regulasi merupakan salah satu bentuk saja di legIS.IB:SI.
Misalnya, ada di antara peraturan yang dis'f:but regulasu it
merupakan delegated legislation atau regulasi yang d:delegasl-
kan kewenangan pengaturannya oleh undang-undang (Iegzs—
lation). Peraturan pelaksanaan hasil delegasi kewepangan itu
biasa disebut juga dengan delegated legislation. Intinya dalam
pengertian yang lebih luas legislasi dapat menyangkut pgla
peraturan pemerintah dan peraturan lain yang mendapat_legls—
lasi kewenangan dari undang-undang. Sedang dalam arti sem-
pit, legislasi berarti produk atau proses pembuatan undang-
undang.*'?

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memuat keten-
tuan konstitusional bahwa “Negara Kesatuan Republik In-
donesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan.daexjah pro-
vinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap pro-
vinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemengtahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya,
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan
konstitusional bahwa “Pemerintahan Daerah berhak mene-
tapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

20 Jimly Asshiddigie. 2007. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca
Reformasi, PT. BIP, Jakarta, hlm. 241-242.
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melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan
Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tampak bahwa ada
perintah untuk membuar undang-undang tentang pemerin-
tahan daerah, sedangkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun
1945 menunjukkan adanya kewenangan pemerintah daerah
untuk membuat Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan
lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan Pasal 18 ayart (1) dan ayat (6) UUD
NRI Tahun 1945, maka penting ditegaskan Pasal 41 UU No.
32/2004 memuat ketentuan bahwa DPRD memiliki fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian, Pasal 136
ayat (1) UU No. 32/2004 memuat ketentuan bahwa “Pera-
turan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah menda-
pat persetujuan bersama DPRD”.

Sejalan dengan substansi Pasal 136 ayat (1) UU No.
32/2004, R. Joeniarto mengemukakan bahwa “Sebagai
konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah rangga
atas inisiatif sendiri, maka kepada pemerintah lokal yang
berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri perlu
dilengkapi dengan alat perlengkapan daerah yang dapat
mengeluarkan peraturan-peraturannya, yaitu Peraturan
Daerah”.?"" Bahkan Pasal 7 UU No. 10/2004 secara tegas
mengakui keberadaan Peraturan Daerah sebagai bagian in-
tegral dari peraturan perundangan-undangan di Republik
Indonesia. Jadi, jelas bahwa keberadaan Peraturan Daerah
adalah conditio sine quanon dalam rangka melaksanakan
kewenangan otonomi tersebut. Peraturan Daerah harus dijadi-
kan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan
urusan-urusan pemerintahan di daerah.

' R. Joeniarto. 1992. Perkembangan Pemerintah Lokal, Bumi Aksara, Jakarta,
him. 18.
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Memerhatikan pengertian legislation dan regulation
sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa
semua produk hukum yang dibuat melalui DPRD sebagai lem-
baga legislasi daerah adalah legislation dan bukan regulation.

Sebagai suatu ketentuan hukum, Peraturan Daerah ada-
lah bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud oleh UU No. 10/2004. Karena Peraturan Daerah
adalah ketentuan hukum bawahan, maka Peraturan Daerah
perlu memperhatikan jenis peraturan perundang-undangan
yang berada di atasnya. Sehubungan dengan itu, tampak
bahwa lembaga pembentuk hukum (Peraturan Daerah) di dae-
rah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka
mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Produk legislasi tidak hanya ada di tingkat pusat, mela-
inkan juga di tingkat daerah. Suko Wiyono menguraikan per-
samaan dan perbedaan antara produk legislasi pusat (khusus-
nya undang-undang, Pen-) dan produk legislasi daerah (dalam
hal ini Peraturan Daerah, Pen-), sebagai berikurt:

1. Karakteristik legislasi pusat:

a. Undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetu-
juan Pemerintah;

b. Materi muatan undang-undang bersifat umum
abstrak dan/atau umum konkret untuk melaksana-
kan UUD;

c. Undang-undang dapat mengatur norma sanksi
pidana maupun sanksi administrasi secara lebih
leluasa;

d. Syarat sahnya pemberlakuan undang-undang wajib
diundangkan pada Lembagaran Negara;

e. Undang-undang yang dinilai tidak memenuhi persya-
ratan hukum yang baik dapat dilakukan judicial
review ke Mahkamah Konstitusi.

Karakteristik legislasi daerah:

a. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama
Kepala Daerah;

]
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b.  Mareri muaran Peraturan Daerah bersifat umum
abstrak dan/atau umum konkret adalah seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan oto-
nomi daerah dan tugas pembantuan, dan menam-
pung kondisi khusus daerah serta penjabaran dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraruran
Presiden, dan Keputusan Menteri);

c. Peraturan Daerah dapat mengatur norma sanks;
pidana maupun sanksj administrasi secara terbatas;

d. Syarat sahnya pemberlakuan Peraturan Daerah wajib
diundangkan dalam Lembaran Daerah;

€. Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari per-
aturan perundang-undangan dapat menjadi objek
judicial review ke Mahkamah Agung;

f. Peraturan Daerah vang dinilai bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang- indangan
yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya,
menjadi objek pengawasan preventif dan represif
Pemerintah Pusat; dan

g Atas dasar huruf f, putusan Pemerintah Pusat yang
membatalkan Peraturan Daerah dapat menjadi po-
kok pangkal sengketa dalam prosedur keberaran

kepada Pemerintah Pusat maupun Mahkamah
Agung.212

Peraturan Daerah sebagai produk legislasi di daerah
adalah ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan meng-
urus rumah tangganya sendiri (otonom), yang berasal dari
dua sumber, yaitu otonomi dan tugas pembantuan. Oleh kare-
na itu, Peraturan Daerah akan terdiri dari Peraturan Daerah
di bidang otonomi yang bersumber dari wewenang atriburif

e e P e L
¥ Suko Wiyono, Op. Cit., him. 80-81.
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dan Peraturan Daerah di bidangftugas pembantuan yang ber-

i wewenang delegatif. . :
SumbeIl’.eszwan Daerfh adalah pedoman bagi I.’er'nergltah
Daerah melaksanakan urusan-urusan dae.rah. Selal? 11111, elzz:
turan Daerah merupakan instrumen peﬂmdungfan u t:;lq i
gi rakyat di daerah. Peraturan Daerah juga bf:; ungfli skargegna
instrumen pengendali pelaksanaan otonomi ae;{al,l 5
esensi otonomi daerah adalah kemandirian atau ﬁeku L
(zelfstandingheids) sebagai daerah otonom yang be; 1 Eluk Elgn
atur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, 2
suatu bentuk kebebasan suatu satuan pemerintah yang m
deka (onafhankelijkbeid). st

Sebagai suatu jenis prgduk hukum daera an Dfemh
turan perundang-undangan t'mglfat d_aeral_l, PeraFurrfl md;k
menduduki posisi yang leblhdtmggl iar:g?jzlil{lcagrﬁzt%aerah
hukum atau peraturan perundang-undanga !
; innya, seperti Peraturan Kepala Daerah dan Keputusa
iéll;%lll;lllga}érz;l]. %ahkan menurut ?agir Manan Peratutr;sril 512;::
rah itu semacam undang-undang,?* dengan arglf]men' B
gaimana dijelaskan oleh B. Hestu Handoyo, se agall) ratuml;
1. Ditinjau dari aspek organ pembentukannya, e b;r_

Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persgtl{]lu:}iln i

sama Kepala Daerah. Dua organ daerah lmla riimg
disebut pemerintahan daerah yang menye t'ariigga t<u cqs
urusan pemerintahan menurut asas otonomi 1zm 1ugq;
pembantuan dengan prinsip otonomi yang se uzlljs- ;ah
nya. Oleh sebab itu, secara prinsipil PeraFuran ae 2
itu dibentuk oleh organ daerah yang dlbert'kewenang@
atribusi oleh UUD 1945, khusus‘nya' Pasal 11hS ayslt)t Ing
yang memuat ketentuan konstitusional ba WaD eemh
rintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daeraz

43 Bagir Manan. 1995, Op. Cit., hlm. 13,

i h, dan Peraturan Daerah 141
kum Ekonomi, Produk Hukum Daerah, . iT:
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dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan oto-
nomi dan tugas pembantuan.

2. Ditinjau dari aspek substansinya, Peraturan Daerah itu
dibentuk dan dilaksanakan untuk mengatur dan mengu-
rus kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pem-
bantuan. Kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas
pembantuan tersebut berasal dari pemerintahan yang
lebih tinggi tingkatnya. Oleh sebab itu, substansi Pera-
turan Daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan
norma hukum dari jenis peraturan perundang-undangan
tingkat pusat yang dipencarkan sampai tingkat daerah,
sehingga norma-norma hukum yang terdapat dalam
Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala
Daerah tidak boleh melanggar norma hukum yang
terdapat dalam Peraturan Daerah.?'?

Terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah sebagai
jenis produk hukum atau peraturan perundang-undangan di
tingkat daerah, dikenal adanya Peraturan Daerah Provinsi
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan dua Per-
aturan Daerah tersebut pada hakikatnya merupakan konse-
kuensi diterapkannya otonomi daerah baik di tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota.?"* Sehubungan dengan hal ini, Pasal
136 ayat (2) UU No. 32/2004 memuat ketentuan normatif
bahwa “Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penveleng-
garaan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas
pembantuan”.

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 136
ayat (2) UU No. 32/2004, dapat dipahami bahwa pada haki-
katnya materi muatan Peraturan Daerah (baik Provinsi atau-
pun Kabupaten/Kota) adalah urusan-urusan pemerintahan

¥ B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain
Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.125-126.
%5 [za Rumesten. Op. Cit., hlm. 68.
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yang telah diserahkan kepada daerah, kecuali urusan-urusan

pemerintahan yang secara kodrati tetap menjadi urusan

pemerintahan pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Urusan-urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi urusan

wajib dan urusan pilihan.

Sehubungan dengan materi muatan Peraturan Daerah,
perlu dikemukakan pendapat Soehino bahwa materi yang
dapat diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada
penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.

2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan

penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan

kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan an-
caman atau sanksi pidana.

Marteri-mareri atau hal-hal yang membatasi hak-hak

penduduk, misalnya penertiban garis sepadan.

4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang sederajat dan ting-
katannya lebih rtinggi, harus diatur dengan Peraturan
Daerah.21€

(9%

Selain materi-materi muatan sebagaimana dikemuka-
kan oleh Soehino tersebut di atas, menurut ketentuan nor-
matif dalam Pasal 136 ayat (3) UU No. 32/2004 Peraturan
Daerah juga merupakan penjabaran lebih Ianjut dari pera-
turan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memper-
hatikan ciri khas masing-masing daerah. Ketentuan normatif
dalam Pasal 136 ayat (3) UU No. 32/2004 tersebut selaras
dengan Pasal 12 UU No. 10/2004 yang memuat ketentuan
normatif L.ahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah selu-

“ Soehino. 1997. Hukum Tata Negara: Penyusunan dan Penetapan Peraturan
Daerah Liberty, Yogyakarta, hlm. 8.
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ruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
dari tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus dae-
rah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-un-
dangan yang lebih tinggi.

Untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pemban-
tuan tentunya Pemerintah Daerah membutuhkan Perangkat
Daerah. Sejalan dengan itu, maka materi muatan Peraturan
Daerah juga menyangkut pengaturan Organisasi Perangkat
Daerah tersebut.?”” Sehubungan dengan hal ini, ketentuan
normatif dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mene-
gaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah ini.

Untuk lebih jelas tentang sumber materi muatan dalam
pembentukan peraturan daerah, maka di bawah ini dibuat
bagan sebagai berikut:2!s

Materi Muatan
Peraturan Daerah

Pasal 12 UU No. 10 Tahun UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 41 Tahun 2007 —‘
2004 tentang Pembentukan PP No. 38 Tahun 2007 Organisasi Perangkat
Peraturan Perundang- a. Urusan Pemerintahan Daerah
undangan Wajib
1. Penyelenggaraan b. Urusan Pemerintahan

Otonomi Daerah dan Pilihan

tugas pembantuan.

2. Menampung kondisi
khusus daerah,

3. Penjabaran Peraturan
Perundang-undangan
vang lebih tinggi

Bagan 3
Sumber Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

*Iza Rumesten. Op. Cit., him. 72

*B. Hestu Cipro Handoyo. Loc. Cit.
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c. Peraturan Kepala Daerah

Menurut Iza Rumesten, karena menggunakan istilah
Peraturan, maka secara terminologi makna Peraturan Kepala
Daerah merupakan jenis produk hukum daerah atan pera-
turan perundang-undangan tingkat daerah yang sifatnya ada-
lah mengatur dan berlakunya mengikat umum. Hal ini berarti
eksistensi Peraturan Kepala Daerah mirip dengan Peraturan
Daetrah **

Lebih lanjut, Iza Rumesten, mengelaborasi pemikiran
hukum Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa Peraturan
Kepala Daerah secara umum dapat ditinjau dalam dua aspek,
yaitu:

1. Peraturan Kepala Daerah adalah produk peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat
umum. Mengingat peraturan perundang-undangan ini
merupakan kaedah hukum, maka isi dari Peraturan
Kepala Daerah tentu dapat dibagi tiga, yaitu:

a) Berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan
atau ditaati;

b) Berisi larangan, yakni suatu kondisi yang tidak diper-
bolehkan untuk dilakukan;

c¢) Berisi perkenan, yakni jika hanya mengikat sepanjang
para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain
dalam perjanjian.

2. Peraturan Kepala Daerah adalah produk peraturan per-
undang-undangan yang dibentuk dan dikeluarkan oleh
eksekutif tanpa persetujuan legislatif.22°

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah sebagai jenis pro-
duk hukum atau peraturan perundang-undangan tingkat dae-
rah dapat disejajarkan dengan Peraturan Daerah, tetapi dapat
juga berada di bawah Peraturan Daerah. Dikatakan dapat

2 Ibid,, hlm. 68.
' Ibid., Perhatikan juga Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum Suatu
Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 31-32.
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disejajarkan dengan Peraturan Daerah, karena produk hu-
kum ini sifatnya adalah mandiri, artinya sepanjang belum ada
Peraturan Daerah yang mengatur suaru persoalan di ling-
kungan masyarakar daerah, maka Peraturan Kepala Daerah
dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur kepentingan
umum serta bersifat dan mengikat umum. Daerah atas kuasa
peraturan perundang-undangan yang tidak ditegaskan jenis-
nya, maka bisa jadi peraturan perundang-undangan yang di-
maksud pasal ini berjenis undang-undang, sedangkan sebagai
peraturan pelaksana yang bersumber dari delegasi kewe-
nangan, karena kemunculan Peraturan Kepala Daerah digu-
nakan untuk melaksanakan Peraturan Daerah.?!

Keberadaan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam
Pasal 146 ayat (1) UU No. 32/2004 yang memuat ketentuan
normatif bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan
atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah
menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan
Kepala Daerah. Jika ketentuan normatif dalam Pasal 146 ayat
(1) UU No. 32/2004 tersebut dikaitkan dengan tecri per-
undang-undangan, maka kemunculan Peraturan Kepala Dae-
rah bersumber dari atribusi kewenangan maupun delegasi
kewenangan. Jadi, Peraturan Kepala Daerah dapat merupa-
kan Peraturan Otonom maupun Peraturan Pelaksana. Dapat
dikatakan sebagai Peraturan Otonom yang bersumber dari
atribusi kewenangan, karena keberadaannya ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Adapun fungsi Peraturan Kepala Daerah ditentukan
secara negatif dalam Pasal 146 UU No. 32/2004, yaitu:
a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksa-

naan Peraturan Daerah yang bersangkutan;

ZB. Hestu Cipto Handoyo. Op. Cit., hlm.135.
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b.  Menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah.
Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

d. Keputusan Kepala Daerah

Menurut Bagir Manan, Keputusan Kepala Daerah dite-
tapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Keputusan
Kepala Daerah dapat bersifat mengatur (regelen) atau kete-
tapan (beschikking). Mengatur dalam arti yang lebih umum,
dapat juga mencakup Keputusan Kepala Daerah sebagai atur-
an kebijakan (beleidsregels) yang didasarkan pada kebebasan
bertindak (freis ermessen, discretionary power). Selain itu,
Keputusan Kepala Daerah dapat juga dibuat atas kewenangan-
nya sebagai pejabat administrasi negara yang dilekati wewenang
tertentu yang, ditentukan oleh (dalam) undang-undang.???

Keputusan Kepala Daerah dapat bersumber dari kewe-
nangan desentralisasi dan dekonsentrasi:

1. Dalam wewenang desentralisasi, Keputusan Kepala Dae-
rah dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah, dan
untt k melaksanakan fungsinya sebagai pimpinan admi-
nistrasi Pemerintah Daerah (otonomi), Materi muatan
Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Pera-
turan Daerah dan sebagai pimpinan administrasi Peme-
rintah Daerah akan mencakup semua urusan rumah tang-
ga daerah baik di bidang otonomi maupun tugas pemban-
tuan;

= Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daeral, PS H-UII, Yogyakarta,
him. 24.
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2. Dalam wewenang dekonsentrasi, Keputusan Kepala Dae-
rah akan meliputi.tugas-tugas dekonsentrasi yang dilim-
pahkan kepadanya, karena itu tidak tepat disebut sebagai
Keputusan Kepala Daerah, melainkan sebagai Keputusan
Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah.223

Keberadaan Keputusan Kepala Daerah dalam khasanah
peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak dapat dika-
tegorikan sebagai norma hukum yang sifatnya mengatur dan
berlaku mengikat umum, tetapi lebih tepat dikategorikan
sebagai Ketetapan Tata Usaha Negara atau sering disebut
dengan beschikking.?*

Sifat dari substansi norma Ketetapan Tata Usaha Nega-
ra tidak lain adalah konkret, individual dan final. Selain itu,
dalam kerangka norma hukum dikenal pula sifat pember-
lakuan norma hukum vaitu:

a. Einmalig, yakni norma hukum yang berlaku sekali saja
dan sifatnya hanya menetapkan, sehingga dengan adanya
penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Inilah yang
disebut Keputusan/Ketetapan Administrasi Negara;

b. Dauerhaftig, yakni norma hukum yang berlaku terus
menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sam-
pai dicabut atau diganti yang baru. Inilah yang disebut
sebagai Peraturan Perundang-undangan.?2s

Memerhatikan sifar dari substansi norma Ketetapan
Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipa-
hami bahwa Keputusan Kepala Daerah seharusnya dikatego-
rikan sebagai suatu norma hukum yang einmalig dan sub-
stansinya bersifat konkret, individual dan final., Namun, da-

= Abdul Latif. Op. Cit., him, 33,

2 Iza Rumesten. Op. Cit., hlm, 70.
= 1bid.
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lam praktek penyelenggaraan negara, Kepum.san Kepala Dae-

rah telah mengalami pergeseran status dari norma hukum

yang einmalig berubah menjadi norma hukum dauerhaftig.

Berubah dari Ketetapan Administrasi Negara. yang substan-

sinya bersifat konkret, individual dan final m‘en]ad1 Peraturzgn

Perundang-undangan yang sifat substansinya umum ab-

strak.??¢

Pasal 146 UU No. 32/2004 memuat ketentuan-keten-
tuan normatif, sebagai berikut:

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa
Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah mene-
tapkan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan
Kepala Daerah. 1

(2) Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputus‘ar.t Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilarang ber-
rentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Dae;ab,
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan-ketentuan normatif dalam Pasal 146 U[‘;T No.
32/2004 tersebut selalu menggunakan kata sambung “dan/
atau” di antara Peraturan Kepala Daerah den’sgan Keputusalﬁ
Kepala Daerah. Penggunaan fra.se “dan/atal‘l adalva}'l untuk
menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif. Hal ini beraritl
penggunaan Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah sama-sama dapat untuk melaksanakan Peraturan Dae-
rah maupun atas kuasa Peraturan Perundz}ng-undanganl,) de-
ngan catatan tidak boleh melanggar kepentingan umum, e];".a};
turan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebi
tinggi tingkatannya.?”’

2 1bid. ) )
2 B, Hestu Cipto Handoyo. Op. Cit, hlm. 139.
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Pilihan untuk mempergunakan dari jenis Peraturan Per-
undang-undangan tersebut sangat tergantung dengan cakup-
an ruang lingkup substansinya. Jika suatu Peraturan Daerah
atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi membe-
rikan kuasa untuk penjabaran lebih lanjut dalam peraturan
pelaksana di tingkat Daerah yang cakupan substansinya ber-
sifat khusus, bahkan dapat dikatakan sempit, maka jenis
Keputusan Kepala Daerah yang dapat direkomendasikan. Hal
ini tentu berbeda jika cakupan substansinya lebih luas dan
menyangkut berbagai sektor, maka hal ini tentu lebih relevan
jika diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.***

C. Peraturan Daerah di Bidang Ekonomi sebagai
Produk Hukum Ekonomi Daerah

1. Pengertian dan Materi Muatan Peraturan Daerah di
Bidang Ekonomi sebagai Produk Hukum Ekonomi Daerah

Pengertian produk hukum ckonomi daerah dikem-
bangkan dengan mengacu kepada pengertian hukum ekonomi
dan pengertian produk hukum daerah sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya. Atas dasar itu, pengertian produk
hukum ekonomi daerah adalah peraturan perundang-undangan
tingkat daerah yang mengatur tentang kegiatan negara (peme-
rintah) dan warga negara (masyarakat) di bidang ekonomi,
yang dibentuk oleh pemerintahan daerah, yaitu Kepala Dae-
rah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga
legislatif, atau satu di antara dua unsur pemerintahan daerah
itu, yang berwenang membuat peraturan hukum atau pera-
turan perundang-undangan tingkat daerah. Produk hukum
ekonomi daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Ke-
pala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

5 Ibid,
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Ruang lingkup kegiatan di bidang ekonomi yang diatur
dalam produk hukum ekonomi daerah, tentunya dapat meng-
acu kepada ruang lingkup hukum ekonomi sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya. Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa
ditinjau dari ruang lingkup kegiatan di bidang ekonomi yang
diaturnya, maka produk hukum ekonomi daerah, terdiri dari:
l. Produk hukum ekonomi pembangunan daerah, yang
menyangkut pengaturan hukum mengenai cara-cara
peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi
daerah (peningkatan produksi) secara berencana, men-
cakup:

Tanah;

Bentuk-bentuk usaha;

Penanaman modal asing;

Kredit dan bantuan luar negeri;

Pertambangan;

Pe_buruhan;

1. Pe umahan;

. Pengangkutan; dan

k. Perjanjian internasional,

'@ o Ao

2. Produk hukum ekonomi sosial daerah, yang menyangkut

pengaturan hukum mengenai cara-cara pembagian hasil
pembangunan daerah itu secara adil dan merata, sesuai
dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia)
manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata),
mencakup:

a. Obat-obatan;

b. Kesehatan dan keluarga berencana;

c. Perumahan;

d. Transmigrasi;

e. Pertanian;

f. Bentuk-bentuk perusahaan rakyat;

g. Bantuan dan pendidikan pengusaha kecil;
h.  Perburuhan;
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Memerhatikan ruang lingkup produk hukum ekonomi
daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami
bahwa ruang lingkup®produk hukum ekonomi sangat luas.
Namun, secara makro produk hukum ekonomi yang meng-
atur kegiatan di bidang ekonomi dapat dikelompokkan atas:
a. Produk bukum ekonomi daerah di bidang perekono-
mian yang menyangkut produksi dan perindustrian;

b. Produk hukum ekonomi daerah di bidang perekono-
mian yang menyangkut distribusi, konsumsi dan per-
dagangan.

Selanjutnya, memerhatikan ketentuan normatif dalam
Pasal 136 ayat (2) UU No. 32/2004, dapat dipahami bahwa
materi muatan peraturan daerah di bidang ekonomi sebagai
produk hukum eknomi daerah, adalah urusan-urusan peme-
rintahan yang telah diserahkan kepada daerah, kecuali urus-
an-urusan pemerintahan yang secara kodrati tetap menjadi
urusan pemerintahan pusat, seperti politik luar negeri, perta-
hanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan
agama. Urusan-urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan.

Selain materi muatan sebagaimana dikemukakan di
atas, berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 136 ayat
(3) UU No. 32/2004, dapat pula dipahami bahwa Peraturan
Daerah di bidang ekonomi sebagai produk hukum ekonomi
daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan
ciri khas masing-masing daerah. Ketentuan normatif dalam
Pasal 136 ayat (3) UU No. 32/2004 tersebut selaras dengan
Pasal 12 UU No. 10/2004 yang memuat ketentuan normatif
bahwa materi muatan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi, adalah seluruh materi muatan
dalam rangka penyelenggaraan otonomi dari tugas pemban-
tuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penja-
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baran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.

2. Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerzflh di Bidang
Ekonomi sebagai Produk Hukum Ekonomi Daerah

Kata “pengawasan” berasal da.ri kata “awas.” yang ber-
arti penjagaan. Istilah pengawasan dikenal (lialam ilmu manar
jemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unl:‘u
dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunaxan
istilah “comtrol” yang dijelaskan oleh Muchsan, yaitu conc-i
trol is to determine what is accomplished, evaluate-tt,k an
apply corrective measures, if needed to ensure result in thlle
ing with the plan”, artinya pengawasan adalah menfli(n t{n_
apa yang telah dicapa, mengevaluasi dan menerapkan

dakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai de-

229
ngan rencana’.**

Adapun Muchsan sendiri menegaskan pend.ap.atnya teni
tang arti pengawasan, yaitu kegiatan untuk mem'lal suatu pe_
laksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan penga
wasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan }cfigng
dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah dite-

sebelumnya.?" ;
mpkanSebaliknya,} Bagir Manan memahami' kogtrol S(;baga{
suatu fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim dl_sebut. ungsi
kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung du.nenm peng-
awasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan

992 Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan

»G 2 .. dalam Muchsan. 1 ' : . .
e Tata Usaha Negara di Indonesia”, Liberty,

Aparat Pemerintah dan Peradilan
Yogyakarta, hlm. 73.
20 [hid., him. 138.
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pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (di-

rective).?!

Adapun Paulus Efendi Lotulung menjelaskan bahwa
ditinjau dari segi wakru dilaksanakannya suatu kontrol atau
pengawasan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. Kontrol apriori, adalah pengawasan yang dilakukan sebe-
lum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah
ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang
.menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini tampak
!elas unsur preventif dari maksud kontrol itu, sebab tu-
Juan utamanya adalah mencegah atau menghindari terjadi
kekeliruan. Misalnya suatu peraturan agar berlaku sah
dan dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperoleh per-
setujuan dan pengesahan dari instansi atasan, atau pera-
turan pemerintah daerah tingkat Il (kabupaten/kota) ha-
rus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari peme-
rintah daerah tingkat I (propinsi), demikian seterusnya;

2. Kontrol aposteriori, adalah pengawasan baru terjadi sesu-
dah terjadi tindakan/putusan/ketetapan pemerintah arau
sesudah terjadi tindakan/perbuatan pemerintah. Dengan
kata lain, arti pengawasan di sini dititikberatkan pada
tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tin-
dakan yang keliru.22

Bagir Manan menjelaskan bahwa di Belanda, terdapat
dua macam pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan
pengawasan represif. Pengawasan preventif dan pengawasan
represif lazim disebut sebagai bentuk pengawasan klasik. Se-

= Bagi.r M:.m:m. 2006. “Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakar terhadap Lembaga
Lq';ls[;m.f, Eksckurif dan Yudikatif”, Makalah, Disampaikan pada Forum
IOlrlcnrum dan Tatap Muka Tingkat Nasional KOSGORO, Cipanas, 26 Juli
him. 1-2. ‘

* Paulus Efendi Lotulung. 1993, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum
terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. xvi-xvii.
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lain itu, dalam berbagai kepustakaan hukum di Belanda terda-
pat pula bentuk pengawasan yang ketiga, yaitu pengawasan
positif, yang berupa pembuatan petunjuk dan pedoman. Ada-
nya bentuk pengawasan positif menimbulkan cara penggo-
longan lain, yaitu pengawasan positif dan pengawasan negatif.
Disebut pengawasan positif, karena pemerintah tingkat lebih
atas aktif berinisiatif melakukan tindakan menghalangi (tagen)
kelalaian (nalaten) pemerintah tingkat lebih rendah. Selanjut-
nya, disebut pengawasan negatif, karena hanya menghalangi
suatu tind 1kan yang sudah mempunyai akibat hukum. Penga-
wasan preventif dan pengawasan represif digolongkan ke
dalam bentuk pengawasan negatif.?*

Lebih lanjut, Bagir Manan menjelaskan bahwa penga-
wasan preventif bersifat struktural dan spesifik, karena sebe-
lumnya telah ditetapkan keputusan-keputusan mana saja (jenis
keputusan) yang harus disampaikan kepada pemerintahan
tingkat lebih atas untuk memperoleh pengesahan. Pengawasan
preventif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: per-
tama, pertimbangan atau atau pengawasan dijalankan sebe-
lum pemerintah tingkat lebih rendah mengambil atau mene-
tapkan suatu keputusan. Pengawasan preventif disebut voor-
toezicht. Contoh voortoezicht adalah pernyataan tidak kebe-
ratan (de verklaring van geen bezwaar) dari pemerintah ting-
kat lebih atas; kedua, pertimbangan atau pengawasan dilaku-
kan setelah pemerintah tingkat yang lebih rendah mengambil
keputusan, tetapi sebelum keputusan itu berlaku dan mempu-
nyai akibat hukum. Pengawasan preventif jenis kedua ini dise-
but middentoezicht. Contoh middentoezicht, yaitu penge-
sahan (goedkeuring) dan pengumuman atau pengundangan
(afkondiging). Pada tingkat Gemente, terdapat berbagai

% Bagir Manan. 1994, Hubungan antara Pusat dan Daeraly menurut UUD 1945,
Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.
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macam jenis pengawasan preventif, dan yang paling utama
adalah pengesahan (goedkenuring).?+ _

Kemudian, pengawasan represif dijelaskan oleh Bagir
Manan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan setela'h
keputusan mempunyai akibat hukum (rechtsgevolgen), baik
dalam bidang otonomi maupun tugas pembgntuan. Dalam
UUD, pengawasan represif dilakukan dalam bidang otonomi
maupun tugas pembantuan (vernietiging). Dalam UU Ge-
mente, selain pembatalan, juga diatur mengenai penangguhan
(schorsing). Demikian juga UU Propinsi. Untuk membedakan
antara pembatalan melalui perkara (berop), pembatalan mela-
lui pengawasan represif disebut pembatalan spontan (spon-
tane vernietiging). Disebut “spontan”, karer!a Plhak yang ber-
wenang membatalkan demi mengambil inisiatif sendiri tanpa
menunggu pihak ketiga yang berkepentingan atas pemb‘ata_lan
atau perlu dilindungi oleh pembatalan tersebut. Selain itu,
pembatalan dapat dilakukan secara langsung tanpa harus me-
lalui penangguhan. 2 i

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah di bldgxag eko-
nomi sebagai produk hukum ekonomi daerah, sesuai dengan
UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, dilakukan oleh Peme-
rintah Pusat untuk Rancangan Peraturan Daerah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pengawasan  yang
dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Propinsi tersebut, mencakup pengawasan terhadap Ran-—
cangan Peraturan Daerah yang mengarur pajak daerah, retri-
busi daerah, dan APBD. '

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi yang mengatur
pajak daerah, retribusi daerah, APBD, sebelum fiisahkan olel}
Kepala Daerah Propinsi, terlebih dulu dievaluasi oleh Menteri

# Ibid., hlm. 108-109.
 Ihid.
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Dalam Negeri. Adapun Racangan Peraturan Daerah Kaby-
paten Kota yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah,
dan APBD, sebelum disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/
Kota, dievaluasi terlebih lebih dulu oleh Gubernur, Jadi, peng-
awasan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Propinsi tersebut adalah pengawasan yang bersifat
preventif.

Untuk mengantisipasi agar tidak tumpang tindih antara
Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan
lainnya, maka dalam UU No. 32/2004 ditegaskan adanya eva-
luasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dae-
rah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungja-
waban pelaksanaan APBD untuk kabupaten/kota diatur dalam
Pasal 186 sebagai berikut:

L. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang

APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Pera-

turan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum

ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga)
hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bu-

pati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung

sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupa-
ten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ten-
tang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1);

3. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuaj
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-un-
dangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan
rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota;

4. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan

o
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Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-un-
dangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/
Walikota dan DPRD dan Bupati/Walikota tetap menetap-
kan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
penjabaran APBD, Gubernur membatalkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekali-
gus menyatakan berlakunya Peraturan Daerah sebelum-
nya;

6. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Pera-
turan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kepada Men-
teri Dalam Negeri.

Pengawasan terhadap semua Peraturan Daerah (ter-
masuk Peraturan Daerah di bidang ekonomi, Pen-) selain
pengawasan preventif sebagaimana diuraikan di atas, wajib
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi
dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh kla-
rifikasi. Terhadap Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Dae-
rah di bidang ekonomi, Pen-) yang bertentangan dengan kepen-
tingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan
sesuai mekanisme yang berlaku.*® Jadi, pengawasan dalam
bentuk pembatalan Peraturan Daerah (termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi, Pen-) sesuai mekanisme yang ber-
laku tersebut adalah pengawasan yang bersifar represif.

# Robert Endi Jaweng. 2004. Kompilasi Undang-Undang Otonomi Daerab dan
Sekilas Proses Kelahirannya (1903-2004), 11D & Yayasan Tifa, Jakarta, him.
122,
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3. Pengujian Peraturan Daerah di Bidang Ekonomi sebagai
Produk Hukum Ekonomi Daerah

LCalam hukum positif, wewenang menguji keabsahan
aturan hukum itu di Indonesia dipegang oleh Mahkamah
Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian
norma aturan hukum sebagai kekuasaan kehakiman diartikan
sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Namun, me-
nurut Febrian, keluarnya Peraturan MA No. 1 Tahun 1999
dan Peraturan MA No. 2 Tahun 2002 menimbulkan suatu
konfigurasi politik yang kontradiktif dengan idealnya kekua-
saan kehakiman. Kekuasaan kehakiman secara langsung atau
tidak langsung terlibat ke dalam dua kekuasaan lainnya, baik
legislatif maupun eksekutif. Namun, hubungan kekuasaan
kehakiman dengan pemerintah itu sendiri secara fungsional
tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Hal ini terlihat dalam
kaitannya dengan pengawasan terhadap pemerintahan daerah
paling tidak ada dua fungsi yang dijalankan oleh MA, yaitu
fungsi MA menyelesaikan keberatan terhadap pembatalan
Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 114 UU No. 32/2004,
dan fungsi MA sebagai pelaksana hak uji materiil aturan
hukum di bawah UU, termasuk Peraturan Daerah, terhadap
UU..‘ZJT

Pembatalan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi, dapat dilakukan baik oleh Peme-
rintah Pusat maupun MA. Pengawasan represif MA dilakukan
berdasarkan hak uji marteriil terhadap Peraturan Daerah.
Pengujian MA didasarkan kepada Pasal 24A ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 dan Perubahannya, yang menetapkan hak
uji materiil MA kepada aturan hukum di bawah UU terhadap
uu.

7 Febrian. 2004, “Hirarki Aturan Hukum di Indonesia”, Disertasi, Program
Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
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MA dalam sistem hukum di hampir setiap negara meru-
pakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fung-
si peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-
pengadilan di bawahnya.?*

Sebelum perubahan UUD 1945, MA adalah satu-satu-
nya pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman. Namun, setelah
perubahan UUD 1945 selain MA ada MK. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat
ketentuan konstitusional bahwa “Kekuasaan kehakiman dila-
kukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan pera-
dilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, ling-
kungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, ling-
kungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mah-
kamah Konstitusi”. :

Tugas dan fungsi yang diberikan kepada MA berda-
sarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung serta berbagai peraturan per-
undang-undangan yang lain yang berlaku saat ini adalah:

1. Tugas Yudisial, yaitu tugas untuk menyelenggarakan pera-
dilan yang meliputi:
a. memeriksa dan memutuskan perkara kasasi;
b. sengketa yuridiksi; »
¢. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. 'Tugas pengujian material terhada tugas pengujian mate-
rial terhadap peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang;
Tugas pengawasan terhadap peradilan di bawahnya;
4, Tugas penasihatan;

w

2 Perhatikan Muhammad Asrun. 2004.Krisis Peradilan Mabkamah Agung di Bawah
Soeharto, Elsan, Jakarta.
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5. Tugas administratif;
6. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang,
Terkait dengan pengaturan pengujian materiil oleh MA,
selanjutnya diatur dalam UU No. 5/2004 Pasal 11 ayat (2)
huruf b dan ayat (3) yang menegaskan bahwa “Mahkamah
Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan per-
undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang”. Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-
undangan sebagai hasil pengujian, dapat diambil baik dalam

- pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan

langsung kepada MA. Kemudian, ewenangan MA tersebut

juga diatur dalam Pasal 31 UU No. 14/1985 yang diubah de-

ngan UU No. 5/2004, yang memuat ketentuan-ketentuan nor-
matif, sebagai berikut:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara
materiil hanya terhadap peraturan perungdang-undangan
di bawah undang-undang.

(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah
semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang
lebih rendah daripada undang-undang atas alasan ber-
tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. .

(3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan
perundang-undangan tersebut diambil berhubungan
dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

(4) Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinya-
takan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi
vang bersangkutan.

Kemudian melalui UU No. 5/2004, ketentuan normatif
mengenai wewenang pengujian peraturan perundang-undang-
an ditambah satu pasal, yakni Pasal 31A, yang memuat keten-
tuan normatif, sebagai berikut:
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(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang di-
ajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada
Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam ba-
hasa Indonesia.

(2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar pemo-
hon, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian pera-
turan perundang-undangan dianggap berten-
tangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi; dan/atau
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemo-
hon beralasan permohonannya tidak memenuhi syarat,
amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

(4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permo-
honan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.

(5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan pera-
turan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak ber-
tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pemben-
tukannya, amar putusan menyatakan permohonan dito-
lak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang diatur
oleh Mahkamah Agung.
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Pengaturan lebih lanjut tentang hukum acara pengujian
materiil dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PER-
MA). PERMA No. 1 Tahun 1993 merupakan hukum acara
pengujian materiil pertama yang dikeluarkan MA. Untuk
menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi,
PERMA No. 1/1993 kemudian diganti dengan PERMA No.
1 Tahun 1999 yang pada akhirnya juga diganti dengan
PERMA No. 1 Tahun 2004.

Pengujian hak uji materiil ke MA menurut PERMA No.
1 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni
gugatan dan permohonan keberatan. Gugatan adalah tun-
tutan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan
diajukan ke MA untuk mendapatkan keputusan. Sementara
dalam PERMA No. 1 Tahun 2004, pengajuan hak uji materiil
ke MA hanya dapat dilakukan melalui permohonan
keberatan.

Pe -mohonan keberatan diajukan ke MA dengan cara
(a) langs ing ke MA, atau (b) melalui Pengadilan Negeri yang
membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.
Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180
hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang
bersangkurtan.

Putusan terhadap pengajuan hak uji materiil ke MA
dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (1) jika MA ber-
pendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena
peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan de-
ngan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, MA menga-
bulkan permohonan keberatan tersebut; (2) MA dalam pu-
tusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan
vang dimohonkan keberatan tersebut tidak sah dan tidak
berlaku umum, serta memerintahkan kepada instansi yang
bersangkutan segera mencabutnya; (3) dalam hal MA ber-
pendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan,
MA menolak permohonan keberatan tersebut.

BAB 3 Hukum Ekonomi, Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Daerah ]
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. PERMA No. 1/2004 juga menentukan bahwa dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan terse-
but dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebu,
ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewa-
jiban, demi hukum, maka peraturan perundang-undangan
yang bq{sangkutan tidak memiliki kekuatan hukum. Terhadap
putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diaju-
kan peninjauan kembali (PK).

| '
¥
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Pemhentukan Peraturan Daerah
Demokratis di Bidang Ekonomi
di Kabupaten/Kota

A. Asas-asas Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

Pembentukan Peraturan Daerah, termasuk peraturan
daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, sebagai bagian
integral dari peraturan perundangan-undangan harus menga-
cu pada asas-asas hukum.

Asas, menurut Mahadi, adalah “Sesuatu yang dapat dija-
dikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang
hendak dijelaskan”.?** Menurut Mahadi, asas hukum bukan
norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik,
sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkret.?*° Artinya, suatu
asas hukum yang masih abstrak dan umum, harus dikonkreti-
sasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam
praktik.

Keberadaan asas hukum, menurut Soejadi, adalah con-
ditio sine quanon bagi norma hukum, karena mengandung
nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan
hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa
keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai

® Mahadi. 1989. Falsafah Hukum Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakdi, Bandung,
p. 119.
0 Ibid., p. 127.




dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta
nilai-nilai yuridis yang sesuai hukum yang berlaku.>*!

Asas-asas hukum umum pembentukan peraturan per-
undang-undangan secara dedukrtif berlaku bagi pembentukan
Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah adalah bagian
intergral dari konsep peraturan perundang-undangan. Asas-
asas hukum dimaksud menurut A. Hamid S. Attamimi adalah
“Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerin-
tahan berdasarkan sistem konstitusi”.**

Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa In-
donesia dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan UUD NRI
Tahun 1945 angka II1, yaitu:

“Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari
Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran
ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai
hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-
undang Dasar) maupun yang tidak tertulis. Undang-undang
Dasar menciptakan pokok-pokolk pikiran ini dalam pasal-
pasalnya”.

Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945, adalah perwujudan sila dari kelima
sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan
hidup yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah
diperjuangkan sejak lama dan telah menjadi pedoman dalam
berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia”,** yang diku-

* Soejadi. 1999. Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman
Offset, Jakarta, p. 68.

**A. Hamid S. Attamimi. 1990. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indone-
sia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai
Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1-
Pelita IV”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 307.

* Marwah M. Diah. 2003. Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau
Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, p. 30.
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kuhkan secara konstitusional menjadi dasar negara (filsafat
negara) dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai terumus’ dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 19435.

Pancasila, menurut Pasal 2 UU No. 10/2004, adalah
“sumber dari segala sumber hukum negara”, yang menurut
Penjelasan pasalnya, berarti setiap materi muaran peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila”. Jadi, Pancasila adalah
landasan filosofis tertinggi pembentukan peraturan hukum
di Indonesia.

Manusia Pancasila adalah makhluk spiritualisme-mate-
rialitas atav rohani-menjasmani dan jasmani-merohani. Panca-
sila melekat dalam eksistensi manusia dan landasan bagi ma-
nusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan sesuai dengan
kodrat kemanusiaannya yang monopluralis, yang sila-silanya
bersifar abstrak-umum-universal. Ideologi Pancasilaisme,
pada dasarnya dapat pula digunakan sebagai cara berfikir
kita dalam melawan neoliberalisme. Kerangka antropologi
filsafat Pancasila menjadi ‘alat’ bagi kita untuk melakukan
kritik terhadap neoliberalisme yang telah mereduksi hakikat
manusia menjadi binatang ekonomi (homo economicus), atau
sebagai makhluk one-dimensional. Padahal, manusia itu
adalah makhluk multydimensional >+

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan
manusia, maka cita hukum Pancasila, berintikan:
Ketuhanan Yang Maha Esa; '
Penghormatan atas martabat manusia;

Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
Persamaan dan Kelayakan;
Keadilan Sosial;

O

* Tarech Rasyid, “Neoliberalisme dan Pancasilaisme (Catatan atas Imam
Fathurrohman)”, Berita Pagi, Selasa 15 Januari 2008, p. 18.
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6. Moral dan budi pekerti yang luhur;

7. DPartisipasi dan transparansi dalam proses pen rambilan
i} p E’
putusan pl.lb[ll(.z'h

Menurut A. Hamid S. Attamimi, penetapan Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah se-
suai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menem-
patkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus
dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, Pen) tidak bo-
leh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi cita hukum
(rechtsidee) yang menguasai hukum dasar tertulis dan tidak
tertulis.?*

Selain itu, layak pula dikemukakan pendapat Soejadi

tentang Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia,
antara lain:

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditrans-
formasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang
selanjutnya dirumuskan dalam konsep Hukum Nasional In-
donesia. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman
bahwa Hukum Nasional Indonesia mengandung corak, tidak
menganut positivisme hukum, menolak paham legisme dan
sekularistik, mewujudkan nilai keadilan, dan melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone-
sig:2¥

* Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi tentang Struktur e Hukunt, CV.,
Mandar Maju, Bandung, hlm. 185.

* A, Hamid S. Attamimi. Op. Cit., hlm. 308.

¥ Soejadi. 1998. “Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia”, Disertasi,
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm, 214.
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Menurut Suko Wiyono, cita hukum, nilai-nilai yang ter-
kandung dalam kelima sila Pancasila, menjadi acuan kon-
struksi berfikir lembaga pembentuk peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat maupun daerah, yang mengarahkan
atau memandu terbentuknya materi muatan peraturan per-
undang-undangan yang baik, ialah berisi kebenaran, keadilan
dan kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat dan/a}tau
negara hukum Indonesia yang cerdas, adil, makmur, _se]ah—.
tera, damai, dan beradab. Konsekuensi logis dari eksistensi
Pancasila sebagai cita hukum, berfungsi pula sebagai norma
fundamental negara yang menjadi tolok ukur penguji filosofis
bagi keabsahan/kelayakan peraturan perundar}g—undangan
yang baik. Dengan kata lain, jika secara filosof153 peraturan
perundang-undangan bertentangan dengan nilai-nilai Pan-
casila, maka peraturan perundang-undangan tersebut “batal
demi hukum” atau “van rechtswege nietig”.**

Memerhatikan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Perubahan, dapat dipahami bahwa negara Indonesia_adalah
negara hukum. Negara berdasar atas hukum pada hakikatnya
memiliki 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Pemerintahan menurut hukum;

2. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

3. DPembagian kekuasaan;

4. Pengawasan yudisial terhadap pemerintah.**

Menurut Suko Wiyono, keempat elemen pokok negara
berdasar atas hukum tersebut, berfungsi sebagai tolok ukur
bagi peraturan perundang-undangan yang baik, bahwa secara
yuridis:

2 §ukowivono. 2006. Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia,
Pembentukan Peraturan Daerab Partisipatif, Penerbit Faza Media, Jakarta, hlm.
118. :

2 A Hamid S. Attamimi. Op. Cit., him. 311.
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a. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
' harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan
atau yang menjadi sumber atribusinya;

b. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh ber-
tentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum
positif yang mengatur hak-hak asasi manusia, termasuk
hak asasi warga negara dan masyarakat setempat, pera-
ruran perundang-undangan tersebut berlaku mengikat
secara umum;

c. Setiap peraturan perundang-undangan wajib dibentuk
sesuai dasar-dasar hukum positif yang melandasi kewe-
nangan lingkungan jabatan atau badan-badan kenega-
raan/pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah;

d. Setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD,
terbuka untuk dilakukan judicial review oleh lembaga
peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman
(Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang
berwenang untuk itu.”’

Lebih lanjut, Suko Wiyono menjelaskan bahwa peme-
rintahan berdasarkan sistem konstitusi, baik hukum dasar
tertulis maupun tidak tertulis (kebiasaan ketatanegaraan).
Elemen ini mengarahkan bahwa konstitusilah sebagai pera-
turan hukum positif tertinggi di dalam suatu negara. Akibat-
nya, segenap lembaga negara, badan-badan pemerintahan,
dan/atau lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan
di tingkat pusat dan daerah, senantiasa wajib tunduk dan
mengacu kepada norma-norma konstitusi.*' Apalagi ber-
dasarkan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 telah dibentuk Mahkamah

¢ Suko Wiyono. Op. Cit., him. 119.
3 Ibid.
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Selain asas asas-asas hukum umum, juga terdapat asas-
asas hukum khusus pembentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pula bagi Peraturan Daerah, termasuk
Peraturan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, yai-
tu: 1) asas-asas formal, meliputi: asas tujuan yang jelas, asas
perlunya pengaturan, asas materi muatan yang tepat, asas
dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali; dan 2) asas-asas
material, meliputi: asas prosedur, asas bentuk dan kewenang-
an, asas kelembagaan yang tepat, dan asas isi peraturan.?s2

Mengacu kepada Pasal 5 UU No. 10/2004, maka pem-
bf:ntukan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di
bidang ekonomi di kabupaten/kota harus memerhatikan asas-
asas hukum prosedural (formal), sebagai berikut:

1) Asas kejelasan tujuan, artinya setiap pembentukan Pera-

turan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai;

% bid., hlm. 357.
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Konstitusi, yang menurut Pasal 10 UU tersebut berwenang
memeriksa, mengadili dan memutuskan pada tingkat pertama
dan terakhir: :

1. menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 19435,

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

memutus pembubaran partai politik;

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
memleri putusan atas pendapat DPR bahwa presiden
diduga telah melakukan penghiatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud UUD 1945,




2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
artinya Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pe-
jabat pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang.
Peraturan Daerah tersebut dapar dibatalkan atau baral
demi hukum jika dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak
berwenang;

3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, artinya
dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat;

4) Asas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan Peraturan

Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filoso-

fis, yuridis maupun sosiologis;

Asas kedayagunaan dan kebasilgunaan, artinya Peraturan

Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasya-

rakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Asas kejelasan rumusan, artinya Peraturan Daerah harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Dae-
rah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta
bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya;

7) Asas keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan
Peraturan Daerah, mulai dari persiapan, perencanaan,
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan
terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesem-
patan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

L
=

Selanjutnya, mengacu kepada Pasal 6 UU No. 10/2004,
maka materi muatan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, harus mengan-
dung asas-asas hukum, sebagai berikut:
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Asas pengayoman, artinya Peraturan Daerah harus ber-
fungsi memberikan perlindungan dalam rangka men-
ciptakan ketentraman masyarakat;
Asas kemanusiaan, artinya setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghor-
matan hak-hak asasi manusia (HAM) serta harkat da.n
martabart setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional;
Asas kebangsaan, artinya setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa In-
donesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap men-
jaga prinsip negara kesatuan Republilf Indonesia;
Asas kekeluargaan, artinya setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk men-
capai mufakat dalam setiap pengambilan.keputusan;
Asas kenusantaraan, artinya setiap materi muatan .Pera—
turan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Pe:raturan.
Daerah yang dibuat di daerah merupakan baglqn dari
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
Asas bhineka tunggal ika, artinya materi muatan Peraturan
Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, aga-
ma, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan
budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah
sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
Asas keadilan, artinya ssetiap materi muatan Peraturan
Daerah harus mencerminkan keadilan secara propor-
sional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. ‘
Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerin-
tahan, artinya materi muatan Peraturan Daerah tidak
boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasar-
kan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan,
gender, atau status sosial;
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9)  Asas ketertiban dan kepastian hukum, artinya setiap ma-
teri muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum;

10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya |
materi muatan setiap Peraturan Daerah harus mencer-
minkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,
antara kepentingan individu dan masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan negara.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus ke-
pentingan masyarakat, maka Kepala Daerah bersama-sama
dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. Secara prin-
sipil, Pasal 12 UU No. 10/2004 jo. Pasal 136 s.d. Pasal 149
UU No. 32/2004 telah memuat acuan normatif pembentukan
Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bidang eko-
nomi di kabupaten/kota, yaitu:

1) DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dibahas de-
ngan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan
bersama;

2) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
mendapatkan persetujuan bersama DPRD;

3) Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelengga-
raan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;

4) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ke-
pentingan umum dan/atau peraturan perundang-undang-
an yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan
“bertentangan dengan kepentingan umum™ adalah “kebi-
jakan yang berakibat terganggunya kerukunan antarwarga
masyarakart, terganggunya pelayanan umum, dan tergang-
gunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang
bersifat diskriminatif;
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5) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya
paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling
lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima
puluh juta rupiah;

6) Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah
ditetapkan untuk melaksanakannya;

7) Peraturan Daerah diundangkan dalam lembaran daerah
dan peraturan Kepala Daerah dimuat dalam berita dae-
rah;

§) Peraturan Daerah menunjuk pejabat tertentu sebagai Pe-
jabat Penyidik Pelanggaraan Peraturan Daerah (PPNS
Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah).

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 10 UU No.32/2004,
secara materiil Peraturan Daerah dapat mengatur semua,urus-
an pemerintahan, kecuali urusan-urusan politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,
serta agama, karena: pertama, keenam urusan pemerintahan
ini adalah marteri muatan undang-undang, bukan materi muat-
an Peraturan Daerah,; kedua, keenam urusan pemerintahan
ini adalah wewenang Pemerintah Pusat, bukan wewenang
Pemerintah Daerah. Jadi, proses pembentukan Peraturan Dae-
rah harus dilakukan dengan cermat, mengacu asas-asas hu-
kum pembentukannya, dan memperhatikan kemanfaatan dan
ketepatan materi muatannya, sehingga perlu dipahami de-
ngan baik oleh semua anggota DPRD dan Kepala Daerah,
bahkan setiap kalangan masyarakat yang berkepentingan.

Selain asas-asas hukum umum yang telah dinyatakan
secara tegas dalam UU No. 10/2004, terdapat pula asas-asas
hukum umum lainnya yang menurut hasil kajian Badan Pem-
binaan Hukum Nasional (BPHN) terkandung dalam UUD
1945, yang juga seharusnya mendasari pembentukan Pera-
turan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bidang ekonomi
di Kabupaten/Korta, antara lain:
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d. Dalam Pembukaan

1.

B

% N o

9,
10.
13

Asas kebebasan yang berperikemanusiaan dan ber-
perikeadilan; ., _

Asas mengayomi bangsa dan tanah air;
Asas memajukan kesejahteraan umum;
Asas mencerdaskan kehidupan bangsa;
Asas ikut menertibkan dunia;

Asas negara Pancasila;

Asas kemanusiaan yang adil dan beradab;
Asas kebangsaan;

Asas Bhineka Tunggal Ika;

Asas musyawarah untuk mufakar;

Asas keadilan sosial.

¢. Dalam batang tubuh

Gk s

N o

i

10.
il b2
12.

13,

14.:

Asas negara kebangsaan;

Asas kedaulatan rakyar;

Asas negara demokrasi perwakilan;

Asas negara konstitusional

Asas sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentras;
dalam sistem pemerintahan:

Asas kekeluargaan;

Asas persamaan hak atas kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak;

Asas bahwa hukum mengendalikan struktur pereko-
nomian;

Asas kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan
pikiran;

Asas wajib memajukan budaya bangsa;

Asas demokrasi ekonomi;

Asas perlindungan kepentingan ekonomi yang me-
nguasai hajat hidup orang banyak;

Asas mengutamakan kemakmuran rakyat;

Asas perlindungan fakir miskin dan anak terlantar;
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f. Dalam Penjelasan

1,

(O8]

fn

Asas pengakuan hukum tertulis sebagai sumber
Hukum Nasional, di samping undang-undang dan
yurisprudensi tetap;

Asas pemeliharaan budi pekerti luhur;

Asas negara hukum;

Asas sistem hierarkhi peraturan perundang-undang-
an;

Asas pemerintahan konstitusional;

Asas kekuasaan tertinggi di tangan rakyat;

Selain asas-asas hukum umum sebagaimana diuraikan

di atas, masih terdapat beberapa asas hukum ekonomi yang

seharusnya dijadikan dasar filosofis pembentukan Peratu'ran.

Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bidang ekonomi di

kabupaten/kota, yakni:

a. Asas efisiensi keuangan;

b. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dan
kesinambungan dalam penggunaan pokok-pokok kemak-
muran rakyat; :

c. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan ling-
kungan dan berkelanjutan;

d. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

B. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di
Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

UUD NRI Tahun 1945 (pasca amandemen) meng-

gariskan paling tidak 7 (tujuh) prinsip yang menj?ldi dasar

kebijakan pembentukan produk hukum daerah, yaitu:

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pem-

bantuan (vide Pasal 18 ayat (2));
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Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (vide Pasal

18 ayat (5));

3. Prinsip kekhususan dan keragaman Indonesia (vide
Pasal 18A ayat (1));

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyara-
kat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (vide
Pasal 18B ayat (2));

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan dae-
rah yang bersifat khusus dan istimewa (vide Pasal 18B
ayat (1));

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu
pemilihan umum (vide Pasal 18 ayat (3);

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilsaanakan

secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)).

Selanjutnya, menurut Muhammad Syaifuddin, UU No.
32/2004 yang dibentuk pasca amandemen Pasal 18 UUD NRI
Tahun 1945 dapat menjadi titik pijak penataan produk hukum
daerah sebagai instrumen hukum penyelenggaraan desentrali-
sasi dan otonomi daerah, karena telah memuat perubahan
baik pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyeleng-
garaan pemerintahan daerah. Dalam rangka pelaksanaan
kewenangan mengurus kepentingan masyarakat, maka Kepala
Daerah dan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.?5?

Kemudian, Pasal 136 sampai dengan Pasal 149 UU No.
32/2004 yang diperkuat oleh Pasal 12 UU No. 10/2004 meng-
atur beberapa prinsip Peraturan Daerah, termasuk Peraturan

* Muhammad Syaifuddin. 2009. “LEGISLASI PARTISIPATORIK: Pengarturan
Hukum Hak Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Proses Legislasi Daerah”
Materi (Makalah), Disampaikan di Sekolah Demokrasi, dengan Modul “Legislasi
Daerah” dan Topik “Ruang Lingkup, Proses, dan Partisipasi Masyarakar dalam
Legislasi Daerah”, Diselenggarakan oleh Yayasan Puspa Indonesia dan Komu-
nitas Indonesia untuk Demokrasi, bertempat di Wisma Inayah, Palembang,
Sabtu, 6 Juni, hlm. 6.
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Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kora, sebagai produk

hukum daerah, sebagai berikut:

1. DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dibahas
dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan
bersama;

2. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah sete-
lah mendapat persetujuan bersama DPRD;

3. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelengga-
raan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;

4. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum/dan atau peraturan peraturan per-

undang-undangan yang lebih tinggi;

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya

paksaan penegakan hukum arau pidana kurungan pa-

ling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak-
nya 50 (lima puluh) juta rupiah;

6. Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah
ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah;

7. Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah
dan Peraturan Daerah dimuar dalam Berita Daerah;

8. Peraturan Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu
sebagai Pejabat Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah
(PPNS Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah).

L

Dalam Pasal 10 UU No. 32/2004 ditentukan bahwa
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
urusan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang poli-
tik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, agama. Jadi, seluruh urusan pemerintahan
dapat diatur dalam Peraturan Daerah sebagai produk legislasi
daerah, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, ke-
amanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama yang
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hanya dapat diatur dengan Undang-Undang sebagai produk
legislasi pusat. .

Peraturan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota
adalah satu dari beberapa ciri daerah yang mempunyai hak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).
Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni
otonom dan tugas pembantuan (medebewind). Karena itu,
Peraturan Daerah akan terdiri dari Peraturan Daerah di bi-
dang otonomi dan Peraturan Daerah di bidang tugas pemban-
tuan, sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah di
bidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber
dari atribusi, sedangkan Peraturan Daerah di bidang tugas
pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari
kewenangan delegasi.

Pengaturan hukum tentang mekanisme perancangan
Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bidang eko-
nomi dikabupaten/kota, yang diatur dalam UU No. 10/2004
masih sangat umum, sehingga UU ini memerintahkan penga-
turan hukum lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Namun,
sampai saat ini Peraturan Presiden tentang pembentukan Pera-
turan Daerah belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan
peraturan, maka pengaturan hukum lebih rinci tentang peran-
cangan Peraturan Daerah masih mengacu pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Ta-
hun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah (Kepmendagri dan Otoda No. 23/2001). Berdasarkan
Kepmendagri dan Otoda No. 23/2001 ini, di daerah dikenal
3 (tiga) macam produk hukum daerah, yakni Peraturan
Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Gubernur/
Buparti/Walikorta.

Pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, merupakan
kewenangan Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD.
Inisiatif pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari
Kepala Daerah maupun inisiatif dari DPRD.
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Berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif dalam Kep-
mendagri dan Otoda No. 23/2001, dapat dipahami bahwa
inisiatif pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, yang berasal
dari Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah atau
Bagian Hukum, dengan mekanisme, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh pimpinan

unit kerja berkaitan dengan materi muatan yang akan

diatur dan Rancangan Peraturan Daerah dapat dibentuk
tim antar unit kerja di mana ketua tim berasal dari
pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Konsep Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan

oleh unit kerja harus dilampiri dengan pokok-pokok

pikiran yang terdiri dari: maksud dan tujuan pengatur-
an, dasar hukum, materi yang akan diatur dan keter-
kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Konsep yang telah disusun oleh unit kerja disampaikan

kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum,

kemudian Sekretariat Daerah menugaskan kepada Biro

Hukum atau Bagian Hukum untuk melakukan harmoni-

sasi materi dan sinkronisasi pengaturan;

4. Biro Hukum atau Bagian Hukum akan mengundang
pimpinan unit kerja maupun unit kerja yang lain untuk
menyempurnakan konsep Peraturan Daerah yang diaju-
kan;

5. Bagian Hukum menyusun penyempurnaan (konsep fi-
nal) untuk diteruskan kepada Kepala Daerah, kemudian
Kepala Daerah mengadakan pemeriksaan dengan diban-
tu Sekretaris Daerah;

6. Konsep Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetu-
jui oleh Kepala Daerah berubah menjadi Rancangan
Peraturan Daerah;

7. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan Kepala Dae-
rah kepada Ketua DPRD disertai pengantar untuk
memperoleh persetujuan DPRD

(]

UJ
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Adapun mekanisme pembentukan'ral‘lcangan Peraturan
Daerah, termasuk Peraturan Daemi} di bidang el<01}om1 d;
kabupaten/kota, yang berasal dari pr:akarsa atau inisiati
DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Atas dasgr
itu, DPRD Kabupaten Banyuasin, misalnya, telah menerbit-
kan Keputusan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Ta?ta
Tertib DPRD Kabupaten Banyuasin, yang dalam Palsal 24
huruf a dan b ditegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas
dan wewenang membentuk Peraturan Da}erall yang dlbaclllas
dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersa}ma ban
mengawasi pelaksanaan Peraturan Dgerah. Kemudian, ber-
dasarkan Pasal 33 dijabarkan mekanisme pelaksanaan half
mengajukan (inisiatif) rancangan Peraturan Daerah, sebagai
berikut:

(1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRDl
yang berlainan fraksi dapat mengajukan suatu usu
prakarsa rancangan Peraturan Daerak; .

(2) usul prakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)1,
disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam benm_<
rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara
tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris

PRD; . '

(3) Bsul p;akarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampai-
kan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapar
pertimbangan dari Panitia 1\’11;5yawurah'; .

(4) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberikan k;sem-
patan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2); .

(5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan
dengan memberikan kesempatan kepada: _

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pan-

dangannya;

b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan

c. Para pengusul memberikan jawaban atas papdangan

para Anggota DPRD dan pendapat Bupati;
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(6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa
DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan
dan atau mencabut kembali;

(7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang
menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa
DPRD;

(8) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah
atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku
dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas
prakarsa Bupati.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005, telah diatur bahwa ran-
cangan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bi-
dang ekonomi di kabupaten/kota, dapat berasal dari DPRD
atau Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang
usulannya berasal dari Kepala Daerah disampaikan dengan
surat pengantar Kepala Daerah kepada DPRD. Sedangkan
rancangan Peraturan Daerah yang usulannva berasal dari
DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala
Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang usulannya ber-
asal dari DPRD ataupun Kepala Daerah disampaikan oleh
pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rancangan Peraturan Dae-
rah tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD.

Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang ber-
asal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, se-
dangkan penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah. Secara normatif, dalam penyusunan rancangan Pera-
turan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik
secara lisan maupun tertulis dalam rangka pembahasan sam-
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pai dengan pengesahan rancangan Peraturan Daerah menjadi

Peraturan Daerah.

Rancangan Peratiiran Daerah disampaikan oleh anggota,
komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang
khusus menangani bidang legislasi. Khusus Peraturan Daerah
tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Dae-
rah dan sekaligus mencakup keuangan DPRD untuk dibahas
bersama DPRD sebagai produk legislasi daerah, atan produk
hukum daerah.

Adapun tata cara pembahasan rancangan Peraturan
Daerah, baik atas usul DPRD maupun Kepala Daerah, dila-
kukan melalui empat tingkatan pembicaraan, sebagai berikut:
L. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan

oleh DPRD bersama Kepala Daerah;

2. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah y.ng dilaku-
kan oleh DPRD bersama Kepala Daerah dilaksanakan
melalui empat tingkatan pembicaraan, yaitu:

. Pembicaraan tingkat pertama, meliputi:

1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Pari-
purna tentang penyampaian rancangan Pera-
turan Daerah yang berasal dari usul prakarsa
Kepala Daerah;

2)  Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pim-

inan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan

Panitia Khusus terhadap rancangan Peraturan

Daerah dan/atau perubahan Peraturan Daerah

yang berasal dari usul prakarsa DPRD;

b. Pembicaraan tingkat kedua, meliputi:

1) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari usu! prakarsa Kepala Daerah:

a) Pemandangan umum dari fraksi-fraks] ter-
hadap rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari Kepala Daerah:

b) Jawaban Kepala Daerah terhadap peman-
dangan umum fraksi-fraksi;
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2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang

berasal dari usul prakarsa DPRD:
a) Pendapat Kepala Daerah terhadap rancang-
an Peraturan Daerah atas usul DPRD;
b) Jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat
Kepala Daerah;
¢. Pembicaraan tingkat ketiga, meliputi pembahasan
dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat
Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
d. Pembicaraan tingkat keempat, meliputi:

1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna
yang didahului dengan:

a) Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
b) Pendapat akhir fraksi;
¢) Pengambilan keputusan;

2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terha-
dap pengambilan keputusan;

3) Rapat fraksi diadakan sebelum dilakukan pem-
bicaraan tentang laporan hasil pembicaraan
tahap ketiga, pendapat akhir fraksi, dan peng-
ambilan kesimpulan;

4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah
dapar menentukan bahwa pembicaraan tahap
ketiga dilakukan dalam Rapat Gabungan atau
dalam Rapat Panitia Khusus.

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya
dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama
DPRD dan Kepala Daerah. Penarikan kembali rancangan
Peraturan Daerah oleh DPRD, sebelum dibahas bersama oleh
DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya. Sedang-
kan penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah oleh
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Kepala Daerah, sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan
Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah
disertai alasan-alasan penarikannya. Penarikan kembali ran-
cangan Peraturan Daerah, baik yang dilakukan oleh DPRD
maupun Kepala Daerah, dilakukan dalam rapat pembahasan
rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Kepala Dae-
rah dengan disertai persetujuan bersama. Selanjutnya, ran-
cangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat
diajukan lagi.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui ber-
sama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pim-
pinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menja-
di Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan Peraturan Dae-
rah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Dae-
rah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (rujuh)
hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui ber-
sama oleh DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan membubuhkan randa tangan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan
Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan
Kepala Daerah. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang
disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, tidak ditandata-
ngani oleh Bupati dalam jangka wakeu 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersa-
ma, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi
Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka Peraturan Dae-
rah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lem-
baran Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
Peraturan Daerah yang telah disahkan mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,
kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah tersebut.
Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah,
retribusi daerah, dan tata ruang daerah, sebelum diundangkan
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dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah
Pusat.

Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah Pu-
sat Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, dan apabila
Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Keputusan
pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
Peraturan Daerah tersebut oleh Pemerintah Pusat.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan
oleh Pemerintah Pusat dikirimkan ke daerah, maka Kepala
Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Dae-
rah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut
Peraturan Daerah itu. Apabila tidak dapat menerima kepu-
tusan pembatalan Peraturan Daerah tersebur dengan alasan
vang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,
maka Kepala Daerah dapat mengajukan keberaran kepada
Mahkamah Agung. Jika keberatan yang diajukan oleh Kepala
Daerah atas pembatalan Peraturan Daerah itu dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, maka putusan Mahkamah Agung
menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mem-
punyai kekuatan mengikat.

Apabila pemerintah pusat tidak mengeluarkan Pera-
turan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya'Pera-
turan Daerah itu, maka Peraturan Daerah dimaksud dinyata-
kan berlaku. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas
kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah mene-
tapkan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala
Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan
Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah,
sehingga masyarakat mengetahui adanya Peraturan Daerah
vang buru diberlakukan. Namun, dalam praktiknya, tidak
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pernah ada keseriusan dan kejelasan Pemerintah Daerah un-
tuk menyebarluaskan Peraturan Daerah (yang telah diundang-
kan dalam Lembaran Daerah) kepada masyarakat di daerah.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah
dan Berita Daerah ditentukan bahwa Pemerintah Daerah me-
nerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk meng-
undangkan dan mengumumkan Peraturan Daerah (vide Pasal
10). Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi yang diguna-
kan untuk mengundangkan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah, sedangkan Berita Daerah adalah penerbitan
‘resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumum-
kan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kepu-
,stusan Kepala Daerah Tertentu.

Adapun pengundangan Peraturan Daerah, termasuk
Peraturan Daerah di bidang ekonomi, ditetapkan sebagai
berikut:

a. Seri A: Untuk Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Seri B: Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

c. Seri C: Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah.

d. Seri D: Untuk Peraturan Daerah tentang Kel :mbagaan.

e. Seri E: Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi
Peraturan Daerah Selain Huruf a sampai de-
ngan d.
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Matriks 2

Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

.

TAHAPAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
ATAS USUL PRAKARSA
KEPALA DAERAH

RANCANGAN PERATURAN
DAERAH ATAS USUL
PRAKARSA DPRD

PERENCANAAN,
PERUMUSAN DAN
PENYEBARLUASAN

Kepala Daerah merencanakan
usul prakarsa rancangan
Peraturan Daerah, kemudian
merumuskan format dan
substansi rancangan
Peraturan Daerah, serta
menyebarluaskan ke
masyarakat agar rancangan
Peraturan Daerah
memperoleh masukan dari
masyarakat.

DRD merencanakan usul prakarsa
rancangan Peraturan Daerah,
kemudian merumuskan format
dan substansi rancangan Peraturan
Daerah, serta menyebarluaskan ke
masyarakal agar rancangan
Peraturan Daerah memperoleh
masukan dari masyarakat.

PEMBAHASAN DAN
PENGESAHAN

Tahap | Rapat Paripurna:
keterangan/penjelasan Kepala
Daerah tentang rancangan
Peraturan Daerah dari Kepala
Daerah.

Tahap 1 Rapat Paripurna:
keterangan/penjelasan
komisi/gab.komisi/pansus DPRD
tentang rancangan DPRD

Tahap 2 Rapat Paripurna:

1. Pemandangan umum para
anggota DPRD (melalui
fraksi) terhadap rancangan
Peraturan Daerah dari
Kepala Daerah.

. Jawaban Kepala Daerah
terhadap pemandangan
umum dari anggota
DPRD.

(]

Tahap 2 Rapat Paripurna:

1. Tanggapan Kepala Daerah
terhadap rancangan Peraturan
Daerah dari DPRD.

2. Jawaban komisi/gab.
komisi/pansus DPRD terhadap
tanggapan Kepala Daerah.

bersama Kepala Daerah.

Tahap 3 Rapat Komisi/ Gabungan Komisi/Pansus:

|. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam komisi/gab.
komisi/pansus bersama Kepala Daerah.

2. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah secara intern dalam
komisi/gab, komisi/pansus tanpa mengurangi pembahasan

Tahap 4 Rapat Paripurna:

Laporan hasil pembicaraan Tahap 3.
. Pendapat akhir fraksi-fraksi jika perlu dapat disertai catatan.

Sambutan Kepala Daerah.

PENGUNDANGAN DAN
PENYEBARLUASAN

13
2
3. Pengambilan keputusan.
4.
1

Peraturan Daerah harus diundangkan oleh Sekretaris Daerah
dalam Lembaran Daerah.

2. Pemerinta Daerah harus menyebarluaskan Peraturan Daerah

yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar
masyarakat mengetahuinya.
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Dalam pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Pera-
turan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penamaan/judul

b. Pembukaan

c. Barang Tubuh

d. ' Penutup

e. Lampiran/penjelasan (bila diperlukan)

Berikut penjelasan dan unsur-unsur pokok suatu Pera-
turan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bidang ekonomi
di kabupaten/kota:

a.  Penamaan (intitle)
Uraian singkat tentang isi produk hukum daerah diurai-
kan singkat tentang isi produk hukum daerah, yang dida-
hului dengan menyebutkan jenis, nomor dan tahun pem-
bentukannya, serta nama produk hukum daerah ditulis-
kan secara singkat.

b. Pembukaan (anheef)
Terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar
hukum pembentukannya dan judul produk hukum daerah.

c. Batang Tubuh
Memuat rumusan-rumusan yang merupakan materi
muatan produk hukum daerah tersebut. Batang Tubuh
suatu Peraturan Daerah umumnya meliputi: Ketentuan
Umum, Ketentuan Materi yang diatur, Ketentuan Pidana,
Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

d. Penutup Lampiran/Penjelasan
Bagian dari Peraturan Daerah yang terdiri atas perintah
pengundang pengesahan, pengundangan, penandatangan-
an dan pejabat yang berwenang dan penyebutan Lem-
baran Daerah produk hukum daerah yang bersangkutan.

e. Lampiran/Penjelasan
Berisikan lampiran tertentu yang diperlukan vang ber-
kairan dengan kaidah hukum dalam batang tubuh, Penje-
lasan Umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
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Selanjutnya, perlu pula dikemukakan format Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor No. 15 Tahun 2006, sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA......
NOMOR...... TAHUN.........
TENTANG
(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA.............
Menimbang : a. bahwa................

bi. Babiwaw wevsuiasss
c. Dan seterusnya....
Mengingat  : 1. ...

30 i
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KQTA ...
(Nama Kabupaten/Kota)
Dan
Bupati/Wali Kota (Nama Kabupaten/Korta)
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG (Judul
Peraturan Daerah)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
Paragraf [
Pasal
BAB
Pasal
BAB
KETENTUAN PERALIHAN

di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

BAB 4 Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis I




e e i S e O

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota)

Peraturan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota
dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah kabupaten/kota. Lembaga daerah
DPRD dan Kepala Daerah adalah body politics. Rancangan
Peraturan Daerah adalah hasil desain DPRD dan Kepala Dae-
rah, serta mensyaratkan persetujuan bersama antara kedua
lembaga "politik itu. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah
tidak dipahami sebagai produk hukum, tidak didesain dan
dibuat oleh institusi keadilan, incasu tidak dirancang oleh
badan-badan peradilan, s+

Peletakan politik hukum (rechtspolitiek) di bidang
peraturan perundang-undangan justru pada ketika Peraturan
Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bidang ekonomi di
kabupaten/kota, didesain dan dibahas oleh DPRD dan Kepala
Daerah. Pada hakikatnya, konsep politik hukum itulah yang
dibahas bersama, yang melandasi norma-norma Rancangan
Peraturan Daerah kelak. Selain itu, konsep politik hukum
dimaksud dinyatakan dalam rumusan norma-norma Peraturan
Daerah yang sedang dirancang (Rancangan Peraturan Dae-
rah). ‘

Pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan
Daerah di bidang ekonomi dj kabupaten/kota, meriang ber-

* Bandingkan dengan Laica Marzuki, 2007. “Membangun Undang-Undang yang
Ideal”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 2, Juni, hlm, 2.
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ada di ranah politik hukum bahkan dinamika politik meru-
pakan bestandeel dari setiap proses pembentukan Peraturan
Daerah tersebut. Tidak dapat dipungkiri, setiap perdebatan
legislasi di parlemen daerah, tidak lain dari wujud pergumularf
kepentingan-kepentingan politik antarpartai, termasuk partai
atau koalisi yang berkuasa. Kesemuanya berupaya mengako-
modasi kepentingan-kepentingannya dalam Rancangan Pera-
turan Daerah.

Menurut A.S. Natabaya, Peraturan Daerah adalah pro-
duk politik berbaju yuridis. Dikatakan produk politis, karena
dibentuk oleh lembaga politik, yaitu DPRD dan Kepala Dae-
rah. Anggota DPRD dan Kepala Daerah tersebut dipilih lang-
sung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) dan pemi-
lihan kepala daerah (Pilkada). Kata “politik” diartikan sebaga}
langkah dan strategi politik anggota DPRD dalam menyikapi
dan menyiasati pembentukan suatu rancangan Peraturan Dae-
rah. Langkah ini perlu ditingkatkan kualitasnya dengan me-
ningkatkan kualitas anggota DPRD itu sendiri. Peningkatan
tersebut dapat berupa pendidikan standar minimal S1, pen-
didikan keahlian/keterampilan, maupun penambahan penge-
tahuan dan wawasan dengan mengadakan studi banding ke
beberapa negara. Mengenai keahlian/keterampilan teknis pe-
nyusunan rancangan Peraturan Daerah tidak merupakan ke-
\\;ajiban, karena dapat memanfaatkan para legislative draf.ter.'
yang diperbantukan kepada mereka. Namun, dalam h‘al ini
justru keahlian/keterampilan para legislative drafter ttulab
yang harus ditingkatkan profesionalitasnya melalui berbaga?
pendidikan maupun kursus-kursus keterampilan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, A.S. Natabaya menjelaskan bahwa DPRD
sebagai lembaga politik tentunya tidak lepas dari kepentingan

* A.S. Natabaya. 2007. “Peningkatan Kualitas Peraturan Pr:rundn.ng-lmdnng:m
(Suatu Pendekatan Iuput dan Owutput)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No.
2-Juni, hlm. 13.
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politik para anggotanya (partai politik). Menjadi semacam
kewajaran di mana saja di seluruh dunia para anggota DPRD
menyuarakan aspirasi politik partainya, sedangkan aspirasi
masyarakat (konstituennya) menjadi nomor dua. Partai politik
yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut yang berkualitas
tentunya akan menynarakan para konstituennya dalam pem-
bahasan suatu rancangan Peraturan Daerah, sehingga aspirasi
konstituennya tentunya akan selaras dan serasi dengan suara
anggota DPRD dalam menentukan pendapatnya dalam pem-
bahasan suatu rancangan Peraturan Daerah.>5

Tidak jarang dalam pembahasan suatu rancangan Pera-
turan Daerah terjadi kompromi politik yang kadang berkua-
litas kadang tidak. Dikatakan berkualitas kalau kompromi
politik itu adalah sesuai dengan kehendak mayoritas masyara-
kat arau sesuai dengan kepentingan umum. Tidak berkualitas
kalau kompromi politik itu hanyalah untuk kepentingan go-
longan bahkan perorangan. Oleh karena itu, dalam hal ini
menjadi suatu keniscayaan bahwa anggota DPRD tersebut
adalah seorang negarawan karena mewakili rakyat untuk
mengatur kepentingan rakyat banyak dalam suatu Peraturan
Daerah. Demikian pula seorang Kepala Daerah adalah juga
negarawan karena diberi kepercayaan oleh rakyar untuk me-
mimpin pemerintahan daerah dan salah satu tugasnya mem-
buat Peraturan Daerah yang mengatur kepentingan umum.>”

Kepentingan kelompok-kelompok politik (interest
groups) yang diakomodasi masuk dalam pembentukan Pera-
turan Daerah, sah-sah saja, sepanjang sesuai dengan aspirasi
dan kepentingan masyarakat banyak selaku pemegang kedau-
latan, dan karena itu niscaya sesuai pula dengan undang-
undang dan konstitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
memuat ketentuan konstitusional bahwa “Kedaulatan berada

6 Ibid.
57 Ibid., hlm. 13-14.
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di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Sesungguhnya pembentukan Peraruran Daerah nis-
caya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat ba-
nyak. Produk Peraturan Daerah tidaklah boleh merugikan
kepentingan bangsa dan masyarakat banyak. Para pembentuk
Peraturan Daerah harus berpegang pada undang-undang dan
konstitusi. Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
di atas menyatukan pengertian kedaulatan rakyat dengan kon-
stitusionalisme.

Tatkala rakyat dipahami selaku pemegang kedaulatan
tertinggi dalam negara, maka pelaksanaan kedaulatannya ha-
rus berlandaskan UUD NRI Tahun 1945. Ini berarti bahwa
Republik Indonesia menganut konstitusionalisme. Pelaksa-
naan kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945. Kedaulatan rakyat banyak tidak sama
dengan the ruling of the mob. Konstitusionalisme dibangun
guna membatasi kekuasaan dalam negara. Jadi, tidak berle-
bihan manakala para pembentuk Peraturan Daerah menganut
prinsip “loyalitas saya kepada partai berakhir, ketika loyalitas
saya kep: da rakyat mulai”.

C. Sistematika dan Teknik Perancangan Peraturan
Daerah di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah di bidang ekonomi adalah produk
hukum ekonomi daerah, yaitu suatu jenis peraturan per-
undang-undangan tingkat daerah yang mengatur tentang ke-
giatan negara (pemerintah) dan warga negara (masyarakat)
dibidang ekonomi, yang dibentuk oleh pemerintahan daerah,
yaitu Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD
sebagai lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang
membuat peraturan hukum atau peraturan perundang-un-
dangan tingkat daerah.

Y
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Ruang lingkup kegiatan di bidang ekonomi yang diatur
dalam produk hukum ckonomi daerah, tentunya dapat menga-
cu kepada ruang lingkup hukum ekonomi sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya. 25 Selanjutnya, penting dipahami bah-
wa Peraturan Daerah dj bidang ekonomi berbeda dengan

Peraturan Daerah (di bidang) lainnya, hanya pada mater; .

Muatannya, yaitu kegiatan dj bidang ekonomi. Sedangkan
sistematika dan teknik perancangan Peraturan Daerah dj
bidang ekonomi sama dengan Peraturan Daerah (di bidang)
lainnya.

Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bi-
dang ekonomi dj kabupaten/kota, adalah bagian integral dari
peraturan perundang-undangan. Dalam teori dan prakrik, se-
ring terjadi perdebaran tentang apa yang dimaksud dengan
“perancangan peraturan perundang—undangan. Sebagian
orang mengartikan perancangan peraturan perundang-un-
dangan secara sempit. Menurut pendapat ini, perancangan
peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan “mery-
muskan bahan-bahan hukum ke dalam bentuk yang bersifat
normatif. Jadi, menurut pandangan inj, perancangan peraturan
perundang-undangan hanya berkaitan dengan aspek
kebahasaan, seperti pilihan kata (diksi), istilah, frasa, dan
penyusunan kalimat, serta hal-hal lainnya yang terkajt dengan
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan
menguasai teknik ini mereka beranggapan sudah cukup untuk
dapat merancang peraturan perundang-undangan dengan
baik.2s?

Pandangan tentang perancangan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dj uraikan di atas, sebenarnya tidak
seluruhnya salah, tetapi kurang lengkap. Menurut Reeds

e, Dl O

¥ Ruang lingkup kegiatan dj bidang ekonomi yang diatur dalam produk hukum
ekonomi daerah relah dijelaskan pada Bab 3, Subbab C. 1. dalam buku ini.
WAS, Natabaya, Op. Cit., him. 11,
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Dickerson perancangan peraturan pe.runc?ang—undgxfan. (ttr:-
masuk Peraturan Daerah, Pen-) m.ellpun berba.gald eglal:rI \
antara lain, yaitu: tahap conception (konsepsi) an E{a] ‘12
composition (komposisi).?*® Berdasarkan pendapat 1111]1::11; pacn
dipahami bahwa pandangan yang menganggip pler?an‘ fng
peraturan perundang-undangan sebagai eg:}a irmysﬁlja
menyangkut perumusan, hanya merupakag se aﬁém ;n
dalam proses perancangan peraturan perun angiu ;mf;n:
Jauh sebelum menuliskan penanya ke dalam‘bentu}: rlm et
rumusan hukum, para perancang terlebih da 111 ub'1 o
melakukan beberapa kegiatan. Bahkan n;(eng ha 1;15 <2
sebagian besar waktu yang diperlu‘kan untu'k ompos :ln ;
Menurut A.S. Natabaya, keglatan-lceglgtan pu:ar.ancfk g
an peraturan perundangan-undangan s_eb.agglinzna d;im;m:;ﬁ
di atas, juga telah dilakukan selama ini di Indone :jm -
sebelum dan selama perancangan peraturan pt.?r::’ll] E)ag-
undangan di instansi Pemerintah Pusat c.lan Pemerlﬁl‘;n il
rah. Kegiatan praperancangan, antara lain, q§ngan ; E;,yu_
kan studi kelayakan, penelimansd;;n pelngkaﬁjgizzna ;)e[ama
sunan naskah akademiknya. Sedang kan 1 4
ancangan (khususnya UU/Raperda dilakukan d-a am sua
gif]qigzaaitarfiep/antarinstansi sampai dengan dgt;)t}tigligra
bersama oleh Presiden/Kepala Daerah fian DPR/ : .ada
Lebih lanjut, A.S. Natabaya menjelaskan ba W(? p :
tahap penyusunan rancangan peraturan perundang{—ﬁlc!{'la agzlg(zn
(khususnya RUU/ Raplt:rda) aél;ar bahinl—'lbilllzzg g;rllf yzmgpwdah
ari penelitian, pengkajian dan naskah z
jikatigorikan berkualitas d.apat disusun dalam ber:;ul; Eﬂgﬁ
Raperda yang juga berkualitas, maka penggagapal y;hn‘ i
melibatkan para pembentuk peraturan perundang-undang:

i i ., Boston,
* Reeds Dickerson. 1965. Legislatif Drafting, Little Brown and Co., Bos

Toronto, p. 7.
! Perhatikan, Ibid., hlm. 46.
2 A.S. Natabaya. Loc. Cit.
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yang berkualitas pula. Dalam hal ini secara yuridis-konsti-
tusional diwakili oleh anggota Dewan (legislator) dan pejabat
dari pemerintah (Presiden dan Menteri beserta Stafnya, khu-
susnya perancang peraturan perundang-undangan atau leg-
islative drafter di lingkungan Pemerintah Pusat dan Kepala
Daerah beserta Stafnya, khususnya para legislative drafter
daerah). Di lingkungan Dewan, para legislator juga dapat me-
manfaatkan Staf Ahli (termasuk para legislative drafter) yang
disediakan oleh Kesekretariatan Dewan untuk membantu
menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang
menjadi inisiatifnya,2¢?

Setelah dijelaskan cakupan pengertian perancangan per-
undangan-undangan, termasuk Peraturan Daerah, maka
selanjutnya perlu diuraikan sistematika dan teknik peran-
cangan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah di bi-
dang ekonomi di kabupaten/kota sebagai produk hukum eko-
nomi daerah, sebagai berikut:

1. Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:

Peraturan Daerah memiliki kerangka yang sama dengan
peraturan perundang-undangan yang lainnya. Adapun kerangka
Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Judul
b. Pembukaan
b.1. Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
b.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
b.3. Konsiderans;
b.4. Dasar Hukum; dan
b.5. Diktum

I Ibid.

DEMOKRATISASI PRODUK HUKUM EKONOMI DAERAH
Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

d.

Batang Tubuh

c.l. Ketentuan umum

c.2. Materi pokok yang diatur

¢.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
c.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
c.3. Ketentuan Penutup

Penutup

Penjelasan (jika diperlukan)

Lampiran (jika diperlukan)

. Judul

Judul ’eraturan Daerah memuat keterangan mengenai
jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan
nama Peraturan Daerah.
Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan Daerah.
Judul ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang
diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda Tanya.
Contoh:
PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
....(nama daerah)
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... (nama daerah)

Pada judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan
frase “perubahan atas” di depan nama Peraturan Daerah
yang diubah.
Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

....(nama daerah)
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
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10 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN
DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... (nama daerah)

Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu)
kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan
keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan
tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebe-
lumnya.
Contoh:
PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
-...(nama daerah)
NOMOR ...... TAHUN icianie-
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ...TAHUN.......
TENTANG LS, il 0

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama
singkat, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan
nama singkat Peraturan Daerah yang diubah.
Contoh:
PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
....(nama daerah)
NOMOR ...... TAHUN .........
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN.......
TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PERIKANAN
Pada judul Peraturan Daerah pencabutan disisipkan kata
pencabutan di depan nama Peraturan Daerah yang di-
cabut.
Contoh: ; ’
PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

....(nama daerah)
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NOMOR ...... TAHUN' ;...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR
...TAHUN.......

N G R s e

3. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:

d.

Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah, sebeium

nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantum-

kan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA-

HA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf capital

vang diletakkan di tengah marjin.

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah;

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya

dengan huruf capital yang diletakkan di tengah marjin

dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Konsiderans;

¢.1 Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

c.2 Konsiderans memuat uraian singkat mengenai
pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang
dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.

¢.3 Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan
Daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosio-
logis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

¢.4 Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa
Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat ada-
lah kurang tepat, karena tidak mencerminkan tentang
latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Dae-
rah tersebut.

c¢.5 Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok
pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam
rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pe-
ngertian.
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c.6 Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad,
dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali
dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca
titik koma.

Contoh
Menimbang: a. bahwa ...
b. bahwa...... :
c. dan seterusnya...... :

c.7 Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertim-
bangan, rumusan butir pertimbangan terakhir ber-
bunyi sebagai berikut:

Contoh:
Menimbang: a. bahwa ....;

b. bahwa......;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu mem-
bentuk Peraturan Daerah tentang

ey

d. Dasar Hukum

d.1 Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

d.2 Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuat-
an Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-
undangan yang memerintahkan pembuatan Peratur-
an Daerah tersebut.

d.3 Peraturan Perundang-undangan yang digunakan
sebagal dasar hukum hanya Peraturan Perundang-
undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

d.4 Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut
dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan
dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang
sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak
dicantumkan sebagai dasar hukum.

d.5 Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dija-
dikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencan-
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tuman perlu memperhatikan tata ururan Peraturan
P§1'undang-undangan dan jika tingkatannya sama
disusun secara kronologis berdasarkan saat pengun-
dngan atau penetapannya. '

d.6 [ asar hukum yang diambil dari pasal (pasal-pasal)
dalamv Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan
pasal atau beberapa pasal yang berkaitan. Frase
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir
dan kedua huruf u ditulis dengan huruf capital.
Contoh:

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-
;ngf;ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

d.7 Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu
mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan
nama -judul Peraturan Perundang-undangan.
Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis
dengan huruf capital.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Pera-
turan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesja dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia vang diletak-
kan di antara tanda baca kurung,

Contoh:

Mengingat : 1. ......... g

2003 tentang Mahkamah Konsti-
tusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 4316);
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d.8 Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-
undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluar-
kan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan
tanggal 31 Desember 1949, ditulis lebih duly terje-
mahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian ju-
dul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun
dan nomor Staadsblad yang dicetak miring di antara
tanda baca kurung,

Contoh:
Mengingatr : 1. Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (Wetboek van Koophan-
del, Staatblad 1874)
2, ;

d.9 Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam Nomor
d.8 berlaku juga untuk pencabutan peraturan daerah
yang berasal dari jaman Hindia Belanda atau yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sam-
pai dengan tanggal 27 Desember 1949

d.10 Jika dasar hukum memuat lebjh dari satu Peraturan

Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali de-
ngan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Meneingat = 1y i :
2 i :
3

e. Diktum
e.l Diktum terdiri atas:
e.1.1 kata Memutuskan;-
e.1.2 kara Menetapkan;
e.1.3 Nama Peraturan Daerah
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e.2

e.3

e.4

e.S

Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf
capital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di te-
ngah marjin, '
Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan
dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH....
(nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALI-
KOTA...(nama daerah), yang ditulis seluruhnya de-
ngan huruf capital dan diletakkan di tengah marjin.
Contoh Peraturan Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH...
(nama daerah)
Dan
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...(nama daerah)
MEMUTUSKAN i
Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Me-
mutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata
Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Mene-
tapkan ditulis dengan huruf capital dan diakhiri
dengan tanda-tanda baca titik dua.
Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Dae-
rah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan
dengan pencantuman Peraturan Daerah serta ditulis
seluruhnya dengan huruf capital dan diakhiri dengan
tanda baca ritik.
Contoh:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...(nama daerah)
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4. Batang Tubuh
Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat:

a.l

a.2

a.3

a.4

a.6

Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua sub-
stansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pa-
sal (pasal-pasal).

Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dike-
lompokkan ke dalam:

(1) Ketentuan Umum;

(2) Materi Pokok yang Diatur;

(3) Ketentuan Pidana (Jika diperlukan);

(4) Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan);

(5) Ketentuan Penutup.

Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin
dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya.
Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk
ke dalam bab yang ada, atau dapat pula dimuat dalam
bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan mate-
ri yang diatur;

Substansi yang berupa sanksi administratif atau
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan nor-
ma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan;

Jika norma yang memberikan sanksi administrarif
atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sank-
si administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebur.
Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata,
dan sanksi administratif dalam satu bab.

Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, penca-
butan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian
sementara, denda administratif, atau daya paksa poli-
sional. Saksi keperdataan dapat berupa, antara lain,
ganti kerugian.
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a.7 Pengelompokan materi Peraturan Daerah da
sun secara sistematis dalam bab, bagian, dan para-
b

graph. ‘

a.8 Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang

lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal
(pasal-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
bab, bagian, dan paragraph.

a.9 Pengelompokan materi dalam bab, bagian, dan para-

graph dilakukan atas dasar kesamaan materi.

a.10 Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:

a. Bab dengan pasal (pasal-pasal) tanpa bagian
dan paragraph.

b.  Bab dengan bagian dan pasal (pasal-pasal) tanpa
paragraph, atau

c. Bab dengan bagian dan paragraph yang berisi

pasal (pasal-pasal)

a.11 Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan

judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf capi-
tal.

Contoh:
BAB 1
KETENTUAN UMUM

a.12 Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat

yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

a.13 Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap

kata pada judul bagian, ditulis dengan huruf capital,

kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak
pada awal frase.

Contoh:
Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,
Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

a.14 Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan

diberi judul.
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a.15

a.16

a.1l7

a.18
a.19

a.20
a.21

a.22

a.23

Huruf awal dari kata paragraph dan setiap kata pada
judul paragraph ditulis dengan huruf capital, kecuali
huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal
frase.
Contoh:

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan
Daerah, yang memuat satu norma, dan dirumuskan
dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas,
dan lugas.
Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan
dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada
ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal
memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang men-
jadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak
dapat dipisahkan.
Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
Huruf awal karta pasal yang digunakan sebagai acuan
ditulis dengan huruf capital.
Contoh:

Pasal 34
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar
ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33.
Pasal dapar dirinci ke dalam beberapa ayat.
Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara
tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang
dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan
ditulis dengan huruf kecil.
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Contoh:

Pasal 8

(1) Bupati memfasilitasi dan memodifikasi tumbuh
kembangnya kelembagaan pengelolaan Sumber
Daya Perikanan.

(2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang
ditunjuk.

(3) Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan
koordinasi dengan lembaga terkait atau organi-
sasi masyarakat nelayan.

a.24 Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka

a.25

di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat de-
ngan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggu-
naan rumusan dalam bentuk tabulasi.
Contoh:

Pasal 17
Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indo-
nesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau
telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.
Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami iika
dirumuskan sebagai berikut:
Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 17
Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indo-
nesia yang:
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah

kawin; dan

b. Telah terdaftar pada daftar pemilih.
Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan
bentuk tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
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a.26

a.28

a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu
rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;

b. Setiap rincian diawali dengan huruf (abjad)
kecil dan diberi tanda baca titik;

c. Setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf
kecil;

d. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik
koma;

e. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur
yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan
masuk ke dalam;

f. Di belakang rincian yang masih mempunyai
rincian lebih lanjur diberi tanda baca titik dua;

g. Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil)
ditulis dengan abjad kecil, yang diikuti dengan
tanda baca ttik; angka Arab diikuti dengan
tanda baca titik, abjad kecil dengan tanda baca
kuurng tutup; angka Arab dengan tanda baca
kurung tutup;

h. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi
empat tingkat.

Jika rincian melebihi empar tingkat, perlu dipertim-
bangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke
dalam pasal atau ayat lain.Jika unsur atau rincian
dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumu-
latif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di bela-
kang rincian ke dua dari rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rin-

cian alternatif, ditambahkan kata atau yang diletakkan

di belakang rincian kedua dari rincian terakhir,

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai

rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata

dan/atau yang diletakkan di belakang rincian ke dua
dari rincian terakhir.
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a.29 Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada

akhir setiap unsur atau rincian.
Contoh:

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf
" b, dan seterusnya.

Contoh:
Pasal 9
1) R— J
(2) ....... ;
- DA, ;
) R ; (dan, atau, dan/atau)
[ & R —

b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut,

rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2,
dan seterusnya.

Contoh:
Pasal 12
(1) ....... -
2) . ;
- ;
b ssswim ; (dan, atau, dan/atau)
Ci e
i AR 3
2. ; (dan, atau, dan/atau)
Bi ommaenns

c. Jika suvatu rincian lebih lanjut, memerlukan

rincian yang mendetail, rincian itu dirandai
dengan huruf a), b), dan seterusnya.
Contoh:

Pasal 20
(1) oo, ,
2) o ;
T ;
Be  scsind ; (dan, atau, dan/atau)
B cowsmuns
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| DEe— ; (dan, atau, dan/atau)
30
‘ a) s 3

i b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
; c)

d. Jika suatu rincian lebih lanjur memerlukan
rincian yang mendetail, rincian itu ditandai
dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

: Contoh:
Pasal 22
M- soinsss ;
(2) ....... -
- R ;
B s ; (dan, atau, dan/atau)
ELL e
le  oumavm H
DAVl ; (dan, atau, dan/atau)
B e
A) e :
b) .....; (dan, atau, dan/arau)
E) e
1 e
2. ....; (dan, atau, dan/arau)
Bi el

4.1. Ketentuan Umum

4.1.1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab ke saru.
Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pe-
ngelompokan bab, ketentuan umum diletakkan
dalam pasal (pasal-pasal) awal.

4.1.2, Kete]ntuan umum dapat memuat lebih dari satu
pasal.

b
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4.1.3. Ketentuan umum berisi:

a. Batasan pengertian atau definisi;

b. Singkatan atau akronim yang digunakan da-
lam peraturan;

c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku
bagi pasal (pasal-pasal) berikutnya, antara lain
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud,
dan tujuan.

4.1.4. Frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan
daerah berbunyi Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksudkan dengan;

4.1.5. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan
Daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya.

4.1.6. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian
atau definisi singkatan atau akronim lebih dari
satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor
urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf
capital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

4.1.7. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan
umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan
berulang-ulang di dalam pasal (pasal-pasal) selan-
jutnya.

4.1.8. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu
kali, namun kata atau istilah itu diperlukan penger-
tiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraph
tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi
definisi.

4.1.9. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu
dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu
peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan
pengertian atau definisi di dalam peraturan pelak-
sanaan harus sama dengan rumusan batasan pe-
ngertian atau definisi yang terdapat di dalam pera-
turan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
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4.1.10.

4.1.11.

Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan,
atau akronim berfungsi, untuk menjelaskan makna
suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian
atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu
diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan
pengertian ganda.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam keten-
tuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup
umum ditempatkan lebih dahulu dari yang
berlingkup khusus;

b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di da-
lam materi pokok yang diatur, ditempatkan
dalam urutan yang lebih dahulu; dan

c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan
pengertian di atasnya diletakkan berdekaran
secara berurutan.

4.2. Materi Pokok yang Diatur

4.2.1.

4.2.2.

s |

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung
setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada,
pengelompokan bab, materi pokok yang diatur di-
letakkan setelah pasal (pasal-pasal) ketentuan
umum.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang

lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadi-

kan dasar pembagian.

Contoh:

a. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan
yang dilindungi, seperti pembagian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1) Kejahatan terhadap keamanan negara;
(2) Kejahatan terhadap martabat Presiden;
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(3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan
wakilnya;

(4) Kejahatan terhadap kewajiban dan hak
kenegaraan;

(3) Kejahatan terhadap ketertiban umum dan
seterusnya.

b. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis,
seperti pembagian dalam hukum acara pi-
dana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tingkat pertama, tingkat banding,
tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

¢.  Pembagian berdasarkan ururan jenjang jabat-
an, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung,
dan Jaksa Agung Muda.

4.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

4.3.1.

4.3.2.

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyata-
kan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap
ketentuan yang berisi norma larangan atau perin-
tah.

Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diper-
hatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang
terdapat dalam Buku Ke satu Kirab Undang-Un-
dang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Bu-
ku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat
dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan
lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan

lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).

. Dalam menentukan lamanya pidana atau ba-

nyaknya denda, perlu dipertimbangkan mengenai
dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana
dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
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4.3.4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersen-

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7;

4.3.8.

diri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya
sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum
bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan pera-
lihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ke-
tentuan penutup.
Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan
pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana di-
tempatkan dalam pasal yang terletak langsung
sebelum pasal (pasal-pasal) yang berisi ketentuan
peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi keten-
tuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebe-
lum pasal penutup.

Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-

Undang dan Peraturan Daerah.

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan

secara tegas norma larangan atau perintah yang

dilanggar dan menyebutkan pasal (pasal-pasal)
yang memuat norma tersebut. Dengan demikian,
perlu dihindari:

a. Pengacuan kepada ketentuan pidana Pera-
turan Perundang-undangan lain. Lihat juga
Nomor 4.3.14;

b. Pengacuan kepada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur
dari norma yang diacu tidak sama; atau

. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda

atau tidak terdapat di norma-norma yang

diatur dalam pasal (pasal-pasal) sebelumnya,
kecuali untuk Undang-Undang Tindak Pidana

Khusus.

Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun,

subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan

frase setiap orang.

|
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4.3.9.

Contoh:
Pasal 81
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang sama pada keselu-
ruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain
atau badan hukum lain untuk barang atau jasa seje-
nis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana de-
ngan pidana penjara paling lama ...................
dan denda paling banyak Rp.......c.c00v.et,00
AR R T | rupiah).
Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek
tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, mi-
salnya orang asing, pegawai negeri, saksi.
Contoh:
Pasal 95
Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di
muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama....dan denda paling banyak
Rpajeseloro 010 s rupiah).
Sehubungan adanya pembedaan antara tindak
pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
rumusan ketentuan pidana harus menyatakan se-
cara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan
pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran
atau kejahatan.
Contoh:
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal
..... dipidana dengan pidana kurungan paling
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4.3.11.

lama.... atau denda paling banyak

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelanggaran.
Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan se-
cara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat
kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.
Contoh:
—  Sifat Kumulatif:
Setiap orang yang dengan sengaja menyiar-
kan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi,
dan/atau bersifat perjudian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana de-

ngan pidana penjara paling lama .......... dan
denda paling banyak Rp......... 00 (e,
rupiah).

—  Sifat alternarif:
Setiap orang yang dengan sengaja menyeleng-
garakan penyiaran tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama .............
atau denda paling banyak Rp ........... ,00
rupiah)

- Sifat kumulatif alternatif:
Dipidana dengan pidana penjara paling sing-
kat 1 (satu) tahun dan paling lama ...........
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
....... ,00 (........rupiah) dan paling banvak
Rp. cooeeien 00 (eeeeenens rupiah) pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang mene-
rima hadiah atau janji padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan
yang berhubungan dengan jabatannya, atau
menurut pikiran orang yang memberikan
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hadiah atau janji tersebur ada hubungan de-
ngan jabatannya.

4.3.12. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang

4.3.15.

tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-

unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau
alternatif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal
1‘14, dipidana dengan pidana kurungan paling
A Ky

- Jika suatu Peraturan Daerah yang memuat keten-

tuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan
pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya
asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa
ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal

[ Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidana-
nya.

- Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang meru-

pakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang eko-
nomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam pera-
turan daerah yang bersangkutan, tetapi cukup
mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur
mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Un-
dang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilah Tindak Pi-
dana Ekonomi. .

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang per
orangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tin-
dak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuh-
kan kepada: &
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a. Badan Hukum, perseroan, perkumpulan,
atau yayasan.

b. Mereka yang memberi perintah melakukan
tindak pidana atau yang bertindak sebagai
pimpinan dalam melakukan tindak pidana,
atau

c. Kedua-duanya.

4.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian ter-
hadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat
Peraturan Daerah baru mulai berlaku, agar Pera-
turan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan
tidak menimbulkan permasalahan hukum.
Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan
peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan
pidana dan bab Ketentuan Penutup. Jika dalam
Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan
bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan di-
tempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan
penutup.

Pada saat Peraturan Daerah dinyatakan mulai ber-
laku, segala hubungan hukum yang ada atau tin-
dakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat
maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu
dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada k :tentuan
Peraturan Daerah baru.

Di dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat di-
muat pengaturan yang memuat penyimpangan
sementara atau penundaan sementara bagi tin-
dakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi
ketentuan yang diberlakusurutkan.
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4.4.6,

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9

.

4.4.10.

Jika suatu Peraturan Daerah diberlakukan surut,
Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuart ke-
tentuan mengenai status dari tindakan hukum yang
terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam
tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut
dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat
Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3
(tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Per-
aturan Daerah ini.

Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum
pidana, penentuan daya laku surut hendaknya
tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang me-
nyangkut pidana atau pemidanaan.

Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diada-
kan bagi Peraturan Daerah yang memuat ketentuan
yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Daerah
dinyatakan ditunda sementara, bagi tindakan
hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan
Peraturan Daerah tersebut harus memuat secara
tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan
hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu
artau syarat-syarat berakhirnya penundaan semen-
tara tersebut.

Contoh:

Izin usaha rotan setengah jadi yang telah dikeluar-
kan berdasarkan Peraturan Daerah ....Tahun.....
masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan
Daerah ini.

Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang
isinya memuat perubahan terselubung atas keten-
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tuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendak-
nya dilakukan dengan membuat batasan pengertian
baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah
atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah
perubahan.
Contoh:
Pasal 35
(1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya
yang setingkat dengan desa yang sudah ada
pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah
ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1

huruf a.

4.5. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ditempatckan dalam bab ter-
akhir. Jika ridak diadakan pengelompokan bab,
ketentuan penutup ditempatkandalam pasal (pasal-
pasal) terakhir.

. Pada umumnya ketentuan penutup memuat keten-

tuan mengenai:

a. Penunjukan organ atau alar perlengkapan
yang melaksanakan Peraturan Daerah;

b. Nama singkart;

c. Status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan

d. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pe-
laksanaan yang bersifat:

a. Menjalankan (eksekutif), misalnya penun-
jukan pejabat tertentu yang diberi kewenang-
an untuk memberikan izin, mengangkat pega-
wal, dan lain-lain;

b. Mengatur (legislatif), misalnya memberikan
kewenangan untuk membuat peraturan pe-
laksanaan.
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4.5.4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat

dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul

kutipan) dengan memperhatil:an hal-hal sebagai

berikut:

a. Nomor dan tahun pengeluaran peraturan
yang bersangkutan tidak dicantumkan.

b. Nama singkat bukan berupa singkatan atau
akronim, kecuali jika singkatan atau akronim
itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbul-
kan salah pengertian.

. Nama singkat tidak memuart pengertian yang

menyimpang dari isi dan nama peraturan.
Contoh nama singkat yang kurang tepat
(Peraturan Daerah tentang Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan)

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Dae-
rah tentang Karantina Hewan.

. Hindari memberikan nama singkat bagi nama

Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
Contoh nama singkat yang kurang tepat:
(Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima)
Peraturan Daerah ini dapar disebut Peraturan Dae-
rah tentang Kaki Lima.

". Hindari penggunaan sinonim sebagai nama sing-

kat.

Contoh nama singkat yang kurang tepat:
(Peraturan Daerah tentang Kendaraan di atas air)
Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan Pera-
turan Daerah tentang Perahu.

. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menye-

babkan perlunya penggantian seluruh atau seba-
gian materi dalam Peraturan Daerah lama, di da-
lam Peraturan Daerah baru harus secara tegas di-
atur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian
Peraturan Daerah lama.
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4.5.9. Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada

saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali

untuk pencabutan yang dilakukan dengan Pera-
turan Daerah pencabutan tersendiri.

4.5.10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan

Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum,

tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Dae-
rah mana yang dicabut.

4.5.11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah di-

undangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh untuk nomor 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ...... ten-
tang..... (Lembaran Daerah Tahun ....... Nomor
...... ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4.5.12. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih

dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penu-

lisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

(1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 ten-
tang Pedagang Kaki Lima.

(2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 ten-
tang Minuman Beralkohol.

(3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 ten-
tang Perjudian.

(4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 ten-
tang Pelacuran.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

+ 4.5.13. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai de-

ngan keterangan mengenai status hu'tum dari
peraturan lebih rendah, atau keputusan ' ang telah

dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang
dicabut.
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4.5.14.

4.5.15.

4.5.16.

Contoh:

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
semua Peraturan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 1976 tentang Retribusi (Lembaran Daerah
Tahun.....Nomor.....) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah
diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan
frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Nomor...... Tahun........ ten-
tangiols (Lembaran Daerah Tahun..... Nomor...)
ditarik kembali dan dnyatakan tidak berlaku.
Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai
berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan
diundangkan. .
Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai ber-
lakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan
pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyata-
kan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang
bersangkutan dengan:

a. Menentukan tanggal tertentu saat peraturan
akan berlaku;

Contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal 1 April 2000.

b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlgku—
nya léepada Peraturan Daerah lain yang ting-
katannya sama, jika yang diberlakukan itu
Peraturan Daerah lain yang lebih rendah.
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4.5.17.

4.5.18.

4.5.19.

|

Contoh:
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini
akan ditetapkan dengan Peratuarn yang lebih
rendah.

c. Dengan menentukan lewatnya tenggang wak-
tu tertentu sejak saat Pengundangan atau pe-
netapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan
penafsiran, gunakan frase setelah.... (teng-
gang wakru) sejak....

Contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1
(satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Hindari frase.... mulai berlaku efekrtif pada tang-

gal....atau yang sejenisnya, karena frase ini menim-

bulkan ketakpastian mengenai saat resmi berlaku-
nya suatu Peraturan Daerah: saat Pengundangan
atau saat berlaku efektif.

Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Dae-

rah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan

Daerah dan seluruh wilayah Daerah (Provinsi/

Kabupaten/Kota).

Contoh: 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Pera-

turan Daerah hendaknya dinyatakan secara tegas

dengan:

a. Menetapkan bagian-bagian mana dalam
Peraturan Daerah itu yang berbeda saat mulai
berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ....
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b.  Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda
bagi wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) ter-
tentu.

Contoh: ’
Pasal 40
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wi-
F:5°7:1  — dan s pada tanggal

. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan

Daerah ridak dapat ditentukan lebih awal daripada
saat pengundangannya.

. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan

Peraturan Daerah lebih awal daripada saat peng-
undangannya (artinya, berlaku surut), perlu diper-
hatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan berlaku yang berkaitan dengan
masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, mau-
pun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurut-
kan;

b. Rincian mengenai pengaruh ketentuan ber-
laku surut itu terhadap tindakan hukum, hu-
bungan hukum, dan akibat hukum tertentu
yang sudah ada, perlu dimuat dalam keten-
tuan peralihan;

c.  Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Dae-
rah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu
dari saat rancangan Peraturan Daerah terse-
but mulai diketahui oleh masyarakat, misal-
nya saat rancangan Peraturan Daerah itu di-
sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

4.5.22. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah pelaksanaan-,

nya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada

%
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saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang menda-
sarinya.

4.5.23. Peraturan Daerah hanya dapar dicabut dengan

Peraturan Daerah yang tingkatannya sama atau
lebih tinggi.

4.5.24. Pencabutan Peraturan Daerah dengan Peraturan

Daerah yang tingkatannya lebih tinggi itu dilaku-
kan, jika Peraturan Daerah yang lebih tinggi itu
dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh
atau sebagian materi Peraturan Daerah lebih ren-
dah yang dicabut itu.

Penutup

Penutup memuat penegasan mengenai
5.1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah

dan memuat:

a. Rumusan perintah pengundangan dan penem-
patan Peraturan Daerah dalam Lembaran Dae-
rah;

b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan
Peraturan Daerah;

¢.  Pengundangan Peraturan Daerah; dan

d.  Akhir bagian penutup.

5.2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan

Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah yang ber-
bunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah.

5.3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Pera-

turan Daerah memuat:
a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
b.  Nama jabatan;
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c. Tanda tangan pejabat; dan
d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani,
tanpa gelar dan pangkat.

- Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau pene-

tapan diletakkan di sebelzh kanan.

- Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf

capital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca
koma.

Contoh untuk penetapan :

Ditetapkan di ............

Pada tanggal .....c.00ue.

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)

Tanda tangan

NAMA

. Pengundangan Peraturan Daerah memuat :

a. Tempat dan tanggal Pengundangan;
Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
c. Tanda tangan; dan
d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani,
tanpa gelar dan pangkat.

. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah

diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan
penetapan).

- Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf

capital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca
koma.

Contoh:

Diundangkan di .... pada tanggal ......

Sekretaris Daerah (yang tugas dan tanggung jawab-
nya di bidang Peraturan Daerah)

Tanda tangan

NAMA

.Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Gubernur/Bupati/Walikota tidak menandatangani
rancangan peraturan daerah yang telah disetujui
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bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Gubernur/Bupati/Walikota, maka dicantumkan
kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang
mengundangkan yang berbunyi: Peraturan Daerah
ini dinyatakan sah.

Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran
Daerah, beserta tahun dan nomor dari Lembaran
Daerah tersebut.

L. Penulisan frase Lembaran Daerah ditulis seluruhnya

dengan huruf capital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
....(nama daerah) TAHUN ....... NOMOR..........

6. Penjelasan

Penjelasan memuat uraian yang bersifat menjelaskan,
yaitu:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan, jika
diperlukan.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pem-
bentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam
batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya
memuat uraian atau jabatan lebih lanjut dari norma
yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian,
penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma
dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelas-
kan.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar
hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma
di dalam bagian penjelasan.

Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya
memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan
Peraturan Daerah.
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6.5.

6.6.

7.

6.8.

6.9.

6.10.

Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang ber-
sangkutan.
Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Dae-
rah yang bersangkutan.
Contoh:
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA...(nama daerah)
NOMOR.... TAHUN....
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan
umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal
demi pasal diawali dengan angka Romawi dan
ditulis seluruhnya dengan huruf capital.
Contoh:
. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL
Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis
mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan
tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah
tercantum secara singkat dalam butir konsiderans,
serta asas-asas, tujuan, atan pokok-pokok yang
terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi
nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih mem-
berikan kejelasan.
Contoh:
. UMUM
(1) Dasar Pemikiran
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) Pembagian Wilayah

(3) Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

(4) Daerah Ortonom

(5) Wilayah Administratif
(6) Pengawasan

6.11. Jika dalam penjelasan umum dimuar pengacuan ke
Peraturan Daerah lain atau dokumen lain, penga-
cuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai
sumbernya.

6.12. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus
diperhatikan agar rumusannya:

a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang
diatur dalam batang tubuh:;

b. Tidak memperluas atau menambah norma yang
ada dalam batang tubuh;

c. Tidak melakukan pengulangan atas materj
pokok yang diatur dalam batang tubuh;

d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau
pengertian yang telah dimuat di dalam keten-
tuan umum.

6.13. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian
atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu
diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian
atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa
sehingga dapar dimengerti tanpa memerlukan pen-
jelasan lebih lanjut,

6.14.Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan
penjelasan, ditulis frase Cukup jelas yang diakhiri
dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase
penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan
walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang
tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:
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Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s.d. Pasal 9)
Cukup jelas,
Seharusnya
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

6.15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau
butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang
bersangkutan cukup diberi penjelasan. Cukup jelas,
tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

6.16. a. Jika suaru pasal terdiri dari beberapa ayat atau

butir dan salah satu ayat atau burir tersebut
memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir
perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan
penjelasan yang sesuai.

Contoh:
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberi
kepastian hukum kepada hakim dan
para pengguna hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
b. Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal
atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan
tanda baca petik (“....”) pada istilah kata/frase
tersebut.

BAB 4 Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis ,

di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota




Contoh:

Pasal 25

Ayar (1)
Yang dimaksud dengan “persi-
dangan yang berikut” adalah ma-
sa persidangan Dewan Perwa-
kilan Rakyat yang hanya di an-
tara satu masa reses.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

7. Lampiran (Jika diperlukan)

Lampiran, jika diperlukan, dapat memuat hal-hal, seba-

gai berikut:

7.1. Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran,
hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh
dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dae-
rah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus
dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang
mengesahkan/menetapkan Peraturan Daerah yang
bersangkutan.

8. Hal-Hal Khusus

Hal-hal khusus yang dapat dimuat, yaitu:
8.1. Pendelegasian Kewenangan
8.1.1. Peraturan Daerah yang lebih tinggi dapat men-
delegasikan kewenangan mengatur lebih
lanjut kepada Peraturan Daerah yang lebih
rendah.
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Pendelegasian kewenangan mengatur, harus
menyebut dengan tegas:
a.  Ruang lingkup materi yang diatur; dan
b. Jenis Peraturan Daerah.
Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah
diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan
Daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu
harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah
yang didelegasikan dan tidak boleh didelega-
sikan lebih lanjut ke Peraturan Daerah yang
lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat
Ketentuan lebih lanjut mengenai... diatur de-
ngan...
Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan
didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) guna-
kan kalimat Ketentuan lebih lanjut menge-
g | SHLS diatur dengan atau berdasarkan...
Contoh huruf a:

Pasal ....
(1) ...
(2) Ketentuan lebih lanjur mengenai ...diatur

dengan Peraturan Daerah....

Contoh huruf b :

Pasal ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai....diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Dae-

Jika materi yang didelegasikan sama sekali
belum diatur pokok-pokoknya di dalam Pera-
turan Daerah yang mendelegasikan dan mate-
ri itu harus diatur di dalam Peraturan Daerah
yang diberi delegasi dan tidak boleh didelega-
sikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih ren-
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dah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan
mengenadi....diatur dengan...:

8.1.6. Jika peraturan materi tersebur dibolehkan di-
delegasikan lebih lanjut (subdelegasi) diguna-
kan kalimat Ketentuan mengenai...diatur de-
ngan atau berdasarkan ....

Contoh huruf a:

Pasal ....
(1)
(2) Ketentuan mengenai.....diatur dengan
Peraturan....
Contoh huruf b:
Pasal ;...

(1)
(2) Ketentuan mengenai....diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan....

8.1.7. Untuk mempermudah dalam penentuan judul
dari peraturan pelaksana yang akan dibuat
rumusan pendelegasian perlu mencantumkan
secara singkat tetapi lengkap mengenai apa

yang akan diatur lebih lanjut.
Contoh:

Pasal 10
()55,
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
permohonan pendaftaran desain industri

diatur dengan Peraturan...(Gubernur/
Bupati/Walikota).

8.1.8. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat pendele-
gasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir
dari pasal yang bersangkutan.

8.1.9. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendele-
gasian kewenangan dapat dipertimbangkan
untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena
materi pendelegasian ini pada dasarnya ber-

DEMOKRATISASI PRODUK HUKUM EKONOMI DAERAH
Pembentukan Peraluran Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kola

84710,

8.1.11.

8.1.12,

8.1.13,

8.1.14.

beda dengan apa yang diatur dalam rangkaian
ayat-ayat sebelumnya.

Dalam pendelegasian kewepangan mengatur
sedapat mungkin dihindari adanya delegasi
blangko.

Contoh:

Basal....
Hal-hal yang belum cukup diatur d_alam Pera-
turan Daerah ini, diatur lebih lan]L}t dengan
Peraturan....(Gubernur/Bupati/Walikota). .
Pendelegasian kewenangan mengatur dari
Peraturan Daerah kepada Kepalfa Daera.h
dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis
inistrative.

?(cel;vr:fenangan yang didélegas'ikan kepada §uztltL1
alat penyelenggara negara tidak dapat didele-
gasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara
negara lain, kecuali jika oleh Peraturan ge-
rah yang mendelegasikan kew_enangan tersebut
dibuka kemungkinan untuk itu. .
Peraturan ....(Gubernur/Bupati/Walikota) pe-
laksanaannya hendaknya tidak men_gulang1
ketentuan norma yang telah diatur .dl dalam
Peraturan Daerah yang mendelegf@mkan, ke-
cuali jika hal tersebut memang tidak dapat
dihindari.

Di dalam peraturan pelaksana sedapat mung-
kin dihindari pengutipan kembali rumusan
norma atau ketentuan yang terdapat dalam
Peraturan Daerah lebih tinggi yang'mende—
legasikan. Pengutipan kembali dapat dllﬁkukal-l
sepanjang rumusan norma atau ketentuan tet-
sebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop)
untuk merumuskan norma atau ketentuan

h Demokratis r 7
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lebih lanjut di dalam pasal (pasal-pasal) atau
ayat (ayat-ayat) selanjutnya.

8.2. Penyidikan

8.2.1.

8.2.2.

§.2.3.

8.2.4.

Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuart di
dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
Ketentuan penyidikan memuat pemberian
kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri
Sipil instansi tertentu untuk menyidik pelang-
garan terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
Dalam merumuskan ketentuan yang menun-
juk pejabat tertentu sebagai penyidik hendak-
nya diusahakan agar tidak mengurangi kewe-
nangan penyidik umum untuk melakukan
penyidikan.

Contoh:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di ling-
kungan ...(nama instansi)...dapat diberikan
kewenangan untuk melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum
ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan
Daerah tidak diadakan pengelompokan, di-
tempatkan pada pasal (pasai-pasal) sebelum
ketentuan pidana.

8.3. Pencabutan

8.3.1.

83,2

Jika ada Peraturan Daerah lama vang tidak
diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan
Daerah baru, Peraturan Daerah yang baru ha-
rus secara tegas mencabut Peraturan Daerah
yang tidak diperlukan itu.

Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat
dicabut melalui Peraturan Daerah yang seting-
kat.

DEMOKRATISASI PRODUK HUKUM EKONOMI DAERAH
Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

8.3.4.

835

8.3.6.

co
I
~]

. Peraturan Daerah yang lebih rendah tidak

boleh mencabut Peraturan Daerah yang lebih
tinggi.

Pencabutan melalui Peraturan Perundang-un-
dangan yang tingkatannya lebih tinggi dilaku-
kan jika Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk me-
nampung kembali seluruh atau sebagian dari
materi Peraturan Daerah yang lebih rendah
yang dicabur itu.

. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali

suatu materi yang sudah diatur dan sudah
diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah
itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam
ketentuan penutup dari Peraturan Daerah
yang baru, dengan menggunakan rumusan
dicabut dan dinyatakan ridak berlaku.
Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah di-
undangkan atau diumumbkan, tetapi belum
mulai berlaku, dapat dilakukan dengan pera-
turan tersendiri dengan menggunakan ru-
musan ditarik kembali dan dinyatakan tidak
berlaku.

. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan

dengan peraturan pencabutan tersendiri, per-

aturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua)

pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu
sebagai berikut:

a.  Pasal 1 memnat ketentuan yang menyata-
kan tidak berlakunya Peraturan Daerah
yang sudah diundangkan tetapi belum
mulai berlaku.

b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat
mulai berlakunya Peraturan Daerah pen-

",
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8.3.8.

8.3.9.

cabutan yang bersangkutan.

Contoh

i Pasal 1
Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ......
tentang (Lembaran Daerah Tahun ..... No-

mor.....) dicabut dan dinyatakan tidak ber-
laku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Pencabutan Peraturan Daerah yang menimbul-
kan perubahan dalam Peraturan Dacrah lain
yang terkait, tidak mengubah Peraturan Dae-
rah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentu-
kan lain secara tegas.
Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah
dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, mes-
kipun Peraturan Daerah yang mencabut di
kemudian hari dicabut pula.

8.4. Perubahan Peraturan Daerah
8.4.1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan de-

ngan:
a. Menyisipkan atau menambah materi ke
dalam Peraturan Daerah; arau

b. Menghapus atau mengganti sebagian ma-
teri Peraturan Daerah.

8.4.2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan

terhadap:

a. Seluruh atau sebagian bab, bagian, para-
graph, pasal, dan/atau ayat; atan

b. Kata, istilah, kalimat, angka, dan/atan
tanda baca.

8.4.3. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempu-

nyai nama singkat, Peraturan Daerah peru-
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bahan dapat menggunakan nama singkat Pera-
turan Daerah yang diubah.

8.4.4. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah

perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditg—

lis dengan angka Romawi yaitu sebagai beri-

kut:

a. Pasal 1 memuat judul Peraturan Daerah
yang diubah, dengan menyebutkan Lem-
baran Daerah yang diletakkan di antara
tanda baca kurung serta memuat materi
atau norma yang diubah. Jika materi peru-
bahan lebih dari satu, setiap, materi peru-
bahan dirinci dengan menggunakan angka
Arab (1, 2, 3 dan seterusnya).

Contoh:
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dae-
rah Nomor ... Tahun..... tentang..... (Lem-
baran Daerah Tahun....Nomor...) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut .....
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut...
3. Dan seterusnya.

b. Jika Peraturan Daerah telah diubah leb.ih
dari satu kali, pasal 1 memuat, selain
mengikuti ketentuan pada Nomor 8.4.2
huruf a, juga tahun dan nomor dari Pera-
turan Daerah perubahan yang ada serta
Lembaran Daerah yang diletakkan di an-
tara tanda baca kurung dan dirinci dengan
huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, ¢ dan
seterusnya).
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Contoh :
Pasal 1
Peraturan Daerah Nomor.... Tahun...
tentang.... (Lembaran Daerah Tahun....
Nomor....) yang telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Daerah:
a. Nomor....Tahun.( Lembaran Daerah
Tahun..Nomor..)
b. Nomor....Tahun..(Lembaran Daerah
Tahun...Nomor...)
c. Nomor...Tahun...(Lembaran Daerah
Tahun..Nomor..)

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat
mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal
I juga dapat memuat ketentuan peralihan
dari Peraturan Daerah, perubahan, yang
maksudnya berbeda dengan ketentuan
peralihan dari Peraturan Daerah yang di-
ubah.

8.4.5. Jika dalam Peraturan Daerah ditambahkan

atau disisipkan bab, bagian, paragraph, atau

pasal baru, maka bab, bagian, paragraph, atau

pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat
yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

15. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan
1 (satu) bab, yakni BAB IX A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BABIX A
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Bagian Pertama
Indikasi Geografi
Pasal 79 A

1 ...
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(2} ...
(3) e
Pasal 79 B
(1) ...
Q) ... y
3) ... ¢
Contoh penyisipan pasal
9. Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disisip-
kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128 A se-
hingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 128 A
Dalam hal terbukti adanya pelanggaran pa-
ten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil

pelanggaran paten terseburt dirampas untuk
negara untuk dimusnahkan.

8.4.6. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari

beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan

ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab

sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan
ditambah dengan huruf kecil a, b, ¢, yang
diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18
disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a)
dan ayat (1b), schingga Pasal 18 berbunyi
sebagai berikut

Pasal 19
(1) ....

(l1a) ....
1 T—

(2) ....

8.4.7. Jika dalam suatu Peraturan Daerah dilakukan

penghapusan atas suatu bab, bagian, para-
glraph, pasal, atau ayat, maka urutan bab, ba-
glan paragraph, pasal, atau ayat tersebut tetap
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8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

dicantumkan dengan diberj keterangan
dihapus,
C011tol_1:
9. Pasal 16 dihapus
10. Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal
18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) .....
(2) Dihapus
(3) .....
Suatu perubahan Peraturan Daerah mengaki-
batkan:

a. Sistematika Peraturan Daerah berubah;
b.  Materi Peraturan Daerah berubah lebih
dari 50% (lima puluh persen), atau

¢. Esensinya berubah

Peraturan Daerah yang diubah tersebur lebih

baik dicabut dan disusun kembal; dalam Pera-

turan Daerah yang baru mengenai masalah

tersebut,

Jika suatu Peraturan Daerah telah sering me-

ngalami perubahan sehingga menyulitkan

pengguna Peraturan Daerah, sebaiknya Pera-

turan Daerah tersebut disusun kembalj dalam

naskah sesuai dengan perubahan-perubahan

yang telah dilakukan, dengan mengadakan

penyesuaian pada:

L. Urutan bab, bagian, paragraph, pasal,
ayat, angka, atau butir;

2 Penyebutan—penyebutan; dan

3. Ejaan, jika Peraturan Daerah yang diubah
masih tertulis dalam ejaan lama.

Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud

pada Nomor 8.4.8 butir a dilaksanakan oleh
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Kepala Daerah dengan mengeluarkax? suatu
penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
Contoh:

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA..(nama daerah)
NOMOR....TAHUN....

TENTANG
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH
PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN...
TENTANG
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ....(nama
daerah)

Menimbang : Bahwa untuk mempermudah pema-
haman materi yang diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun
... tentang ..... sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir de-
ngan Peraturan Daerah Nomor ...
Tahun .... tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor... Tahun
.... tentang .... perlu menyusun kem-
bali naskah Peraturan Daerah ter-
sebut dengan memperhatikan segala

perubahan yang telah diadakan;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Naskah Peraturan Daerah Nomor...
Tahun .... tentang.. yang telah bebe-
rapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor .... Tahun
... tentang ... dan dengan mengada-
kan penyesuaian mengenai urutan
bab, bagian, paragraph, pasal, ayat,
angka dan butir serta penyebutan-
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penyebutannya dan ejaan-ejaannya, 1 9.1.2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan *
berbunyi sebagai tercantum dalam ‘ Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas

R b e . : ;
Lampiran l.eratur.m?....(Gubumu, singkat, dan mudah Sneniens
Bupati/Waliktoa) ini.

3

) » Contoh:
KE DUA 2 Pemturan...(Gubertmr/Bupatlf_Wal1- Pasal 5
komf)' ml(‘ic.ﬂgﬂl‘l]le‘l"lplf’ilhﬂ)ﬂ d'lt(.lﬂ- : (1) Untuk dapat mengajukan permohonan
patkan dalam Lembaran Daerah. : ? : .
KETIGA : Peraturan...(Gubernur/Bupati/Wali- ' kfﬁpada Pemerintah Daerah sebagaimana
kota) ini mulai berlaku pada tanggal dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan
ditetapkan. ] Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
Rumusan yang lebih baik: -

9. Ragam Bahasa Peraturan Daerah (1) Pcrmghorglan berisi lebih dari seorang
Peraturan Daerah juga dapat mengandung ragam baha- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
sa: (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai
9.1. Bahasa Peraturan Daerah berikut:

9.1.1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tun- 9.1.3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang
duk kepada kaidah rata Bahasa Indonesia, baik artinya kurang menentu atau konteksnya
yang menyangkut pembentukan kata, penyu- dalam kalimat kurang jelas.
sunan kalimat, teknik penulisan, maupun pe- Conteh:
ngejaannya, namun demikian bahasa Pera- Istilah minuman keras mempunyai makna
turan Dacrah mempunyai corak tersendiri yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah

- yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pe- minuman beralkohol.

ngertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, : 9.1.4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan

dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan Daerah, gunakan kaidah tata bahasa Indone-

hukum. sia yang baku.

Conrtoh: Contoh kalimat yang tidak baku:

Pasal 34 o (1) Rumabh itu pintunya putih.

(1) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, (2) Pintu rumah itu w;arnanva putih.
hormat-menghormati, setia, dan memberi (3) Izin usaha perusahaan ‘yang melanggar
bantuan lahir batin yang satu kepada yang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
lain. Pasal 6 dapat dicaburt.

Rumusan yang lebih baik: o Contoh kalimat yang baku:

(1) Suami isteri wajib saling mencintai, (1) Rumah itu mempunyai pintu (yang ber-
menghormati, setia, dan memberi bantuan ——
lahir batin.
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9.1.6.

2.1.7.

9.1.8,

(2) Pintu rumah ity (berwéma) putih.
Warna pintu rumah iru putih
(3) Peruszihaan yang melanggar kewajiban se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
dicabut izin usahanya,
Untuk memberikan perluasan pengertian kata
atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa
membuar definisi baru, gunakan kara meli-
puti.
Contoh:
Pejabar negara melipuri direksi badan usaha
milik negara dan direksi badan usaha milik
daerah.
Untuk mempersempit pengertian kata/istilah-
istilah yang sudah dikerahui umum tanpa
membuar definisi baru, gunakan karta tidak
melipuri.
Contoh
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.
Hindari pemberian arti kepada kata atau frase
yang maknanya terlalu menyimpang dari mak-
na yang biasa digunakan dalam penggunaan
bahasa sehari-hari,
Contoh:
Pertanian meliput pula perkebunan, peter-
nakan, dan perikanan.
Rumusan yang baik:
Pertanian meliputi perkebunan.
Di dalam Peraturan Daerah yang sama hindari
penggunaan:
a.  Beberapa istilah yang berbeda unruk me-
nyatakan saru.
Contoh:
[stilah, gaji, upah, atan pendapatan dapat
menyatakan pengertian penghasilan. Jika
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untuk menyatakan penghasilan dalam sua-
tu pasal telah digunakan kata gaji, maka
dalam pasal-pasal selanjutnya jangan
menggunakan kata upah atau pendapatan
untuk menyatakan pengertian pengha-
silan.

b. Satu istilah untuk beberapa pengertian
yang berbeda.
Contoh:
[stilah penangkapan tidak digunakan
untuk meliputi pengertian penahanan atau
pengamanan, karena pengertian pena-
hanan tidak sama dengan pengertian
pengamanan.

9.1.9. Jika membuar pengacuan ke pasal atau ayat

lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan
frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengu-
rangi, atau tanpa menyimpang dari.

9.1.10. Jika kata atau frase tertentu digunakan ber-

9 14

ulang-ulang, maka untuk menyederhanakan

rumusan dalam peraturan daerah, kata arau

frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang
memuat arti kata, istilah, pengertian, atau
digunakan singkatan atau akronim.

Contoh:

a. Menteri adalah Menteri Keuangan.

b. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyeleng-
gara Negara yang selanjutnya disebut
Komisi Pemeriksa adalah...

¢. Tentara Nasional Republik Indonesia
yang selanjutnya disingkat TNI adalah ....

d. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya di-
singkat Askes.

Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang

perlu mencantumkan kembali definisi atau

BAB 4 Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis
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9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

batasan pengertian yang terdapat dalam Pera-

turan Daerah yang dilaksanakan, rumusan de-

finisi atau batasan pengertian tersebut hen-

daknya tidak berbeda dengan rumusan defi-

nisi atau batasan pengertian yang terdapar da-

lam Peraturan Daerah yang lebih tinggi ter-

sebut.

Untuk menghindari perubahan nama suatu

dinas atau bagian, penyebutan pejabatnya

sebaiknya menggunakan penyebutan yang

didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di

bidang yang bersangkutan.

Contoh:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas

dan tanggung jawabnya di bidang misalnya,

bidang ketenagakerjaan.

Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang

banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya

dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digu-

nakan, jika kata atau frase tersebut:

a. Mempunyai konotasi yang cocok;

b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan
padanannya dalam Bahasa [ndonesia;

¢. Mempunyai corak internasional;

d. Lebih mempermudah tercapainya kesepa-
katan; atau

e. Lebih mudah dipahami daripada terje-
mahannya dalam Bahasa Indonesia.
Contoh:
(1) Devaluasi (penurunan niiai nang)
(2) Devisa (alat pembayaran luar negeri)

Penggunaan kata atau frase bahasa asing hen-

daknya hanya digunakan di dalam penjelasan

peratuarn Daerah. Kata atau frase bahasa
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asing itu didahului oleh padanannya dalam Ba-

hasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan

di antara tanda baca kurung.

Contoh:

(1) Penghinaan terhadap peradilan (contempt
of court)

(2) Penggabungan (merger)

9.2.Pilihan Kata Atau Istilah
9.2.1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan

9.2.3.

minimum dalam menentukan ancaman pidana
atau batasan waktu yang digunakan kata pal-
ing.

Contoh:

...dipidana dengan pidana dengan pidana
kurungan paling lama....atau denda paling
banyak Rp...... ,00 (...... rupiah).

. Untuk menyatakan maksimum dan minimum

bagi satuan:

a.  Waktu, gunakan frase paling singkat atau
paling lama;

b. Jumlah uang, gunakan frase paling sedikit
atau paling banyak;

¢. Jumlah nonuang, gunakan frase paling
rendah dan paling tinggi.

Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gu-

nakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan

di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah

seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap orang wajib membe-

rikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

. Kata kecuali ditempatkan langsung di bela-

kang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya
kata yang bersangkutan.

BAB 4 Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis 2
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Contoh:
Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah
muslim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali
koki magang.
Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan
kata selain.
Contoh:
Selain wajib memenuhi syarat yang telah diten-
tukan dalam Pasal 7, pemohon wajib mem-
bayar biaya pendaftaran sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 14.
Untuk menyatakan makna pengandaian atau
kemungkinan digunakan kata jika, apabila,
atau frase dalam hal.
a. Kara jika digunakan untuk menyatakan
~ suatu hubungan kausal (pola karena-
maka).
Conroh:
Jika suatu perusahaan melanggar kewa-
jiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, izin perusahaan tersebut dapart dicabut.

b. Kata apabila digunakan untuk menyata-

kan hubungan kausal yang mengandung
wakru.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi berhenti dalam masa jabatannya
karena alasan sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan
digantikan oleh anggota pengganti sampai
habis masa jabatannya.

¢.  Frase dalam hal digunakan untuk menya-

takan suatu kemungkinan, keadaan atau
kondisi yang mungkin terjadi atau mung-
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8.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2 11

g.2.12.

kin tidak terjadi (pola kemungkinan ma-
ka).
Contoh:
Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang
dipimpin oleh Wakil Ketua.
Frase pada saat digunakan untuk menyatakan
suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa
depan.
Contoh:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan
Daerah...dinyatakan tidak berlaku.
Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan
kata dan;
Contoh:
A dan B dapat menjadi...
Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan
kata atau.
Contoh:
A atau B wajib memberikan...
Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus
alternatif, gunakan frase dan/atau.
Contoh:
A dan/atau B dapat memperoleh....
Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan
kata berhak.
Contoh:
Setiap orang berhak mengemukakan penda-
pat di muka umum.
Untuk menyatakan pemberian kewenangan
kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata
berwenang.
Contoh:
Bupati berwenang menolak atau mengabulkan
permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.
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. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari sua-

9.2.14.
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9.2.16.

tu kewenangan yang diberikan kepada seorang
atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh:

Bupati dapat menolak atau mengabulkan per-
mohonan Jjin Mendirikan Bangunan.

Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban
yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Ji-
ka kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang
bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum me-
nurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib
memiliki izin mendirikan bangunan.

Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi
atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus.
Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang
bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang
seharusnya akan didapat seandainya ia meme-
nuhi kondisi atau persyaratan tersebut.
Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangun-
an, seseorang harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan
kata dilarang.

9.3. Teknik Pengacuan
9.3.1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu

to

kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal
atau ayat lain. Namun untuk menghindari
pengulangan rumusan dapat digunakan teknik
pengacuan.

. Teknik pengacuan dilakukan dengan menun-

juk pasal atau ayat adri Peraturan Daerah yang
bersangkutan atau Peraturan Daerah yang lain
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9.3.4.
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dengan menggunakan frase sebagaimana di-

maksud dalam Pasal...arau sebagaimana di-,

maksud pada ayat '

Contoh:

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)..

b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku pula...

Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau

ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan

pasal demi pasal atau ayatr demi ayat yang

diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase

sampai dengan.

Contoh:

a. ...sebagaimana dimaksud dalam Pasal §
sampai dengan Pasal 12.

b. ...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) sampai dengan ayat (4).
Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau
ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam
salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau
ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan
kata kecuali.

Contoh:

a.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku
juga bagi calon Pegawai Negeri Sipil, ke-
cuali Pasal 7 ayat (1).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayart (5) berlaku
juga bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali
ayat (4) huruf a.

Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat

yang diacu merupakan salah satu ayar dalam

pasal yang bersangkytan.
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Contoh: 9.3.10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan

S€cara tegas nomor dari pasal atau ayat yang
diacu dan dihindarkan penggunaan frase pasal
yang terdahulu atay pasal tersebut di atas.

9.3.11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya ber-
bagai ketentuan Peraturan Daerah vang tidak
disebutkan secara rinci, menggunakan frase
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

9.3.12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) pera-

Pasal 8
Gl
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
Pasal ini berlaky untuk 60 (enam puluh)
hari.

9.3.6. Jika ada dua atay lebih pengacuan, ururan dari
pengacuan dimulaj dar ayar dalam pasal yang
bersangkuran (Jika ada), kemudian diikuri
dengan pasal aray dyat yang angkanya lebjh

kecil. turan pelaksanaan dari suaty Peraturan Dae-
Contoh: rah masih diberlakukan atay dinyatakan ber-

‘ Pasal 15 laku selama belum diadakan penggantian de-
() ngan Peraturan Daerah yang baru, gunakan
@) ..... frase berlaky sepanjang tidak bertentangan

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayar (1),
Pasal 7 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 12,
dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada
Bupati.

9.3.7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan
Mmencantumkan pula secarg singkat materi
pokok yang diacy.

Contoh:

Izin Penambangan baty barg sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ....

9.3.8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Pera-
turan Daerah yang tingkatannya sama atau
lebih tinggi.

9.3.9. Hindarj pengacuan ke pasal aray ayat yang
terletak setelah pasal atau ayat yang bersang-

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah,
9.3.13. Jika Peraturan Daerah yang dinyatakan masih

tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan

Peraturan Daerah tersebut, gunakan frase te-

tap berlaku, kecuali..

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pera-

turan Daerah Nomor. . Tahun.... (Lembaran

Daerah Tahun. . Nomor...) tetap berlaku,

kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

10. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah berbentuk, sebagai berikut:
10.1. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

kutan, Contoh:
Pasal PERATURAN DAERAH PROVINS]. ..(Nama
Permohonan izj e ; lolaan hut: i Provinsi)
. nar 1zin pengelolaan len.wlsa.ta se- NOMOR ...TAHUN. ...
bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibyat TENTANG
dalam rangkap 5 (lima). : (nama Peraturan Daerah)
G I DEMOKRATISASI PRODUK HUKUM EKONOM| DAERAH i BAB 4 Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis
= | Pembentukan Peragyran Daerah Demokratis gi Bidang Ekonomi i Kabupaten/Kota ’ di Bidang Ekenomi di Kabupaten/Kota

|



258 |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
GUBERNUR PROVINSI (Nama Provinsi)

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. danseterusnva...;
Mengingat : 1.
2 B :
3. danseterusnya..,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI
(Nama Provinsi)
Dan
GUBERNUR...(Nama Provinsi)
MEMUTUSKAN :

eeey

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG....

(nama Peraturan Daerah Provinsi)
BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
BAB I

Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi...(Nama Provinsi)
Ditetapkan di ...
Pada tanggal....
GUBERNUR PROVINSI...
(Nama Provinsi)
(tanda tangan)
(NAMA)
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Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH...(Nama Provinsi)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI...(Nama Provinsi)
TAHUN...NOMOR....

10.2. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/

Kota
Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama
kabupaten/kota)
NOMOR....TAHUN....

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota)

Menimbang : a. bahwa...;

b. bahwa....;

c. danseterusnya...;
Mengingat 1. ...

2i wasi :

3. danseterusnya...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA...

(nama kabupaten/kota)
dan
BUPATI/WALIKOTA...(nama kabupaten/kota)
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG....
(nama Peraturan Daerah Kab/Kota)

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BABII
Pasal ...
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BAR ...
(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah iri dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Jabupaten/
Korta... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
Pada tanggal....
BUPATI/WALIKOTA...
(Nama Kabuparten/Korta)
(tanda tangan)
(NAMA)
Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH...(yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan)
(randa tangan)
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(Nama
Kabupaten/Kota) TAHUN...NOMOR....
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(BABS)

Partisipasi Masyarakat
dalam Pembentukan Peraturan
Daerah Demokratis di Bidang
Ekonomi di Kabupaten/Kota

A. Urgensi Partisipasi Masyarakat

Jean Jacques Rousseau dalam karyanya “Du Contract
Social, menjelaskan bahwa hukum adalah suatu kehendak
umum (volonte generale), sehingga adresatnya selalu umum.
Suatu hukum yang terwujud dari kehendak umum, akan
menciptakan suatu tujuan umum, yakni kepentingan umum.
Oleh karena itu, jika dalam masyarakat tertentu dibentuk
hukum yang tidak mencerminkan kepentingan umum, karena
berlakunya tidak sama bagi semua orang, maka hukum itu
harus dianggap adil.>**

Hukum itu harus dibentuk oleh kehendak umum
(volonte generale) di mana dalam hal ini seluruh rakyat secara
langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan
masyarakat tanpa perantara atau wakilnya, sedangkan menu-
rut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat bukanlah pen-
jumlahan dari individu-individu di dalam negara itu, melain-
kan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu,
dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya
dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat.

4 Jean Jacques Rousseau, dalam Theo Huijbers. 1988. Filsafat Hukum dalam
Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 87-94.
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Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pem-
bentukan aturan hukum, maka perlu dikemukakan pandangan
M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, yang mene-
gaskan terdapat tiga akses (three accesses) yang perlu disedia-
kan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
(termasuk pembentukan aturan hukum, Pen-), yaitu: '

1. Akses terhadap informasi yang meliputi 2 (dua) tipe yaitu:
a. Hak akses informasi pasif
b. Hak informasi akrif.

2. Akses partisipasi dalam pengalihan keputusan (public
participation in decision making) meliputi: .

a.  Hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan.

b. Partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan
program pembangunan.

c. Partisipasi dalam pembentukan peraturan perun-
dang-undangan.

3. Akses terhadap keadilan (access to justice)
Menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mene-
gakk;m hukum lingkungan secara langsung (the justice
pillar also provides a mechanism for public to enforce
environmental law directly). Sifat dasar dan peran serta
adalah:

a. Keterbukaan (openness)
b. Transparansi (transparency).’®

Lebih lanjut, M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi
Sudarsono menjelaskan bahwa penguatan tri akses diyakini
dapat mendorong terjadinya perubahan orientasi sikap dan
perilaku birokrasi yang semula menjadi service provider men-

* W, Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. 2009. Legislative Drafting:
Teori dan ‘Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas Atmajava,
Yogyakarta, hlm. 43-44.
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jadi enabler/fasilitator. Perwujudan tri akses tersebut dapat

dilihat dalam bentuk:

L. Turut memikirkan dan memerjuangkan nasib sendiri.

2. Kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Tidak menye-
rahkan penentuan nasibnya kepada orang lain.

3. Merespons dan bersikap kritis.
4. Penguatan posisi tawar.
5. Sumber dan dasar motivasi serta inspirasi yg menjadi

kekuatan elaksanaan tugas dan kewajiban emerin-
]
tah.266

Memerhatikan penjelasan M. Riawan Tjandra dan
Kresno Budi Sudarsono, dapat dipahami bahwa prinsip keter-
bukaan adalah elemen penting dalam penyelenggaraan peme-
rintahan di kabupaten/kota, yang berorientasi pada konsep
negara kesejahteraan yang bercumpu pada kekuatan masyara-
kat sipil, dengan bercirikan birokrasi vang efisien, efekrtif,
impersonal, impartial, objektif, rasional dan berorientasi pada
kepentingan publik. Prinsip keterbukaan membawa konse-
kuensi adanya kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk secara proakrif memberikan informasi kepada masya-
rakat, serta menjelaskan kepada masyarakat tentang berbagai
hal yang mereka butuhkan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan
membawa konsekuensi perlunya pelaksanaan prinsip parti-
sipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah
demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota.

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan
serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai
dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pemben-
tukan Peraturan Daerah dapat dikategorikan sebagai partisi-
pasi politik, yang menurut Huntington dan Nelson partisipasi

*Ibid.
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politik adalah kegiatan warga negara sipil (privat citizen) yang
bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh peme-
rintah.¢”

Prinsip partisipasi masyarakat (public participation),
sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Sugiono dan Ahmad
Husni M.D., adalah “elemen penting dalam proses pelaksa-
naan demokrasi, yang maknanya memberikan peluang adanya
peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan kepu-
tusan, khususnya kelompok masyarakat yang terkena dampak
langsung suatu kegiatan pembangunan sebagai akibar dari

kebijaksanaan publik (public policy)”.**

Lebih lanjut, Bambang Sugiono dan Ahmad dusni M.D

menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip peran serta masyara-
kat bertujuan untuk: pertama, melahirkan prinsip kecermatan
dan kehati-hatian dari pejabat publik dalam membuat kebi-
jaksanaan publik; kedua, membawa konsekuensi munculnya
suatu kontrol sosial yang konstruktif dan kesiapan sosial
masyarakat terhadap setiap bentuk dampak akibat suatu
kegiatan pembangunan.?®”

Sherry Arnstein dalam bukunya “A Ladder of Citizen
Participation” yang dijelaskan oleh Esmi Warassih,””” me-
ngembangkan skema 8 (delapan) tingkat partisipasi masyara-
kat dalam penetapan kebijakan. Tingkat pertama atau ter-
tinggi adalah kontrol warga negara (citizen centrol), yang
berwujud wewenang publik untuk memutuskan, melaksana-
kan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Satu tingkat

%" Samuel Huntington dan Joan Nelson. 1994, Partisipasi Politik di Negara
Berkembang, Rineka Cipra, Jakarta.

* Bambang Sugiono dan Ahmad Husni. 2000. “Supremasi Hukum dan
Demokrasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 14 Vol. 7, him. 79,

* Ibid. 1

M Sherry Arnstein dalam bukunya “A Ladder of Citizen Participation”, dikutip
dari Esmi Warassih. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewunjudkan
Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hulkum dan Persoalan Keadilan), Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,.

DEMOKRATISAS!I PRODUK HUKUM EKONOMI DAERAH
Pembentukan Peraturan Daerah Demokralis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota

st s el

3

di bawahnya atau tingkat kedua adalah delegasi kewenangan
(delegated power), yang memberikan kewenangan kepada
masyarakat lebih besar daripada penyelenggara negara dalam
merumuskan kebijakan. Kemudian, di tingkat ketiga, adalah
kemitraan (partnership) yang mendukung keseimbangan
kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan
untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama.
Tiga tingkatan ini mengakui keberadaan hak rakyat untuk
membentuk peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tingkat keempat sampai dengan tingkat
keenam, adalah partisipasi semu, yang terdiri dari peredaman
(placation) konsultasi dan informasi (informing). Di tingkat
peredaman rakyat telah mempunyai pengaruh terhadap kebi-
jakan, tetapi jika akhirnya terjadi voting pengambilan kepu-
tusan, akan tampak keputusan ada di tangan lembaga negara,
sedangkan kontrol dari rakyat tidak sangat menentukan.
Berikutnya, di tingkat konsultasi rakyat didengar pendapatnya
lalu disimpulkan, rakyat telah berpartisipasi dalam memben-
tuk peraturan perundang-undangan dan lembaga negara telah
memenuhi kewajiban, melibatkan rakyat dalam membentuk
peraturan perundang-undangan. Adapun di tingkat informasi
rakyat sekedar diberitahu akan adanya peraturan perundang-
undangan, tidak peduli apakah rakyat memahami pemberita-
huan itu, apalagi memberikan pilihan guna melakukan nego-
siasi atas kebijakan 1tu.

Kemudian, di tingkat ketujub dan kedelapan, terapi dan
manipulasi menunjukkan ketiadaan partisipasi. Di tingkat
terapi kelompok kebijakan masyarakat korban kebijakan dian-
jurkan mengadu kepada pihak yang berwenang, tetapi tidak
ielas pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak. Paling buruk
adalah di tingkat manipulasi, karena lembaga negara melaku-
kan “pembinaan” terhadap kelompok-kelompok masyarakat
untuk seolah-olah berpartisipasi, padahal yang sebenarnya
terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa.
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Tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kebi-
jakan yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein sebagaimana
diuraikan di atas, dapat ditabulasikan dalam matriks berikut
ni:

Matriks 3
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Kebijakan
(menurut Sherry Arnstein)

8 | Kendali masyarakat (citizen control) Kekuasaan masyarakat
7 | Delegasi kekuasaan (delegared power) | (degree of citizen power)
6 | Kemitraan (partnership)

5 | Peredaman (placation) Partisipasi Semu

4 | Konsultasi (consultation) (DPegree of tokenism)

3 | Penginformasian (informing)

2 | Terapi (Therapy) Tidak Partisipatif

1 | Manipulasi (manipulation) (ronparticipation)

Paling tidak ada 8 (delapan) manfaat yang akan dicapai
jika Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan partisipasi ma-
syarakat dalam proses pembangunan, rermasuk dalam proses
pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang eko-
nomi, sebagaimana dijelaskan oleh M. Irfan Islamy, yaitu:
1. Masyarakart akan semakin siap untuk menerima dan me-

laksanakan gagasan pembangunan;
2. Hubungan masyarakat, pemerintah dan legislatif akan
semakin baik;
3. Masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap
instirusi;
4. Masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih
besar kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia
bekerjasama dalam menangani tugas dan urusan publik;
Bila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan mene-
rima ide-ide pembangunan, maka mereka juga akan me-
rasa ikut memiliki tanggung jawab untuk turut serta me-
wujudkan ide-ide tersebut;

n
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6. Mutu/kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil
akan menjadi semakin baik karena masyarakat turut serta
memberikan masukan;

7. Akan memperlancar komunikasi dari bawah ke atas dan
dari atas ke bawah; dan

8. Dapat memperlancar kerjasama, terutama untuk meng-

atasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan ru-
mit. !

Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh seke-
lompok orang yang duduk di lembaga perwakilan di kabu-
paten/kota, karena institusi dan orang-orang yang duduk da-
lam lembaga perwakilan, sebagaimana diungkapkan oleh
Alexander Abe, seringkali menggunakan politik atas nama
kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan
pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat se-
cara langsung, menurut Alexander Abe, akan membawa tiga
d:ampak penting, yaitu: pertama, terhindar dari peluang terja-
dinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa
vang dikehendaki masyarakar; kedia, memberi nilai tambah
pada legitimasi rumusan perencanaan, karena semakin banyak
jumlah pihak yang terlibat semakin baik; dan ketiga, mening-
katkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakar.2”

B.  Prinsip-prinsip dan Model Partisipasi Masyarakat
yang Perlu Dikembangkan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi,
dapat berupa partisipasi konkret dalam proses pembentukan

e }’c1'|1r!ri!<;1x1 .\.I. Irfan Islamy. 2004. “Membangun Masyarakart Partisiparif”, Jurnal
Administrasi Publik, Vol. IV No, 2 Maret-Agustus, hlm. 3-9.

7 Alexander Abe. 2005. Perencanaan Daeral Fartisipatif, Pembaruan, Yogyakarta
him. 90-91. ’

w
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Peraturan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota. Agar
suatu rancangan Peraturan Daerah di bidang ekonomi di
kabupaten/kota nantinya dipatuhi oleh masyarakat, maka
keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung juga memegang peranan penting dalam meningkat-
kan kualitas suatu rancangan Peraturan Daerah di bidang
ekonomi di kabupaten/kota tersebut. Keterlibatan masyara-
kart ini juga merupakan proses demokratisasi dalam pemben-
tukan Peraturan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/
kota. Semakin banyak dan intens masyarakar terlibat dalam
proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota, baik di lingkungan DPRD
Kabupaten/kota maupun Kepala Daerah (Bupati/Walikota)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka semakin kecil reaksi menolak (negatif) dari masyarakat
nantinya setelah rancangan tersebut menjadi Peraturan
Daerah.

Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ckonomi di kabupaten/kota, sudah diakomodas® dalam
hukum positif, yaitu Pasal 139 ayat (1) UU No. 32/2004 dan
Pasal 53 UU No. 10/2004, yang memuat asas keterbukaan
yang substansinya mengakui dan memberikan hak kepada
masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau
tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan ran-
cangan UU atau rancangan Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota berlangsung dalam strukeur sosial
dan menjadi bagian dari proses sosial vang lebih besar,
sehingga tidak secara otomatis berlangsung lancar jika struk-
tur sosial dan proses sosial dalam mana pembentukan Pera-
turan Daerah itu berlangsung tidak demokratis.

Pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota, mulai dari persiapan sampai de-
ngan penyusunan, memerlukan pengetahuan yang mendalam
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mengenai materi yang akan diatur dan pengetahuan hukum
yang luas serta pengetahuan tentang teknik peraturan per-
undang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah demo-
kratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota adalah seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan per-
undang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, diperlukan
suatu kecakapan untuk mencari dan menemukan pokok per-
soalan atau fakta yang telah tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat untuk dituangkan dalam rumusan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota
yang singkat namun jelas, sehingga maksud yang diinginkan
oleh pembentuk Peraturan Daerah demokratis di bidang eko-
nomi di kabupaten/kota itu (Bupati/Walikota atau DPRD
Kabupaten/Kota) dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.
Penting dipahami bahwa Peraturan Daerah demokratis
di bidang ekonomi di kabupaten/kota tidak mengatur keadaan
yang masih merupakan anggapan hukum (rechta opvatigen),
akan tetapi Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi
di kabupaten/kota justru mengatur kehidupan masyarakat
yang sangat dinamis dalam suatu bidang yang diatur. Jadi,
Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabu-
paten/kota harus diusahakan agar dapat dipergunakan dalam
situasi dan kondisi yang berkembang. Selain itu, agar Pera-
turan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/
kota lebih operasional lagi, maka pembentukannya tidak ha-
nya terikat pada asas legalitas sebagaimana dikehendaki oleh
UU No. 32/2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil peneli-
tian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang
hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah
akademis terlebih dahulu. Namun, dalam praktiknya, sampai
saat ini tidak ada satu pun naskah akademis Peraturan Daerah
demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota, karena me-
mang tidak ada upaya pelibatan kalangan akademisi dalam
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proses perancangan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/korta.

Partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat akademis,
dalam pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota menjadi penting, karena: perta-
ma, menggali pengetahuan, keahlian atau pengalaman masya-
rakat, sehingga Peraturan Daerah demokratis di bidang eko-
nomi di kabupaten/kota yang dibentuk nantinya benar-benar
memenuhi persyaratan Peraturan Daerah yang baik; kedua,
menjamin Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi
di kabupaten/kota sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam
masyarakat (politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain); ketiga,
menumbuhkembangkan rasa memiliki (sense of belonging)
dan rasa bertanggung jawab (sense of responsibility), serta
meningkatkan kinerja yang akuntabel (sense of accountabi-
lity) atas Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di
kabupaten/kota tersebut.

Partisipasi tidak tepat jika hanya pada tataran keterli-
batan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabuparen/kota,
tetapi harus lebih jauh dari itu, dalam arti masyarakar, teru-
tama masyarakat marjinal dan rentan dapat menentukan hasil
akhir atau dampak positif dari keberadaan Peraturan Daerah
demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota ha-
rus ditentukan kuantitas dan kualitasnya, sehingga tidak asal
melibatkan saja. Keterlibatan masyarakat harus disesuaikan
dengan substansi yang (akan) diatur dalam suatu rancangan
Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupa-
ten/kota tersebut. Artinya, para pembentuk Peraturan Daerah
demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota harus me-
nentukan masyarakat mana saja yang dapat dilibatkan. Bah-
kan keterlibatan masyarakat tersebut terus dapat dilanjutkan
setelah suatu rancangan Peraturan Daerah demokratis di bi-
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dapg ekonomi di kabupaten/kota sudah jadi melalui sosiali-
sasi, sebelum dibahas bersama dengan DPRD, ataupun sebe-
lum disahkan/ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota juga
dapar terus dilanjutkan pada pembahasan di DPRD baik
secara langsung melalui rapat dengar pendapat umum
(RDPU) maupun seharusnya secara tidak langsung melalui
komunikasi tertulis maupun lisan yang dialamatkan kepada
P;mi_ti.a Khusus (Pansus). Namun, menurut A.S. Natabaya,
partisipasi masyarakat ini juga harus dibatasi pada tahapan
sebelum suatu rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama
(mhz.lp prarancangan inisiatif di DPRD, sebelum ditentukan
menjadi rancangan inisiatif) dan pada saat pembahasan ber-
sama DPRD dan Kepala Daerah melalui RDPU, sehingga
masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat dapat
ditampung secara efisien dan efektif.2”

_ lBerangkat dari situasi dan kondisi belum optimalnya
partisipasi masyarakat, maka diperlukan terobosan gerakan
civil society untuk mendorong maju partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di bidang eko-
nomi di Kabupaten/Kota. Bukan karena alasan reformasi, oto-
nomi daerah, atau demokratisasi, sehingga terobosan harus
dilakukan, melainkan karena Peraturan Daerah demokratis
di bidang ekonomi di kabupaten/kota itu akan berdampak
pada masyarakat luas bukan pada sekelompok orang yang
ada di lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) maupun legis-
latif (DPRD).

Mer gelaborasi pendapat Rivai G. Ahmad, dkk., maka
perilu dikembangkan 8 (delapan) prinsip dalam rangka opti-
malisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan

ot ~ g -
ALY, arta & « i {< 4 i P
A.S l*]'ll."ll)l'l_\(l. 2007. Pemngkamn [\lll'l[lt;ls [’cmturan ::rundang-undangan

(Sllﬂll.l Pendekatan Input dan Outpur)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No
2 Juni, hlm. 12. - .
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Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota,

yaitu:

1. Adanya kewajiban publikasi yang efekrif;

2. Adanya kewajiban informas; dan dokumentasi yang
sistematis, bebas dan mudah diakses;

3. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan
efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi
proses sejak perencanaan;

4. Adanya prosedur yang menjamin publik dapat mengaju-
kan rancangan Peraruran Daerah;

5. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar
yang wajib tersedia dan bebas diakses oleh publik, misal-
nya naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah;

6. Disediakan jaminan banding bagi publik apabila proses
pembentukan Peraturan Daerah tidak dilakukan secara
partisipatif;

7. Adanya pengaturan jangka wakrtu yang memadai untuk
Sémua proses penyusunan, pembahasan rancangan Pera-
turan Daerah, dan diseminasi Peraturan Daerah yang
telah dilakukan; dan

8. Adanya pertanggungjawaban yang jelas dan memadaj bagi
pembentuk Peraturan Daerah yang dengan sengaja menu-
tup peluang masyarakar untuk berpartisipasi;

Selanjutnya, paling tidak ada 4 (empat) model yang
dapat dikembangkan dalam partisipasi masyarakat dalam
pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang eko-
nomi di kabupaten/kota, yairu: pertama, mengikuts: rtakan
anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independer dalam
tim atau kelompok kerja dalam pembentukan Peraturan
o Daerah; kedua, melakukan public hearing (diskusi publik)
melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholders) dalam rapat-rapat penyu-
. sunan Peraturan Daerah; ketiga, melakukan uji sahih kepada
i+ pihak-pihak tertentu unruk mendapatkan tanggapan; ke-
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empat, mengadakan kegiatan musyawarah atas Peraturan
Daerah sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang ber-
kompeten; kelima, mempublikasikan rancangan Peraturan
Daerah agar mendapatkan tanggapan masyarakat.

Menurut Suko Wiyono, jika dikaji lebih mendalam,
konsep Seidmann tentang arena pilihan bagi lembaga-lembaga
pembentuk aturan hukum, termasuk Peraturan daerah demo-
kratis di bidang ekonomi dj kabupaten/kota, berdasarkan ka-
tegori Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Inte-
rest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) dapat diaplikasikan
terhadap proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan
Peraturan Daerah, khususnya yang terkait dengan kategori
faktor subjektif dan objektif, sebagai berikut:

1. Faktor subjektif:

a. kepentingan (interest): kecermatan mendeteksi,
mengakomodasi dan merumuskan berbagai hak,
kewajiban, kewenangan, dan kepentingan subjek
hukum di daerah yang dikenai Peraturan Daerah;
dan

b. Ideologi (nilai dan sikap): ketepatan asumsi-asumsi
domain terhadap nilai-nilai dan sikap (perilaku) ma-
syarakat setempar berdasarkan adat istiadat, kebia-
saan, keagamaan, sosial, budaya, politik, dan ekono-
mi dalam rangka pengaturan urusan rumah tangga
daerah berdasarkan Peraturan Daerah;

2. Faktor Objektif

4. peraturan: perumusan norma Peraturan Daerah yang
mengandung nilai kebenaran, keadilan dan kepastian
hukum bagi pembentuk, pelaksana, penegak, dan
subjek hukum (pemegang peran) yang dikenai Pera-
turan Daerah;

b. kesempatan: bagi subjek hukum (pemegang peran)
yang dikenai Peraturan Daerah untuk mengetahui,
memahami, menghayati, dan melaksanakan isi Pera-
turan Daerah;
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c. kemampuan: mendesain substansi norma Peraturan
Daerah yang signifikan dengan kondisi riil (kemam-
puan) subjek hukum (pemegang peran) yang dikenai
Peraturan Daerah;

d. komunikasi: sosialisasi proses pembentukan dan
pemberlakuan Peraturan Daerah agar terbentuk
kesatuan persepsi di kalangan subjek hukum (peme-
gang peran) tentang eksistensi dan aplikasi Peraturan
Daerah dari aspek filosofis, yuridis, politis, maupun
sosiologis;

e. proses: identifikasi holistik terhadap kondisi masa-
lah, maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Dae-
rah oleh para pembentuk, pelaksana, penegak, dan
subjek hukum yang dikenai Peraturan Daerah.?™

Lebih lanjut, Suko Wiyvono menjelaskan bahwa konsep
Seidmann sudah menggunakan asas-asas pembentukan aturan
hukum yang baik. Bahkan dengan dimilikinya kebebasan oleh
pembentuk aturan hukum untuk menentukan pilihan atas
norma hukum yang akan digunakan untuk mengatur birokrasi
dan pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut, menunjuk-
kan adanya mekanisme yang demokratis dalam menentukan
pilihan norma hukum yang akan digunakan untuk mengatur
birokrasi dan pemangku kepentingan. Sebelum pembentuk
aturan hukum menentukan pilihan norma hukum yang akan
digunakan, tentu saja diadakan penelitian terlebih dulu de-
ngan melibatkan para pakar yang mempunyai latar belakang
keahlian terkait dengan substansi Peraturan Daerah tersebut.
Terkait dengan hal itu, tentu saja pada setiap pembentukan
Peraturan Daerah akan didahului dengan pembuatan naskah
akademis. Naskah akademis merupakan kajian yang bersifat

7 Suko Wiyono. 2006. Otonomi Daerah dalan Negara Hukum Indonesia:
Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, hlm. 89.
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menyeluruh tentang latar belakang, dasar pemikiran, landasan
teoretis, serta maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Dae-
rah. Naskah akademis adalah bahan awal rencana pemben-
tukan Peraturan Daerah, dan pada umumnya naskah akade-
mis itu dibuat secara ringkas serta padar, vang kemudian ditu-
angkan dalam Penjelasan Umum. Dengar; adanya naskah aka-
demis, akan dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang lebih
baik, jika dibandingkan dengan pembentukan Peraturan Dae-
rah yang tanpa didahului pembuatan naskah akademis.2”

Delﬂ'l](lal] pula bagi birokrasi, menurut Suko Wiyono,
telah disediakan norma hukum yang sifatnya pilihan, dengan
cara bagaimana menetapkan Peraturan Daerah itu. Dengan
adanya pilihan yang terkait dengan pelayanan bagi birokrasi
terhadap pemangku kepentingan, maka l{arapan-harapan bagi
pemangku kepentingan akan dapat terpenuhi. Sedangkan bagi
pemangku kepentingan sendiri akan mudah untuk melaksana-
kan Peraturan Daerah itu dengan baik jika disediakan sarana
yang memadai terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah
itu. Konsep Seidmann ternyata lebih aplikatif jika dibanding-
kan dcngm? konsep dari pakar-pakar Eropa Kontinental yang
kurang aplikatif dan terlalu normatif. Namun, kelebihan dari
konsep pakar-pakar Eropa Kontinental adalah lebih jelas
kepastian hukumnya, aspek teknis perundang-undangannya
dan metode perundang-undangannya.?”

Lalu, bagaimanakah mengelola potensi konflik aspirasi
yang timbul dalam proses pembentukan Peraturan Daerah
demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota? Masya-
rakar di daerah kabupaten/kota adalah masyarakat yang hete-
rogen, multikepentingan dan ada stratifikasi sosial yang pasti
plural. Konflik aspirasi adalah konseskuensi logis yang pasti
terjadi karena keberagaman komunitas masyarakat. Tanpa

7 Ibid., hlm. 89-90,
76 Ibid.
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adanya pengelolacn potensi konflik aspirasi, maka partisipasi
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah demokra-
tis di bidang ekonomi di kabupaten/kota dapat bermuara pa-
da: pertama, proses pembentukan Peraturan Daerah berlarut-
larut, sehingga merusak tatanan sosial; kedua, pengerasan
pihak anti demokrasi untuk mengambil keputusan sendiri dan
memberlukan secara sewenang-wenang bagi pihak-pihak lain.

Sehubungan dengan pengelolaan potensi konflik aspi-
rasi yang timbul dalam proses pembentukan Peraturan Dae-
rah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota relavan
dan perlu dikemukakan pendapat W. Riawan Tjandra dan
Kresno Budi Sudarsono bahwa melalui keterbukaan pemerin-
tahan, diharapkan dapart dilakukan perubahan dalam pende-
katan pelibatan konflik yang lebih didasarkan atas pertim-
bangan kepentingan (interest based) para pihak.?”

Power Based

Right Based

Interest Based

Bagan 6
Pendekatan Pelibatan Konflik

W Riawnn Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. Op. Ciz., hlm. 47 -46,

i
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Effective System

Distressed System

Bagan7
Peralihan dari Sistem yang Menegangkan
ke Sistem yang Efektif

Lebih lanjur, W, Riawan Tjandra dan Kresno Budi Su-
darsono menjelaskan bahwa pendekatan penyelesaian konflik
yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan (interest
based) para pihak adalah bersifat right based yang selain lazim-
nya dilakukan melalui pengadilan/arbitrase juga dilakukan
melalui negosiasi (win-win approach) dan mediasi (win-win
approach).*”

Menurut W, Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudar-
sono, tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah di
Indonesia (juga negara-negara berkembang lainnya) adalah
bagaimana menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik
(good governance) dan pemerintah yang bersih (clean gov-
ernment). Tantangan tersebut muncul karena banyaknya per-
soalan nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan ma-
syarakat yang belum dapat diselesaikan. Salah satu langkah
yang diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa adalah dengan membuka secara lebih
luas ruang bagi akses partisipasi masyarakat.”””

¥ 1bid.
2 1bid.
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Agar partisipasi masyarakat dalam pcm.he[.ntukan Perai
turan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/
kota dapat berjalan dengan baik, maka kebelmd;mn Peraturan
Daerah yang mengharuskan masyarakat terlibat dalam proses
pembentukannya menjadi sangat mendesak. A.dapun. untuk
menentukan kelompok aspirasi mana yang dlpl’lOL‘lt'dS'kal'f
dalam proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis c_h
bidang ekonomi di kabupaten/korta, makz} h;.u'us memperhati-
kan prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1) prinsip mengummaka’n
kelompok yang terabaikan; 2) prinsip penguatan rakyart; J).
prinsip rakyat setempat sebagai pelaku dan orang luar sebagai
fasilitator;4) prinsip saling belajar nmnghargm peredaa_n;
5) prinsip mengoptimalkan hasil; 6) prinsip-or:ent.;m praktis;
7) prinsip keberlanjutan; dan 8) prinsip belajar dari kesalahan.

Legalisasi akses informasi tidak serta merta membuat
penvelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pemba-
ngunan berjalan transparan, termasuk peml_)en.tukan Pera-
turan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/
kota, karena payung hukum transparansi adalah suatu proses,
sementara implementasi adalah proses berikut.nya.' Diperlu-
kan adanya regulasi yang mengatur transparasi, baik berupa
undang-undang untuk skala pusat dan Peraturan Dagrah un-
tuk skala lokal yang mengartur tentang transparansi untuk
menjamin akses informasi publik dan rakyat terhadap badan
publik. Jadi, suatu proses pemerintahan dikatakan transparan
dan partisipatif apabila masyarakat sudah dapat mengakses
informasi dengan mudah, efisien dan efektif. Adanya _UU Ke-
terbukaan Informasi Publik dapat menjadi starting point yang
sangat penting untuk menjamin akse§ publik terhadap

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. .
Berbagai regulasi sektoral selama ini mendorong dibu-
kanya hak akses publik untuk berperan serta. Nam.un, padn.
umumnya, hak untuk berperan serta dalam berbagai regulasi
itu hanya berhenti pada level formulasi Peraturan Daerah,
tidak teroperasionalisasikan sampai pada level aturan pelak-
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sanaan yang secara riil dapat digunakan sebagai landasan
normatif bagi akses publik. Dalam kondisi tersebut, masyara-
kat yang secara teoritik memiliki hak untuk mengakses infor-
masi publik dalam proses penetapan kebijakan, tidak sung-
guh-sungguh mampu mempergunakan haknya untuk meman-
tau, mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan publik yang akan
ditetapkan oleh para pejabat publik. ”

Berbagai regulasi sektoral yang men gatur hak masyara-
kat untuk berperan serta dalam proses penetapan kebijakan
publik yang hanya berhenti pada formulasi Peraturan Daerah,
tanpa dioperasionalisasikan secara tuntas dan diekspresikan
secara konkret melalui sikap demokrat pejabat publik untuk
membuka iri, menjadikan negeri ini telah menjelma menjadi
negeri kata-kata. Sekalipun regulasi datang silih berganti, hal
itu tal lebih dan politik kata-kata dan aborsi bahasa yang
sejatinya abai terhadap tuntutan demokrasi.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya knisis keper-
cayaan publik yang sebenarnya menjadi muara dan terjadinya
disinformasi maupun disharmoni antara pemerintah dan
rakyarnya, adalah dengan membangun sistem komunikasi
efektif antara kedua belah pihak. Namun, hal itu berkonsg-
kuensi perlunya Pemerintah membuka diri untuk memberikan
informasi publik secara proaktif kepada rakyatnya mengenai
setiap rencana penetapan kebijakan publik.

Dilaksanakannya sistem demokrasi langsung yang ter-
wujud melalui pelaksanan pemilihan umum untuk memilih
wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif
seharusnya dapar dimaknai semakin luasnya ruang bagi proses
menjaring aspirasi konstituen dan kesepakatan-kesepatan
politik dalam rangka memperkuat sistem demokrasi lokal.

Sehubungan dengan mekanisme membina hubungan
dengan konstituen, terdapat beberapa nilai dan prinsip yang
harus dibangun oleh setiap anggota DPRD, yaitu:

1. Mengakui perbedaan nilai kepentingan, kepedulian yang
berorientasi pada kebutuhan warga/konstituen;
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2. Terbuka pada pemikiran-pemikiran konstituen dan
bukan pada formatdaftar isian masalah yang tidak nyata,
Orientasi persoalan yang dikembangkan melalui daftar
isian masalah, biasanya hanya menjadi wacana dan tidak
mendasar;

3. Kesetaraan dan transparansi: selalu mengusahakan serta
menciptakan kesetaraan dan transparansi di antara
Dewan dan konstituen;

4. Masyarakat madani/sipil, didorong untuk lebih berperan
dan bertanggung jawab;

5. Kapasitas, saling memperkuat dan keunggulan kompa-
ratif setiap konstituen;

6. Instrospeksi dan meraih pelajaran melalui kaji ulang terus

menerus dan perbaikan dalam pengelolaan dan pengor-
ganisasian.280 '

Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di ka-
bupaten/kota adalah penjelmaan preferensi nilai. masyarakat
yang menghendaki terwujudnya kepastian hukum, keadilan
dan kemanfaatan. Hal itu berarti, Peraturan Daerah merupa-
kan cermin kehendak rakyat dalam dewan perwakilan. Pasal
53 UU No. 10/2004 mengatur bahwa masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah
demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota. Namun,
dapat dilihat bahwa ketentuan itu tidak mengatur cara/metode
pelaksanaan berpartisipasi masyarakat dalam proses pemben-
tukan Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di
kabupaten/kota, sehingga metode pelaksanaan hak berpartisi-

pasi masyarakat ditentukan oleh praktek dan inovasi yang
dilakukan.

2 LGSP-USAID. 2007. Seri Penguatan Legislatif-Membina Hubungan dengan
Konstituen, (Buku Saku DPRD), LGSP-USAID, Jakarta, hlm. 21.
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Sehubungan dengan posisi rakyat dalam proses pem-
bentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi
di kabupaten/kota, UU No. 10/2004 hanya me{nuat 1 (satu)
pasal, yaitu Pasal 53 yang mengatur partisipa.m. masyarakat.
Jadi, dapat dianalisis sendiri bagaimana posisi fnas'ya'rakat
dalam pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota? Penjelasan Pasal 53 UU No. 10/
2004 itupun juga menyatakan bahwa hak masyarakat dalam
ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata
Tertib DPRD. . .

Jadi, kunci untuk membuka ruang yang lebl.h 'luag bagi
masyarakat untuk menggunakan haknya berpartisipasi ter-

letak pada sejauh mana Peraturan Tata Tertib DPRD mampu

membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi keterlibatan
masyarakat dalam proses legislasi. Hak masyarakat dalam
ketentuan ini dilaksanakan sesnai dengan Peraturan Tata
Tertib DPRD.

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005
memuat penegasan bahwa dalam rangka penyempurnaan ran-
cangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, Pemrakarsa dapat menyebarluaskan Rancangan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota ke:-
pada masyarakat. Hasil penyebarluasan dijadikan bahan pani-
tia antardepartemen untuk penyempurnaan Rancangan Pera-
turan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten(
kota. Ketentuan itupun kiranya belum sepenuhnya memberi
tekanan terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah
“kerakyatan”, bahkan mengubah “hak rakyat untuk bergar-'
tisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, menjadi
“kewenangan pemrakarsa untuk melibatkan rakyat dalam
pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang ekono-
mi di kabupaten/kota”.

Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakaf c!alam
proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota, seharusnya rnenggunakan lan-
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dasan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mengu-
tamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang
menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui
dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warga
negara. Tujuannya untuk mencapai musyawarah dfm mufakat
berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan
berbagai kriteria. Keterlibatan warga (citizen engagement)
merupakan inti dan demokrasi deliberatif.

Demokrasi deliberatif muncul sebagai kritik dan upaya
untuk memperbaiki demokrasi perwakilan yang sel.ama ini
berjalan di hampir semua negara demokratis, bal_k di negara
maju maupun berkembang, dan menjadi mekanisme utama
dalam pengambilan keputusan. Jika demokrasi perwakilan
ditandai oleh kompetisi politik, kemenangan, dan kekalahan
satu pihak, maka demokrasi deliberatif atau demokrasi musya-
warah lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling meng-
hormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat.
Demokrasi langsung mengandalkan Pemilu, sistem k.etem.fa—
kilan (delegasi wewenang dan 1<c—:l<uﬂsaan),‘dan elite-elite
politik, sedangkan demokrasi deliberatif lebih men’ekankan
partisipasi dan keterlibatan langsung warganegara.-’“. .

Menurut Cohen dan Fung, sekurangnya ada tiga di-
mensi tujuan yang hendak dicapai oleh demokrasi perwa-
kilan, tetapi gagal dicapai, yaitu:

2. Tanggungjawab (responsibility), yakni sejauh mana para
pemegang kuasa betul-betul melaksanakan tanggung
jawab politiknya sesuai dengan aspirasi warga negara;

3. Kesetaraan (equality), yakni sejauh mana tiap warga
negara memiliki kesempatan yang sama untuk secara ber-
sama ikut memutuskan suatu kebijakan; di dalam masya-
rakat modern, ketimpangan sosial ekonomi yang ada telah

B Ibid., hlm. 72.
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menghalangi terwujudnya kesetaraan kesempatan dan
ikut serta memutuskan kebijakan;

4. Kemandirian politik warganegara (political autonomy),
yakni sejauh mana warganegara betul-betul mampu hi-
dup mandiri dengan keputusan-keputusan politik yang
telah ikut disusunnya. Model penjaringan aspirasi masya-
rakat dapat menggunakan model Konsultasi Publik.?*?

Pembentukan Peraturan Daerah demokrati# di bidang
ckonomi di kabupaten/kota perlu menggunakan konsultasi
publik. Melalui konsultasi publik suatu produk Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota di-
harapkan mampu mengintegrasikan sistem demokrasi perwa-
kilan dengan demokrasi deliberatif. Konsultasi publik juga
diartikan sebagai metode atau teknik partisipatif dalam me-
rancang dan menyusun suatu kebijakan. Konsultasi publik
sebagai metode, serumpun dan satu keluarga dengan gagasan-
gagasan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan
publik. Konsultasi publik merupakan proses dan kegiatan un-
tuk lebih mendekatkan diri dengan aspirasi publik melalui
pelibatan langsung warganegara.?3

Elemen-elemen yang terlibat dalam suatu konsultasi
publik sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Pelaku atau subyek: pemerintah-warganegara;

b. Bahan konsultasi: informasi, ide, rancangan kebijakan,
data-data, dan lainnya;

c. Proses-proses: terbuka, deliberatif (berdasarkan musya-
warah), partsipatif, komunikasi dialogis;

% Cohen dan Fung, dalam Ibid.

® Farhan, dkk. 2007. Memfasilitasi Konsultasi Publik-Refleksi Pengalaman
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah testang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (RPP-T2CP2EPRD), Diterbitkan atas Kerjasama dari: USAID, DRSP,
Dirjen Bina Bangda Depdagri dan BIGS, Jakarta, him. 10.
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d. Sifat relasi antar-pelaku: setara dan kooperatif;
e. Hasil-hasil: umpan balik, koreksi, perbaikan, perubahan-
perubahan, dan kesepakatan bersama.?*

Partisipasi dalam konteks relasi antara pemerintah dan
warganegara (governance), hendak menempatkan masyarakat
pada posisi yang sebenarnya. Pertama, warganegara atau
masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan warga
(citizen). Kedua, warga negara atau masyarakat bukan dalam
posisi yang diperintah, tetapi sebagai teman sejajar (partner)
pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangun-
an. Ketiga, partisipasi bukanlah pemberian pemerintah, tetapi
sebagai hak warganegara. Keempat, warganegara atau masya-
rakat bukan sekedar obyek pasif penerima manfaat kebijakan
pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif me-
nentukan kebijakan.?%

Konsultasi publik yang ideal/efektif memerlukan 3
(tiga) dimensi persyaratan, yaitu:

1. Pengaruh (influence), yakni sejauh mana para pelaku
warganegara dan kelompok masyarakat memiliki kapa-

~ sitas untuk mempengaruhi sebuah kebijakan;

2. Inklusi (keterlibatan yang bermakna), yakni sejauh mana
warganegara dan berbagai lapisan masyarakat—dengan
beragam kebutuhan serta cara pandang—memiliki jalur
dan “pintu” secara aktif terlibat memberikan pendapat
dan usulan;

3. Deliberasi (musyawarah), yakni sejauh mana dialog yang
terbuka, jujur, saling menghormati dan berkehendak
untuk mufakat.?*

4 Ibid., hlm. 11.
® Ibid., hlm. 11-12.
# W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. Op. Cit., hlm. 73.
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Konsultasi publik yang diselenggarakan berdasarkaq
urgensi dan manfaat proses-proses demokrasi, baik bagi
pemerintah maupun warganegara secara umum, haruslah
bermakna (meaningful). Konsultasi publik yang “bermakna”
secara ideal harus memenuhi sejumlah kriteria yaitu terbuka,
deliberatif, partisipatif, dan memihak kelompok ini (pro-
[)‘OO?’).N? :

Hasil dari proses membangun hubungan dengan konsti-
ruen melalui konsultasi publik dapat dijadikan inspirasi untuk
dituangkan dalam produk legislasi maupun melaksanakan
fungsi-fungsi DPRD yang lain seperti penganggaran dan
pengawasan.

C. Naskah Akademik sebagai Dasar dan Kerangka
Ilmiah Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat

Pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota perlu didasarkan atas empat
unsur penting, yaitu unsur-unsur yuridis, sosiologis, filosofis
dan teknik perancangan. Ditinjau dan sudut perancan‘ga'n/
regulasi, keempat unsur yang meliputi unsur-unsur: yuridis,
sosiologis, filosofis dan teknik perancangan dalam pemben-
tukan Peraturan Daerah dapat diklasifikasi atas 2 (dua) ke-
lompok utama, yaitu:

1. Tahap penyusunan naskah akademik
2. Tahap perancangan, yang meliputi:
a. Aspek prosedural
b. Aspek penulisan rancangan

Penyusunan naskah akademik merupakan hal yang pen-
ting sebelum dilaksanakan pembentukan Peraturan Daerah

2 [bid.
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demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota, sebab nas-
kah akademik berisikan pertanggungjawaban secara aka-
demik mengenai perancangan suatu Peraturan Daerah demo-
kratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota. Dasar-dasar
yuridis, sosiologis dan filosofis dikaji secara mendalam dalam
naskah akademik. Selain itu, sebelum penyusunan naskah
akademik, lazimnya didahului dengan dilakukannya penelitian
dan pengkajian secara ilmiah menyangkut persoalan yang akan
diatur dalam suatu Peraturan Daerah demokratis di bidang
ekonomi di kabupaten/kota.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Ran-
cangan Peraturan Presiden, naskah akademik adalah “Naskah
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasar-
an yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau
arah pengaturan rancangan undang-undang”.

Jadi, dalam proses pembuatan Peraturan Daerah demo-
kratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota yang melibatkan
Kepala Daerah dan DPRD ada juga hak yang dimiliki oleh
kalangan akademisi untuk membuat suatu naskah akademik.

Menurut Harry Alexander, naskah akademik adalah
naskah awal yang memuat gagasan pengaturan dan materi
muatan perundang-undangan bidang tertentu. Bentuk dan isi
naskah akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi
hukum bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-
futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan
referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan, alas hu-
kiem, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang
norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-
pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan
dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertang-
gungjawabkan secara ilmu bukum dan sesuai dengan politik
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hukum yang telah digariskan. Selanjutnya, skenario proses

penyusunan naskah akademik dibagankan oleh Harry
Alexander berikut ini:2%8

1. Influence the law
Research/ Action, and policy
Database ¢ o Best Practices, . 2. Develop the
Making Precedent, etc. aspirative law
process (academic
draft)
Bagan 8

Skenario Proses Penyusunan Naskah Akademik

Pembuatan naskah akademik, menurut Sirajuddin
Fatkhurohman, dan Zulkarnain, tidak lebih dari suatu penj
dekatan menyeluruh (holistik) dari suatu rencana pembuatan
suatu peraturan perundang-undangan. Pendekartan ini dijalan-
kan melalui suatu metode riset sebagai langkah awal untuk
mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik pihak
masyarakat maupun pemegang hak legislasi (pemerintah dan
parlemen). Namun, karena luasnya ruang lingkup pende-
katan, maka ada baiknya kalau digunakan “konsep dasar tri-
tunggal” dalam menelaah lahirnya suatu peraturan perundang-
undangan, yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filo-
sofis.”™ Aspek yuridis, maksudnya agar produk hukum yang
diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menim-
bulkan gejolak di tengah-tengah masyarakar, aspek sosiologis
yang dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkar:
jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di
tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadar dan aspek

* Harry Alexander. 2004. Panduan Perancan / 1
ry ¢ . 2004, : gan Undang-Undang di Indone
XSYS Solusindo, Jakarta, hlm. 120. % ’ e

#* Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Op. Cit., hlm. 124.
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filosofis maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan
jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki di
tengah-tengah masyarakart, misalnya agama.*"

Lebih lanjut, Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkar-
nain, menjelaskan bahwa dengan batas yang jelas itu, maka
akan memudahkan untuk menginventarisasi seluruh bahan
dan permasalahan yang muncul di lapangan. Dari 3 (riga)
aspek terseburt di atas jugalah akan dijadikan rambu-rambu
penting dalam merumuskan batasan akademis dari naskah
akademis yang akan dibuat. Hal ini penting untuk ditekankan
agar naskah akademik yang dibuar tidak saja bertumpu kepa-
da keilmuan, tetapi juga harus ditunjang dengan kenyataan
sosial. Tumpuan keilmuan dibuat didasarkan kepada kaidah-
kaidah teori dan pendapat para pakar (doktrin), sedangkan
tumpuan kenyataan didasarkan kepada kebutuhan yang nyata
yang dinginkan masyarakat agar kehidupannya terlindungi
dan dijamin oleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan
hukum, baik di masa kini (das sein) maupun masa depan yang
akan datang (das sollen/futuristik)*".

Naskah akademik akan terjaga netralitasnya sebagai
suatu kajian yang murni karena tuntutan ilmu, bukan karena
tuntunan dan tuntutan kepentingan pemerintah dan elit politik
melalui politik hukum yang dia kehendaki. Karena itulah,
naskah akademik dibuat untuk “bandul penyeimbang” ran-
cangan peraturan perundang-undangan yang oleh pihak par-
lemen bersama pemerintah atau sebaliknya, agar lebih obyek-
tif dan tidak menabrak kaidah-kaidah keilmuan hukum yang
ada. Harapannya naskah akademik benar-benar dijadikan per-
timbangan utama bagi proses rancangan peraturan perun-
dang-undangan, sehingga pengidaman suatu undang-undang
(dan Peraturan Daerah, Pen-) yang sempurna dan jauh dari

® Perhatikan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001
tentang Teknik Penvusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah.

# Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Op. Cit., hlm. 125.
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cacat hukum benar-benar akan terwujud. Yang paling utama
dari proses itu semua diharapkan sudah tidak ada lagi undang-
undang (dan Peraturan Daerah) yang berwatak represif, tetapi
diganti dengan undang-undang (dan Peraturan Daerah) yang
berwatak responsif.2%

Adapun letak naskah akademik sebagai bandul pe-
nyeimbang antara produk rancangan peraturan perundang-
undangan atas usul prakarsa pihak legislatif dan eksekutif
telah dibagankan secara cerdas oleh Sirajuddin, Fatkhuroh-
man, dan Zulkarnain, berikut ini:2%

Bandul
Penyeimbang

Responsif

Bandul
Penyeimbang

Bagan 9
Letak Naskah Akademik sebagai Bandul Penyeimbang antara
Produk Rancangan Peraturan Perundang-undangan atas Usul

Prakarsa Pihak Legislatif dan Eksekutif

*21bid., hlm. 125.
2 Ibid., hlm. 126.
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Menurut A.S. Natabaya, dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan di tahap prarancangan
(perencanaan, pengkajian, dan naskah akademik) sebagai
embrio (khususnya RUU/Raperda, agar kualitas hasil peneli-
tian dan pengkajian serta naskah akademiknya dapart diting-
katkan, maka perlu masukan-masukan (input) berupa perma-
salahan-permasalahan yang dicarikan solusinya harus benar-
benar masalah yang mendasar, penting dan substantial dalam
menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Masalah-masalah tersebut kemudian dicarikan solusinya me-
lalui pengkajian dan penelitian sesuai dengan metoda baku
penelitian. Selanjutnya, dengan hasil penelitian dan pengka-
jian yang berkualitas akan bermuara pada tersusunnya naskah
akademik yang berkualitas pula, karena telah didasarkan pada
penelitian dan pengkajian secara komprehensif dari berbagai
sudut pandang, antara lain, sudut filosofis, yuridis, dan sosio-
logis.?**

Lebih lanjut, A.S. Natabaya menjelaskan bahwa pada
tahap prarancangan RUU/Raperda ini kualitas dari penelitian,
pengkajian, dan naskah akademik juga tidak lepas dari kua-
litas para peneliti yang menyusunnya. Para peneliti ini harus-
lah di samping mempunyai pendidikan formal standar yang
diperlukan sebagai peneliti, juga mempunyai keterampilan
khusus sebagai peneliti, baik yang menjabat sebagai pejabat
fungsional peneliti maupun bukan. Naskah akademik ini
merupakan embiro dari RUU/Raperda baik yang dipersiapkan
oleh Dewan maupun oleh Pemerintah. Naskah akademik ini
dapat dipersiapkan oleh DPR/DPRD (dalam hal ini Badan
Legislasi DPR atau Panitia Legislasi DPRD) maupun oleh
Pemerintah dan perguruan tinggi.*”

¥ A.S. Natabaya. Op. Cit., him.10.
= 1bid.
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Kemudian, unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu
naskah akademik adalah urgensi disusunnya pengaturan baru
suatu materi hukum yang mengambarkan:

1. Hasil inventaris hukum positif;

2. Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi;

3. Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan
dituangkan ke dalam rancangan undang-undang (dan
Peroturan Daerah, Pen-); '

4. Ko sepsi landasan, alasan hukum dan prinsip yang akan
digunakan; ‘

5. Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituang-
kan ke dalam bentuk pasal-pasal;

6. Gagasan awal naskah rancangan undang-undang dan/
atau;

7. Rancangan produk hukum yang disusun secara sistema-
tik: bab demi bab, serta pasal demi pasal untuk memudah-
kan dan mempercepat penggarapan Undang-Undang atau
rancangan Produk Hukum lainnya selanjutnya oleh in-
stansi yang berwenang menyusun Undang-Undang atau
Rancangan Produk Hukum lainnya tersebut.?*®

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan langkah
memberikan kerangka hukum terhadap upaya untuk menga-
tasi permasalahan sosial atau mengarahkan perilaku subyek
hukum ke arah tujuan tertentu yang telah disepakati dalam
sistem perencanaan legislasi (Prolegda). Hal itulah yang mem-
berikan tempat yang sangat penting terhadap Peraturan Dae-
rah sebagai produk regulasi. Meski hukum tidak identik de-
ngan peraturan perundang-undangan, secara umum dapat
dinyatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat mo-
dern, apa yang dimaksud dengan hukum sebagian besar dapat

= Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Op. Cit., hlm. 126-127.
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ditemukan dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perun-
dang-undangan.>””

Sehubungan dengan itu, dikenal beberapa metode
analisis terhadap produk legislasi, termasuk Peraturan Daerah
demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kora, vang lazim
digunakan adalah ROCCIPL Dalam metode ROCCIPI analisis
terhadap permasalahan dilakukan dengan melihat aspek-
aspek berikut:

a.  Rule (Peraturan)
Intinya dengan menganalisis susunan kata dalam for-
mulasi suatu produk legislasi untuk menilai dampak
pengaturan terhadap munculnya perilaku bermasalah;

b.  Opportunity (Kesempatan)
Menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kesesuaian
atau hambatan unruk menyesuaikan perilaku terhadap
perintah legislasi;

¢. Capacity (Kemampuan)
Intinya menganalisis kemampuan daripada pelaku peran
untuk berperilaku sebagaimana yang ditentukan dalam
produk legislasi;

d.  Communication (Komunikasi)
Menekankan pada pentingnya diseminasi informas;
untuk memberikan penjelasan kepada para pelaku peran
agar berperilaku sesuai dengan yang ditentukan oleh
produk legislasi;

e. Interest (Kepentingan)
Menganalisis pengaruh kepentingan material dan non-
material (sosial) terhadap pelakn peran untuk bertindak
sesuai dengan yang ditentukan dalam legislasi;

* Laboratorium Hukum Unika Parahyangan. 1997, Keterampilan Perancangan
Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
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f.  Process (Proses)
Menganalisis kriteria dan prosedur yang menjadi moti-
vasi bagi para pelaku peran untuk berperilaku sesuai de-
ngan yang ditentukan dalam legislasi;

g Ideology (Ideologi)
Pengaruh nilai-nilai, kebiasaan dan adat istiadat terhadap
para pelaku peran dalam berperilaku sehubungan dengan
ketentuan dalam legislasi. 2

Selain metode atau teknik ROCCIPI sebagaimana
diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah demokratis
di bidang ekonomi dj kabupaten/kota juga dapat dianalisis
menggunakan tolok ukur berdasarkan asas-asas hukum pem-
bentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas ma-
terl muatan peraturan perundang-undangan yang diatur
dalam UU No. 10/2004 sebagaimana telah diuraikan pada
bab 4 sebelumnya. '

Setelah diuraikan naskah akademik sebagai dasar dan
kerangka ilmiah pengembangan model partisipasi masyarakar
dalam pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di bidang
ckonomi di kabupaten/kota, maka selanjutnya perlu dikemu-
kakan format/pola naskah akademisnya. Dalam Keputusan
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.
PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, termasuk
Peraturan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/korta,
dikemukakan format/pola naskah akademis sebagai berikut:

2 LSGP-USAID. Op. Cit.,, hlm. 17-19, dan Ann Seidmann, et.all. 2001. Seri
Dasar Hukum Ekonomi 10-Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam
Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat
Rancangan Undang-Undang, Terjemahan oleh Usfunan, dkk., Proyek ELIPS,
Jakarta, hlm. 117-dst.
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NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
TENTANG

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai
3. Metode pendekatan
4. Materi muatan
5. Inventarisasi peraturan perundang-undangan
B. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK (materi
yang hendak diatur)
1. Umum
a. Pengertian-pengertian
b. Asas-asas
2. Materi
3. Sanksi
4. Peralihan
S. Penutup
C. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Perlunya pengaturan
2. Jenis/bentuk pengaturan
3. Pokok-pokok materi yang perlu diatur
D. LAMPIRAN
1. Daftar kepustakaan
2. Inventarisasi peraturan perundang-undangan
3. Hasil kajian atau penelitian atau makalah-makalah yang
membahas materi hukum yang bersangkutan.

Selain format/pola naskah akademis sebagaimana diten-
tukan dalam Dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 terse-
but di atas, Eko Widianto (www.legalitas.org) mengemukakan
bahwa kerangka naskah akademik pada dasarnya terdiri dari:
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BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan berisi tentang hal-hal yang men-
dorong disusunnya suatu masalah atau urusan, sehingga sa-
ngat penting dan mendesak diatur dalam peraturan per-
undang-undangan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam latar
belakang ini adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial,
ckonomi, pertahanan dan keamanan (ekspoleksosbud han-
kam).

B. Tujuan
Tujuan penyusunan merupakan hasil yang diharapkan dengan
diaturnya suatu masalah atau urusan dalam peraturan per-
undang-undangan.

C. Metode
Bagaimana cara penyusunan naskah akademik ini (riset
normatif dan riset sosiologis).

BAB II: TELAAH AKADEMIK

Kajian Filosofis
Dalam bagian ini diuraikan landasan filsafat atau pandangan
yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu ma-
salah ke dalam peraturan perundang-undangan.

Kajian Yuridis
Dalam bagian ini diuraikan landasan hukum yang berasal dan
peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewe-
nangan (bevoegdheid) bagi suatu instansi membuat aturan
tertentu dan dasar hukum untuk mengarur permasalahan (ob-
jek) yang akan diarur.

Kajian Politis
Dalam bagian ini diuraikan kebijaksanaan politik yang men-
jadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarah-
an ketatalaksanaan pemerintahan.
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Kajian Sosiologis ‘
Dalam bagian ini diuraikan realitas masyarakat yang meliputi
kebutuhan hukum masyavrakat, kondisi masyarakat dan nilai-
nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat).

Kajian Teoritis
Dalam bagian ini diuraikan kerangka teori pengaturan suaru
masalah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran
ilmiahnya.

Konsep-konsep
Menijelaskan ruang lingkup pengertian istilah-istilah yang
dipakai dalam naskah akademik.

BAB III: MATERI DAN RUANG LINGKUP
Pembahasan gambaran umum Materi dan Ruang Lingkup
peraturan perundangan yang akan dibuat. Pada umumnya
materi atau ruang lingkup peraturan perundang-undangan
terdiri dari:

l.lPengaturan Asas dan Tujuan
Asas dan Tujuan peraturan perundangan yang akan dibuat
berupa nilai-nilai dasar yang akan mengilhami norma penga-
turan selanjutnya. Dengan demikian ruang lingkup pengaturan
peraturan perundang-undangan yang akan disusun tidak
terlepas dan asas dan tujuan dan peraturan perundang-un-

dangan itu sendiri. Misalnya di dalam peraturan perundang-.

undangan yang mengatur pengelolaan hidup, maka dipakai
asas: sustainability. (keberlanjutan), responsibility (pertang-
gungjawaban) dan utility (manfaat).
2. Pengaturan Hak dan Kewajiban;
3. Pengaturan Kewenangan dan Kelembagaan;
4. Pengaturan Mekanisme;
5. Pengaturan Larangan-larangan;
' 6. Pengaturan Sanksi.
BAB IV: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
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DAFTAR PUSTAKA

Selanjutnya, hal-hal yang perlu dicermati dalam penyusunan
naskah akademik meliputi hal-hal berikut (Eko Widiyanto,
www.legalitas.org):
MASALAH SUBSTANSI HUKUM

Bagian LA .
Masalah-masalah pemerintahan apa yang terjadi selama ini
dalam pelaksanaan urusan/kewenangan pemerintahan terkait
suatu hal yang perlu diatur dengan suatu produk hukum?.
(Misal: masalah terkait prosedur penyelenggaraan tupoksi
suatu urusan yang akan diatur) Faktor-faktor apa yang menye-
babkan timbulnya masalah tersebut? Apa yang perlu diatur
sehingga dapat mengatasi masalah tersebut?

Bagian 1.B
Masalah-masalah yuridis (hukum) apa yang terjadi selama
ini dalam pelaksanaan urusan/kewenangan pemerintahan
terkait suatu hal yang perlu diatur dengan suatu produk
hukum? (Misal: ada, tidak ada, atau pertentangan produk
hukum daerah dengan peraturan perundangan yang lebih
tinggi) Faktor-faktor apa yang menimbulkan masalah ter-
sebut? Apa yang perlu diatur sehingga mengatasi masaah ter-

sebut? .
MASALAH STRUKTUR HUKUM

Bagian 2.A

Masalah-masalah sumberdaya manusia (aparatur/pegawai)
yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan urusan/kewenangan
pemerintahan terkait suatu hal yang perlu diatur dengan suatu
produk hukum? (Misal: masalah terkait kemampuan dan' jum-
lah pegawai dalam menangani suatu urusan yang akan diatur)
Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya masalah ter-
sebut? Apa yang perlu diatur sehingga dapat mengatasi masa-
lah tersebut?
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Bagian 2.B
Masalah-masalah hubungan antar SKPD apa yang terjadi
selama ini dalam pelaksanaan urusan/kewenangan pemerin-
tahan terkait suatu hal yang perlu diatur dengan suatu produk
hukum? (Misal: tidak adanya unit kerja, sinkron, tidak sin-
kron, atau tidak adanya mekanisme hubungan antar SKPD
terkait suatu urusan yang akan diatur) Faktor-faktor apayang
menyebabkan timbulnya masalah tersebut? Apa yang perlu
diatur schingga dapar mengatasi masalah tersebut?

MASALAH KULTUR HUKUM

Bagian 3.A
Masalah-masalah sosial apa yang terjadi selama ini dalam
pelaksanaan urusan/kewenangan pemerintahan terkait suatu
hal yang perlu diatur dengan suatu produk hukums? (Misal:
masalah terkait pandangan, keluhan/komplain, kritik masya-
rakat terhadap penyelenggaraan suatu urusan yang akan diatur
atau masalah akselerasi (percepatan pengaturan dengan per-
kembangan masyakat dan IPTEK) Faktor-faktor apa yang
menyebabkan timbulnya masalah tersebur? Apa yang perlu
diatur sehingga dapat mengatasi masalah tersebut?

Bagian 3.B
Masalah-masalah norma atau nilai-nilai sosial apa yang terjadi
selama ini dalam pelaksanaan urusan/kewenangan pemerin-
tahan terkait suatu hal yang perlu diatur dengan suatu produk
hukum? (Misal: pandangan masyarakat tentang patut atau
tidaknya penyelenggaraan suatu urusan yang diatur menurut
nilai-nilai sosial yang ada) Fakror-faktor apa yang menyebab-
kan timbulnya masalah tersebut? Apa vang perlu diatur sehing-
ga dapat mengatasi masalah tersebut?
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D. Pengembangan Masyarakat Sipil (Civil Society)
sebagai Agen Penguatan Partisipasi Masyarakat

UU No. 32/2004 memberikan kesempatan yang besar
dan luas kepada masyarakat daerah kabupaten/kota untuk
berpartisipasi dan pemerintahan dan pembangunan di daerah-
nya, termasuk dalam proses pembentukan Peraturan Daerah
di bidang ekonomi.

Secara individual, masyarakat daerah di kabupaten/kota
tentu sulit berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan
dan pembangunan, termasuk dalam proses pembentukan Per-
aturan Daerah di bidang ekonomi, karena: terbatasnya rata-
rata kemampuan individu; kebutuhan, tuntutan dan kepen-
tingannya sangat beragam; ataupun karena partisipasi secara
sendiri-sendiri atau dengan kelompok yang kecil sering ku-
rang didengar oleh pejabat pemerintah yang menetapkan kebi-
jakan publik.

Agar kepentingan masyarakat yang sangat beragam di
kabupaten/kota itu dapat tersalurkan dengan baik, ma
diperlukan “agen” yang disebut dengan masyarakat sipil atan
“civil society” dalam bentuk organisasi vang lebih teratur
dan berwibawa untuk mengartikulasikan kepentingan2®
masyarakat tadi agar dapat diperjuangkan sebagai salah saru
alternatif untuk dijadikan sebagai kebijakan daerah. Alternatif
tersebut bersama alternatif-alternatif lainnya dipadukan (di-
agregasikan) oleh partai-partai politik dan DPRD, menjadi
alternatif-alternatif yang lebih sedikit jumlahnya, lebih sem-

* Artikulasi kepentingan adalah cara yang lazim ditempuh oleh anggota masyarakat

agar kepentingan, kebutuhan, atau tunturannya dapat terpenuhi dengan
memuaskan. Berbagai macam kepentingan itu dapat terpenuhi oleh sistem
politik jika dikemukakan secara nyata, baik melalui organisasi maupun lembaga-
lembaga vang ada dalam masyarakat. Agregasi kepentingan adalah suatu fungsi
input yang memadupadankan semua kepentingan yang telah diartikulasikan.
Perhatikan Gabriel A. Almond. 1978. Comparative Politics System, Process,
and Policy, Little Brown and Company, Boston.

BAB 5 Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota




purna dan lebih terarah dan oleh DPRD bersama Bupati seba-
gai Kepala Daerah dj kabupaten/kota dibahas dan dipilih
}tnrilk dijadikan Peraturan.Daerah atau dalam bentuk kebi-
jakan publik di bidang ekonomi lainnya.

Mz}syarakat sipil adalah bidang kehidupan sosial yang
terofganisasi secara sukarela, mandiri dalam arti self gener-
ating Qan self supporting otonom dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan hanya tunduk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.3‘:“ i

Masyarakat sipil mencakup lembaga-lembaga atay
kelompok-kelompok yang sangat luas baik formal maupun
nonf-ormal yang melipuri bidang-bidang kehidupan: 1) eko-
nomij (o_rganisasi ekspor-impor, pertekstilan, perkumpulan
koperasi, kamar dagang, dsb.); 2) kebudayaan (organisasi
b;rdasarkan suku bangsa, kedaerahan, kekerabatan, kese-
nllan,'dsb.); 3) keagamaan; 4) pendidikan dan informas; (orga-
MIsast guru, perguruan swasta, wartawan, penerbit, pelaj:u'
mahasiswa, dsb.); 5) grup-grup kepentingan arau irzreres;
group§ (organisasi buruh, nelayan, tanj, veteran, pensiunan
organisasi-organisasi profesional lainnya, dsb.); 6. gernkan-’
gerakan atau movements atau sering juga disebur grup
penf.'kan atau pressure groups (organisasi lingkungan hidup
perlindungan konsumen, bantuan hukum nonprofit); 7) pem:
Il::;legl;:;zg (]I(tlrlr;ziga ‘[s)wadaya masyarz.tkat, perb.aikz‘m gizi dan

: ga berencana, dsb.); 8) organisasi kemasya-
rakatan lainnya (pengamat pemilu, pengamat DPR, pengamat
korupsi, forum diskusi dan pengkajian, dsb.).301 ;

Hubungan antara masyarakart sipil dengan pemerin-
taf‘}an dan demokrasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

==L U TS O

i) -yl T “ v :
S{:l{sran Sld;:. Pli’rnslpasl Masyarakar Sipil dalam Otonomi Daerah menurur
dang-Undang No, 22 Tahun 19997, Jurnal Hikum Tus Ouig Ius ‘
. '\;'01. 7 Agustus 2000, him. 136, e Rla
U Ibid,
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“Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang
hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-
lembaga yang baik dan bervariasi, partai politik, organisasi
dan asosiasi. Keanekaragaman ini disebut pluralisme, dan ini
berasumsi bahwa banyak kelompok terorganisi dan lembaga
dalam suatu masyarakat demokratis tidak tergantung pada
pemerintah bagi kehidupan, legitimasi atau kekuasaan mereka.
Ribuan organisasi swasta bekerja dalam masyarakat demo-
kratis, ada yang lokal, ada yang nasional. Banyak di antaranya
berperan sebagai penghubung antara individu dan lembaga-
lembaga sosial dan pemerintah yang rumit yang di dalamnya
mereka menjadi bagiannya, mengisi peran yang tidak diberikan
kepada pemerintah dan menawarkan kesempatan kepada
individu untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka
sebagai warga negara demokrasi. Kelompok-kelompok itu
mewakili kepentingan anggota mereka dalam berbagai cara
dengan mendukung calon bagi jabatan pemerintah, memper-
debatkan isu-isu dan berusaha mempengaruhi keputusan poli-
tik. Melalui kelompok demikian orang mempunyai saluran
untuk berpartisipasi secara bermakna baik di pemerintahan
maupun di masyarakat itu sendiri.?0*

Setiap masyarakar sipil di daerah kabupaten/kota harus
mempunyai kemampuan “ekstra” baik dari aspek organisasi,
kepengurusan, visi dan misinya, apalagi penguasaannya dalam
mengakses dan mengolah informasi lokal, regional, nasional,
dan internasional, karena “siapa yang menguasai informasi,
maka umumnya menguasai persoalan dan penyelesaiannya
di bidang-bidang tertentu yang diperjuangkannya. Atas dasar
itu, setiap masyarakar sipil di daerah kabupaten/kota harus
mampu membaca, mengkaji peluang yang diberikan oleh UU
No. 32/2004 kepada masyarakat, memilih dan merencanakan
bidang-bidang mana yang ditekuni sebagai partisipasinya

“* United Srates Information Agency. “Apakah Demokrasi itu?”, Publikasi
Internasional, Oktober 1991, USA, hlm. 5-6.
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dalam pembangunan daerah. Kemudian memperjuangkannya
untuk dijadikan keputusan pemerintah daerah atau keputusan
politik lainnya, agar input, proses, dan output-nya mengun-
tungkan daerah kabupaten/kota yang pada gilirannya juga
propinsi dan Negara Indonesia secara keseluruhan. Jadi, ma-
syarakat sipil menjadi salah satu unsur penting dan berpenga-
ruh dalam sistem politik di daerah kabupaten/kota, tanpa
turut serta dalam partai politik dan tanpa menjadi anggota
DPRD.

Jika masyarakat sipil di daerah kabupaten/kota dapat
menjadi unsur penting dalam sistem politik, berarti diakui
mempunyai kompetensi mengartikulasikan kepentingan
warga masyarakat daerah, bahkan tidak berlebihan jika diakui
berkompetisi mempadupadankan (mengagregasikan) artikLT-
lasi kepentingan tadi untuk dijadikan sebagai alternatif kebi-
jaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Harus diakui juga bahwa untuk dapat berpatisipasi
optimal dalam pemerintahan dan pembangunan ekonomi
daerah, maka masyarakat sipil di daerah kabupaten/kota
tidak h-an_va tergantung dari diri (internal) masyarakat sipil
itu sendiri. Meskipun masyarakat sipil sudah solid secara
organisasi, punya sumber daya manusia yang handal dan pu-
nya pengurus yang berwibawa masih memerlukan dukungan
faktor eksternal agar dapat berpartisipasi maksimal dalam
pemerintahan dan pembangun daerah. Faktor eksternal di-
maksud adalah dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota, DPRD Kabupaten/Kota, dan partisipasi masyarakat
serta simpatisannya di daerah kabupaten/kota itu sendiri
dalam menyampaikan ide atau gagasannya, kebutuhannya,
kepentingannya, dan kritiknya kepada masyarakat sipil ( civil
society) yang bersangkutan.
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